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Migrasi TKI ke Malaysia merupakan fenomena yang menpntungkan ekonomi 
baik Indonesia maupun Malaysia TKI cii Maiaysia ada yang bekexja secara sah dan ada 
yang bekerja tanpa dokumen yang sah yang dicirikan dengan perlindungan hukum yang 
kurang memadai dan sedikitnya akses terhadap layanan sosial. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hulcum normative dan penelitian sosiolegal, yakni 
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penempan kaidah-kaidah atau norma-norma 
dalam hukum positif: DaIam hubungan ini, digunakan logika deduktif dan logika 
induktif, dengan beberapa pendekatan, yaitu pendebtan perundang-undangan, 
pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah yang diperlukan guna memperjelas 
analisis ilmiab didam penelitian normiif. Metode analisis yaug dipergunakan adalah 
deskriptif kualitatif. 

Dalam Konstitusi Malaysia 1957, prinsip perlindungan hukum dan hak-hak 
kewarganegaraan iainnya menempati posisi yang sangat penting, universal dan sekaligus 
menegaskan Malaysia berkarakteristik sebagai negara hukurn. 

Prinsip perlindungan hukum mengenai buruh migran telah banyak diatur di dalam 
perjanj ian internasionid. Piagam ASEM dan MoU Jdonesia-l\aaaysia juga memberi 
perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Malaysia. Narnun dalam 
pelakssnaannya masih banyak kelernahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Gagasan 
mengenai perlindungan hukum integratif antara kedua negara menjadi alternatif dalam 
menyelesaikan rnasalah yang banyak terjadi akhir-akhir ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap TKI di Malaysia, sebenarnya 
secara hukum telah memperoleh perlindungan yang memadai melalui beberapa peraturan 
perundang-undangan perburuhan. Dari segi hukum, Negara Malaysia belum mempunyai 
perundangan khusus untuk melindungi pekerja asing. Akta mengenai p e r b b  secara 
umum dipakai kepada semua pekerja asalkan mereka berada di Malaysia secara sah. 

MoU menguatkan lagi pemahaman bahwa kedudukan TKI yang bekerja secara 
sah dj Malaysia adalah terbela dan terlindungi. Nanun demikian, MoU buhanlab suatu 
dokumen perundangan. MoU tidak dapat diberlakukan oleh mahkamah dan apabila 
hendak diberlakukan oleh Malaysia sebagai penerima TKI, maka MoU hams 
ditingkatkan ke dalam bentuk undang-undang. 

Berdasarkan hasiI peneIitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan 
hukum terhadap hak-hak TKI di Malaysia meskipun terlindungi secara hukurn menurut 
perundang-undangan perburuhan Malaysia dan MoU Indonesia-Malaysia tetapi masih 
mem iliki kel emahan-kel emahan dalam peiaksanaan dan penanganannya Disarankan agar 
kedua negara meningkatkan MoU ke taraf yang Iebih tinggi dan Malaysia segera 
meratifikasi perjzinjian internasional tentang perlindungan buruh migran dan anggota 
keluarganya. 



ABSTRACT 

The migration of Indonesian workers to Malaysia is a phenomenon economically 
beneficial to both Indonesia and -Malaysia. Some of the workers are legally documented 
and others are not. The workers who are inadequately documented are typically less 
judicially protected and are less illegible to social service access. This study utilized 
legal norm research method and socio-legal research method, that is, the study focused on 
the investigation of norm applications in the positive law. In this respect, deductive and 
inductive logics were employed, with several approaches such as the rule of law, 
comparative approach, and historical approach in order to clarify the scientific analysis. 
The analysis was conducted by using the qualitative descriptive method. 

In the Malaysian Constitution of 1957, the principle of law protection and citizen 
rights is crucially and universally esthlished that Malaysia is characterized as a 
constitutional state. 

The principle of law protection concaning migrant workers has been abundantly 
arranged in the international agreement. ASEAN Charter and Indonesia-Malaysia MoU 
also arovide law protection to Indonesian workers working in Malaysia. However, 
because of the many weaknesses, the application still needs to be improved The idea of 
integrated law protection between the two countries has become an alternative to solve 
the increasing number of recent problems. 

The results of the study showed that the Indonesian workers in Malaysia had been 
provided with adequate law prc~tection arranged in d~ labor reguhons. In the legal 
terms, Malaysia has not established specific regulation to protect foreign workers. 
Universal deeds are applied to all workers as long as their stay in Malaysia is legally 
documented. 

MoU eIevates the understanding that Indonesian workers working legally in 
=laysia are protected. However, MoV is nut a legal document. MoU cannot be 
considered by the court. In order to be considered by the court, the MoU must be 
upgraded to regulation. 

Based on the study, it was concluded that Iaw protection toward the rights of 
Indonesian workers in Malaysia was granted accordingly based on the Malaysian labor 
regulations, but the Indonesia-Malaysia MoU still needs to be improved. The writer's 
suggestion is that the countries promote tfie MoU and the Malaysia immediately ratify 
international agreement that concern the migrant workers and their families. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang MasaIah 

Dengan semakin majunya a m  globafisasi, makit arus perpindahan barang 

maupun perpindaRan manusia d a i  suah tempat atat negara ke tempat atau negara 

lain juga semakin meningkat. Perpkdahan manusia tersebut, atau disebut juga 

sebagai migrasi, bisa ddarn rmgka kegiam bisnis atm mencari pekerjaan yang lebiR 

baik, bisa juga dalam ritngka mehmwg ke luar negeri. Kegiatan migrasi tersebut 

sebenarnya telah berlangsung sejak bwkembmgnya peradah manusia. ' 
Arus perpindahan manusia yang sedemikian tinggi dan cepat tersebut, 

seringkali mengabaikan konsep tradisioml mengenai batas-batas wilayaR negara. 

Pengabaian terhadap konsep batas-batas negara tersebut acapkali menimbulkan 

permasalahan yang melibatkan warga negara asing yang m m k  ke negara tersebut. Di 

samping itu, perpindahan manusia membawa serta perbedaan latw belakang budaya, 

norma, dan kebiasaan sntara negara asal dengan negara tujuan. Hal ini juga memiliki 

kemungkinan yang besar sebagai salah satu sumber masalah yang melibatkan warga 

negara asing, baik yang bersifat perdata maupun pidana.2 

I Djoko Hardono, " Perhdungan Warga Negm dalam Pe-p", Tulisan Utama Jurnal 
Hukum Znbernasioncd, Vol. 2, No. 4, LPHI-FH, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.728. 

2. Zbid. Nm 728 



Sementara itu terdapat pemahaman umum bahwa pemerintahan suatu negara 

memiliki kewaj iban untuk memberikan perlindungan bagi warganyz. Upay a 

perlindungan tersebut akan menjadi rumit apabiIa warga negara suatu negara terlibat 

perkara atau kasus di negara lain akibat adanya migrasi tersebut. Meskipun migrasi 

yang terjadi murni dilakukan oleh perseur- namurr bila terjadi perkara atau 

* kasus maka ha1 ini langsung atau tidak tangsung &an meIibiltkan pihak pemerintah 

dari kedua r ~ e ~ a r a . ~  

Walaupun di dalam tata hbungan antar h@negm telah terdapat konvensi 

internasiona15 yang mengatur tata hubungm tersebut, m u n  pada kenyataannya 

masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam ha1 

pemberian perlindungan terhadap warga suatu negm yang berada di lain negara.6 

Berkaitan dengan pemberian perfindungan bagi warga negaranya, hampir 

dipastikan bahwa semua negara memiEki matu k&;liakan dasar mengenai 

perlindungan warga negara yang berada di luar negeri. Perfindungan hukum7 bagi 

Seperti dinyatakan P a d  78 ayat I Udag-Uadasg Rep&& hcbesia 39 laham 2004 tentang 
Perlmdungan dan Penempatan Twaga Kerja Indonesia. 

4 Djoko Hardono, Op. ut, Nm 729. 
5 Konvensi W i  1963 telah dir&Wsi uteh Penmi&& Indonesia &ngan UU RI No 1 Tahun 1982, 

dalam nrtlcle 5 Kowensi Wina t&ut men@ fan@ kekomnkan (Com1m Functions) yang 
mengharuskan setiap perwakilan negara asiag mtdc rm@mmii k m  dan otoritas negara 
tuan m a h  

"joko Hardono, Op. Cit, b.729. 
Perhdungan @rotection) adalah hal (suatu perbuataqdsb), Perlindungan Hukum (legal protection ) 
a&ah suatu perbnatan rmtork mexnpe- dari ma& tindakaa b e r h a b n  aturan (perjanjian) 
yang sudah dibuat secara tertutis. 
Pengertian Perlindungan Bunlh (Arberdsbescherming) adalah perlindungan yang diberikan dalam 
lingkmgan keja itu sendirj, dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jahi memgkatkan 
pengakuan h a k W  asasi musia,  @indungan fkik dan teknis serta sosial clan ekonomi melalui 
norma yang berlaky sedangkan pen- P&indmg;w &Iruh Mgran menurut Konvensi 
Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 



warga negara matu negara adalah menrpakan hak komrstitusional warga negara yang 

dijamin dalam setiap konstitusi negara tersebut'. Perlindungan warga negara 

merupakan perlindungan yang diberikan negara kepadrt seseorang warga negara 

ataupun badan hukum yang berada di dalam wilayah negara maupun di luar wilayah 

negaranya. Pada umumnya kebijakan tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu 

melindungi kzselamatan dan keamanan para warganya di iuar negeri. 

Setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor kunci yang mernpengaruhi peningkatan 

fenomena migrasi buruh yaitu: pertama, the pull factor yang diakibatkan oleh 

pembahan demografi dan kebutuhan tenaga ke ja  di banyak negara industri, di 

adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar dari semua b& mi- dm anggotit kduarganya dm 
bersifat non-diskriminasi yang meliputi pasbpan rmtuk mi- pembemgkatan, transit, seluruh 
masa tmggal dan pekejam yang d i a r  di dalam negara tempt bekerja dart kembali ke asal buruh 
mgan. 
Pengertian Perlindungan TKI men,und Undang-Undang Nomor 39 trthun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar NesYf a&&& segaIa upaya untuk melindungi 
kepentingan calon TKI/TW Qlam m e w u r n  tajmimya pemermbaa hak-haknya sesuai den- 
peraturan perundang-undangm, t ~ &  &durn, selama, maqm se~&& bekerja Pengertian yang 
sama juga terdapat dalam Peraturan W e r i  Temdga Keja dm T d m  Nomor PER- 

8 
05/MEN/IIV2005 
Seperti yang terkandung cii ddam PasaI 8 ayat (1) Kaostitusi Malaysia 1957, yang berbunyi" All 
persons are equal before the law entitled to tke egvr$ prdedh oftk law", sedangkan menurut 
Konst~tusi Indonesia 1945 terdapat di dalatn Alinea IV PemWma UUD 1945 yang befiunyi " 
Kernudian daripada itu unhk membentuk mtu Pemrintah Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seIumh h u j d  armpah hIndanesia &n ikut meIaksanakan ketertiban 
dunla yang berdasarkan kemerdeekamr, perdamdm a b d  b R e d I a n  sosial, mah disusunlah 
Kernerdekaan kebangsaan Indonesia itu dolaPn srratu U . - U n d m g  Dasar Negara Indonesia 
yang terbentuk dalam srratu suman Negm R q b l i k  Inchresia yang bmkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Kehchmm Ymtg Mdu Esa, Kemmtmfctan yang adii &n beradab, Persatuan 
Indonesia, dan Kerahyatan yang &pimpin &k hibat Rebijahmaan dalam 
permu ~yawaratan/penvakilan,aratal &a dengar0 nmuq%&m stmk K d h  sodat bagi sehrnrfr rakyat 
Indonesza ". 
Adapun bentuk perlindungan yang diberikaR add& banaUan hnkwm, repatriasi, deportasi, pencarian 
orang hllang dan lain sebagainya, den- obj& perlhdmgaq mtara lain: warga negara Indonesia 

f r z u X - M -  (WNI) meliputi tenaga kerja Indonesia ' wa, BisnidPengusaha, 
Wisatawan, KeagmzmMkiwaris, clan FMm I-hdmm Idmesh mdigwti Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), PT, dm jug pemdman Sm&a yang berbentuk Jin-nt Venture maupun perusaham 
yang membuka cabang di negam lain. 



Malaysia pembangunan pes t  ekonomi Malaysia pmg rnemerlukan jumlah tenaga 

bumh yang banyak menjadi fakfor penariknya.10 Kedua, the push factor berkaitan 

dengan persoalan kependudukan, pengmggmq t h a n  krisis di negara-negara 

berkembang. Seperti hitlnya di Indonesia, masalah-masalah tersebut meliputi empat 

bidang ketenagakerjaan saat ini adalah : P&ama, m d a h  pengangguran, dari total 

angkatan kerja pada tahun 2006 bejumlah 105,8 jutst, sekitar 40,8 juta adalah 

pengangguran baik yang k e t m  miupurr yang tid& ketma.'r Masalah kesempatan 

kerja12 dan pengangguran yang tkg@ dm se& meahgkat tersebut menj adi beban 

negara dan setiap saat dapat menjadi barn waktu bagi Indonesia. Masalah-masalah 

seperti, seal pemogokan, pesangoq trpah, ozcf ~ C i P l g ,  kontrak keja, dan tenaga 

kerja asing adalah masalah-madah yang sampai sekarang menjadi persoalan baik 

dari sisi pengusaha maupun pekerja. Kedm, rnasalah produktifitas dan kualitas 

sumber daya manusia Ind~nesia. '~ Ketiga, madah kepastian hukum &n penegakan 

hukum (law enforcement) bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan 

sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Keempat, masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesia di 

10 Kamal Halili Hassarl" Sejarah, Pdisi, clan Pe&gan Werja Askg di M a l a y s i a Y ' , # ~  dalarn 
Undang-Undang Malaysia: 50 lahun Merentasi Zaman, F W i  Undang-Undang-Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi-Selangor Darul E l q  2007, bh.397. 
Data BPS, Maret 2006. 

l 2  The SMERU Research Institute, Bappenas, PEG, K e x m p t m  Pasar Tenaga Kerja clan Hubungan 
Industrial untuk Memperluas Kesempatan Kerja, M1IRrrlrrk, hni 2004, Wn51 dan hlm.83. 

l 3  Berdasarkan survei IMD- World Conzpebtiveness Year Book, sebuah lembaga riset asal Swiss, 
kualitas lenaga keqa Indones~a berada pada urutan ke-59 dari 60 negara yang di survei, Bisnis 
Indonesia, lMaret 2006. Sebagai gambar;u5 menmot smvey International Finance Coorperation 
(IFC) di bawah World Bank tahm 2004, di Indoeesia d i h h h b n  8 jam mtok menyelesaikan suatu 
pekerjaan, Thailand 2 jam 45 menit, Malaysia 1 jam 5 menit, Singapura hanya perlu 1 1  menit., 
Republika, 5 April 2006. 



luar negeri. Keempat rnasalah tersebut mengakibatkan Indonesia tidak dapat bersaing 

dan berkompetisi dengan negara-negara lain, secara perlahan-lahan ekonomi 

Indonesia semakin sulit untuk berkembang.I4 Serta faktor kunci ketiga, eksistensi 

jaringan antar negara berdasarkan aspek keluarga, budaya dan sejarah. Salah satu 

penyebab utama peningkatan migrasi temga kerja adatah kerniskinan di pedesaan. 

Dari data International Labor &garrizatiopz (LO)  pada tahun 2003-2004 mencatat 

kenyataan bahwa adanya migrasi behrrn &pat menyetesaikan besarnya tingkat 

pengangguran global yang ini telah mencap& l&ih b a n g  580 juta jiwa. l5 

Migrasi illegal atau lebih tepat &sebut irreguika migrants atau undocumented 

migrants yang cenderung meningkat dari hhun ke t&un telah menjadi keprihatinan 

masyarakat internasional. Migrasi irrepIm terse&& ti& saja merupakan problema 

yang hams ditangani, namrrn kini sudah mengarah ke inbstri Mandestin yang di 

dalamnya seringkali mencakup perdagangan mmusia16 dm tindak kejahatan 

transnasional terkait lainnya. DaIam h i tan  ini, rnasalah rnigrasi internasional telah 

'' Dalam Rencana Pembangunan Jaagka Memagah b h & t  2004-2MB dkhtkm, ddam rangka 
perbaikan iklim ketenagak- pemeaidatp menghdapi gmmaA&m ketenagakejaan sebagai 
berikut: m e n i n m a  jumlah penganggum terbeka seiama 5 teraMtir, menciutnya lapangan 
kega formal di perkotaan dan di pedesaan pada konrn wakh 2001-2003, pekerja beke rja di lapangan 
kerja yang kurang proctuktif, peTbedaae upah yang semikin l e h  antata pekerja formal dan - - informal, adanya indikasi meiwunnya pmd&bmW di imbstri pengdahan, dan meningkatnya 
tingkat penganggur tehuka u;sia mu& @mmm~ 15-f 9 tahun). 

l 5  Feny Adamhar, PermasaIahan WME Baik TKI. mupun b ' F i U  di Luar Negerin, Tulisan Utama 
.hrnal Hukum Intenrasional, Vol. 2, No- 4 LPlB- FH-Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, 
hlm.698. 

l 6  Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, menyebuhn Mrttaysia t e d  d a h  satu dari 16 
ilegara yang dianggap sebgai pehggar d m t  d d a t  isu perdagangan musia, selam Malaysia, 
Bahrair,, Kuwait, Oman, Qatar, dan .U@zai~ adahh beberapa negm yang juga Iuaslllr dalam "daftar 
hitam" itu., Kompas, 14 J m i  2007. 



pula menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah dm menangani terorisme yang 

disinyalir telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat kegiatannya. l7 

Melihat potensi yang dimiliki dan judahnya ymg sm&n meningkat, buruh 

migran dapat menjadi salah satu War yang p a m  diperhitungkan dalam 

pembangunan perekonomian dunia. Oleh henit itu m p a k a n  suatu keharusan 

adanya norma internasional yang nelindungi hak-hak mereka. Sidang Majelis Umum 

PBB ke-45, 18 Desember 1990, melahi Resolzt.si No- 45/158, menerima tanpa 

pernungutan suara ' ~ n t e ~ i o n a l  Cmmntion rn the Protectrctron of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Fmilies" dm menjadi Konvensi Organisasi 

Buruh International Nomur 143 tentang PerIindungan Bumh Migran dan Keluarga. 

Pada 1 Juli 2003, konvensi tersebut telah memenuhi syarat untuk berlaku dan 

mengikat para pihak. Denga  diterhanya komensi ini maka masyarakat 

internasianal telah maju selangkah lagi &dam pembtu&an norma-norma bagi 

perlindungan buruh migran yang diperjuangkan sejak dimulainya negosiasi dengan 

pembentukan Kelompok Keja tahun 8@m.18 

Bagi Indonesia sebagai saIah satu negm pengbirn tenaga kerja terbesar, 

upaya bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia menrpakan salah satu prioritas. 

Pemerintah telah menandatangani Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja 

Migran beserta Anggota Keluarga Mereka pada Sidmg Majelis Umum PBB ke-60 

tahun 2005. Dua ha1 pokok yang mendasari keputusan Pemerintah untuk 

17 Op.Cit, Nm.699. 
'' Ibid, 1ilm.699. 



menandatangani konvensi ini adaIah keinginan mtuk mengharmonisasi perilaku 

negara dalam melindungi hak-hak bumh migran dan upaya mencegah dan menumpas 

sekaligus eksploitasi bumh migran, terutama menyetop rekruitmen secara sembunyi, 

dan penjualan manusia, disamping menekan praktik mempekerjakan buruh secara 

ilegal. l9 

Ditinjau dari sisi hukum positif, penandatanganan tersebut baru merupakan 

upaya separuh jalan. Akan tetapi jika dilihat ddari sisi keikutsertaan Indonesia dalam 

proses pembentukan konvensi tersebut, maka penandatanganan tersebut merupakan 

komitmen Pemerintah Indonesia untuk ikut serta memberikan perlindungan sebesar- 

besarnya bagi buruh migran Indonesia dalam konteks global.20 

Pada saat ini Indonesia telah meeratifksi Konvensi tersebut. Konvensi 

diperlukan untuk melindungi ten* kerja Indonesia di Iuar negeri2l 

Dalam konteks regional, pada kesempatan pertemuan ke-37 ASEAN 

Ministerial Meeting di Jakarta tabun 2004, para Menteri Euar Negeri ASEAN telah 

menandatangani "Declaration on the EZiwhdon of V i a k  Againsl Women in the 

ASEAN Region". Deklarasi itu memat delapan Imgkah penting memperkuat kerja 

l9 Ibid rZ700. 
20 ZbLf, hlm.700. 

Pada tahun ZOO9 ILO mengeluarkan satu Km~ensi mhdc memberi perIindungm Pembantu Rumah 
Tangga (PRT) clan pemerintah Indonesia baru pada tahapan memberi rekomendasi, pada bulan April 
2012 DPRRI telah mengesahkan RUU Perlindungan &nib Mgran menjadi UU Nomor 6 Tahun 
2012 dan menjadikan Indonesia negara kerhia di ASEAN y m g  me&f%bi kwens i  tersebut setelah 
Filipina. 



I sama regional untuk mengefiminasi kejahatm dan diskrhinasi terhadap perempuan 

di wilayah ASEAN.~~  

Dua dekade terakhir rnengindiWkkan banyak sekdi permasalahan yang 

1 timbul menyangkut kerja sama tersebut &in perhr segera ditangani secara serius. 

PermasaIahan yang dihadapi addah banyaknya SimpOsimpul yang perlu diperbaiki, 

terutama pada fase permulaan yaitu mempersiapkan tenaga kerja Indonesia sebelum 

penempatan. Proses rekruitmen pekerja lebih m e n g u t d a n  target kuantitas dan uji 

kompetensi seadanya dan tick& jmmg m m - l b  t m g a  kerja Indonesia dengan 

tingkat kecakapan yang rendah. Mambah proses p e m h g k a t a n  yang tidak 

terkontrol, pemalsuan identitas tenaga keja hdonesia, ketidaktahuan tenaga kerja 

Indonesia terhadap hak dan kewajibannya dan M p s i  kerja yang tidak sesuai 

dengan Perjanjian Keja  menatnbah panjang permasatahan yang timbul. Faktor-faktor 

ini dapat menyebabkan terjadinya kesaIahpahamm antara tenaga ke j a  Indonesia 

dengan majikan, bahkan tidak sedikit akan kmjung pada tindak kekerasan serta 

kasus-kasus pidadperdata l a i n t ~ ~ a . ~ ~  

Perlindungan terhadap tenaga keja Indonesia di luar negeri mempunyai dua 

sisi yang satu sama lainnya saling mempengaruhi. Faktor pertama adalah dari diri 

tenaga kerja itu sendiri yaitu kesiapan dari tenaga kerja tersebut menghadapi 

lingkungan pekerjaan yang akan mereka kdapi nantinya. Semakin pekerja 

mengetahui mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan cara untuk 

22 Ibid hlm700. 
'3 Ibid, hlm.701. 



rnempertahankan hak-hak tersebut, semakin rnudah untuk melindungi mereka dari 

hal-ha1 atau tindakan-tindakan yang merugikan rnereka. Faktor kedua adalah bersifat 

eksternal yaitu kondisi dan situasi yang rnemberikm perlindungan bagi para pekerja 

tersebut .24 

Upaya untuk mengoptimakan palindungan h h m  terhadap tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri perlu difokuskan ke datarn dua kategori, yaitu: pertama, 

perlindunga~ tenaga kerja Indonesia di d;iIanr negeri. Tahap pra 

penempatanlkeberangkatan dm gasca penempatan tenaga kerja Indonesia, 

pendekatan lintas sektord baik pemerintah m a u p  Menjamin kepastian 

hukum dalam upaya mernberikan @indungan kepada tenaga kerja Indonesia perlu 

dilakukan penegakan peraturan p e r u n d m g - m k p  seas konsisten dan dipatuhi 

oleh seluruh unsur terkait. Kedm, perE&nga~l termga kerja Indonesia di luar negeri. 

Upaya ini lebih ditekankan kepada upaya perlindzmgm tenaga keja Indonesia pada 

tahap penempatan dan pasca penempatan tenaga keja Indonesia @ada tahap pasca 

penempatan ini dikhususkan bagi tenaga kerja k b e s i a  yang telah dipulangkan 

tetapi masih meninggalkan kasus di luar negeri). FocaE point dari upaya 

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terleeak pada Departemen Luar 

Negeri (cq. Penvakilan RI), yaitu dengan rnelakukan upaya semaksimal rnungkin 

dalam menjalankan upaya teknis serta upaya kebijakan sesuai dengan tugas pokok 

dan hngsinya yang telah diatur dalam perundang-undangan.25 

24 Ibid, hlm.701. 
" Ibid, hlrn.703. 



Sedangkan upaya untuk mengefiminir k e d a  peraturan perundang-undangan 

dan kebiasaan internasional, seperti yang terdapat ddam Pasal 5 Konvensi Wina 

I mengenai Hubungan Diplomatik, Pemerintah telah dan sedang giat membuat 

I perjanj ian bilateral dengan negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia. 

Perjanjian bilateral tentang penempatan &I perIindungan tenaga kerja Indonesia 

tersebut sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi perlindungan WNIJTKI yang 

I bermasalah di luar negeri. Perjanjian bilateral ini dapat dijadikan sebagai payung 

hukum bagi Perwakiian RI dalam menyelesaikan rnasalah tenaga kerja ~ndones i a .~~  

Tanpa dasar perjanjian bilateral, mang gerak Perwakilan RT terbatas pada 

Konvensi Wina 1963. Pemerintah RI telah mengadakan perjanjian bilateral dengan 

I negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia ymg sudah dibuat dalam - bentuk Memorandum of Undermr'ng (MoU) seperti; MoU RI-Kerajaan Yordania 

tentang Penempatan TKI; MoU RT-Korea Watm tentang Pengiriman TKI Sektor 

Formal (Agustus 2004) dan MoU RI-Malaysia tentang Pengiriman TKI Sektor 

Informal (Agustus 2004, telah di revisi pada 2006, dan p;sda ZOIO)." 

Pada dasarnya WNI non-TKI yang h n g k a t  ke luar negeri tidak banyak 

menimbulkan masalah dibmdingkan dmgan t-a keja  Indonesia (TKI). Hal ini 

diakibatkan karena latar belakang pendidikan &n ekonomi. Tenaga kerja Indonesia 

ke luar negeri bertujuan untuk m e d  nafkah, sedmgkan m T K I  biasanya ke luar 

negeri sudah mempersiapkan dengan matang dm dengan faktor ekonomi yang 

26 Ibid Nm703. 
27 Ibid, hlm 704. 



mendukung. Maka dafam bl ini banyak penrmasalfim difokuskan kepada 

permasalahan TKI di luar negeri. 28 

Khusus pernasalahan perlindungm hukum terhadap hal-hak tenaga kerja 

Indonesia (TKI) di Malaysia, rnirsahh yang timbut banyak diakibatkan oleh 

kecerobohan WNI, khususnya banyak ditimbulkan d e h  TKI, baik TKI legal maupun 

TKI ilegal. Peningkatan m i p i  TKI seeam ilegal d i h i  tidak dapat dituntaskan 

secara cepat. Hal ini akibat permasdahrtn di ddam negeri, kurangnya lapangan 

pekerjaan yang ada, dan d-dikdahui b d w a  migmi, Mmsusnya untuk buruh migran 

internasional, dewasa ini telah memjadi fenomena glob1 dan permasalahannya 

dialami sebagian besar negara berkembang termauk di dalamnya ~ndonesia." 

Di Malaysia pekerja migran dari berkgai negara diperkirakan berjumlah 20 

persen dari total angkatau kerja Malaysia, unttrk itu di masa yang akan datang 

pemerintah Malaysia akan mewajibkan s e h d  peketja asing untuk mengikuti kursus 

induksi, kursus induksi ini bertujuan agar pekerja asing memahami peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, selunrh negara yang menjadi sumber 

tenaga kerja ke Malaysia hams melalui kursus induksi, tidak ada pengecualian.30 

Seperti diketahui saat ini jumlah tenaga kerja asal Indonesia mencapai 80 

persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja asing di Malaysia. Sebagian besar dari 

tenaga kerja Indonesia diserap di empat sektor lapangan kerja, yaitu perkebunan, 

konstruksi, industri, serta rumah tangga. Dari sekitar 320.000 pembantu rumah tangga 

28 Ferry Adamhar, Loc.Cit, hlm.697. 
'' Ihid, Nm.698. 
30 COK, TKI & Malaysia Boleh Meiapor ke Polisi, Kumpus, 8 Maret 2006, hlm.8. 



asing di Malaysia pembantu asal Indonesia mencapai 308.000 orang.31 Dengan 

demikian tenaga kerja asal Indonesia yang bekeja di Malaysia tersebut dapat 

dikategorikan sebagian besar sebagai tenaga keja yang tidak terdidik (unskrlled 

labour) dan bekerja pada sektor informal yang dapat menimbulkan kerawanan- 

kerawanan baik yang menyangkut h& mauptan kewajiban-kewajibannya setelah 

bekerja, diantaranya; perdagangan perempuan, mengenai gaji yang tidak dibayar 

sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja, ppenaniayyaan hingga pelanggaran fisik 

yang dilakukan majikan, gaga1 berwgkat, peiecehan seksuai, kecelakaan kerja, 32 

jam kerja yang berlebihan, tidak a h y a  f'litas k&an, dan termasuk ketika 

mereka hams menghadapi proses persidangan dt Mahkamah Buruh ketika ada 

masalah dengan pihak majikan, begitupun ketika pihak majikan punya masalzh 

dengan pekerj aiburuh. 

Pengetahuan hukum tentang segda ketentum pmaturan ketenagakerjaan yang 

berlaku di Malaysia saat ini sang& dipabkan, k& mereka memutuskan ingin 

bekerja di Malaysia, supaya hak-hak m e k a  tedindungi dan agar mereka memiliki 

bekal pengetahuan yang memachi bukan hanya dari. sisi pendidikan dan pelatihan 

keterampilannya saja, tetapi juga pengetahuan h k n m y a .  

Tatanan kehidupan masyardcat intenmiom1 yang semakin dinamis penuh 

dengan kepentingan dan tantangan. Hidup bernegara dan bertetangga hams dilandasi 

dengan prinsip-prinsip saling pengertian (mutual deatandikg) dan menguntungkan 

3' Zbid> hlm.8. 
" 2 V Y ,  Hak Buruh Migran Rentan, Pekerja Tak Berdokumen Diabaikan, Kompas, 25 Juli 2006. 



(mutual benefit). Kedua piinsip tersebut Imus ada BaZm menciptakan dan membina 

hubungan diplomatik antar negara.33 

Dari beberapa masalah u t a m  ymg sud& jelas diketahui dapat mengganjal 

hubungan bilateral Indonesia-Malaysia saat ini ahlah isu-isu perbatasan, illegal 

logging, illegal fishing dm soal perlindungm h&m terhadap tenaga keja 

~ndones ia .~~ Oleh karena masalah tersebut menyangkut hubungan kedua negara, 35 

masalah pembangunan kebijakan bidang ketenqpkejaan sangat diperlukan dan 

penting karena dari sisi Indonesia, ha1 tersebut mendatangkan devisa bagi negara, 

sedangkan dari sisi Malaysia, pembangunan nasional dapat terus dilanjutkan dengan 

tenaga kerja yang terampil, tahu aturail tetapi juga sekaligus memiliki daya saing. 

Dengan perkataan lain Pemerintah Indonesia d m  Malaysia secara tidak langsung 

mengakui pentingnya mempertahankan hubungan dagang di sektor ketenagakerjaan 

untuk menopang kepentingan ekonomi masing-masing negara. 

Menurut Konstitusi Malaysia 1957 (telah di ubah t a h n  1964) tentang prinsip 

perlindungan hukum dengan tegas dinyatakan bahwa Malaysia telah menerapkan 

prinsip-prinsip perlindungan hukum melalui Pasal 8 konsthsinya. Pasal 8 ayat (1) 

berbunyi: 

33 Syafrinaldi, Hukum I n t e r A 4  W e  Hampan dim Kenyatam, UIR Press, Pekanbam, 2006, 
hlm. 5 1. 

34 Zainuddin Djafar, " Hubungan Indonesia-Malaysia: hk iudhn PerspektifdanKebijakan Baru", 
Tulisan Utama, d u d  Hukum I-M Vd. 3, No. 3, LPHGFH-Universitas Indonesia, 
Jakarta,2006, hlm.357. 

35 Bagir Manan, "....&lam konteks itu puh kerja sama bikftd dalam dunia peradilan menjadi 
penting" dalarn Ada Kekeliruan cam Pmhg pembangaTl;tn Rn%am, Komps, 20 Nopember 2006. 



"All persons are equal b e e  the law entitled to the equal protection of the 

law " 

Bahwa semua orang diakari sama di depan h u h  dan berhak mendapat 

perlindungan hukum yang sama. 

Lebih lanjut dalam Pasal8 ayat (2) Munyi:  

"Except as expressly authorized by this Corn-iution, there shall be no 
discrimination against citizens on the ground only of religion, race, descent or 
place of birth in q law relating to the aquisifion, holding or &position of 
properg or the establishing or @arrying on of any @a&, business, profession, 
vocation or employment " 
(Tidak bole& ada dishiminasi feihadap mugs nega;ra ilengan dasm agama, 
ras, keturunan atau tempat lahir ddam hukum apil saja yang berkaitan dengan 
pengambilalihan, atau pembagian kekayaan perusalaaan, pendirian atau 
tindakan apa saja di b ibng  pedagangan, bisnis, prof&, lapangan kerja atau 
pekerj am). 

Pasal8 ayat (2) tersebut menggzwiskm str* keteuhm bahwa tidak boleh ada 

diskriminasi terhadap warga negarit dengan daaar agama, ras, keturunan atau tempat 

lahir dalam hukum apa saja yang berkaitan dengan pengambilalihan, atau pembagian 

kekayaan perusahaan, pendirian atau tindakan apa saja di bidang perdagangan, bisnis, 

profesi, lapangan kerja atau pekerjaan. 

Dalam Konstitusi Malaysia prinsip perlindurtgan hukum menempati posisi 

yang sangat penting, universal dan sekaligus menegaskan Malaysia berkarakteristik 

sebagai negara hukum, namun demikian dalam praktik kehidupan sehari-hari, masih 

banyak hal-ha1 yang perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum. Misalnya di 

lapangan kerja atau pekerjaan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kontrak 

kerja, seperti gaji yang dibayar lebih rendah dari yang dipe janjikan, waktu keja  



lebih lama dari yang dipejmjikan, kekttrangan waktu u t u k  istirahat, dan l&n-l&n.36 

Pelanggaran tersebut, tenrtama te rjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. 

Di Malaysia kebijakan pengaturan masalah perburuhan,37 baik tenaga kerja 

warga negara Malaysia maupun tenaga kerja asing yang bekerja secara resmi di 

Malaysia dilindungi Undang-undang, antara lain Akta Ketja 1955 (1955 Employment 

Act), Akta Pampasan Pekerja 1952 (Pindaan 1967), Akta Kesatuan Sekerja 1959, 

Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan 1 994, sedangkm yang berkaitan dengan 

proses peradilan tenaga kerja (bmuh) di sefesalkan melalui Mahkamah Perusahaan 

1967 (1967 Industrial R ~ e ! ~ o n s  Act), dimam proses peradilan di Mahkamah 

Perusahaan tersebut saat ini tidak berlaku bagi pekerja asing ilegal di ~ a l a ~ s i a . ~ '  

Kelemahan-kelemahan dari perahran pmmdmg-wdmgan Malaysia yang 

dapat menimbulkan kegagalan-kegagaian &lam mernberikan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesia, meliputi beberapa hak yang berkaitan 

dengan hak untuk mempersleh kondisi kerja yatg adil dart pantas, hak untuk bebas 

dari diskriminasi, hak atas kesehatan dan h k  atas privitsi, kebebasan bergerak dan 

kebebasan berserikat, bebas dari kekerasan, dan kebebasan menjalankan agama.39 

36 l-kd wawancara dengin saudari Isah p e d m t ~  mmh kmga asid Kabnpaten B m b g  pada 
tanggal 25 Juli 2007 di KBRI Kuala Lumpur. 

37 Ka~llill Halili Hassan," &jar&, Po@ dan b Q n & a n  Pekerja hing di Malaysiay7,Artikel dalam 
Undang-Undang Malaysia: 50 tahun Merentasi Zaman, Fakulti Undang-Undang-Unversiti 
Kebangsaan Malaysia, Ban@-SeIangor Darul Ehsan, 2007, b 3 9 8 .  "Dari segi hulcum, tidak 
terdapat Akta yang khusus mertgenai pe3cerja asing di MabyGa Akia mengemai perburuhan di 
Malaysia secara mmn f e w  kepada semua pekaja ymg bekerja di Malaysia, asalkan mereka 

38 
berada di negm ini seara sah flegaI)." 
COK, 1 W  di Malaysia Boleh Melapor ke Polisi, Kompas, 8 Maret 2006, hlm.8. 

39 UL. I\ v \; !IT\\ ol gJind0nesia.n /reports, Mm. 8 1. 



Hak untuk memperoleh kondisi keja  ymg adil dm pantas," Akta Kerja 

1955, yang mengatur syarat-warat &n ketentuan-ketentuan kerja mengabaikan 

pekerja rumah tangga dari beberapa perlindtrngan kerjsr pdrok, Akta Kerja 1955 

tersebut memasukkan "pembantu nnnatE tangga'' dalstm kategori pekerja yang 

tercakup dalam akta tersebut dan meEiudungi maeka cbri pembaymn upah yang 

terlambat dan tidak nrtiq narnun sewm khusus rnm~sihkan rnereka dari ketentuan- 

I ketentuan mengenai hari libur, jam keja, t,bw urnum, mti tahunan, cuti sakit dan 

perlindungan rnasa kehamilan. 

Pelanggaran terhadap jam kerja dan w a h  istirahat, terjadi manakala majikan 

I memperkerjakan pekerja rumah tangga 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) 

jam perhari, tujuh hari seminggu tanpa hari l ibu~.~' Ketentuan-ketentuan kerja 

tersebut juga tidak memenuhi standar minimum yang dinyatakan dalam Akta Kerja 

Malaysia 1955 bagi peke rja di sektor-sektor selain pekerjaan mmah tangga. " 

10 Pasal 23, 24 Ilnlversal Declarafron of Human Rights (UDHR) mehdungi segala macam hak-hak 
pekeqa, antara Ian hak atas kond~si kerja yang layak dan pantas, gaji (remunee), kkebebasan untuk . . 
membentuk dan bergabung dengan serikat twrmh, bembaW beMan, batasan jam kerja yang 
masuk akal, dan hari libur berkda 
Pasal 1 l(d) Konvensi Penghapusan Seg& Bentuk D' ' 

. ' 

' terbadap Perempuan (Convenhon on 
the Elrnirnafron of All Firms of Dis~~mnation again& Women, CEDAW) menyatakan, hak 
memperoleh remmerasi yang sama termasnk k- dm mempadeh perkhan yang sama 
berkenaan dengan pekejaan p g  b e d h i  setara, Bas;sI 1 # (4 -b hak atas perlin- 
kesehatan dan keselmtan &dam komM keja 

4' Pasal24 U n i v e d  Deem of H w  (LfDHR) laenjr* " setiap orang mempunyar 
hak uiftuk istirahat dan bersenang-senang, f e d  pe- jam ketju yang masuk aka1 dun 
Irbtcran berkala dengm bayarm ". 

42 Lihat Akta Kerja 1955, Bagian XI& Sekspen fsebi) 5960f, hak-hak pekeja yang 
bertujuan untuk melhdmgi kqmtf&p para peke@, M-bak l a s e h t  .sebagai berikut: satu ban 
lstirahat dalam semiurn mizskm 30 mesit iskdmt mtmk setiap jangk;r waktu keja lima jam 
berturut-turut; dan pembatsan jam kexja ddqm jam pexbi dipeqmjang menjadi jangka 
waktu yang lebih lama dai s e p w l ~ ~ ~ i d m ~ ~ ~  jampexminggy cuti 
mum, hari kebangsaan, hari K~~ Yang &-Patuan kgomg, d t a h q  cuti sakit, dan hak 
untuk m e m p e r o l e h b a y a r a n b i h ~ p d a ~ ~  



Para agen temga kerja Malaysia clan majikan ti& membayar gaji kepada 

pekerja hingga akhir dari standar kontrak dua tahun mereka, " rnengabaikan kendali 

pekerja atas upahnya serta menciptakaa k e d a a  memaksa yang menyebabkan 

pekerja rumah tangga tak bisa merringgatkan Eempaf kejanya. Praktik-praktik 

semacam ini melanggar hukum Intemasiod dm h h r n  Malaysia.44 

Hak untuk bebas d a i  diskrimina~i,~ Pengesarnpingan pekerja rumah tangga 

dari Akta Kerja 1955 dan pejanjian bilaterat mempdm bentuk diskriminasi yang 

melanggar kewajiban-kewajibm Waysia  menurtE0 h h m  internasional dalam 

memberikan perlindungan hukum ter- merekit. 

Hak atas kesehatan dan h& atas privasi,46 pekeja mmah tangga sama sekali 

tidak memiliki akses terhadap perawzrtan k e s e b  yang memadai ketika ditampung 

di pusat-pusat pelatihan untuk jangka wahu ymg ti& ditentukan, atau ketika 

43 Pasal 18 dan Pasal 19 Akta Kerja 1955 me&apha Wma sefwaB 3anbak jasa harus menentukan 
penode penggajian tick& lebih dari satu trolasdaa bahwa set@ ma- haw membayar gaji setiap 
pegawainya tidak lebih dari tu@ hari seteEaIr h;ni b d & k  pexi& penggajian-gaji, dikurangi 
potongan yang diperkenankan ol& Undangaihg,  yang c&adkan si pegawai selama periode 
penggajian tersebut. 

44 Lihat p a d 7  UDHR, Pasal Vm Komtbsi Mahysia 
45 Lihat P a d  2 UDHR, P a d  2(1) htexnatbnal Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

menyatakan "Setiap pihak dun Negara yang ikvt Kovenan sudah semesbnya menghorrnaa dun 
menjamrn semua indivlchi di dmrah tmitorial?ya dim ttmtsrR t- Unhg-undang yang ada 
yang mengakuihak-hak ymg  a& d a h  Kovmum tmsebuf, tmpu perk& -pun, seperti ms, 
warna kulit, jenls kelarnm, bahasa, agma, padangun plitik atau lainnya asal-u.wl sosial, milik, 
status kelahlran ataa status k r ~ t q w " .  L W  jags F k d  1 €EDAW, p a d  2 fntemathnal Concention 
on The Elernination of All Forms of Racial D' ' 

' %tioil. (CERD), 660 UNTS 195, berlaku mulai 
tanggal 4 Januari 1969 dm sudah dim@hsi okh I ' - j d a  tangal 25 J m i  1999, Pasal L, dan 
Konvensi Buruh Migran, P a d 7  

46 Pasal 25(1) UDW berbunyi " Setiap orang be&& memperoieh standar hidup yang layak atas 
kesehatan dun kesejahteraan dnnya dun ketuargmya, t e m k  pangan, pakaian, perumahan dun 
perawatan kesehatan serta layanan sosial yang drpeehhm, h hak merasa aman pada saat 
menganggur, sakit, cacat, menduda/menjanda Usia I q v t  afau ketunaan latnnya dl Iingkungan yang 
berada dalam pengawasannya", dan Pasal 12 (1) CEITAW mencegah diskriminasr terhadap 
perempuan di bidang pemwatm kesetmhn dm rmqjzMan mgammgara rmtuk menjamin 
pencapaian pelayanan perawatan kesehatan yang setara. 



bekerja di Malaysia. Kondisi di rurnah-mmah ma j i t n  sering berakibat negatif bagi 

kesehatan tenaga kerja Indonesia temtama pekeja rumah tangga perempuan 

1 Indonesia. 

1 Kebebasan bergerak dan kebebasan berserikat, Konstitusi Malaysia 

1 melindungi kebebasan bergerak dan hak kebebasan kkumpu l  hanya bagi warga 

negara 47 Tetapi bagaimana dengan hak tenaga kerja Indonesia di Malaysia tentang 

1 masalah ini 1, perjanjian bilateral antara Indonesia dengm Mdaysia memperbolehkan 

1 majikan memegang paspor pekerjanya, yang secara signifikan membatasi Bebebasan 

1 bergerak4' dan hak pulang ke negara mereka sendifi, pejanjian tersebut menghambat 

I tenaga kerja Indonesia bergabung dengan seirkat bmh dan rnernbentuk asosiasi. 

1 Bebas dari kekerasan, upaya p n g h h b  berbagai bentuk kekerasan 

terhadap setiap tenaga keja  Indonesia m e e a n  bentuk perfindungan hukum yang 

perlu dilakukan oleh negara Malaysia, set& sudah menjsdi kewajiban internasional" 

setiap negara untuk meIindungi &ap orang yang a& di wihyah hukumnya. Akta 

47 Lihat Pasal9,lO Konsdtusi Malaysia 
48 Pada saat cuti seringkali para tenaga keja h h e &  yang ingin bed- atau sekedar membuang 

suasana kejenuhan di tempat kerja terhambat b g a n  madah paspor ini, dan tidak sedikit yang 
te jaring operasi yang d i l d d m  rrtitisi Ba&m W r  hky& (RELA) clan diirlakukan seperti 
pendatang haram padahal s&enamya mereka addab Indonesia resmi berdasarkan 
peraturan di Malaysia, RELA diizinkm menagbp siapa sa;Sa yang dianggap layak menjadi korban 
tanpa swat tugas, RELA kebaf: hd-mt clan bebas zmenggmakm senjab, berhchk brutal terhadap 
tenaga keja askg memaas umg rnagazW kkpcut sdw perhiasan, dan bamng-barang 
keperluan rumah tangga milik pekerja asing, Kuqpm, 10 Wi 2007, hbn 11. 

49 Lihat P a d  3, 5 UDHR, P a d  6, 7 ZCWR, Pas& 6,37 a€, yarmg asmeh@m hak mtuk hi-, 
keselamatan pribadi, dan hak; ta-bds dai s ikan dan Ixdmk-beaaug lain dari perlakuan kejam, 
tidak manusiawi, dan mamda&m Ik9a.m- -pg&msankekP.rrrMn-dap 
perempuan, PBB menya- bahwa penrerin&$ nwmpmyai kewajiban untuk mencegah, 
menyelidiki dan, teiicait dengan ~~ nasional, tindak kekerasan 
terhadap perempuan tanpa membedakan q?dd t m e h l  dilalrukaa oleh negara 
atau perseorangan. 



Kerja Malaysia hanya rnengatur kewajiban menyediakan kedamatan sistem kerja, 

bukan keselamatan dari tindak kekerasan yang sering terjadi di tempat kerja. 

Kebebasan rnenjalankan agama, persodan faraugan majikan dan w e n  tenaga 

kerja atas kebebasan pekerja nrmah tangga Muslim untuk berpuasa, sholat dan 

menghindari babi dan anjing sehubungm deng;an keyakinan agama mereka 

merupakan pelecehan d m  pelanggaran atas kemedekztan beragama sebagaimana 

dilindungi dalam deklarasi h& asasi u n i ~ d . ~  Meskipun M a m  Konstitusi 

Malaysia secara jelas Islam rnmpakan -ma resmi negara, tetapi praktik-praktik 

pelarangan dan tekanan untuk menjalankan kewajiban agama di tempat kerja rnasih 

menjadi hambatan yang sangat serius. 52 

1 Satu mekanisme pengadilan y m g  diIaksanakan o k h  Jabatan Tenaga Kerja 

h untuk menyelesaikan perselisihan (disputes) a n t a .  rnajikan dengan pekerjanya di 

Malaysia ad aiah melalui Mahkamah Buruh. Mahkamah Buruh berkuasa untuk 

mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pertikaian 

antara pekerja'3 dengan majikan mengenai gaji, tuntutan pekerja untuk diringankan 

h~lkuman terhadapnya, menyelesaikan isu-isu perburuhan antara majikan dan pekerja 

yang dapat mengakibatkan konflik, dan Iain-lain. 

Lihat Pasal 18 UDHR menetapkaq hak mlnk Was berpik, berk-dak dan beragama Dan 
kebebasan, baik sendm atau bersaina orang lain di masyarakat dan di ternpat umwn ataupun di 
nunah, untuk mewujudkan rasa keapmamya dakm pen- praIdiEg p e n i  dan ketaatan. 
Pasal 3 (1) Konstitusi Malaysia meayatakau bahwa " istwo is the xlrgion ofthe Fetleration, but 

other religions may be practised in peace and harmony in any part of fire Fecikration" 
52 Sedlkitnya waktu rehat, 30 me& mtuk I&& pectarrm sAeW bekerja s e h  Iima jam, 15 memt 

waMu rehat selanjulnya, menjadi wakb yaog senpit bagi pekerfa Maslim rmtnk melaksanakan 
kewajiban sholabya. 

53 Termasuk pekerja warga n e w  ashg k& hhhbmh Bar& ti* &pat menyelesaikan perkara- 
perkara dari pekerja secara fiegal. 



Pihak yang tidak puas terhadap kep- MaMramah Buruh dapat 

mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi dalam jangka w&u 14 (empat belas) hari 

saat keputusan diterima dau dapat menenrskannya Iagi ke Mahkamah Rayuan 

(Banding) apabila keberatan dengan keptusan Mahkamah; Tinggi. Kalau dilihat 

sebenarnya, semangat dari Mahkamah B m h  tersebut adalah ingin menyelesaikan 

setiap perkara secara cepat, mudah d m  murahM dm untuk menciptakan kepastian 

hukum dan keadilan hukum bit@ masing-masing pih&. Namun secma substansial, 

sebenarnya sulit tercapai d a b  tidak a b y a  ketegasan jangka waktu penyelesaian 

setiap perkara dari Mahkamah Tinggi ke M&kamah Rayuan, tidak adanya 

pembatasan (restdtsi) tefiadap j&s pdam apa saja yang dapat diselesaikan untuk 

masing-masing tingkat rnahkm&" juga berakib sulhya bagi pekerja untuk 

mendapatkan keadifan, dan w g  paling d h g h n  addah para pekerja itu sendiri. 

Masalah penerapan sumber hkum Mam kasus perburuhan menjadi 

kelemahan tersendiri," M i m  kesulitrtn rnenyiesaikannya karena masalah Perjanjian 

54 Banhgkan misalnya den- smanga& ymg tEkgSas okh UU Nomor 35 T h  1999 di 
Indonesia tentang ketentuan-ketentuan wok Kehasma Kehakimam, yaitu penyelesaian secara 
sederhana, cepat, tepat, add dm murah 

55 Di Mahkamah Tinggi pembatasan hanya uotuk kasus-kasm tertentu saja. 
Di Indonesia misalnya, di sunping dmya aIt#- IWmgan Indusbial (UU Nomor 2 
tahun 2004) untuk penyelaairin paseIkikm hibngm imh&bd, Srtga rmtuk @an-persoalan 
perburuhan dapat diselesaikao dr P e d h n  Umum, tetapi d'barasi (mt&Z) terhadap jenis perksara- 
perkara tertentu saja sehingga di =ping s e c h h q  cq&, tepat, adiI clan murah dan dapat 
dipastikan tidak adanya penqukan perkara, k a r e ~  Amya pembafasan jangka waktu untuk setiap 
bandmg yang dddcukm pam @&. 

56 Agar ada kesatuan gerak dan payung hkum ddam memberi pefh~ctungdn terhadap tenaga kerja 
Indonesia, perlu dibuat Labor Cooperatian A p e d  &CA) tingkat menteri, didukung 
implement~ng Agreement (IA) trntuk tingkat pelahma be- kebijakan umum, kemudian diikuti 
perbailcan Standarisasi Konsak Kerjq sebeltun &im Semua itu memerlukan kajian dan 
perundingan kedua pihak tanpa mag- IcedmMim iwhm clan dapat diaplikashn setiap ada 
rnasalal~ perburuhan. Dalam hal ini M U  antara K e r a .  W y s i a  dengan Pemerintah Filipina 



Kejasama Indonesia-Malaysia di bidang p e r b ~ ~ a n 5 7  (Memorandum of 

Understanding) tidak dapat dijadikan dasar hukum ketika kasus-kasus tersebut di 

gelar, alhasil hakim sering kali dalam menyelesaikan perkara perburuhan hanya 

berdasarkan Akta Imigresyen 1 154 tahun 2002, yang tidak sesuai dengan pokok 

masalah, tenaga kerja Indonesia terkena pelanggaran-pelanggaran imigrasi tersebut 

sebelum masalah sebenarnya dapat di proses, apalagi di Malaysia terhadap 

pelanggaran imigrasi berlaku asas pembuktian terbalik atau asas praduga bersalah 

(yresunzption of guilt) yang sangat memgikan dan menyulitkan tenaga kerja 

Indonesia 

Menurut Mohd. Burhar, Tsani, Memordum of Understanding (MoU) sangat 

berguna untuk instrumen hubungan politik, militer atau pexhhanan. MoU tidak 

mempunyai kekuatan mengikat s e a m  hukum, tettpi MoW tetap memiliki akibat 

hukum. Negara tidak bebas untuk seeam plitik at;w mom1 mengabaikan MoU. Tidak 

melaksanakan MoU adalah mttu sikap yang tidak t d o m t  dalam hubungan 

internasional. 58 

Di Malaysia dalam sistern peradilamya, mengend juga kebebasan bersyarat 

bagi seorang tertuduh (boleh ikat jamin) k & ~ ~ a I i  tehahp kasus-kasus pelanggaran 

tentang Kontrak s&&r u#& pek@;t mmh tagga am M w  of Agreeemet ;tntara Indonesia 
dengan Hong Kong dapat menjadi contoh Dengau denikiaq Qlam jangka panjang Pemerintah 
Indonesia sebaiknya meningkatk;ur, sbtm Moll merljadi pezjmjk -- Pexjanjian bilateral 
akan meneat kedua negara sehingga jauh le% ekkM '- ' j Tia 

57 Salah satu kelemahan dari MoU t e m W  ad&& semmg ma- dapat menahan paspor seorang 
peke rja selama dia bekerja di Malaysia, bagakma bifa paspor tesebut di tahan majikan sedangkan 
peke rja tersebut terhibat perkara dengan majikamp? 

58 Mohd. Burhan Tsmi," Menmandm of U p  sebagai Instrumen Hubungan 
Internasional", Mimbar R u b , V a l  f 8. I%. 1, Jrwrtl lkri&@H~niversitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, Februari 2006, him 18-19. 



berat seperti pembunuhan berencana (Akta h s e b  302) dm pelanggaran terhadap 

dadah (Akta Dadah Berbahaya 1952) tidak &pat rnefigajukan kebebasan bersyarat, 

dengan demikian seseorang majikan ymg rndakukan kekerasan apa saja terhadap 

pekerja dapat bebas bersyarat tanpa batas waktu dm kondisi ini yang sering 

dimanfaatkan oleh majikan unmk berpidah darnat yang menyulitkan dalam 

penyelesaian perkara selanjutnya. 

Seringnya hakim-hakim di Malaysia dapt sesub hati mengatur jadwal untuk 

sidang selanjutnya sesuai dengao selera bakim-hakim tersebut." Untuk kasus-kasus 

perburuhan keberadaan hakim tunggaI sexing menjadi hambatan tersendiri, terutama 

yang berkaitan dengan kasus pekerja mmah m g g a  yang h a s  menunggu lama agar 

kasusnya selesai. Dengan demikian pemerintah Malaysia hams memperbaiki 

kelemahan-kelemahan dalam sistem ped i l an  perbwhan di negara tersebut. 

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja 

Indonesia menurut peraturan penmdang-undangan Malaysia dan Memorandun of 

lJnders2anding (MoU) Indonesia-Malaysia, sejauh yang penulis lakukan melalui studi 
- 

kepustakaan belum penulis temukan. Penelitian-penelitian mengenai tenaga kerja 

Indonesia yang ada selama ini lebih melihat darnpak ketidak-patuhan tenaga kerja 

Indonesia yang tidak terampil terhadap praturan perundangan tentang penempatan 

- 

59 Kadangkala bisa sampai 6 bulan selan-ya sata perkara mi& dapat disidangkan kembali, 
sedangkan masa tugas seorang hakim di wilayah ker@ b i q a  tidak lebih dari 5 @ma) tahun. 



tenaga kerja Indonesia ke luar negeriP6' kualitas hidup tenaga keja Indonesia di 

~ a l a ~ s i a , ~ '  dan pelecehan terhadap pembantu rumah tangga migran perempuan di 

Indonesia dan ~ a l a ~ s i a . ~ ~  

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang ingin dikemukakan a&l& sebagai berikuf : 

1. Apakah perlinhngan hukum terhadap hak-kak tenaga kerja Indonesia 

telah memperoleh jaminan ddam peraturan perundang-undangan 

perburuhan di Malaysia ?. 

2. Bagaimanakah perlindungan h&um terhadap hak-hak tenaga kerja 

Indonesia menurut Memor& of Understanding (MoU) Indonesia- 

Malaysia ?. 

C. Batasan Penelitian 

Agar penelitian dapat dilakukan lebih terzmh, maka penulis membuat 

pembatasan penelitian sebagai berikut: 

60 Lihat Muslan Abd- " Ket&k-- Tertafp Kerja hdmesia ymg Tidak Terampil 
terhadap Peraturan Perundangan tentang Penempatan Tenaga Keja Indonesia ke Luar Negeri", 
Disertasi, FakuItas Pasca Sajana UniveFsltas Dipnegom, S e ~ g ,  2006. 

" Lihat M Iqbal," Kuahtas Hidup Temga Keja Indonesia di Malaysia", T h d P  Fakulty of Social 
Sciences and Hurnanibes, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selaugor, 22009. Thesis di Malaysia 
adalah penyebutan untuk semua karya ilm& akhh trngkat mjam dm pmaa@ma 
"D~cari Bantuan: Pelecehan Terhadap Peke j a  Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan 
Malays~a", Human Right Watch Organization, dalarn & '/yV\1\1 _I11\j ~ 1 2 2  ~ I ~ c ~ . J I ~ c s I ~ ~ ~ ~ / ~ c ~ o I I ~ ,  

diakses 25 April 2007, pukuI 14.00 W B  



1. Peraturan perundang-undangan dimzlksud dab Konstitusi Malaysia, 

Akta Kerja, Akta Perhubungan Perusahaan, Akta Kesatuan Sekerja, 

peraturan terkait lainnya dan M e m w 6  of U n d e r d i n g  (MoU) 

Indonesia-Malaysia 2004 (Revisi 2006). 

2. Tenaga kerja Indonesia addah tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara 

resmi di sektor seperti: pembantu rumah tangga, pekerja disektor industri, 

perkebunan dan konstruksi. 

3 Hak-hak tenaga kerja Indonesia dimaksud adalah hak-hak tenaga kerja 

Indonesia yang berhubungan dengan bidang perdata (persendirian) dan 

pidana (jinayah). 

D. Tuj uan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui, mendalami dan menganalisa Malaysia sebagai negara 

penerima tenaga kerja Indonesia srrdah melindungi hak-hak tenaga kerja 

Indonesia dan telah memperoleh jaminan dalam peraturn perburuhan di 

Malaysia. 

2. Mengetahui, mendalami dan mengadisa perlirmdungan hulcum terhadap 

hak-hak tenaga kerja Indonesia menurut Memoranchrm of Understanding 

Indonesia-Malaysia. 



E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari peneIitian ini dapat memiliki niIai gum untuk dua hal, yaitu : 

1. Secara teoretis, dihmapkan dapat memberikan kontriiusi dan berguna 

dalam rangka pemantapan pengembangan studi hukurn dan pembangunan 

ilmu hukum secara interdisiplin, temkma berkdan dengan masalah 

perlindungan hukum terhadap ha-hak pekeja antar negara sehingga studi 

hukum tidak hanya dipahami dari su& legalitas formal tetapi perlu 

dikaitkan dengan sistem hukrzm cfari n e g m  lain. 

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat RPernberikan masukan secara riil bagi 

pembuatan kebijakan hukum ketemgakerjaan dm dalam rangka 

pembuatan kebijakan perlindungan h&m idegr& antara Indonesia 

dengan Malaysia. 

F. Kerangka Pemikiran Teoretis dam KomsephaI 

Penelitian dalam penyusunan disertasi ini mengacu kepada kerangka teori 

tentang campur tangan negara dalam bidang hukum, khususnya masalah 

perlindungan hukum dalam konsep negara hukum Malaysia. Konsep perlindungan 

hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan 

oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun masing- 

masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana 



mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dm juga sampai seberapa jauh 

perlindungan hukum itu dibe~-ikan.~~ 

Memperhatikan masalah perlindungan hukum yang rnerupakan cita negara 

(staatsidee), maka di sini akan dikemukakan beberapa uraian teori yang mendukung 

terhadap pencapaian cita negara sekaligus pula uraian teori ini untuk membantu 

dalam mengkaji dan menganalisis pennasalahan yang sedang diteliti. Untuk dapat 

memberikan jawaban terhadap rumusan maslab disertasi hi, digunakan konsep 

"Negara Hukum" sebagai teori Ut- (Grand Tkemy), kemudian diperkuat dengan 

teori konstitusi, teori perundang-undangan cf;tn teori tentang b k  serta teori penegakan 

hukum sebagai teori Madya (MiHme Range &ory). Setanjutnya dipergunakan teori 

dan konsep perlindungan hukum sebagai teon' Tempan (Aplied Theo~y)). Berikut ini 

diuraikan ketiga teori dimaksud. 

Penggunaan teori dm konsep negara hukum sew teori Utama (Grand 

Theory) berdasarkan pada pemahaman bhwrt &ah satu m a n  yang tersirat dalam 

Konstitusi Malaysia 1957 adalah semua orang diakui m a  di depan hukum dan 

berhak mendapat perlindungan hukum yang sarna. Masalah perfindungan hukum ini 

tidak boleh ada diskriminasi baik terftadap wxga negm Malaysia sendiri maupun 

terhadap pekerja asing di Malaysia deiigan dasar rtgarna, ras, keturunan atau tempat 

lahir dalam hukum apa saja yang behitan dengan k e k a y q  perdagangan, bisnis, 

profesi, lapangan kerja atau pekajaan. Suatu ha1 yang mustahil apabila dalam 

63 Paulus E. Lotulung Beberqa S&m tentang K d  Segi HclRsrrrr ierliadap P-nfak, Cim 
Aditya Sakti, Bandung, 1993, hlm.123. 



rnembangun hubungan antar negara, menggabailmi~ p e r h d u n p  hukum, keberadaan 

dan f h g s i  hukum dalam arti sebenamya. 

Sedangkan penggunaan teori konstitusi, tmri pmndang-undangan dan teori 

tentang hak serta teori tentang penegakan hukurn dijadikan sebagai teori Madya 

(Middle Range neory), karena untuk mengungkapkan tata urutan, alur kedudukan 

dan kekuatan mengikat materi rnuatmya serta untuk menjelaskan pelaksanaan 

hukurn itu sendiri. 

Begitu pula halnya dengan penggunaan teori dan konsep perlindungan hukum 

sebagai teori Terapan (Applied neory), karena prinsip perlinctungan hukum menurut 

Memorandum of Understanding Indonesia-Malaysia bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum dan rasa keadilan bagi TKI yang bekerja di Malaysia dan 

bermanfaat untuk mencegah te jadinya sengketa dan untuk menyelesaikan sengketa 

diantara kedua negara. 

Untuk dapat rnemahami negara secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui 

tentang sejarah timbulnya pernikiran cita mgara huhm itu sendiri. Cita negara 

hukum itu untuk pertania sekali dikemukakan oleh Plato dan kernudian pernikiran 

tersebut dipertegas oleh Aristoteles. 

Cita Plato dalam Nomoi ini kemudian dilanjutkzm oleh muridnya bernama 

Aristoteles yang Iahir di Macedonia pala tahun 384 SM. Menurut Aristoteles, suatu 



negara yang baik iatah negara yang dipepintah dermgm komtitusi dan berkedaulatan 

hukum. Ia menyatakan :64 

"Aturan konstitusionaI ddztm negara  ma^ -a erat juga dengan 
pertanyaarm kembaIi apakah lebih baik diaan &h manusia atau hukum 
terbaik, selama suatu pernerintdm rnemmt hkum, oIeh sebab itu supremasi 
hukum diterima oleh Aristotdes s e b q p i  tan& negara yang baik dan bukan 
semata-mata sebagai keperhztn yang talc seIity-aknyam . 

Kemudian konsepsi negara hstkurn liberal Imrnanuel Kant berkembang 

menjadi negara hukum formal, hal ini &pat dim ditn* @pat F.J. Stahl tentang 

negara hukum formal, karma Iebih d b  pada smlu pemerirrtahan yang 

berdasarkan undang-unhg yang drtadai oleh empat unsur pokok yaitu :65 

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, 

2. Untuk melindungi hak asasi t d u t  maka penydenggaraan negara hams 

berdasarkan pada teori triaspolitiuz, 

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintabn berdaw atas undang-undang 

(wetmatig bestuur), 

4. Apabila dalam menjalankan tugasnya bedasarkan undang-undans pemerintah 

masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi 

seseorang), maka ada pengadilan administrasi ymg akan menyelesaikannya. 

Di negara-negara Anglo-Saxon berkembang pula konsep negara hukum yang 

semula dipelopori oleh Albert Venn Dicey dengan sebutan rule of law, menurut 

AV.Dicey konsep ini menekankan kepada 3 unsur utama rule of law, yaitu: 
- - 

64 Zbid, hlm.20. 
" 5z.ha-y. Op. Cit, hlm.46. 



1. Supremasi Hukum (Supremacy of law). 

2 Persamaan kedudukan di depan Hukum (Equality before the Law). 

3. Konstitusi bersumber kepada Hak-hak Individu (Constitution based on 

~ndividunl Rights) .66 

Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum dalam rule of law 

mengatakan bahwa tak seorangpun yang dapat dihukum atau secara hukum dapat 

dibuat menderita tubuh atau harta bendanya k d i  atas pelanggaran hukum tertentu 

yang tertuang dalam tata car3 hukum b i a s  dihadapan pengstdilan umum negara. 

Penggunaan kerangka berpikir d a l m  konteks negarit hukum Malaysia, 

didasarkan atas beberapa pertimbangan bahwa naskah Konstitusi Malaysia 1957 

(telah diubah tahun 1964, dan diubah Iagi tatrun f97I), setidaknya terdapat beberapa 

norma hukum yang merupstkan kaidah-kai& fitdamermta~ yang telah mendasari 

konsep negara hukum Malaysia. 

Menurut Kamal Halili Hasan, Malaysia iaE& negara hukum rule of law yang 

sistemnya tertakluk (tunduk) kepada Pertembagan Persekutuan (Konstitusi) yang 

merupakan hukum tertinggi negara, b e d  di bawah Perkara 4, tidak ada hukum yang 

boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuztn, dan sehp r e a t  adalith sama di sisi 

hukum dan tunduk kepada rule of law. 67 

66 Dicey, A.V., Zntrodudion to the Stu& of t k e k  of+!& 4Zhdtdm, MdMdlan and Co., Limited 
St.Miutin's Street, Landon, 1952, Terjemahm okh Nnrtaadi, NPrsamedia, Bandung, 2007, hlm. 25 1. 

67 Kamal Halili Hassan, k h a l & @ ~ - o c O C ~ y ,  €an& 3 hbet 2008, pulrul02.20 wib, baca 
juga Karnal Halili Hassan, PlenuIis don Undang-Undiurg, Dewan Babasa clan Pustaka, Selangor 
DE, 1990, hlm. 10 



Cis-ciri dasar Perlembagaan Persekutuan Malaysia, sebagai berikut:68 

1. Malaysia adalah negara Federasi; 

2. Malaysia sebagai negara Monarki dengan sistem Parlementer; 

3. Islam sebagai agama resmi Federasi; 

4. Perlembagaan Persekutuan sebagai hukum thgg i ,  dm berkedaulatan hukum; 

5. Badan Eksekutif; 

6. Adanya kebebasan kehakiman; dan 

7 .  Menjamin adanya tradisi seperti hak istimewa suatu kaum, bahasa kebangsaan 

dan kerakyatan. 

Dalam Konstitusi Malaysia Pasal 8 ayat (2), menyatakan: 

"Except as express& authorized by this Constitution, there shall be no 
discrimination against citizens on the ground on& of religion, race, descent or 
place of birth in any law relating to the acquisition, holding or disposition of 
property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, 
vocation or employment". 
(Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dengan dasar agama, 
ras, keturunan atau tempat lahir dalam hukum apa saja yang berkaitan dengan 
pengambilalihan, atau pembagian kekayaan perusahaan, pendirian atau 
tindakan apa saja di bidang perdagangan, bisnis, profesi, lapangan kerja atau 
pekerjaan) 

Ketentuan ini merupakan suatu ketentuan yang wajar dalam suatu negara 

hukum seperti halnya Federasi Malaysia. 

Dalam Konstitusi Malaysia tersebut, prinsip perlindungan hukum tidak hanya 

menjadi hak-hak kewarganegaraan Malaysia saja tetapi juga terhadap hak-hak pekerja 

asing di Malaysia. Prinsip perlincfungan hukum ini menempati posisi yang sangat 

Ibid, hlm. 1 1. 



penting, universal dan sekaligus rnenegaskstn Matlaysia berkarakteristik sebagai 

negara hukum, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, masih banyak hal-ha1 

yang perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum terutama perlindungan hukum 

terhadap pekerja asing di Malaysia. Dengan demikian ktxangka pemikiran teoretis 

dan konseptual sebagaimana dimaksud, mempmyai rdevansi ymg h a t  deagan fakta 

adanya berbagai kegagalan perIindtrngan h k u m  olleh Pe~nerintah Malaysia terhadap 

pekerja asing khususnya warga hdonsia yarmg ada di sana, antara lain 

menjadi pokok pennasalahan y a w  ditem &lam disertasi ini. 

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara & dunia umurnnya dalam 

mengatur kehidupan berbangsa d m  b e g a m  senantiasa mengacu kepada konstitusi. 

Menurut James Bryce sebagaimam clikutip CF-Strmg, menyatakan konstitusi 

adalah: 69 

"A J ime  of political society, organized through mrd by law, that is to say one 
in which law has estabIzdidpennanen i~IIfrIIfrfiouls with recognizedfi(nctions 
a d  dejnite rights". 
(Suatu kerangka dari masyarakat politis, diorganisir melalui hukum, dikatakan 
di mana hukum mempunyai institusi-institmi permanen yang tidak dipungkiri 
dengan hngsi yang diakui dan M yang teiWas). 

Dan definisi di atas pengertian konstitusi dapat dirumuskan sebagai suatu 

kerangka negara yang terorganisir dengan dan melahi hukurn dalam ha1 mana hukum 

1. Pengaturan mengenai pendirian Iembaga-Iembaga yang permanen. 

" Strong, CF., Modern Pditiml Con&utioon, Sidgonk dan Jackson Limited, London, 1966, hlm 1 1. 
70 DaNm Thaib, Kedaulatan Raky* N e g m  H u h  a h  Kc;vrstitusi, Liberty, Yogyakarta, Cet. 

Kedua, 2000, hlm. 26. 



2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan. 

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 

Mengenai hal-ha1 yang diatur di dalam konstitusi ini, CF.Strong mengatakan 

"Contitution may be said to be a collection of principles according to which 
fhe powers of the government, the rights of the governed, aprd the relations 
between the two are adjusted". 
(Konstitusi dapat dikataan sebagai suafu himpunan prinsip-prinsip, yang 
mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan 
antara keduanya). 

Menurut CF. Strong konstitusi sebagai asas-asas mengatur tiga ha1 :72 

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas). 

2. Hak-hak yang diperintah. 

3. Hubungan antara yang diperintah dm yang mmerintah. 

Dari konsep konstihrsi men& CF. Strong tersebut dapat disimpulkan bahwa 

posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksidkan untuk membatasi wewenang 

pemerintah dan penguasa, mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak 

rakyat . 

Konstitusi sebagai norma dztsar ~ e n t a h m )  dalam suatu negara 

ditentukan oleh ideologi yang rnelandasi q a r a  tersebut. Sehubungan dengan ha1 itu 

konstitusi di zaman modern termzwk Komths i  Malaysia 1957 dan perubahannya 

tidak hanya memuat aturan-aturan huhrn, tetapi jttga mamuskan perinsip-prinsip 

7 1 Strong, CF., Op. Cit, hln65. 
72 Strong, CF., lbid, hlm.65. 



Irukum, haluan negara, dm patokan kebijaksanaaa yang semuanya mengikat 

penyelenggara negara, seiuruh warga negara Malaysia dan pekerja asing yang ada di 

Malaysia. 

Di Malaysia surnber-surnber gernbentukan peraturan perundang-undangan 

berasal dari:73 

1. Sumber-sumber sejarah perkembangan undang-undang yaitu darimana undang- 

undang itu datang, darhana suatu perahnm atau mdang-undang menjadi 

sebagian dari sistern perundangan yang rnenuajukkan Wor-faktor yang telah 

mempengaruhi kemajuan hukum tetapi tidak d i h i  sebagai hukum, seperti; 

amalan dan faham agama, adat resam setempat d m  pendapat-pendapat ahli 

falsafah hukum. 

2. Sumber siih undang-undang yaitu darimana undang-undang itu mendapat kuasa 

dan kesahihannya, seperti dari Parlemen atau mahkamah. Dengan perkatam lain 

adalah hukum yang ditemukan ditempat-tempat seperti; di dalam statuta, laporan 

hukum, buku-buku teks dan keputusan-keputusan mahkamah. 

3 Sumber yang berarti sumber tertulis dimana sumber tersebut dijumpai, misalnya 

sumber yang paling benar (sahih) hingga kepi& yang lemah (ak2~3.~~ 

73 Min Am, Wu., Pengenalwt Kepda  Sistem J3zmdmgm M-, Heinemam Educational 
Books (Asia) Ltd, Kuala Lumpur, 1981, h h  23. 

74 Noor Aziah Mohd Awal, P q e ~ a I i u ~  K- SistPJa P e a x u  1 M+&, Inteanastonal 
Law Book Senices, Selangor Darul Ehaq 2004, Mnr 39. 



Sumber-sumber tersebut menjadi asas-= &lam sistern hukum di Malaysia. 

Sumber hukum paling utama adalah h u h m  tertulis yang mengandung masalah- 

r n a ~ a l a h : ~ ~  

1. Perlembagaan Persekutuan (Fedeui C d m - o n )  yang merupakan hukum 

tertinggi beserta perlembagan-perIembagaan (Sfafe C ~ - t u f i o m )  ketiga belas 

negeri yang menjadi persekutuan. 

2.  Perundangan (Statutes) yang dibwt deh ParIemen dm Dewan-dewan Negeri 

mengi kut kuasa yang dihrikan kepah mmka o ld  perIembagaan-perlembagaan 

masing-masing, seperti Akta, E-n h Ordinan. 

3.  Perundangan Kecil (Subsidiary Legislation) atau ymg dikuasakan diperbuat oleh 

seseorang atau badan-badan dibawah kuasa yang dlkrikm kepada mereka oleh 

Akta Parlimen atau EndcnE~ D e m n 4 m n  NegePi, Gsalnya kuasa diberikan 

kepada Menteri untuk mernbustt peraman-peraturan us&& daksanakan tujuan- 

tujuan suatu Akta sebagaimana diperlukan.76 

Di dalam hukum tidak tertulis mengandung hal-ha1 yang berikut: 

1. Prinsip-prinsip hukum Inggris yang &pat digunakan bagi keadaan setempat. 

2. Keputusan-keputusan hakim di Mahkdmahkarnah  Tertinggi, yaitu; 

Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Persekutuan. 

3 .  Adat resam penduduk seternpat yang telah diterirna sebagai hukum oleh 

mahkamah. 

75 Op.Cit, hlm.24. 
76 Rau and Kumar, General R k i p l e s  of Z k  MalaysisaP Legal &stem, International Law Book 

Services, Selangor Darul Ehsan, 2006, Nm.41-44. 



Hukum IsIam dan adat adaZah juga amber penting hukum tidak tertulis di 

Malaysia. Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, hukum adat adalah sebagian 

daripada kehidupan masyarakat Melayu, kemudian sejak kedatangan Islam hukum 

adat di ganti dengan hukum Islam tetapi hanya mmgikat orang-orang Islam saja dan 

dilaksanakan oleh sistem mahkamah yang beriainan. 

Di Malaysia terdapat tiga unsur utama yang rnenjadi sumber dalam asas-asas 

pembentukan undang-undangnya, yaitu undang-undmg tertuIis, undang-undang tidak 

tertulis dan undang-undang Islam, disamping itu Malaysia juga mengenal hirarki 

dalam si stem perundangannya, meski pun prinsipprinsip hukum Inggris (common law 

dan ehi ty)  ikut mempengaruhi dan dialcui sebagai b e a n  dalam sistem hukumnya, 

tetapi Malaysia tidak secara spesifik mel-akm prinsipprinsip hukum Inggris 

tersebut saja. 

Secara umum penegakan dan peldcsamn huhm dimaksudkan untuk 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis, agar dapat melindungi 

kepentingan manusia dalarn komunitasnya. Huktrrn mendistribusikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban, membagi wewenang, serta mengatur cam-cara pemecahan 

masalah. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas &lam terminoEogi, ilmu hukum dikenal 

berbagai konsepsi mendasar tentang tujtlan hukum, dimma pelaksanaan dan 

penegakan hukum rnenrpakan su;uatu proses untuk mevmjudkan tujuan-tujuan hukum 

menjadi kenyataan. 

77 Noor Aziah Mohd Awal, Op.Cit, hlm.75. 



Menumt teori Prioritas, hukum disarmping berhjplifn mencapai keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi ketiga ide d a m  hukum tersebut tidak 

rnungkin tercapai sekaligus dstlam satu h s  kodcd. Ketidakmunglunan itu 

menyebabkan perlunya ditentukan skata priolritas, di mana keadilan senantiasa 

berada pada skala prioritas utama.* 

Selanjutnya bagaimanakah @indungan hubm bagi warga negara di luar 

negeri ?, suatu hak yang lebih ko&& addah luck wags negara atas perlindungan 

diplomatik oleh organ negaranya setlldm terhadap negara-negara lain. Menurut 

hukum internasional, setiap negara berhak untuk mdindungi kepentingan warga 

negaranya dari pelanggaran oleh organ-organ n e g w  Iainnya, dan jika hukum negara 

itu secara tegas menetapkan perlindungan dernikistn, maka hak itu nlenjadi suatu 

kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya.79 

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga 

negaranya yang bekerja di Malaysia telah menandatangani Memorandum of 

7Jnderstimding @IOU) dengan Pemerintah Malaysia sebagai instrumen resmi dalam 

memberikan perlindungan tersebut. Masalahnya apakah MoU tersebut sudah cukup 

dapat rnemberi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di 

Malaysia. Sebab MoU tersebut ternyata hanya nengatur TKI resmi yang bekerja di 

78 Rachmad Baro, Teori H u h ,  Lepbaer I I M  dan Iartan €bM&t, Yowakam, 2005, hlm 127. 
'' Kelsen, Hans., Teori Umum Hukum dan Negam Zktstr- ItmPl Hukwn Nomatif Sebagai Ilmu 
Hukum Desknptif-Ernpirik, Alih Rahasa sleh Sommdi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 
291. 



sektor informal saja seperti pekerja domestik (pembantu rurnah tangga) tidak 

rnelingkupi bagi TKI yang beke rja secara resrni di sektor-sektor lainnya. 

1. Asas, Teori dan tempat pengaturan MoU 

1 Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan 

yang khusus mengatur tentang memorandum of u*&ng (Moll), mmun apabila 

kita memperhatikan wbstansi MoU maka jelaslah bahwa didalamnya berisi 

kesepakatan para pihak tentang bal-hal ymg besifat mmm." 

Menurut Black's Law Di&onay, Memorandim is to serve a basis of future 

formal contracl (rnerupakan dasar untuk rnemufai p y u m n a n  kontrak secara formal 

di masa yang akan datang),8 ~ r ~ ,  an implied agreement resulting~orn 

the express tern of another agreement, whether written or ural (merupakan 

pernyataan persetujuan seam tidak fangsung terhadap hubungannya dengan 

persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertu~s)." 

Asas kebebasan berkontmkgj merupakan asas yang sangat penting dalam 

pembuatan MoU, karena asas ini memperkenaRkm para pihak, apakah itu, badan 

hukum ataupun individu untuk meIakukan atau rnembuat MoU yang sesuai dengan 

keinginan para pihak. 

80 Lihaf S a l q  Abdullah, clan WiwKk W&ytmh& Pemmamg~ Kontrak &n Memorandum of 
Underdunding, Sinar Grafika, Jalcarta, 2008, hlm48- 

8' Black's Law Dictionary, 88th Edition, Thomswl and West Group, West Publishing Co, USA, 2004, 
hlm. 1005 

82 Ibid, hlrn. 1562, dan dalam Bayu Vita, l3ahan Bkht Legal Dmfting and Contract, Bahan Diklat, 
PPLIH, FHUI, Jakarta, 2009, blm. 1 

'"asal 1338 KUHPerdata berbunyi:"Semua perjkmjian y m g  rfibuat secwa sah berlaku sebagai 
undatzg. ~rndang bagi mereka yang membuntnya" 



Dari segi teoretik menurut Teon KIasik, MoU dimggap sebagai gentlement 

agreemeni, belum mengikat karena belum te qadi kontrak karena unsur "ha1 tertentu" 

belum tercapai, 84 sedangkan menurut Teori Modern, MoU dianggap sebagai 

agreement is agreement, sehingga sudah mengikat, karena teuri modern cenderung 

menghapuskan syarat-syarat formal.8s Di lihat dari segi praktis, maka MoU 

disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral tetapi 

juga bersifat h~kurn. '~ 

Secara internasional, yang men~adi dasar hukum adanya MoU adalah Undang- 

Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Pejanjian htemasional". Selanjutnya dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 disebutkan perjanjian 

internasional yang dimaksud adalah setiap pe janjim di bidang hukum publik, diatur 

oleh hukum internasional, dan dibuat oleh jmnerirttah dengan negara, organisasi 

internasional, atau subjek hukum internasional Iain. 

84 Nurpinta Sari, Bahan Pe- USU, Sided P-, FH-USU, Mkdan, 2010, hlm 1, Didukung 
oleh Teori Holmes dan m e m t  asas ddam kontnk bahwa d i h t  kontrak apabila sifainya sudah 
final, jadi dalam ha1 ini MoU yang dabm m&ehya axqddcm maqpai perlunya pejanjian 
lanjutan setelah penandatan- mab saaacm ki bukdah swta kontrak, karena sifatnya tidak 
final. 

85 Bid, hlml, Didukung oleh Teori IGhqqa Kemhmgaq Teori Kepercayaan Memgi, Teori 
Promisory Estoped, Teori Kontrak Quasi yang sifatnya bakiui mercrpakan srmto konlrak maka tidak 
ada sanksi apapun bagi yang mengin- kem& sdsi mad , ~misahya Mack list bagi pihak 
yang mcngingkari isi MoU 

86 Bayu V~ta, Lm.Cit, Nm 1 
Pasal 1 huruf a UU No.23 Tim 2000, krbmfi: "Pe?jmijiiitn &lam bent& darr m a  tertentu, ymg 
dzatur dalam hukum infemasimal yang d b d  scma ledir s e ~ & ~  mitnbulkmr hak dm h a j i b a n  
dz bidang hukum pub/# 



Hakikat Memorctndm of U e M n g  mempakan suatu perjanjian 

internasional, tetapi kurang tepat apabila MoU disebut sebagai instrumen formal.88 

MoU memenuhi semua unsur perjanjisup irPtdoml, s p e d  yang tercantum dalam 

Pasal2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969, yang menyatakan: 

"Treaty means an internafronal agreement c o 1 1 c I W  between states in 
written form and governed by in ternat id  law, whether embodied in a single 
instrument or in two or more related instruments and whatever its particular 
designationyy. 
(Traktat yang dimaksud ddam sebuah pejanjim inaemmional ditandatangani 
antara negara-negara dalam bentuk t&s clan dm ditentukm oleh hukum 
internasional, apakah d i w w a i ~ h  tEaBarmn im&wxtm tmggd atau dalam dua 
atau lebih instrumen-k&mm %&& ldan apakah fakta tersebut 
menunju kkan). 

MoU merupakan kesepakatan antar n e w  atau antara negara dengan subjek 

hukum internasional lain, yang dituangkan &dam watu instrumen tertulis. Pemberian 

nama tidak mempengaruhi statusnya sebagai pejanjian internasional. MoU atau 

treaty, convention, covenant, charter, statute, agreement, protaco( arrangement, 

letter of intent atau sebutan perjanjian intemasional yang lain, sama-sama diakui 

sebagai perjanjian internasional. Hukurn yang mengatur MoU adalah hukum 

internasional, bukan hukum nasional. Hal ini diperlukan karena ada MoU yang diatur 

dengan hukum nasional, seperti MoU, yang sekamg biasa dibuat antara sesama 

organ-organ negara. *' 

88 Mohd. Burhan Tsani," Mernofdndum of Understiolmng sebagsd Insbrwen IntemasionaP, 
Mimhar Hukum,Vol. 18 No. I, Jurnal Ekdala,FH-WerSitas Gadjah Ma&, Yogya?arta, Februari 2006, 
hlm. 18 

'"bid, hlrn. 18. 



Pembuatan MoU cukup dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahapan negosiasi 

dan adopsi, serta tahapan penandatanganan dan otentikasi. Berlakunya MoU tidak 

memerlukan tahapan ratifikasi. MoU sering tidak didaftarkan dan tidak 

dipublikasikan. Formalitas pembuatan MoU lebih sederhana dibandingkan dengan 

formalitas pembuatan traktat atau konvensi. 

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan 

perjanjian iniernasional perli~ rnendapat perhian menddam mengingat pada tahap 

tersebut suatu negara secara resmi mengibtkan diri pada perjanjian itu. Dalam 

praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kakgmi, sebgai berik~t:~' 

a. Ratifikasi (ratr~uztion), apabila negara yang akin mengesahkan suatu pe rjanjian 

internasional turut menandat@. naskah perjmjian. 

b. Aksesi (accession), apitbila negara yang &art mengesahkan suatu perjanjian 

internasional tidak turut menandatanga~i naskah pejanjian. 

c. Penerimaan (acceptance), dan penyetrrjuan (approval), pernyataan menerima atau 

menyetujui dari negara-negm pihak pala smtu pejanjian internasional atas 

perubahan pe rjanjian internasional tersebut. 

d. Terdapat suatu perjanjian internasiod yang ti& memdukan pengesahan dan 

langsung berlaku setelah penandatanganan. 

Menurut Mohd. Burhan Tsani MoU sangat berguna untuk instrumen 

hubungan politik, militer ahu perfahanan. MoU tidak mempunyai kekuatan mengikat 

secara hukum, tetapi MoU tetap memiliki &bat hukurn. Negara tidak bebas untuk 

90 Op. Cit, Salim etc, hlm.49. 



secara politik atau moral rnengabdcm MoU. Ti& mdakwmkan MoU adalah suatu 

sikap yang tidak terhormat dalam hubungan internasional. Disamping itu tidak 

menghormati MoU dapat memmcbg reaksi politik yang mau~ak.~' 

Pada penglihatan pertama narrtpak bahwa MoU bnya  dapat mengakibatkan 

hal-ha1 yang berada dalam lingkup politik atan moral. Negara yang tidak 

melaksanakan komitmen-komitmen dalam MoU tidak dapat diajukan ke pengadilan 

internasional. Negara tersebut hanya d q ~  dikemi sanksi pditik. Negara yang 

dirugikan dapat menunjukkan sikap tidak senang, dan menggunakan hak restorsinya. 

Namun demikian, mungkin terbuka beberapa cam untuk rnernperoleh ganti kerugian 

hukum 

2. Kekuatan mengikat MoU Indonesia-Malaysia 

Ada kecenderungan yang berkembang bahwa status demikian dinyatakan 

secara tegas-tegas dalam MoU. Mamun demikian, ketiadaan ketentuan tersebut bukan 

berarti dimaksudkan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dalam hukclm 

perjanjian internasionat atau hukum internasional publik, tidak ada prinsip atau aturan 

hukum yang mengharuskan bahwa setiap transaksi hams memitiki kekuatan mengikat 

secara h u k ~ m . ' ~  

91 Mohd. Burhan Tsani, Op.Cit, hlm. 18- 19. 
* Ibid, b h .  18-19. 



Mengensti ha1 ini, ada &st peachpat tentang kekuatm mengikat dari 

memorandum of understanding, pitu gentlement agreement dan agreement is 

agreement.93 

Pendapat pertama menyatakan MoU hanyalah merupakan suatu gentlement 

agreement. Maksudnya, kekuatan mengikatnya water MoU: 

a.  Tidak sama dengan pe janjian biasa, sunggrrhptln MoU dibuat bentuk yang paling 

b. Hanya sebatas pengikatan s e a m  moral belaka, &lam arti tidak dapat dilaksanakan 

secara hukum, dan pihak yang m e l a n ~ ~  ti&& dapat dipgat ke pengadilan. 

Sebagai ikatan moral, bila pihak tidak mdaksanakan, dianggap tidak berrnoral, 

dan ikut jatuh reputasinya &lam huhngan antar qprif. 

Pendapat kedua merryatakan sekali suam perjanjian dibuat, apapun bentuknya 

tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mmpunyai kehatan mengikat seperti 

layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasaf-pasal tentang hukum 

perjanjian tetap bisa diterapkan kepadanya. 

Hikmahanto Juwana mengemukakan pandangannya tentang penggunaan 

istilah MoU. Ia mengemukakan b a h ~ a : ' ~  

"Penggunaan istilah MoU harus dibedirkan dari segr teoretis dan pruktis. 
Secara teoretis, dokumen MoU h k a n  mempkan huhm yang mengikat pmn 
pihak. Agar mengikat secma k k m ,  hmus ditin&klanjuti dengan sebuah 
perjanjinn. Kesepakatan &lam MoU lebih berayat ikatan moral. Secara 
praktis, MoU disejajarkan dengart perjanjian. Ikatan yang terjadi titidak hanya 

'%~unir Fuady, Hukum Bisnls d a h  Temi dwt I+&&, Citra Adiiya Bb&& Bandung 1997, hlm 
93-94. 

91 Salim, Op.Cif, hlm.55 



bersqat moral, tetapi juga ikatmr hkum. Titik terpenting bukim pa& istilah 
yang drpnah,  tetapi isi alau materi a% nda kesefahaman tersebut" 

Kekuatan mengikat MoU Indonesia-Malaysia dapat dilihat dari keinginan dan 

kehendak kedua negara dibagi menjadi tiga macam, sebagai berik~t: '~ 

a Kedua negara membuat MoU dengan maksud untuk membina "ikatan moral" saja 

diantara mereka, dan karena itu tidak ada pengikatan secara yuridis di antara kedua 

negara. Di dalam MoU ditegaskan bahwa MoU sebenamya hanya merupakan 

bukti adanya niat kedua negara untuk bending  di kemudian hari untuk membuat 

perjanj ian. 

b. Kedua negara memang ingin mengikatkan dIri dalifm suatu perjanjian, tetapi baru 

ingin mengatur kesepakatan~kesepakatan ymg umum saja, haE-ha1 yang mendetail 

akan diatur kemudian dalarn perjanjian yang Iengkap. 

c. Kedua negara memang berniat mtuk mengikackm diri satu sama lain dalam suatu 

perjanjian, tetapi ha1 tersebut belum dam dipastikaq mengingat adanya keadaan- 

keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang beIum dapat dipastikan. 

Kalau dilihat dari ketiga kehendak masing-masing negara di atas, maka MoU 

Indonesia-Malaysia 2006 sebenamya hanya "ikatan moral" saja dari sudut pandang 

Malaysia, dan dari pihak Indonesia men$hed& adanya suatu keinginan untuk 

95 Diolah kembali oleh Pen& &ti, MolJ b e r e  kehe& p a  pahuk.. .hbmatorium FWtas 
Hukum, U~versitas Katolik -an, Bandung , 1997, hlm 174-175, dalam Salim, Ibid, 
hlm.5 1. 



mengikatkan diri dalam suatu perjmjian.96 Perbedaaa kedua negara dalam 

memandang MoU mempengaruhi sejauhmana kekuatan mengikat MoU tersebut 

sangat wajar karena perbedaan kepentingan kedua negara 

Menurut Kamal Halili Hassan, MoU Indonesia-Malaysia bukanlah suatu 

dokumen hukum. MoU tersebut tidak &pat diberlhkm deh mahkamah dan apabila 

hendak diberlakukan oleh MaIaysia sebagai penerima tenaga keja Indonesia, maka 

MoU hams ditingkatkan ke dalam bentuk undang-lmdang.w 

Dalam menggunakan MoU sehagJ instrumen Lrubungan internasional perlu 

memperhatikan aspek-aspek negatihya. Dimungkinkan pemberian status MoU oleh 

para pihak tidak sama. Pada umumnya MoU tidak dimaksudkan sebagai traktat yang 

sesungguhnya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang 

meng anggapnya sebagai traktat yang s e ~ u n ~ ~ u h n ~ a . ~ ~  

3. Tujuan dibuatnya MoU Indonesia-MaIaysia 

Alasan penggunaan Memorandum of U.rstancflng dalam hubungan 

Tndonesia-Malaysia disebabkan: 

a. Bahwa semua transaksi internasiona1 kedua negara tidak mungkin dituangkan 

dalam bentuk traktat. Transaksi intemasiod Iebi bistsa dituangkan dalam 

96 Pasal2 MoU Indones~a-MaIaysia: '''Fujuan MoU ini adaIah mtuk mengembangkan he rjasama yang 
ada antara Pihak-pibak uot& Q1juan me- tuekmkw perjaojian dan n h m n e n  pekeda 
nunah tangga Republik Endonesid"' 

'' Seperti yang dikem&hn di&m f h h a r  P d d a n g s  Sgi-asi 2: Mi- K e a h  Sosial dan 
Cabaran Pembangunan: Trausfommi Pe%umWgm dan PveeBanisme Penyekaiaa Pertikaian dalam 
Sektor Pekerja Asing di MaIaysia, Bikk Senat, Kejasama atara FUU-UKM dan m-U, Bang- 
Selangor, 17 dan 18 Juni 2020. 
'' MohdBurhan Tsaai, @A Cd, M m  2 1. 



bentuk MoU. Pengguwn traktat hanya apabiEa dalm keadaan terpaksa. 

Penggunaan traktat menimbulkan kekhawatkan akan formalitas-formalitas 

diplomasi. Bentuk traktat digunakan apabila benar-benw ada kebutuhan untuk 

menciptakan hak d m  kewajiban yang m e n e a t  secara hukum dan ada syarat- 

syarat konstitusional aim huhm nasionid yang rnengharuskan menggunakan 

traktat. 99 

b. Untuk menghindari kesulitan pembatalm stratu agreemenl nantinya, dalam ha1 

apakah kerja sama teisebut akm ditindaklm*i, d m ~ n  dibuatnya MoU maka 

sangat mudah untuk mernbatalkamya7100 

c. Masih adanya keraguan para phak &in rnasih perhr waktu untuk memikirkan 

akibat ditandatanaganinya suatu traktat, s&qp di€~mtlah MoU 

Dewasa ini MoU digunakan sebagai instrumen semua macam hubungan 

internasional. MoU sering digunakan sebagai instrumen pelengkap traktat. MoU 

demikian bersifat rahasia. Alasan utama iebih disukainya penggunaan MoU 

dibandingkan dengan traktat, adalab kerahasim dm kern~dahan.'~' 

Untuk MoU pada umumnya tidak ada persyaratan atau kebutuhan nasional 

maupun internasional untuk mer~gurnumkan MoU. Hmya karena alasan khusus, MoU 

diumumkan, seperti apabila muatan pokoknya secara politis penting atau MoU 

berkaitan erat dengan suatu traktat.lo2 

" Ibid, hlm. 20. 
100 Salim, Op. Cit, hlm.52. 
101  Mohd.Burhan Tsani, Op.Cit,hlm. 20. 
lo' Ibirl, hlm. 20. 



MoU sering tidak diumumkan dalam himpunan pe janjian internasional suatu 

negara. MoU tidak diharuskan oleh Pasal 102 Piagam PBB untuk didafiarkan di PBB. 

Sejak tahun 1945 sudah ribuan MoU dbuat oleh negara. Namun MoU yang muncul 

di dalam " U ~ i t e d  Nations Treaty Series" dapat dihiturtg dengan jari. Itupun mungkin 

karena kesalahan.'03 

Pendafiaran instrumen ke PBB, tidak serta merta merubah status MoU 

menjadi traktat. Status MoU tetap seperti sebelurn didaftarkan. Namun demikian, 

biasanya pendaftaran merupakan bukti yang baik b h a  Regam yang bersangkutan 

menganggapnya sebagai suatu traktat. Traktat b i I a t d  kadmg-bdang didaftarkan 

oleh salah satu pihak, meski pihak yang lain ti& menganggapnya sebagai suatu 

traktat. Tidak didafiarkan atau tidak dipuMW-kamya s&u instrumen merupakan 

faktor yang menunjukkan status tidak mngikatnya s e a m  hukum. Traktat yang tidak 

didaftarkan tidak kehilangan statumya seb;rgai safaau traktat. fnstrvmen yang tidak 

didaftarkan di PBB, tidak dapat dijadihn sandaran hukum oleh para pihak di dalam 

sistem PBB. Dalam praktik, MoU dapat dijadikm sandaran di depan pengadilan.104 

MoU sangat berguna untuk instrumen hbungamr ekonomi, politik, militer atau 

pertahanan. Hakikat pernasalahan ini sagat sering memerIukan kerahasiaan demi 

keamanan nasionai. Suatu *at pertahanan sanga4 sering memerhkan banyak sekali 



MoU sebagai instrumen pelengkapnya. MemoranQum-memorandum tersebut dapat 

berupa MoU tentang rincian, rahasia, t e k s  dan k e ~ a n ~ a n . ' ~ '  

Pembuatan MoU cukup dengan fomditas derhna. MoU tidak memerlukan 

klausula final yang panjang lebar maupun fomaIitas-formalitas internasional atau 

nasional. MoU akan berlaku pada s a t  ditdatangitni, tanpa harus menunggu 

prosedur lebih jauh lagi. MoU dapat d i k t  dalarn waktu yang singkat. Pada 

umumnya, MoU tidak tunduk pada prosed~r konstihrsmd, seperti presentasi di 

depan parlemen, meski ha1 itu tergantung pa& komtitusi, perunbang-undangan, dan 

praktik masing-masing negara.lo6 MoU cukup &itandatangani oleh selain menteri luar 

negeri atau oleh tingkat pejabat.'07 

Pada umumnya sengketa yang timbuI kwena interpretasi . atau penerapan 

MoU, diselesaikan dengan negosiasi. Para pihak tidak &an mengajukan ke pihak ke 

tiga maupun pengadilan. Penyelesaian akan luwes dm cepat. 

Mengingat MoU tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, kadang- 

kadang menimbu'lkan godaan untuk tidak melaksanakan komitmen-kornitmen di 

dalam MoU secara serius. Hal ini berarti mengabaikan fakta bahwa komitmen politik 

adalah janji pemerintah akan menghormati dm melaksanakan prinsip itikad baik. lo8 

Pada tahun 1960-an MoU merupakan watu istil'ah yang relatif baru. Dalam 

penggunaannya yang meningkat, MOLT berarti aratu pejanjian yang informal. Namun 

' 05  Ibid, hlm 20. 
'06 Di Malaysia setiap MoU dengan negara lain memerfukan mk&kasi atau pgesahan dari Parlemen. 
'07 Ibid, hlm. 2 1. 
'08 Ibid, hlm. 2 1. 



demikian, MoU tetap merupakan suah perjanjiarr hukrtm antara dua negara atau 

lebih. MoU terutama digunakan apabila suatu kesepakatan dimaksudkan sebagai 

suatu langkah dalarn proses merapikan suzttu! k& yang rumit.Io9 

Selanjutnya bagaimanakah b e n k  perlkdbngan huhm terhadap tenaga kerj a 

Indonesia yang beke rja secara legal kernudian dengan sengajtla melewati waktu tinggal 

sehingga menjadi ilegat?, atau setelah tenaga ke j a  Indonesia pulang ke tanah air 

sebelum kontraknya berakhir tetapi masih mmhgg&m persoalan hukum di 

Malaysia ?, supaya negara Indonesia dan Malaysia be~tmggungjawab dalam 

membela dan memberi perlindungan hukurn tafradap taaga kerja Indonesia tersebut, 

salah satu caranya adalah meIaIui metoda integrasi h c h m  antara Indonesia dan 

Malaysia. 

Dengan semakin meningkatnya intendas iritedsi warga negara Indonesia 

yang bekerja ke Malaysia, tidak Banya mem.er1ukan arrtisipsi berbagai kebijakstn 

pemerintah, tetapi lebih jauh akan mempengaruhi khaga i  aspek hukum yang lebih 

luas. 

Salah satu kendala yang dapat menimbubn hambatan kepastian hukum 

terhadap masalah penyelesaian sengketa hwkurn pedwnrhan antara kedua negara 

adalah perbedaan sistem hukum ketenagakerjaan dm sistem peradilar perburuhan 

antara Iildonesia dan Malaysia. Sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam proses 

penyelesaian sengketa tersebut, dan pertama kali yang perlu diperhatikan para 

109 Zbid, hlm. 19. 



pemegang kebijakan di srntara kedula negara &dam rrpaya integrasi hukum adalah 

masalah lingkungan pengaruh sistem h u h m  ketenagakerjaan, agar dapat diperoleh 

formula dan metode yang tepat. "' 
Bidang-bidang hukum perburuhan yang perIu dilakukan integrasi antara lain: 

perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja Indonesia, tanggungjawab majikan, 

tanggungiawab tenaga kerja Indonesia, pelayanan kontrak (kontrak perkhidmatan), 

sistem peradilan perburuhan, undang-undang perburuhan dan hukum acara terutama 

hukum yang mengatur mekanisme latulintas dobmen pembuktian apabila terjadi 

perselisihan perburuhan 

Negara Indonesia dan Malaysia dapat menggunakan metode integrasi hukum 

selain dengan cara membuat prtukaran i n f m i  mengenai perencanaan, 

pembentukan dan penerapan hukurn p e b h a n  di masing-masing negara, juga dapat 

menggunakan prinsip-prinsip huhm yang seragam yang tel& diupayakan oIeh 

lembaga-lembaga internasional bempa model law atau legal guide untuk bidang 

hukum kontrak peke jaan, atau dengan ratifikasi dan penerapan konvensi-konvensi 

internasional."' Dengan demikian kerartgka pemikiran teoretis dan konseptual 

sebagairnana dimaksud mempunyai rdevaasi yang kw& d e q p  f k b  abanya berbagai 

kegagalan negara Indonesia maupun Malaysia dafam rnemberikan perlindungan 

llO~engenai ha1 ini Eihat jogs tdism T m  -, " K - Hdmm di Lingkungau 
Negara-negara ASEAN dalam Rangka lWkd&mg 33eMmya Kawasan Perdagmgan Bebas", 
A r t i k e l U t a m a , ~ u n i a l ~ r r H a u a ~  Vd 22, Y a y a s a e ~ l h d c m l B i s n i s - J a l r a r t a ,  
Jakarta, 2003, hla 58. 

"' Bid, Nm.58. 



hukum terhadap wuga negara Indonesia yang bekerjst di Malaysia berdasarkan 

Memorandum of U d r s t d n g  tersebut, strategi yang perlu diwujudkan 

dalam bentuk integrasi hukum antma Mmesiif dengan Malaysia, antara lain menjadi 

pokok permasalahan yang diteliti daIm disertasi h i .  

G. Metode Penelitian 

1. Objek dan Tempat Penelitian 

Objek penelitian adalah Perlindungan Hukum, sedangkan subjek penelitian 

adalah hak-hak tenaga keja 1- memum% pa%tupzm perundang-undangan 

perburuhan Malaysia dan M e m w h m  of m ; t i n g  (MoU) Indonesia- 

Malaysia dengan tempat penelitian dilaksanakan di Malaysia. Malaysia merupakan 

negara dengan sistem Monarki Konstitusionil di Asia Tenggara yang memiliki 

kesamaan budaya dengan Indonesia, namun latar beIakang sejarah dan sistem hukum 

yang diteraplcan berbeda. Malaysia menerapkan sistem hukumnya berdasarkan 

sistem (lommon Law. ' I2  

2. Tipe dan Pendekatan Penditian 

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian yang objeknya perlindungan hukurn terhadap hak-hak tenaga kerja 

Indonesia yang dibatasi pada peraturan perundang-undangan perburuhan di Malaysia 

dan Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Malaysia, maka untuk 

menjawab permasalahan yang telah dimmuskan dalam peneIitian ini , digunakan dua 

' I 2 '  Ade Maman Suherman, Pmg& P-gan Sktem H b ,  IT RajaGhdo  Persada, 
Jakarta, 2004, Nm.308. 



tipe penelitian yang berbeda, yaitu penelitian h b m  n ~ n n a t i f " ~  clan penelitian 

sosiolegal "4 

Penelitian hukum normatif adaIah penelitim yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau n o m - n o m a  ddam huhm poshif Dalam hubungan 

ini, digunakan logika induktif dan logika debuwf. b g & a  induktif digunakan untuk 

menarik kesirnpulan dari kasus-kasus individbal yang nyata, menjadi kesimpulan 

yang bersifat umum. Sedangkm, logika deduktIf digunakan unmk menarik 

kesimpulan dari ha1 ymg bersifat umum m m j d  k m  ymg bersifat individual. '15 

Yaqin, Anwarul., Legal Research and W e  Eexis PJexis Malaysia SdnBM, Selaugor DE, 
2007, hlm.10, menjelaskaq in the chctc-nul research "justice, fimess, protection of rights, 
Jieedom and iiberl), are open used i& the reseamher as the criterion to evaluate the relevance or 
eflectiveness of laws. concepts or Iegd kt&-tutians The rm&rlying aim of such research is to gain 
and present new knowledge and i&as or to suggest c h g e  d rej%rmnlibat juga, Lili Rasjidi 
dan Liza Sonia Rasjidi, P~~ M& P d  rdsn P& Kbya amioh H u k ,  FX- 
UNPAD, Bandung, 2005, WREO, K- men@&a~ bahwa d a a t  penelitian hukum 
normatif, antara Iain lmtuk m e l d d h  pene- dasaa (bask research) di bidang hukum, 
khususnya apabila kita menefiti me~lgenai asas hbu, temi h&tq &&em hnkom, terutama daiam 
hal penemuan dan pembentnkan mad&m&& hrP3naAl b;trar, pardeiratan Bnkirm yang baru dim 
sistem hukum nasional Qang bm), t3a.n nxcmpsm - pembangunan hukum, 
balk rencana jangka pendek clan jagb imneqpb $e&&M&& jangka panjang, 
selanjutnya ha1 yang sama &jelashn deh Soerjom Soek;into ckn Sri Mamadji, b a W m  Hukum 
NormaRX Suatu Tmjmum SingRat, IT Raja&&& Pers;Pda, Mar& 2006, hlm14, Keduanya 
menjelaskan, bahwa penelitian lnhm nmaatif pme&kn terhadap asas-asas hukum, 
sistematika hukum, taraf sinkronisasr y e a  b t r o u  pcxbd@m hukum dan %jarah 
hukum. 
Bedner, Adriaan, Adminisbatbe Cmds in A Secidegol JYIldy, Kluwer Law 
International, The Hague-N- 2001, Mm 89. l b k @ & b q  "It will be clear that fhe 
dlflerent perspecliveJivm which f trm strr&d the u&tMs&ative cants require dinerent research 
methods. As noted above, lhe probienmfor legal & I ~ T  who embark on a cowentional positivist 
Iegal analysis ..and I had together my rnatmiuffhn ~~ m m .  I obsfained information on 
cases vra observation, press report and inte-"- 
Lihat juga Johnny Ibrahim, Teon' Bfa MetotWogi PedXan Hukum Normati? Bayumedia 
Publishing, Mahug, 2006, hlrn 443., P & h  hdwm yang melilxtkan beberapa metode dalarn 
perspektif yang berbeda bd&angm ini tehh mubi r'5gudmi antara lain seperti yang dilakukan 
oleh Adriaan Bedner, yang rnelibatkan jmehtkm dari perspelbif mmr& hnInrm, socio-legal dan 
macro-functionalist 

I '  Ibid, hlm 242. 



Dalam kaitannya dengan penelitian nomtif  disini digunakan beberapa 

pendekatan, yaitu pendekatan pemndang-undangan (statute approach). Pendekatan 

1 tersebut melakukan pengkajian peraturm perundmg-undangan yang berhubungan 

dengan tema sentral penelitian. SeIain itu juga digunakan pendekatan perbandingan 

(comparative approach), dan pendekatan sejariih (historical approuch) yang 

diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian 

normatif. ' l6 

Oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, 

untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, 

penelitian ini juga secara pioporsiona1117 melibatkan penelitian sosiolegal. Tujuannya 

agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang - diinterpretasi secara faktual. Adapun fakta sosial itu dapat dijelaskan dengan bantuan 

hukum, demikian pula kaidah-kaidah hukurn &pat djelaskan dengan bantuan fakta- 

fakta sosial. * 

3. Prosedur Pengumpulan Baban Hukum 

Untuk memperoleh bahan penelifran dilakukan dengan prosedur pengumpulan 

melalui dua cara, yakni: Pertama, h d i  kepustakaan, d i  kepustakaan tidak saja 

"6 Zbid, hlm.300. 
"' Dalam penelitian normatif dirnm- bagi seo~ang peneliti me- hasil-hasil 

temuan ilmu hukum empirik dan i l m w h  E6Q mtdc kqedagm clan analiis serta e k s p h i  
hukum tanpa mengubah kadckea- ilmu hdnm sebagai &nu ~~ dab yang dipakai adalah 
data hukum yang b e a t  perhnhn saja Li;hat&ga, Lili wdi dm Liza Sonia Rasjidi, Pengantar 
Meto& Penelifimt &n Penvlismt K q a  IbosEpb H&aq FPT-UNPAD, Bandung, 2005, hlm.4, 
Pendekatan nonnatif dapat d i i t u  pemkbtm yang bemi& ;Fosdogis, ekonomi, politik dan lain- 
lain dengan menggunakan in- waw;utoua 

"' Johnny Ibrahim , Ibi4 hlm.450. 



terhadap bahan-bahan penmdangan, penulis juga m e d  bahan pada buku-buku, 

jurnal-jurnal, makalah-makalah, Iaporan-lapom hasil penelhian, bahan-bahan yang 

diperoleh dari internet dan keputmm-kcputusan pengadilan terdahulu yang 

berhubungan dengan masalah perbunthan di Malaysia serta menggali permasalahan- 

permasalahan yang timbul d a i m  penmapan Akta Kerja, Akta Perhubungan 

Pemsahaan, Akta Kesatum Sekezja, A h  Parnpsan P'ekerja, Akta Keselamatan dan 

Kesehatan Pekerjaan, dan Akta-&a t&& lainnya rfan Memorandum of 

Undersatanding (Mou) Indonesia-Waysia ymg memuat perlindungan hukum 
. -  . 

terhadap hak-hak tenaga keja Indonesia di Malaysia, dan; Kedua, wawancara tidak 

terstruktur, dimana bahan hukum diperdeh dengan mewawancarai tenaga kerja 

Indonesia di Malaysia, staf l ob l  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 

Malaysia dan Lembaga Swadaya Masyarakat &SMJ Migrant Care baik di Indonesia 

maupun di Malaysia. 

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; jenis bahan primer 

dan bahan sekunder. Jenis bahan primer, yakni jenis bahan yang di dapat berdasarkan 

hasil di lapangan dengan wawancara dan sifatnya sebagai pelengkap (komplementer), 

sedangkan jenis bahan sekunder merupakan jenis bahan yang di dapat bukan dari 

lapangan dan di dapat dalam bentuk dua bahan hukum dan satu bahan tersier, yakni; 

Bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa ha1 berikut :I1' 

""bid. Nm. 295-296. 



a. Bahan h u h m  primer, yaitu bahan-bahan hukum yang formal, yakni Konstitusi 

Malaysia 1957 dan peraturan perundang-undangan perburuhan di Malaysia dan 

Memorandum of Understanding WoU) Indonesia-Malaysia yang berhubungan 

dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesia di 

Malaysia 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks 

(txtbooks) yang ditulis para ahfi hdmm yang ~ g ~ h ,  jurnal-jurnal hukum, 

pendapat para sarjana, k s h  h w h q  yurispnrdensi, clan hasil-hasil 
- - - 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik pdit ian.  

c. Bahan tersier, yaitu bahan hukurn yang rnemberlkan ptunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukurn primer dm b h n  hukum sekuuder, seperti; kamus, 

ensiklopedi dan lain-lain. 

Setelah prosedur pengurnpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan tersier dilakukan, kemudian khan-bahan tersebut diinventarisasi dan 

diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masatah yang dibahas. Bahan hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dipapabn, disistematisasi, kemudian 

dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. 

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Adapun bahan-bahan hukum yang tefab diperoleh dalam penelitian 

kepustakaan, aturan perundang-ttnhgm, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan 

hubungkan sedemikian mpa, sehingga disajikm daiarn penulisan yang lebih 

Ibid, Nm. 296. 



sistematis untuk menjawab isu h u h m  yang tehh dirumn~lskan dalam rumusan 

masalah. Bahwa cara pengolahan khan  hukurn dilaktrkan secara induktif digunakan 

untuk menarik kesimpulan dari kasus-kms individual yang nyata, menjadi 

kesimpulan yang bersifat umum. Dan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari 

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadsrp pennasalahan konkret yang 

dihadapi. Selanjutnya bahan hukurn yang ada dianalisis untuk mtlihat bentuk 

perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesia dalam peraturan 

perundang-undangan perburuhan di Malaysia dan menunrt Memorandum of 

[Jnderstanding (MoU) Indonesia-Malaysia sehingga dapat membantu sebagai dasar 

acuan dan pertimbangan hukum yang berguna untuk penyusunan strategi dalam 

mewujudkan integrasi hukum dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak 

tenaga kerja Indonesia di Malaysia secara tepat.12' 

H. Sistematika Penulisan 

Dari judul dan permasalahan yang diangkat di atas, hasil penelitian ini 

dituangkan dalam bentuk disertasi dengan memuat susunan materi sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. DaIarn bab ini dikmukakan alasan-alasan atau 

argumentasi dipilihnya judul yang ditumgkan dalam Latar Belakang Masalah. 

Kemudian diangkatlah Penrmsan Masfah yang merupkan jantungnya dari suatu 

permasalahan yang diteliti, dilanjutkm dengan Batasan Masalah, Tujuan dan 

lZ1 Ibid. Nm. 297. 



Kontribusi Penelitian. Kemudian dilifnjutkan d a g n  Kerangka Pemikiran Teoretis 

dan Konseptual, Metode Penelitian dm S i s t e d k a  Penrrlisan. 

Bab I .  Landasan Teori Negara Hukrrrn Malaysia, Teori Konstitusi, Teori 

tentang Hak dan Teori tentmg Tujuan H&m. Adapun yang dibahas dalam bab ini 

adalah, Teori dan Konsep Negarst Hukum, Konsep Negara Hukum Malaysia, 

Konstitusi Malaysia, Konsep Pembenhkan Peraturan Perundang-undangan Malaysia, 

Tata Urutan Perundang-undangan Malaysia, TTeori tentang Mak, Konsep tentang Hak 

menurut Pandangan Islam clan Teofi t e&q T- Hthm. 
-- 

Bab 111 Landasan Tmri dan Prinsipprinsip Perlindungan Hukum. Adapun 

yang dikaji dan dibahas dalam bb ini mengenai, Rakyat suatu Negara sebagai 

Bidang Validitas Personal Dari Tata H&um Nasiod, Teritorial Negara Asing 

sebagai Perlindungan Wargri Asing, Tmri &n Konsep Perlindungan Hukum bagi 

Warga Negara, Yuridiksi atas Warga Negara di h Negeri, Prinsip Perlindungan 

Hukum menurut Perjanjian Internasional Prinsip Perlindungan Hukum menurut 

Konstitusi Malaysia, Prinsip perlindungan Hukum menurut Memorandum of 

Understanding (MoU) Indonesia Malaysia, Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap 

Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Kebijakan Pernerintah Malaysia terhadap Pekerja 

Asing serta Gagasan tentang Konsep Pedindungan Hukum Integratif 

Bab IV Prinsip Perlindungan Hukum menunrt Peraturan Perundang-undangan 

Perburuhan Malaysia. Dalam bab ini dikaji dan dibahas mengenai, Sejarah Negara 

Federasi Malaysia, Akta dan Undang-Undang Perburuhan di Malaysia, Apakah 



Hukum Perburuhan Malaysia temasuk ke dalam ranah Hukum Privat atau Hukum 

Publik?, Hak-hak Peke j a  Asing di Malaysia. 

Bab V Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Tenaga Keja Indonesia 

menurut Peraturan Perundang-undangan Malaysia dan Perlindungan Hukum 

terhadap Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia menurut M e r n o r d  of Understdng 

(MoU) Indonesia-Malaysia. Dalam bab ini di bahas mengenai hasil penelitian 

terhadap perlindungan hukum TKT rnemmt Peratman Perundangan-undangan 

Perburuhan Malaysia, kelernahan-kelemahan pedkhngan hukum TKI menurut 

Sistem Peradilan Perburuhan Malaysia dm kelemzthmkelemahan perindungan 

hukum TKI menunrt MoU Indonesia-Malaysia. 

Bab VI Penutup. Berisi simprtla~ m d A  ymg distngkat melalui proses 

penelitian yang dilakukan, dan saran yang diajukan sebagai rnasukan ke depan. 



BAB II 

LANDASAN TEORI NEGARA EWKlM MALAYSIA, TEORI KONSTITUSI, 

TEORI TENTANG HAL( DAN TJZOIU 'IlENTANG TUJUAN HUKUM 

Berbicara mengenai tujuan h u h m  &an tagmturtg dari perspektif mana 

seseorang melihat h u h m  itu smdiri. Nmun  dmikian, secara umum tujuan hukum 

meliputi: 

1. The goal of Promoting morality ( untuk menegakkan moral) 

2.  The goal of Reflcti~g Custom ( uatttk merdkksikan kebiasaan) 

3 The goal of Social welfare (untuk kesejahteraan masyarakat) 

4 .  The goal of Sewing Power (untuk melayani kekuasaan) 

Dari keempat tujuan b m  di atas merefleksikaa pandangan dari beberapa 

aliran atau mahzab hukum, sepati: Miran Teori Huhrm Alam (Nohaall Law)). ' 
Teori ini dikemukakan oleh Thomas Accpinas yang berpendapat bahwa 

hukum hams mdindungi esensi kemanusiaan smta sudah seharusnya merupakan 

refleksi dari kehendak Tukn  ( a re$ectim of God's will). Sebagai salah satu esensi 

human nature adalah keinginan untuk h-tahan (survive), maka hukum hams 

melindungi dan menegakkan agar ma~usia dapat survive. Untvk menopang 

kelangsungan kehidupan dan melindungi kehidupan rnamtsia, hukum melindungi 

nyawa manusia dari pembunuhan dan penganiaym. Selain itu, hukum melindungi 

1 Tina Beattie, Thomas Aquinas, part 6 of N W  Law, www. the guarctian.co.uk., hlm 1, . . .dlConern 
fhinA-ers ~r'ho oppenl f o  nu[ui.ol Itnv as a J#rrqdation .for. momfig! uflen lose sight of Aqirinn.r!s 
~~ntrtrr~li.snr,.. ..lquir/n..i. ;rrgtrc.s I IZLJ~ lmi..s shollfd ch~rt7ge lo refJecr cusiorns (although ctc,stom 
cctrrrtienncit change nutrrrul or dvit7e ln l~ ' j .  .. .. -Baca juga Peter Ordianosc.n, S t  Thomas Aquinas's 
Notiol~ of Natural Larr, :l.::. \! ,,.i<?&!i!!;i.ed~~.$ hlrn.7. dm Ade Maman Suhman, Penganlm 
Perhandingm Sistern Hukum, PT RajaGmfindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 7-8. 



I harta sebagai sarana akan kelangsungan hidup dari pemurian dan cara-cara ilegal 

lainnya. Kepentingan manusia tidak berhenti sebatas perlindungan nyawa dan harta, 

tetapi juga termasuk kehormatan dan kernerdekazm serta kesusilaan. Sebagaimana 

dalam kitab suci agama-agama yang ada di dunia, menghilangkan nyawa orang lain 

merupakan perbuatan yang terlarang dan mmpakan d m  besar. Apabila melihat 

norma universal tentang hak asasi manusia, hak hidup manusia rnerupakan hak yang 

tidak dapat dikurangi atau mutlak (umlerogdle r?ghl).* 

Subjek hukum selaku pemikul hak-haic dan kewajiban-kewajiban, baik itu 

manusia (naturlijke persm) ,  badan hukum ( reck tqerm) ,  mmpun jabatan (mb t ) ,  

dapat melakukan t indakan-tindakaii hukurn bedasarkan kemstmpuan (bekwaam) atau 

kewenangan (bevoegclheid) yang dirnilikinya. Ddam pergdan di tengah masyardcat, 

banyak terjadi huhrtgart ttu:ktrm y a ~ g  munail sebagai akibat adanya tindakan- 

tindakan hukum dari subjek huhm itu. Timidcan hukunt irti mentpakan awal lahirnya 

hubungan hukum (re~fitsbeirekkiqj)~ yakai interaksl antar subjek hukum yang 

memiliki relevansi h u b  atau mernpunyai &ibat-akht hukum. Agar hubungan 

hukum antar subjek hukum mi berjalas seam h a m i s ,  seimbang, dan adil, dalam 

arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang mnjadi haknya dan menjalankan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya maka Buhm tampi1 sebagai aturan main 

dalam mengatur hubungan hkum tersebut. H u b  diciptakim sebagai suatu sarana 

atau instrumen untuk mengamr hak-hak &n kmmjiban-kewajibm subjek hukum. Di 

2 Ibid, hlm.8. 



samping itu, hukum juga berfirngsi sebagai i n m e n  pl indungan bagi subjek 

h ~ k u r n . ~  

Menurut Sudikno Mertokusumo h k u m  M n g s i  sebagai perlindungan 

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia tdindungi, hukurn hams 

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum &pat berlartgstmg m a  mrmal, damai, tetapi 

dapat tejadi juga karena peianggaran hukurn. PeIanggaran hukum terjadi ketika 

subjek hukum tertentu tid& menjafankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau 

karena rnelanggar hak-hak subjek huhm lam. Subjek h u h m  yang dilanggar hak- 

haknya hams mendapatkan perlindungan h~kurn.~ 

Fungsi hukum sebagai instrumen peilgatur dan instrumen perlindungan ini, di 

samping fbngsi lainnya, diarahkan pada swtu tujuan yaitu untuk menciptakan 

suasana hubungan hukum antzr subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan 

adil. Tujuan-tujuan hukum itu akan terapai jika masing-masing subjek hukum 

mendapatkan hak-haknya secara wajar d m  menjaiankan kewajiban-kewajibannya 

sesuai dengan aturan hukum yang ber~aku .~  

Perlindungan hukum bagi rakyat mmpakan konsep universal, dalam arti 

dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang rn@e~pankan diri sebagai negara 

hukum, namun masing-masing negma mempunyai cara dan mekanismenya sendiri 

3 Ridwan HR HukunrAd~~~X~&Crsi Negar0, hm Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 210. 
Zbid, Nm.210. 
Ridwan HR, Zbid, b . 2  10. 



tentang bagaimana mewujudkan perlindungan huhrn tersebut, dan juga sampai 

seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.6 

Memperhatikan masalah perlindungan huhm yang merupakan cita negara 

(staatsidee), maka di sini akan dikemukakan beberapa uraian teori yang mendukung 

terhadap pencapaian cita negara sekaligus pula uraian teori ini untuk membantu 

dalam mengkaji dan menganalisis perrnassllahan yang sedang diteliti. Untuk dapat 

memberikan jawaban terhadap rumusan m d i i h  di-i ini, digunakan konsep 

"Negara Hukum" sebagai tmri Utat~ba ( G r d  -1, kemdian diperkuat dengan 
- . .. - -- - 

teori konstitusi, serta teori penrnda~g-undangan dm teori tentang hak sebagai teori 

Madya (Middle Range Ekory}. Selanjutnya dipergrrnztkan teori dan prinsip 

perlindungan hukurn sebagai teori Terapan (Applied 27zmty). Berilrut ini diuraikan 

ketiga teori dimaksud. 

Penggunaan teori dan konsep negara huhm sebagai teori Utama (Grand 

Theory) berdasarkan pada pemahaman bahm salah satu tujuan yang tersirat dalam 

Konstitusi Malaysia 1957 adalah semua orang diakui sama di depan hukum dan 

berhak mendapat perlindungan h k u m  yang sama. Masalah perlindungan hukum ini 

tidak boleh ada diskrirninasi tethadq warga negara Malaysia sendiri maupun 

terhadap warga negara asing yang bekerja di Malaysia dengan dasar agama, ras, 

keturunan atau ternpat lahir dalam hukum apa saja yang berkaitan dengan kekayaan, 

perdagangan, bisnis, profesi, lapangan keja atau pekejaan. Suatu ha1 yang mustahil 

Paulus E. Lotulung, Beberqnz Sktem ten&ng Konlrd Segi H h  Lerka&p Pemerhtali, Cim 
Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.123. 



apabila dalam membangun hubungan antar negara, mengabaikan perlindungan 

hukum, keberadaan dan fbngsi hukum dalam arti sebenamya. 

Sedangkan penggunaan teori penrndang-undangan dan teori tentang hak 

dijadikan sebagai teori Madya (Middle Rmge neory), karena untuk mengungkapkan 

alur kedudukan dan kekuatan mengikat materi muatannya menurut tata hirarki 

peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan perburuhan yang dianut 

Malaysia. 

Begitu pula halnya dengan penggunaan teori dan prinsip perlindungan hukum 

menurut Memorandum of Ilnderstanding Indonesia-Malaysia sebagai teori Terapan 

(Applied Theory), karena pada prinsip perlindungan hukurn tersebut bertujuan untuk 

memberkan kepastian hukum dan rasa kesrdilan bagi TKf y q  bekerja di Malaysia 

dan bermanfaat untuk rnencegah terjadinya sengketa dan untuk menyelesaikan 

sengketa diantara kedua negara. 

Pengertian teori adalah asas clan hukum urnum yang menjadi dasar suatu 

kesenian atau ilmu pengetahuan,7 sedangkan rnemmt K d n g e r  definisi teori adalak8 

"Theory as a set of interrelated constructs (vmbbeles), definitions, and 
prepositions thaf presents a systemQfImQfIc view of the phenomena by speczjjing 
relations among vari'ables, wifh the pqmw of q h i n i n g  raatzcrd 
phenomena". 
(Teori sebagai seperangkat gagasan-gagasan (variabel-variabel), definisi- 
definisi dan preposisi-preposisi sahg t d u n g  yang menimbulkan sebuah 
gambaran sistematik dari gejala-gejda meldui huhngan spesifik di antara 
variabel-variabel, dengan m h d  mcsenmgkan gejala-gejda alamiah). 

KBBI, hlml041. 
* Creswell, John W., Research lhigm: Qnabbhe 

* .  aad Qumthhe Appraackes, Sage Publication, 
London, 1994, hlm. 82. 



Menurut Earl Babbie, teori itu rnemiliki tiga fbngsi &lam penelitian, antara 

lain:' 

1. Teori dapat mencegah kita unbk  mengambil keuntungan. 

2. Teori membuat pola observasi &lam satu a m  yang dapat memunculkan 

kemungkinan-kemungkinan Iain. 

3. Teori dapat membentuk dm mengiuahkan upaya-upaya penelitian, 

mengarah kepada temuan-temuan mdalui pengamatan empiris. 

A. Teori dan Konsep Negara Hukum 

Pemikiran negara hukum dimunculkan Plafo melalui karya monumentalnya 

yakni dalam buku politicos. Plato dalzun buku ini sudah menganggap adanya hukum 

untuk mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjt~tkan fatkala Plato rnencapai usia 

lanjut dengan memberikan perhatian yarg lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, 

penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.1° 

Cita Plato dalam Nomoz ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama 

Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384-322 SM, karya ilmiahnya yang 

relevan dengan masalah negara dalam Buku IV bejudul Polztica. Menumt 

~abbie ,  Earl., The Pr&e of Socjul Rewmck, Wadrworth Mlishing Co, 8th ed, USA, 1998, 
hhn. 42. 

'' Azhary, Negara Hukum Indonesia, AAnalisis Y+ N o m a a @ - ~ g  U ~ l ~ ~ r - u ~ l ~ ~ r n y a ,  UI-Press, 
Jakarta 1995. hlm. 19-20. ' ' 

1, ,.\\ \: '1. -2~lib cL& ggrj~. PoIit~cs Aristotle, untuk ~~ yang hampir smajuga dapat &barn 
daIm George Holmd Sabine, A History of Political ;Ireory(Sumnrary), HoIt, Rhehart a d  
Wmston, New York, 1961, hlm. 106-107, ~://www.Ques&ia.com., Edward Clayton, Central 



"States that a constitutional gouerrzment with a sovereign set oftaws is ideal, he 
adnzits that in cases where there is an outstanding group or incfividual, 
aristocracy or kingship might be prefmble. A good constiRrfim is fmztlated 
acwrding to the p2'7zciple of dism-butbe justice: equal people are treated 
equally and unequal people are treated uneqtralb. People are deemed more or 
less valziahle to society according to the conmtplbutians rhey make to the life ofthe 
city". 
(Suatu negara yang diperintah dengan konstirsi dan berkedaulafan hukum 
ialah yang ideal, dia mengakui bahwst dalarn kasus-kasus dimana terdapat 
kelompok atau individu yang mmnjol, aristohsi atau martabat raja 
mungkin lebih baik. Sebuah kumtitusi y m g  baik diformulasikan menuiut 
prinsip distribusi keadilan: orang yang =ma adalah kebahagiaan yang sama 
dan orang yang tidak sama adalah orang yang ke&abgiaan tidak sarna: orang 
dianggap lebih atau kurang berkga inemrut znasyd&  adalah sumbangan 
yang mereka buat terhadap kehidupan dakm sebuah kota). 

Dikemukakamya juga b h m  arts tigt tmtw-daPi -&itttsi, - - -- 

yaitu pertamcr, pemerintahan dilaksanakan unmk kepmfingan umum; keducr, 

pemerintahan dilaksanakan menurut h t b m  yang berdasar ketentuan-ketentuan 

umum, bukan hukum yang dibuat s e a m  sewenang-wenang yang menyampingkan 

konvensi dan konstitusi; ktiga, pemxktah b e r k d i t u s i  beraiti pemerintahan 

yang dilaksanakan atas kehendlak *at, h k a n  benrpa paksaan-tekanan seperti yang 

dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikimrmya ini jdas sekali merupakan 

kelanjutan dari cita pemikiran Piato yang mewpalcan cita negara hukum yang dikenal 

sekarang. Ketiga unsur yang dikemukakan Aristdeks ini dapat ditemukan di semua 

negara hukum. Dalam bukunya PoIitim, Aristotdes mengafakan: l2 

"Konstitusi merupakan penyusunan jabatan &lam suatu negara, dan 
menentukan apa yang dimakslrdkan dertgan bdau pemerintahan, dan apa 
akhir dari setiap masyarakat, konstitusi rnerupakan aturan-aturan, dan 
penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut". 

Michgan University, The Mernet Encyclapedia dPhko&y, h h  U l . ,  dan Azhary,@.Cit, 
Nm.20. 

l 2  Zbid, Nm.21. 



Bagi Aristoteles, yang memerintah daIam negara bukdah  manusia melainkan 

pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. 

Manusia perlu dididik menjadi warga yang hilq yang bersusila, yang akhirnya akan 

menjelmakan manusia yang bersikap adiI. Apabila keadaan semacam itu telah 

terwujud, maka terciptalah suatu "negwa hukum", karena tujuan negara adalah 

kesempumaan warganya yang berdasarkan atas keadilan." Jadi, keadilanlah yang 

memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yartg krsikap adil itu dapat 

terjelma dalam kehidupn bemegara, rnaka waiwsia h s  dididik meqadi wacga 

yang baik dan ber~usila. '~ 

Pemikiran ini terus berkembang seiring dengan dialektika pemikiran para ahli 

filosof Seiring dengan ini pula, maka banyak pen&pat yang mengemukakan 

diseputar pemikiran negara hukrrm. Dtra umg sarjana B m t  yang berjasa dalam 

pemikiran negara hukum yaitu Immanuef Kmt dan Friedrich Julius Stahl telah 

mengemukakan buah pikiran rnereka. Kant memahami negara hukum sebagai 

nachtwakerstaat atau nachfwachterskxd (negara jaga d a m )  p g  tugasnya adalah 

menjamin ketertiban dan kearnanan rnasymkat, urusan kesejahteraan didasarkan 

pada persaingan bebas (fiefight), laisez fee, ibi3-e~ a&, siapa yang kuat dia yang 

menang." Paham liberalisme diinspirasikan oEeh &ran ekonorni liberal Adam Smith 

l3 ~brr  Daud Busroh dan Abu EWw Busrq Asusmu Hikmm Trrfo Negcatz7 Qralia Indonesia, Jakarta, 
1983, hlm. 109. 

l 4  Ni'mahd H u Q  Negcva hukum, D e n o k ~ ~  drsr 3 ~ ~ ,  EFEL-Press, Yogyakwta, 2005, 
hlm. 1 

* ~zhary, +.Cit7 h h . 4  



ymg rnenolak keras campur tangan negara datam kehidupan negara ekonomi.l6 

Mengenai kebebasan individu Kant mengatakan: l7 

"The key right is the right to ind%&mI azrtonoary, which he envisages as 
requiring j?ee&m8 equality, and and ringhr to own properiy. Also, in 
organized sociely, preservation of the mii%ckral's autonomy depends on 
others treating that indivitikE as an end m him or herserf rather than merely 
as a means". 
(Hak kunci ialah hak terha&ap crtonomi @&basan) dividu yang dia 
pertimbangkan ketika menuntrtt kebebasan, persarnaan, dan hak untuk 
memiliki kekayaan. Juga, di ddam masyardat yang terorganisir, 
pemeliharaan yang menyangkut kebebasan individu tag- pada (orang) 
yang lain perl* sebagai i n d i d  dan bmkb dengan dia atau dirinya 
daripada sebagai aiat-alat). 

Dalam bukunya Metclplysische A$- cfer Rechtslehre (1798) 

tentang pembatasan kekuasaan negarq seperti haInya Rousseay Kant mengatakan:18 

"Predicated certain limits to the powers of t k  state he also ended by 
conceding practically limitless power in the ruling forces of the state. His 
categorical imperative - 2 c t  on a maxim which thou canst will to be law 
universal" -- involved a combination of the i&ia of personal duty and of 
universal law. The state he conceived as a fonnula whereby th? authoriiy of 
the general will is made w l z s ~ ~ ~ n t  wilh the perlect fieedom of the individual 
will. It is only by means of a social contract after the pattern of Rousseau that 
such legal legerdkmain can be consummated But Kant's individualism 
prevented him from going to the limit of Roumau in subordnating the 
indzvidual will to that of organized smiey". 
(Meskipun Kant, seperti halnya Rousseau, batas-batas tertentu didasarkan 
kepada kekuasaan negara yang juga diakhiri oleh kekuasaan tak terbatas yang 
pada kenyataannya diakui di ddam kekuatan yang menguasrti negara. Perintah 

' QP.  it, hlm.46. 
l7 Rosenfeld, Michei., The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy, Southern 

Californiu Law Review, Vol. 74: 1307, p. 16, tanpa tahm 
'' Melaphys~k der Silten: Metaphysische Andangsgmde der Rdtslehre (2d ed., 1798). Doktrin- 

doktrin hukurn Kant juga dapat ditemukan di dakm The Philosophy of Law, An Exposition of the 
Fundamental Principles of Jurisprudem as the Science of Right, terjemahan oleh W. Hastie 
(Ed~nbur& 1887). Cf. pga Dug&, "'The Law aad h e  !State," Harvard Law Review, XXXI 
(November, 19 17), 40 ff., dan &kl, Ll& de I'W, pp. 49 &, dari httpYIwwwIwwwconstitutional.org. 
tanggal 19 Marct 2008, pukul 17.00 wib. 



dikategorikan Kant, " Bertindak pada suatu peribahasa yang engkau tidak 
pahami yang akan menjadi hukum universal", yang dilibatkan pada satu 
kombinasi (menyangkut) gagasan untuk tugas pribadi dan hukum universal. 
Negara yang dia pahami sebagai sebuah formula dengan mana otoritas 
kehendak yang umum akan dibuat konsisten dengan kebebasan yang 
sempurna dari keinginan individu. Itu h y a l a h  menunjukkan atas suatu 
kontrak sosial setelah poIa teladan Rousseau yang permainan sulap 
sawtentang undang-undang s q e d i  fitu) dapat disempurnakan. Tetapi 
individualisme Kant's rnencegah dia dari. pergi ke batas Rousseau di dalam 
menempatkan keinginan individu untuk maqara5rat teaorganisir). 

Pemikiran Immanuel Kant pada gifiramya nemberi inspirasi dan mengilhami 

F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip lilmalissne bemamaan dengan lahirnya 
~ ~ . .  . . - . . .. -. .- , . . - . . .. .... . ~ . .  .... . ..... 

teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rwsseau, yang memberi hngsi negara menjadi 

dua bagian; yaitu pembuat Udang-Undang ( t k  of iIaw) dan pelaksana 

Undang-Undang (the executing oflaw). 

Konsepsi negara hukum I m m d  Kant beskembang menjadi negara hukum 

formal, ha1 ini dapat dipefik daTi pendapat E.J. Stah1 tentang negara hukum ditandai 

oleh empat unsur pokok yaitu : 

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, 

2. Untuk melindungi hak asasi ter& maka penyelenggaraan negara hams 

berdasarkan pada teori politics, 

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemeris&&an k k  atas undang-undang 

(wetmang bestuur), 

4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang 

pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam 



kehidupan pribadi seseorang), maka a h  pengadiian abministrasi yang akan 

menyelesaikannya. 

Stahl hanya mengutamakan aspek fonnirhya saja, sehingga hak asasi dan 

kebebasan individu terlindungi secara formal saja. Pembatasan yang ketat dengan 

undang-undang telah mempersempit ruang gerak pemeTintah dalam penyelenggaraan 

negara, sehingga pemerintah menjadi kah dan tidak dapat mengelola negara untuk 

mencapai masyarakat yang bebas d m  m h u r  bagi setiap individu. Seperti yang 

dikatakan Stahl :20 

"Formal definition of Rechtsstaat was based on the idea that the legal system 
qf the State should not be 'contaminate8 by human (2.e. social, economic or 
moral) values; the legal system was simply a machine to be used to reach Ifar- 
beyond' values (or, in Stahl's word, 'God's plan for the world". 
(Definisi negara hukum (Rechtsslaat) formal didasarkan pada gagasan di 
mana sistem undang-undang Negara hams tidak "dicemari" oleh nilai-nilai 
manusia ( yaitu sosial, ekonorni atau moral); sistem undang-undang 
sederhananya adalah sebuah mesh yang digunakan untuk menjangkau nilai- 
nilai " ja~h-dalarn~~ ( atau, seperti kata Statit " reM;ana Tuhan bagi dunia"). 

Berbeda dengan Kant, menurut Robert von Mohl, negara hukum adalah 

negara yang diperintah d e h  hukurn, bukan rmegara yang h y a  memperhatikan aspek 

formalnya saja, tanpa memperhatikan siapa pembuat hukurn itu. 21 

"Despite the fact that some of he f e e s  of rhis 'mzterial' concept of the 
Rechtsstaat are ab@ present in Kent's Zeg;aZ philosophy, the first 
representative of this intepprei@*on is us4cafly considered to be the llberal 
legal scholar Robert von Mohl. Acw- b wn MohI, the 'Rechtsstaat' is a 
State where the legal appaatus is g o d  by the h v  of reason! This is a 
material concept of Rechtshat as the Zegd order, aprd the State apparatus in 

- - - 

20 Zamboni, Mauro., '"Rechtsstad: Jusf Wbat is Being Expmkd by Swedish Development Assistance 
Organisations?", Law Journd Fad@ of tsw, U n i v w  of StodrhoIm.2001, p.6., 
maurc.zamboni@iundi~~m~~~~~, tanggal 19 Maret 2fK)S, pkd f 6.00 wib. 

2' Ibici, hlm. 6 



general, had as the supreme goal the respect not only of the existingpositive 
Z 

-laws but also of i k  principles of reasa~ Such principles were a mixture of 
li&eral princrples (e.g. peedm of beliej), ppolitical principles (e.g. 
parliamentary confro1 concerning legrgrdm-m) and legal principles (e.g. 
equality before the 1 4  ". 
(Di samping fakta bahwa sebagian dari comic ini "material" konsep 
Rechtsstaat telah hadir di dalam filsafat hukurnnya Kant, yang pertama contoh 
dari penafsiran ini pada umtunnya dianggap sebagai sajana hukum yang 
liberal Robert von MOM. Menurut v m  MOM, " Rechkwkrd" adalah sebuah 
Negara di mana aparat huhm &perk&& okh " badcum dengan alasan". Ini 
adalah suatu konsep negara huhm materid sebagai hukum perintah, dan 
aparat Negara secara umum, rnempuayai h@n yang tertinggi yang memiliki 
rasa hormat tidak hanya menyangkut hkum positif tetapi juga terhadap 
prinsip-prinsip alasan. Phs ip  stperti hz addah sata campuran dari prinsip- 
prinsip liberal ( seperti kebebasm untuk kepercaystm), prinsip-prinsip politik ( 
seperti pemndang-u- k d  parternenter) dan prinsip- 
prinsip hukum ( seperti pekmmn dihadi@G Ei&mT- 

Karena konsep rechtsiazt cli Eropa Kontinentaf sej& semuia didasarkan pada 

filsafat liberal yang individualistik, maka ciri iixiividdistik itu sangat menonjol 

dalani pemikiran negara hukum menurut kmsep Eropa Kontinental itu. 

Di negara-negara Ando-Saxon berkembang pula konsep negara hukum yang 

semula dipelopori oleh Albert Venn Dicey (sdah seorang pemikir Inggris yang 

termasyur) dengan sebutan rub of law, menurut AV.Dicey konsep ini menekankan 

kepada 3 unsur utama rule of law, yaitu 

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law). 

2 .  Persamaan kedudukan di depan Hukum (Equality before the Law). 



3. Konstitusi bersumber kepaha Hak-hak Individu (Constitution based on 

Individual fights) .22 

Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum dalam rule of law 

mengatakan bahwa tak seorangpun yang dapat dihukum atau secara hukum dapat 

dibuat menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelzinggaran hukum tertentu 

yang tertuang dalam tata cara hukum biasa dihadapan pengadilan umum negara. 

Menurut pengertian ini, rule of taw Mentangan dengan sistem pemerintahan 

manapun yang didasarkan pada pelaksanan k b m n  menindas yang begitu luas, 
- -  

sewenang-wenang, a tm tanpa batas d e b  orang-orang ymg b e r k u z ~ . ~  

Gagasan mengenai perstmaan di depan huhm,  atau ketundukan universal 

semua kelompok manusia pada satu  hukurn yang d i j d a h  oleh pengadilan biasa, 

telah dikembangkan hingga batas-batas mahirnd. Bagi setiap pejabat, dari Perdana 

Menteri hingga bintara kepolisian atau pengumpul paj* memiliki tanggung jawab 

yang sama atas setiap tindakan yang ciilakukan tmpa Iadasan hukum seperti halnya 

warga negara yang lain.24 

Unsur ketiga dari rule of law adatah konsthsi dijiwai oleh rule of law dengan 

alasan bahwa prinsip-prinsip umum konstitusi (midnya, t&t dengan hak akan 

kebebasan pribadi, atau hak unbk  mngadakan rapat urnurn) yang merupakan hasil 

dari keputusan yudisial yang m e n e n t u b  hak-h& individu p d a  kasus-kasus tertentu 

22 Dicey, A.V., Zntrduction to the &dy af them of the C m d i u ~ n ,  McMiUan and Co., Limited 
St.Martinls Street, Londoq1952, Twjemaha deh Nuthd, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 251. 

2"bid, hlm. 254-255. 
24 Ihid, hlm. 258. 



yang di bawa ke muka pengadifan, sedangkan mentrrut banyak konstitusi asing 

jaminan (sebagaimana adanya) yang dibdcan pada hak-hak individu berasal, atau 

kelihatan berasal, dari prinsip-prinsip umum konstitusitusiB 

Negara yang berdasarkan huhm rnerupakan hjuan ideal dari semua negara 

demokrasi. Demokrasi akan menjamin danya pertindungan h u h m  dan kebebasan 

berpotitik, juga ada pembatasan masa jabtan dan kekuasaan. Dengan membatasi 

masa jabatan dan kekuasaan, orang lain juga mendapat kesempatan untuk memegang 

kekuasaan dan dapat berkuasa sesuai dengan konstitusi serta ketentuan-ketentuan 

hukum lain yang berlaku. Dengan demikian peralihan atau pergantian kekuasaan 

dapat be rjalan secara teratur, demokratis dan adiLZ6 

Secara garis besar ada dua konsep mengenai negara hukum, Konsep yang 

pertama adalah konsep negara h u h m  formal (sempitlklasik) yang muncul bersamaan 

dengan negara "modem" sekitar abaci ke-18. Diketahui, bahwa negara modern 

muncul sebagai sebuah konfigurasi kekuasaan yang bemifat: hegemonistik. Artinya 

kekuasaan yang sebelumnya iida di dafam masyarakid ditzuik, &in dimasukkan ke 

dalam kekuasaan negara. Kemudian, negara dengan kekuasaan yang dimilikinya itu 

membuat peraturan untuk rnelinhngi jiwa, ben& atau hak-hak asasi warganya 

secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat, karena yang b e r t h  ddam hpmgan ehnomi adalah prinsip 

taiesez faire faiesez ealler. Karena itu, di dalam kefidupan masyarakat, timbul 

25 Zbid, hlm. 259-260. 
26 Zbid, hlm.29 



keeemasan yang luar b i a ~  sehingga m u m 1  ktgi seh& konsep negara hukurn 

modern yang terkenal dengan doktrinnya "government of law", but not of man" atau 

konsep " Rule of law". 27 

Tetapi, di dalarn przktiknya kemudian, n e g m  hukurn seperti itu kurang terasa 

manfaatnya, sehingga muncullah konsep negwa bukPrrn yang kedua, yaitu konsep 

negara hukum substansial frnateriifiaslmocfern) ialah negam yang terkenal dengan 

istilah welfare state (wabam staat), (wehYws&u.zZ), yang bettugas menjaga keamanan 

dalam arti kata seluas-hasnya, yaku kwmamn sosial (social security) dan 
-.- 

menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pada dasamya, konsep negara hukum 

substansial adalah sebuah konsep q a r a  h k u m  yang berintikan dan rnencerminkan 

keadilan dan kebenaran objektif. N e g a  huhm d m  bertujuan, tidak saja 

melinhngi masyarakat terhadap kebasan negara, tetapi d&f meningkatkan dan 

Ibnu Khalhn berpedapat bahwa &lam milk siyasci ada dua rnacam bentuk 

negara hukum yaitu: 

I .  Siyasah diniyah (nomokrasi Islam), 

2 .  Siyasah aqliyah (nomokrasi sekuler). 

Ciri pokok yang mernbedakan kedua rnacam nomokrasi itu ialah pelaksanaan 

hukum Islam (Syariah) dalam kehidupan negara dm hukurn sebagai h s i l  pemikiran 

27 John Pieris dan Wiwik Sri Widrarty, Negura Hukum dan Pertindungan Konsumen, Penerbit 
Pelangi Cendekia Jakarta dengan Program Magister Ilmu Hukum UKI, Jakarta, 2007, hlm. 23-25. 

28 Ihid, Nm.23. 



manusia. Datam nomokrasi Istam, baik syaiah rnaupun hukum yang didasarkan pada 

ratio rnanusia, kedua-duanya befingsi dan berperan daIam negara. 29 

Jika membandingkan kedua konsep negara hukum itu, rnaka negara hukum 

sub stansial (materiele rechtsstaat) lebih mengedepankan hak-hak asasi manusia. 

S edangkan konsep negara hukum format Vbn.neb rechtsstaut) hanya mementingkan 

perlindungan individu dan dituangkan dalam bentuk peraturan, prosebr, doktrin, dan 

sebagainya. Tentunya negara hukurn formal tidak mungkin mendatangkan keadihn 

dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.30 

Konsep negara hukum formal lebih menonjotkan pembedaan status 

kewarganegaraan, sehingga tidak seluruh masyardcat mendapatkan perlakuan yang 

adil di hadapan hukum. Konsep negm Rukurn (rechtsimtt) d a b  dikaitkan dengan 

pengertian "demokratis", s e h g g a  k e t b  istilah tmbt kmudian ciigabungkan 
1 

menjadi "democratische r e c h t s w  at= negara hkum yang demokratis. Oleh 

karenanya, sebenarnya hukum h s  digzrnakan s h g a i  instrumen pengaturan 

mengenai kewenangan lembaga-lembaga n e g q  ~ j u ~  hak wsi rnanusia dan 

keadiIan. 31 

Penelusuran konsep negara hukum & p i  dilakukan, dimulai sejak jaman 

Yunani, dan kemudian jaman Romawi Kuno, s e s u n w h y a ,  justm menjadi sumber 

29 Muhammad Tahir Azhary, Nagofa H w  Smzh &difem&qg-nya Dilihat dan' 
Segi Hukum Islam, I - a M  P& Negarvr M&ak d m  Masa Eni, Prenada 
Media, Jakarta, 2004, hlm 13. 

30 Op. Cit, hh.24. 
37 Op. Ca, hlm. 24. 



dari taxi kedau~a tan .~~  Mmumt Jidy Asshidiqie, gagasan kedaufatan rakyat tumbuh 

dan berkembang dari tradisi Romawi sechngkan tradisi Yunani Kuno menjadi sumber 

dari gagasan kedaulatan hukum. Di ddam ajaran kedautatm hukum, maka sumber 

kekuasaan tertinggi adlalah huhm,  bukan n e e f a  sebagai pemegang kedaulatan. 

Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran t&t, maka k q l a  mgara harus tunduk 

pada hukum. Sedangkan pa& a j m  kedaulatan rakyat, maka rakyat adalah 

sesungguhnya sebagai pemegang kedaulatan, dimam kehendak rakyat menjadi 

surnber satu-satunya kekuasaan bagi setiap pemerintahan. 33 

Dalam menyoroti makna negara hukum sewa  filosofis, Franz Magnis-Suseno 

berpendapat, bahwa: "negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum. 

Tidak selamanya negara hukum adalah negara demokratis. Pemerintahan monarki 

atau paternalistikpun taat kepada hukum. Tetapi demokrasi yang bukan negara 

hukum, bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya". Kemudian, sambil 

rnengutip pendapat Lobkowics, dikatakannya, bahwa demokrasi merupakan cara 

paling aman untuk rnempertahankan kontrol atas negara hukurn.% 

Sebenarnya konsep negara hukum hams lebih dipahami sebagai suatu kondisi 

di dalam masyarakat, yang mampu mengembangkan hukrtrn cialam negara demokratis 

yang ditentukan oleh rakyat bagi pengaturn t r u h g a n  di antara sesama rakyat. Ttu 

sebabnya, dengan menyetujui perspektif Asshidiqie memmf John Pieris dan Wiwik 

32 Jirnly Asshidiqie, Gagasan Kertcutlafmp Waf dalam K e  dun Pduksaaanya di Indonesia, 
Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1W4, hlm. 1 1. 

33 Up. Cit, hlm.25. 
34 Up. Cit, hlm.25. 



Sri Widiarty, bahwa saiah satu perspektif penting di daZm sosiologi hukurn yang 

hams dipahami dan diimplimelitasikan secara baik adalah, bahwa undang-undang 

maupun konstitusi merupakan konsensus beragam aspkasi yang berkembang di 

dalam rnasyarakat. Dengan demikia11, &a mmarmorma h k u m  yang harus 

diciptakan oieh para pernbuat h t h m  atau pembenmk konstitusi, terutama yang 

mengatur pembatasan kekuasaaan lembaga-lmbaga negara, khususnya fernbaga 

eksekutif, lernbaga legislatif $an yudiikabif addah nonna-norma hukum yarsg 

memiliki landasan sosiotogis yang hat. Mnya adatah, norma-mrma hukum tersebut 
- - -- - -  - -  - - - - - -  - -- . -- 

harus dibuat dengan terlebih dahutu mendapt t m g g q m  &n input baru yang relevan 

dari berbagai lapisan ~ n a s ~ a r a k a t . ~ ~  

Terkait dengan pemikiran Franz Magnis-Sum, mengenai negara hukum, 

maka konsep negara fruktrm barus diphami ddam perspektif pengaturan tentang 

batas-batas kekuasaan yang dimitiki ofeh 1emSagp-i e k s h @  legistatif dan yudikatif 

Oieh karenanya, selain pembatasan k e b s a a n  k s  diatur dengan noma-norma 

hukum yang jelas, juga harus dihubungkan dengan k e t e r k a h  antara pernisahan 

kekuasaan serta hubungan di arrtara =bang-cabartg kekuasaan tersebut. Jelasnya, 

pembatasan kekuasaan harus disertai dengan pemisahan kehtasaan. xi 

Dalam perkembangan setanjutnya negma huhm kemudian berkembang 

menjadi negara hukum modern yang tefah memasukkm prinsip-prinsip demokrasi di 

35 John Pieris dan Wiwik Sri Widmty, Ibid, Nm26. 
"Bid.  hhlm.26. 



dalam konstitusi dan peraturan hukurn di bawahnya. Karena itu Lunshof 

menyebutkan unsur negara hukum yang dernokratis adalah:" 

1. Pemisahan antara pernbentuk undang-udang, pelaksana undang-undang 

dan peradilan, 

2. Penyusunan pembentukan undang-undang secara demokratis, 

3. Asas legalitas, 

4. Pengakuan atas hak asasi. 

Lebih jauh Lunshof berpendapat bahwa asas legalitas adalah asas yang 

dipakai untuk menjamin asas-asas lainnya, antara lain asas pembatasan kekuasaan 

pemerintah dan hak-hak asasi. Juga dikatakamya ada pengawasan pengaditan 

terhadap pelaksanaan kekuasaan yang dijaliankan oteh perneriritah, pernberian 

wewenang kepada pemerintah, cEan pdin&mgan hkum tehidap yang berkuasa. 

International Commission of Jurists yang menrpakm organisasi dari ahli 

hukum intenasional dalam konferensinya di Bangkok pada t a h n  1965 tetah 

memperluas konsep Rule of law, dan menelcadcan apa yang dinamakan " The 

Dyncmzc Aspects of the Rule of Law m the M d m  Age". Sarah satu keputusan 

penting dari konferensi tersebut addah ditetMannya syarat-syarat dasar untuk 

terselenggaranya pemerintahan yang demoPCratis di bawah Rule oflaw, yang antara 

lain disebutkan : 

37 Azhary, Loc Cit, Nm.52-53. 



1. Perfindungan kortstitusiond, dalam d, konstitusi selain memberi jaminan 

hak-hak indivictu, juga hams rnenentukan cara prosedural untuk 

memperoleh perlindurlgan atas hak-hltk yang dijamin, 

2. Badan Kehakirnan yang bebas dan tidak memihak (independent and 

impartial tri burials), 

3. Pemilihan umum yang bebas, 

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 

5. Kebebasan berserikatherorganisasi dan beroposisi, 

6 Pendidikan kewarganegaraan (civic ezhmlion). 38 

Selain merumuskan gagasan Rufe of Law daiam rangka perkembangan baru, 

International Commission of Jurists juga rnemberikan mmusan mengenai demokrasi 

sebagai sistem politik. Menurut knternational Commission of Jurists, yang dimaksud 

dengan sistem politik yang demoktratis adalah: 39 

"A form of government where the citizens exercise the same right (yaitu: the 
right to make political decisions) but thought representatives chosen by them 
and responsible to them through1 the process ofpee election) Ini dinamakan 
"demokrasi berdasarkan penvakilany' (representatives ukmocracy ". 
(Suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan- 
keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil 
yang di pi tih o 1 eh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melahi 
suatu proses pemilihan yang bebas). 

Menumt Mariam Budiardjo bahwa pada kenyataannya dalam sejarah 

perkembangan kesadaran demokratis, hak " kebebasan manusia terhadap segala 

38 John Pieris dan Wiwik Sri Wid-rarty, OpCitd, hlu1.27. Hal yang sama tadapt dalam Azhary, 
hlm. 59. 

39 Ibid, hlm.27. 



bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenang, baik di bidang agama, maupun di 

bidang pemikiran serta di bidang politik "sangat penting". Pada sisi yang sama Jack 

Lively menyebut tiga kriteria kadar demoht i s  matu negara yaitu: 

1. Sejauh mana semua kelornpok u t m a  terfibat dalarn proses pengarhiIan 

keputusan, 

2. Sejauh mana keputusan pernerintah berada di bawah kontrol masyarakat, 

3. Sejauh mana warga negara biaa tedibat ddam administrasi umum. Mi 

Dari lintasan pemikiran am~& yang dirkrstip, John Pieris dan Wiwik Sri 
- -- -- 

Widiarty berpendapat bahwa negara demkrm* addah negara yang berdasarkan atas 

hukum yang menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan berpolitik, kebebasan 

menyatakan pendapat, adanya pembatasan dan W n g i a w a b a n  kekuasaan, 

adanya peradilan yang adil benar dan bebas, serta tersaEtEmya kehendak mayoritas 

dan terjaminnya keinginan minoritas. bkgm dmmkrasi yang badasarkan hukum 

pada dasarnya menoIak sistem konsentrasi kekrrasaan yang ada pada satu tangan atau 

satu kelompok penguasa, juga rnemlak kongfo-i kekuasaan yang pada 

hakekatnya mematikan hak-Ilak politik masyarakat dm komnitas-komunitas yang 

lain. Dengan kata lain, negara demokmi yang berdasarkan h h m  sebenarnya 

merupakan "ak$e&Iisasi" dalam semua kehidupan bangsa, terutama dalam 

kehidupan politik, birokrasi dan pernerintahan wars kesehruhan. Oleh sebab itu, 

proses demokrasi yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara 



hams diwujudkan melahi pertmggungjawitba~ secara terbuka (accountability) dari 

para penguasa atau pemimpin negara4' 

Negara yang berdasarkan hukum rnerupakan twjuan ideal dari semua negara 

demokrasi. Demokrasi akan menjainin adanya pedindungan hukum dan kebebasan 

berpolitik, juga ada pembatasan masa jabatan dan kekuasaan. Dengan membatasi 

1 masa jabatan dan kekuasaan, orang lain juga mendapat kesempatan untuk memegang 

1 kekuasaan dan dapat berkuasa semai dengan korastitusi serta ketentuan-ketentuan 

hukum lain yang berlaku. Dengan demikian peralihan atau pergantian kekuasaan 

dapat berjalan secara teratur, demokratis dan adil." 

1 Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum atau Rule of Law hams 

1 ditegakkan secara konsekuen supaya hukurn berhngsi mengenddikan, mengawasi - dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boEeb digunakan sebagai instrumen politik 

dari kekuasaan (Rule by h v )  untuk mernbewkm tindakan penguasa yang 

merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara (pmerintah) adakah komponen 

utama yang harus rnenegakkan hukum yang dibuatnya d i r i .  Sehubungan dengan 

itu, hukum hams menjadi instrumen pengatur dm gengendaki kekuasaan negara. 

Terkait dengan itu, kesadaran moral pejab negara sangat menentukan derajat 

kepatuhan pemerintah terhadap h ~ k u m . ~ ~  

'' Ibid, Nm.29 
" Ibid, Nm. 29 
43 Ibid, Nm.30 



B. Konsep Negara Hnkum Malaysia 

Dalam konteks Malaysia di bawah naskah Konshs i  Malaysia I957 (telah 

diubah tahun 1964, dan diubah lagi tahun 1971), setidaknya terdapat beberapa noma 

hukum yang merupakan hidah-kaidah firndarnen~al yang telah mendasari konsep 

negara hukum Malaysia. 

Menurut Kamat Halili Hassan, MaIaysZa iatah rregara hukum rule of taw yang 

sistemnya tertakluk (tuncfuk) kepada Pdeanbagaft~ Ptmehtum (Korrstitusi) yang 

merupakan hukum tertinggi negara, bemti di b a d  Pe&sa 4, tidak ada hukum yang 

boteh mengatasi Perfembagifan Persekutuan, dm setiap rstRyat addah sama di sisi 

hukum dan tunduk kepada rule of fuw. 44 

Ciri-ciri dasar Perlembagaan Perselarman Malaysia, sebagai bedcut:" 

I .  Malaysia adatah negara Federasi; 

2. Malaysia sebagai negara Monarki dengan sistem Partementer; 

3. Islam sebagai agama resmi Federasi; 

4. Perlembagaan Persekutuan sebagai hukum tertinggi, dan berkedaulatan 

6. Adanya kebebasan kehakiman; dan 

"%alnal Halili Hassan, l-,!!pliiic! ~~li.ls_~.c.~,u&!!j~~l~~, tanggal 3 Maret 2008, pukul 02.20 wib, baca juga 
Kamal Halili Hassan, Penulis dun Unhg-Undang, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor DE, 
1990, hlm. 10 

4' lbid. hlm. 1 1. 



7. Menjamin adanya tradisi seperti hak istimewa suatu kaum, bahasa 

kebangsaan dan kerakyatan. 

Hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Johan S. Sabmdin: 

" 73e concept of supremacy of the ~omtit&~ort, practised at the federal level 
through Article 4(1) of t k  Fe&ral Constitution, is a vital element of 
constitutionatism in written constitutimrs. FfWxmt a supremacy clause, the 
constitution lacks c o m d  especially if poxkks for and is the source of 
authority for the vital organs and ins&z? oprs sfgovernment". 
(Konsep supremasi k o n s h l ,  d i p m a n  &&kit federal mengikuti Pasal 
4 (I) Konstitusi Federal, yang m p & m  unsur vital dalam konstitusi t e d i s .  
Tanpa klausul supremas< km&G memifa% k- khususnya jika 
konstitusi itu mefengkapi n-k dm s u m k  otoPIfas untuk badan-badan vital 
dan lembaga-lembaga -yriB 

Menurut Johan S. Sabmdin Konsthsi d m  Malaysia Mar dari sistem 

Inggris, ha1 ini dapat dilihat c h i  pengnrh Inggris yang dominan dari komposisi 

keanggotaan Komisi Konstitusi yang merancang Konstitusi Federal. Seperti halnya 

negara-negara Asia yang lain, Konstksi Amerika juga rnemberi pengaruh dalam 

praktik konstitusi di Malaysia. Di samping itu terdapat pengaruh Islam dalam 

Konsitusi Malaysia. Dengan demiklan, prinsip-mp dan khan-tujuan antara model 

konstitusi Barat dan model konstitusi !stam ntembPlat Konstitusi Malaysia bertambah 

atraktif dan menjadi s u m k  yang ckpt diterima, yang merupakan campuran 

46 Johan S. Sabarudin, " Cbndtnti- and ApphcSim in the Federal and State 
Goverments of Malaysia", Jurnal of MakpLm and C e  Law, Vd.3, Faculty of Law, 
University of Malaya, Kuala Lumpur, 22006, h 4 4 .  



pengalaman-pengalaman asing den- pengalaman-pngdman lokal sehingga 

mempengaruhi rule of law ddam konsep negara h u h m  Malaysia. 47 

Unsur negara hukum Malaysia memrmt Iohan S-Sabamdin sebagai berikut :" 

I .  Jaminan kebebasan bagi setiap orang (gwaranteeing liberty of the person). 

2. Perlindungan terhadap hukum pidana yang l a h ~  dan tuntutan yang 

berulang-ulang (protection against retpopctive criminat taws and 

repeated triats) . 

3. Persamaan (equality). 

Menurut Muhammad Tahir Azhary disamping pengaruh agama Islam, 

Malaysia adalah salah satu bekas jajahan fnggris, sehingga tradisi rule of taw juga 

ikut mempengaruhi konsep negara hukum Malaysia. 49 

Unsur utama negara hukum Malaysia adalah sebagai berikut: 

1. Bersumber pada agama Islam. 

2. Prinsip musyawarah 

3. Pertindungan hukum serta hak-h& kewarganegarm lainnya (citizenship). 

4. Prinsip keadilan dan persamaan (equah'g before the law) 

5. Kebebasan dasar (fundamentat liberties) 

6. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

47 Ibid, hlm.34, 38, 40. 
48 Ihid, hlm. 55 

49 Muhammad Tahir Ahay, Negara Euknm, Sucrtrr & a d  &daug AinsjpprLrsaya Dilihat don' 
Segi Hukum Islam, 1.-a pa& P& N q  M i d b d  cdm, Masa Kkri, 
Media, Jakarta, 2004.hlm2 17. 



Menurut Pasal3 ayat (1) Konstitusi Malaysia, menyatakan : 

'?slam is the religion of the Feberatfm, but other religions may be practised 
in peace and harmony in any pad of the F&rafiafion ". 
(Ishm adalah agarna Pe r seban ,  tetapi agama-agarnit lain yang dipraktikkan 
dalam cara damai dan h m n i  adalah bagian dasi Pemhtmn). 

Pasal tersebut dengan tegas mmyatakan b a h a  Islam adalah agama negara 

Federasi. Ketentuan itu menunjukkan bahwa Federasi Malaysia adalah suatu negara 

yang mencantumkan dengan resmi Istam sebagai agitma negara. Konsekuensi logis 

dari ketentuan itu, adangra hubungan antim F M - M a h y s i a  sebagai wgaa dengan 

agama Islam, sehingga Malaysia tidak &pat dinamakan negara sekuter. Konsekuensi 

lebih jauh, ajaran Islam dan hukum Istam diamt dan hams dildcsanakan di Federasi 

Malaysia. 

Mengenai persoalan apakah Malaysia tennasuk negara sekuler atau teokrasi , 

Shad Saleem Faruqi, menyatakan: 

" On the issue of an Islamic or secular state, it cmr be stated categoricatr2, 
that the Mawsian legal system is neitkrfirIlj secular nor ful& theocratic. It 
is hybrid It permits legal pluralism. It avoids the extremes of American style 
secularism or Saudi, Iranian and Taliban type of religious control of all 
aspects of lie. It mirrors the rich diversity madpturahsm of its population". 
(Tentang persoalan apakah Malaysia sebagai negara Islam atau sekuler, itu 
dapat dinyatakan dengan kategori bahwa sistem hukum Malaysia tidak secara 
penuh sekuler maupun teokrasi. Itu adalah sistem campuran atau cangkokan. 
Ini memperkenalkan hukum phralis. Untwk menghindari gaya sekulerisme 
Amerika yang ekstrem atau Saudi, Iran dan Taliban dengan gaya kontrol 

50 Mullammad Tahir Azhary, Ibid, hlm.215. 
5 1 Shad Sdeem Faruqi, " Sedarism or l%exx:racy - A Shady of The Malaysian Conahtian'', UiTM 

Lmv Review, Vo1.2, Faculty of Law, UiTh4, Shah Alam Sdmgor, 2004, hlm.183. 



keagamaan terhadap semua aspek kehidupan. Ini adalah cerminan dari 
keanekaragaman dan pluralisme yang kaya dari populasi nya). 

Sehubungan dengan implementasi prinsip-prinsip nomokrasi Islam, maka di 

bawah ini akan ditelaah sejauh mana prinsip-prinsip itu telah diakomodasikan atau 

dicantumkan dalarn Konstitusi Malaysia, yaitu prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, 

persamaan, kebebasan dasar (fundamerrtul liberties), palindungan hukum serta hak- 

hak kewarganegaraan lainnya (citizemhip). " 
Tentang prinsip musyawitrah dalam Konstitusi Malaysia tidak dijumpai secara 

tegas pengaturan mengenai pinsip ini. Teapi &lam Pasat 38 apt (I) Konstitusi 

Malaysia ada suatu lembaga konstitusiod ymg dinamakan Wajelis Raja-raja" 

(Conferences of Rulers) yang mempunyai wewemng antara lain rnemilih " Yang 

Dipertuan Agong" dan "Deputy ~uprenre Head 4% F&atim*'. 

Dalam metaksanakan tugasnya Majetis Raja-raja tidak rnengabaikan prinsip 

musyawarah sebagaimana diperintahkan ole% A l - Q d q  mengingat Federasi 

Malaysia secara konstitusional teiah dengan tegas menyatakan bahwa agama Islam 

adalah agama resmi negara terseb~t.~~ 

Di dalam praktik di Malaysia prinsip musyawarah itu diterapkan pula pada 

lembaga "Parlimen" sebagai Badan perundang-undsurgsuf bagi Persekutum Malaysia. 

Parlimen terdiri dari Yang Dipertuae kgong dan h a  Majelis Parlimen yaitu Dewan 

Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara terctiri dari para anggota, 2 (dua) orang 

52 Ibid, hlm. 215. 
53 Zbid, hlm. 216., lihat Mohammad Agus Yusoff, Mol& Federdiuq Conflid or Consensus, 

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2006.plm20-2 1. 



"ahli" yang dipiiih oieh tiap-tiap Dewan PJegeri, 2 (dm) orang "ahli'' yang dipilih 

bagi tiap-tiap persekutuan dan 40 (empat puIuh) orang "aMi". Mereka dilantik oleh 

yang Dipertuan Agong yang rnemiZiBi Meria d a g i r i  orang yang berjasa kepada 

rakyat atau ddam suatu profesi, misafnya padgangan, pertmian, kebudayaan dan 

lain-lain. s4 

Tentang "Pentadbiran Agarna Islam" di Malaysia ada sejumlah peraturan 

misalnya sejak tahun 1959 sarnpai tahun 1983. Dalam huBungan dengan pelaksanaan 

prinsip musyawarah sebagai suatu prinsip nomkrasi Islam, maka prinsip ini 

diiaksanakan dalam praktik pada Majeiis Agama Islam, sebagai badan perundangan 

yang diberi hngsi untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan 

c>entadhiran" pengaturan tentang pengelolaan zakat, wakaf dan b a i t u l r n m ~ ~ ~  

Tentang prinsip-prinsip keadilan dan persamaan, Konstitusi Malaysia telah 

menerapkan prinsip-prinsip itu melalui pasal-pasal7 dan 8 konstitusinya. Pasal7 ayat 

(I) ,  menyatakan: 

"No person shall he punished for an act or omission which was not 
punuhable by law when it was clone or made, and and person shall suffer 
greater punishment for an oflence t b  was prescribed by jaw at the time it 
was committed". 
(Tidak seorangpun akan dihukurn karem suatu pedmatan atau kelalaian yang 
tidak dapat dihukum oleh u n d a n g - d m g  ketika perbuatan atau kelalaian itu 
dilakukan). 

Dalam pasal ini jelas d i t e k d a n  bahwa hukumm yarrg d i j a t u b n  kepada 

seseorang hams seimbang dan sama dengan kejahatan atau kesaiahan ketika ia 

54 Ibid, hlm. 216. 
55 Ahmad Mohammad Ibrahim, Sktem Uuhg--uuBmrg & Kementerian Pelajaran 

Malaysia, Kuala Lumpur, 1985, hlm. 163-164. 



melakukannya. Pasal ini telah menceraninkan rasa keadilan hrrkum yang merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu negara hukum.56 

Tentang prinsip perlirrdungan hukurn dengan tegas menyatakan bahwa, 

Malaysia telah menerapkan prinsipprinsip perlinbungan hukum melalui Pasal 8 

konstitusinya. Pasal 8 ayat (1) menyatakan: 

"All persons are equal before the law entitled to the equal protection of 

the law ". 

(Semua orang diakui sama di depan hukum dan berhak mendapat 

perlindungan hukum yang sama). 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asas equality before the law adalah suatu 

asas yang dikenal dalam tradisi rule oflaw misalnya di InMs. Malaysia adalah salah 

satu bekas jajahan negara tersebut. h4imgkin saja pengaruh mte oft' terhadap pasal 

tersebut dapat terjadi. Namun, prinsip persamm d i k e d  pula dalam nomokrasi 

Islam. Karena itu, pencantuman pinsip persamaan (hukum) itu secara implisit 

sekaligus merupakan pula implementasi salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi 

 slam. 57 

Lebih lanjut dalam Pasal8 ayat (2) menyatakan: 

"Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no 
discrimination aguinst citizens on the ground only of religron, race, descent or 
place of birth in any law relating to the acquisition, holding or disposition of 
property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, 
vocation or empl~yment~~. 

56 Ibid, hlm. 2 17. 
" Ihid. hlm. 217. 



(Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dengan dasar agama, 
ras, keturunan atau tempat lahir ddam hulrum apa saja yang berkaitan dengan 
pengambilalihan, atau pembagian kekayaan perusahaan, pendirian atau 
tindakan apa saja di bidang perdagangan, bisnis, profesi, lapangan kerja atau 
pekerjaan ). 

Pasal8 ayat (2) tersebut menggariskan suatu ketentuan bahwa tidak boleh ada 

diskriminasi terhadap warga negara dengan dasar agarna, ras, keturunan atau tempat 

lahir dalam hukum apa saja yang berkaitan dengan pengambilalihan, atau pembagian 

kekayaan perusahaan, pendirian atau tindakan apa saja di bidang perdagangan, bisnis, 

profesi, lapangan kerja atau pekeijaan. Ketentwn ini merupakan suatu ketentuan 

yang wajar dalam suatu negara hukum seperti hzlnya Federasi Malaysia. 

Sejalan dengan ha1 di atas Charles Hector berpendapat bahwa: '* 
"Article 8 of the Federal Comti2utiorr of A . f ~ ~ p r u v i d e s  that "All Persons 
are equal before the law and is entitled to e p d  pratection of the lcnv" and 
by the use of term ccperson" as opposed to 'kitizen" makes it most clear that 
this guarantee of rights exfends dm to a# persons, mcluding migrants 
workers, be they hcumented or -". 
(Pasal 8 dari Konstitusi Malaysia yang bahwa "semua orang 
adalah sama dihadapan httkum dm dilba-ikan balk perlindungan hukum yang 
samay7 dan penggunm t e h I o g i  "wmg" sebagai ha1 yang bertentangan 
terhadap "warga negaray7 membuirt ha1 tersebut sangat jelas bahwa garansi 
hak-hak ini diberikan juga mtdc sama ~~ termasuk pekerja migran, 
baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen). 

58 H ~ , ~ . , ~ ~ R i ~ I o ~ ~ ~ t h a n ~ g b t s i s t h e A c c e s s t o  
Justice", Insaf; Vol.XXXV, %.I, The hamid Qf Tfie Mabyan &, The Bar Council, Kuala 
Lumpur, 2006, hlm 145. 
Sebagai perbandingan dengan UUD 1945 pa& h "seticyl orang krM..-" menurut pendapat tiga 
hakim konstitusi yaitu; hrjow, Laica Mam& dan Mamaar Sabam rklam kasus pengujian Pasal- 
pasal hukuman rnati UU Nomur 22 Tabm 1997 krzhag ~~ deaga tRlD 1945, berpendapat 
bahwa warga negara asing berhak mengjwbn peqp&m U[J di hhmia. Ini berlandaskan pada 
frasa "setiap orang berfiak ..." yang temmhm Bab XA UUD 1945. Sehamaya tidak ada 
pembedaan antara hak asasi warga negwa hxkmsia cbgm waqp  nega asing, Kompas, 31 
Oktober 2007, hlm. 1 dan 15. 



Sedangkan B Lobo berpendapat lain:59 

"However, in view of article 155 of the Constitution which 
bestows"Cornrnomvea2th reciprocity", citizens of Commomvealth countries 
are entitled to (g legidate4 similar rights or p-iveleges which are provided 
for Malaysian citizens in that Cwn-dth countr)r 
(Bagaimanapun, dalam pandangan P a d  155 Konstitusi Malaysia yang 
memberikan asas "resiprositi Persem- warga negara dari negara- 
negara Persemakmuran adalah berhak 6ik.a diatur) untuk memiliki hak yang 
sama dan istimewa yang &W* teshadq warga negara Malaysia 
sebagai negara Persemakmuran) 

Tentang implementasi prinsip kebebasan dasar mtara lain dapat dibaca dalam 

pasal 10 ayat (I) a, b, dan c, Km&G Malaysia ymg &*a adaldr bahwa setiap 

warga negara memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. demua warga 

negara mempunyai hak untuk berkumpul dan berserikat. Dalam Pasal2 diatur tentang 

kemungkinan pembatasan terhadap hak-hak tersebut oIeh Parlemen apabila ternyata 

pembatasan itu dilakukan untuk keamanan n e g ~ a , ~  hubungan persahabatan dengan 

negara-negara lain, ketertiban umum dan moralitas dijadikan sebagai salah satu dasar 

pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) a, b, dan c  it^.^' 

Tentang hak-hak dasar lainnya dalam PasaE 1 1  ayat (I) Konstitusi Malaysia 

digariskan suatu ketentuan yang berkaitan dengan hak seseorang untuk rnenganut, 

mengamalkan dan mempropagandakan m t u  ajaran agama. Pasal 11 ayat (1) 

menyatakan : 

59 Lobo. B.," Access to Local Industrial Adjudication Systems by ForeignEmghyees in Malaysia ", 
Malayan Luw Journal 5,2006., him l. 
1960 Internal Senm'Q Act, Akia Kesehalam D a l b  Negeri 1960 (Akta 82, Pindaan 1997), dengan 

akta tersebut, aparat keamamn Malaysia clapat p e m h m  k e p h  seseorang tanpa batas 
waktu dan tanpa melalui prosedm hnkmo, apWa saeoraeg €eiszh diyakhi dapat mengancam 
keselamatan dan keamanan negam. 

61 Muhammad Tahir Azhary, Op. Ci, H M ~  218. 



"Every person has the right to profess and practice his religion and, subject 

to Clause (4), to propagate it". 

(Setiap orang memiliki hak untuk menganut, mengamalkan agamanya dan 

menyebarkannya). 

Dalam Pasal 11 ayat (3) a, b, &in c Konstitusi Malaysia mengakui pula 

adanya hak setiap kelompok agama untuk mengeIola sendiri urusan-urusan agama 

mereka, mendirikan dan memelihara lembaga-lembqga untuk tujuan-tujuan 

keagamaan dan amal serta untuk memperoleh dm memiliki harta kekayaan dan 

menguasai serta mengelolanya, sesuai dengan keteatmm yang berlak~.~' 

Tentang hak kewarganegaran, Konstitusi Malaysia secara lengkap 

mengaturnya dalam pasaf 14 sampai p d  28. Chris besar pasal-pasal tersebut 

mengatur siapa yang dapat menjadi w a r s  nears, fimbul dan hilangnya hak menjadi 

warga negara, bagaimana memperoleh warga negara dm syarat-syaratnya dan lain- 

lain. 

Dalam Konstitusi Malaysia tersebut, prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, 

persamaan, kebebasan dasar, prinsip perlindungan hukum dan hak-hak 

kewarganegaraan lainnya menempati posisi yang sangat penting, universal dan 

sekaligus menegaskan Malaysia berkarakteristik sebagai negara hukum, namun 

demikian dalam praktik kehidupan sehari-hari, masih banyak hal-ha1 yang perlu 

disesuaikan dengan prinsip negara hukum. 



C. Teori Konstitusi 

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umcmnya dalam 

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi. 

Istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, 

constztutzo yang berkaitan dengan kata jus atau zus yang berarti hukum atau 

prinsip.Di zaman modem, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai 

istilah ini adalah Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Belanda. Untuk pengertian 

constit~ntion dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara constitutie 

dan grorrdwet, sedangkan bahasa Jerman membedaJEan antara verfmsung dan 

gerundgesetz. Malah dibedakan pula antara gemndrecht dan gerundgesetz seperti 

antara grondrecht dan gronhuet dalarn bahasa ~ e l a n d a ~ ~  

Dalam bahasa Perancis dibedakan antara &oit constitutionnel dan loi 

constitutionnel. lstilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedang 

yang kedua adalah undang-undang d m ~  &lam a d  yang terttEang dalam naskah 

tertulis. Untuk pengertian konstitusi d a l m  d undang-undang dasar, sebelum 

dipakainya istilah grondwet, di Bdanda pernah dipakai istilah staatsregeling. Namun, 

atas prakarsa Gijsbert Karel van Hogendorp pa& tahun 1813, istilah gronhuet 

dipakai untuk menggantikan istifah s t a ~ f s r e ~ e l i n ~ . ~ ~  

- 
63~imly Asshiddiqie, Pengmdm I h n  H i  Tala Negrmr, K h h f f i  Press, Jilid 1, Jakarta, 2006, 

hlm. 117. 
64 Bid, Nm. 120. 



Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, perkatam constitution diartikan 

sebagai: 

"The rules andpracrices that &tennine the composition and functions of the 
organs of the central and local govenmm~ in a state and regulate the 
relationship between indivihal and the state". 
(Dinamakan konstitusi itu tick& saja ahran yang tertulis, tetapi juga apa yang 
dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggara negara, dm yang diatur itu tidak 
saja berkenaan dengan organ negara beswka ko- dan fungsinya, baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat pmerintahan dae* tdapi juga mekanisme 
hubungan antara negara atau organ negara itu dengan wxga negara). 

Menurut James Bryce sebagaimana dikutip CF.Strong, rnenyatakan konstitusi 

adalah: 

"A Frame of political society, organized through and by law, that is to say one 
in which law has e s t a b l i s h e d ~  in;difutrfutrm with recognizedfunctions 
and dejinite rightsy'. 

Dari definisi di atas pengertian konstitusi dapat dirumuskan sebagai suatu 

kerangka negara yang terorganisir dengan dan melalui hukum dalam ha1 mana hukum 

1.  Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. 

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan. 

3 .  Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan 

Mengenai hal-ha1 yang diatur di dalam konstitusi ini, CF.Strong mengatakan 

65 Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, Word Itniv- Press, London, 2003, hla 108. 
66 Strong, CF., Modern Political C d d o n ,  Sidgwik dan 3achoa Limited, London, 1%6, hlm. 11. 
67 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyut, Negma H u h  dun K w  Liberty, Yogyakarta, Cet. 

Kedua, 2000, hlm. 16. 



cc(lontitution may be said to be a collection ofprinciples according to which 
the powers of the government, the rights o f  the governed, and the relations 
between the two are adiusted'. 
(Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip, yang 

mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan 
antara keduanya). 

Dengan demikian, menunit CF. Strong konstitusi sebagai asas-asas mengatur 

tiga ha1 :69 

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas). 

2. Hak-hak yang diperintah. 

3. Hubungan antara yang d i p k t a h  dm yang memerintah. 

Dari konsep konstitusi menurut CF. Strong tersebut dapat ddisimpulkan bahwa 

posisi atau kedudukan konstitusi adaIah dimaksudkan untuk mernbatasi wewenang 

pemerintah dan penguasa, mengatur jatannya pemerintahan dan menjamin hak-hak 

rakyat . 

Konstitusi sebagai noma dasar ( f ~ e n t a l n o m )  dalam suatu negara 

ditentukan oleh ideologi yang rnelandasi negara tersebut. Sehubungan dengan ha1 itu 

konstitusi di jaman modern termasuk Konstitusi Malaysia 1957 dan perubahannya 

tidak hanya memuat aturan-aturan hukurn, fetaipi juga merumuskan perinsip-prinsip 

hukum, haluan negara, dm patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat 

penyelenggara negara, seluruh warga negara Malaysia dan pekerja asing yang ada di 

Malaysia. 

68 Strong, CF., @.Cit, hlm.65. 
69 Strong, CF., Ibid, hlm.65. 



Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, 

menuntut dan mengarahkan tingkah Iaku anggota masyarakat dalam hubungannya 

satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fbngsinya yang demikian itu, barang tentu ia 

hams mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para 

anggota masyarakat dengan tujuan untuk n~ematuhin~a. '~ 

Apakah yang menjadikan sesuatu norma hukum dan apa yang 

membedakannya dengan metode-metode kawalan sosial yang lain?, apa yang 

menyebabkan norma hukum adalah elemen yang mengikat masyarakat. Kalau 

diingat, norma-norma lain juga membatasi perbuatan manusia sama seperti norma 

hukum, tetapi yang membedakan antara kedua norma tersebut adalah norma hukum 

mengenal ciri-ciri penting dan untuk merrjadi norma hukum perlu melalui proses- 

proses tertentu, misalnya hams disahkan Parlemen atau badan tertentu. Meskipun 

demikian ada juga norma hukum yang datangnya darl seorang manusia saja yaitu 

seorang d i k t a t ~ r . ~ '  

Antara norma hukum negara dan norma-noma lainnya (mrma moral, norma 

adat, norma agama) terdapat persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Persamaan 

antara norrna hukum dan norma-norma lainnya adalah bahwa norma-norma itu 

merupakan pedoman bagaimana kita haws bertindaldkrtingkah laku, dan selain itu 

norma-norma itu berlaku, betdasar, d m  ksumber pada suatu norma yang lebih 

tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlakunya sampai pada suatu norma dasar yang 

70 Satjipto Rahardjo, Ilinu H u h l c m ,  Citm Adiiya W&, l3mdmg 1996, hhn.27. 
7 1 Noor Aziah Mohd Awal, P e n g a b  Kfpsdrr Ss&m PenaaPgm (6 Mahysia, Intemastional 

Law Book Senices, Selangor Darul Ehsan, 2004, WYL 54. 



disebut Grundnom, jadi, noma-nonna huhm &in norma-noma lainnya itu 

berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta rnembentuk suatu h i e r a r l~ i .~~  

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan 

teorinya mengenai jenjang noma hukum (sfu$entheorie), di mana ia berpendapat 

bahwa norma-noma hukum itu berjenjang-jenjmg dan Mapis-lapis dalam suatu 

hierarki tata susunan, di mana suatu noma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tin@, norma yang Iebiih tin@ lagi, demikian 

seterusnya sampai pada suatu norma yang ti& &pat ditetusuri lebih lanjut dan 

1 bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar ( ~ r u n h m m ) . ~  

Dengan adanya noma yang bajenjang ini maka telah melahirkan suatu 

s t r u h r  norma. Struktur norma yang dikenal ada dm, yakni struktur noma hukum 

L publik dan st~uktur norma hukum privat. Dalam pembentukannya norma-norma 

hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara @enguasa negara, wakil- 

wakil rakyat) atau disebut juga suprastruktur sehingga dalam ha1 ini terlihat jelas 

bahwa norma-norma hukum yang diciptakan okh  lembaga-lembaga negara ini 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang 

dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infra~tnrktur.~~ Misalnya di Malaysia, 

undang-undang hams diluluskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara dan disetujui 

oleh Yang di-Pertuan Agong. 

72 Mana Farida Indrab Soeprapto, h'mu Perundung-undungan Dosar-dasm dunPembentukunnya, 
Cet. Kc-1 1, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 10. 

'' Kelsen, Hans., Teori Hukum Mumi: Dasm-ahm Ibnrr H h  AromdX Alih Bahasa oleh Raisul 
Muttaqien, Nusarnedia dan Nuama, Bandung, 2007, bhn. 244-245.14e yang sama dapat juga 
dibaca dalam Mark Tebbit, Philosophy of l h v ,  RcmMge, LoLondon, 2000, Nm.40-41. 

74 Ibid, Nm.26. 



Norma-norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, 

sebenarnya pembentukannya hams dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma- 

norma hukum publik ini hams dapat memenuhi kehendak serta keinginan 

masyarakat .75 

HLA Hart membangkitkan persoalan apakah ymg mengesahkan undang- 

undang ?, Hart mengenal adanya satu sistem peraturan dalam undang-undang untuk 

mengawal rakyat yang dinamakan peratwan utama @rirncay d e )  dan peraturan kecil 

(secondary rule). Hart magatakan ahnya  satu Eagi peraturan penting yang 

mengawal cara peraturan kecil tadi dibuat dan diklakukan dan bagaimana dalam 

I menyelesaikan konflik antara peraturn. Hart menemngkan adanya peraturzn 

pengenalan (rule of recognition) di mana dalam sefiap sistem perundangan hams ada - peraturan yang lain yang perlu dipamhi untuk mendapat status undang-undang, 

misalnya hams disahkan Parlemen. Hart membuktikan W w a  peraturan pengenalan 

ini mendapat pengesahan mekakui penerimaan umum oleh pegawai dan yang 

mernberlakukan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  

Ronald Dworkin seorang penulis dari Amerika percaya bahwa terdapat 

"values" atau nilai-nilai dasar yang menjadi ladasan kepada aplikasi undang-undang. 

Undang-undang sebenarnya berasas prinsip morat d m  ini dapat dilihat dalam keadaan 

di mana hakim apabila suatu kasus yang tidak ada j a w a h  ddam penyelesaiannya 

75 Zbid, hlm.27 
76 h r d  Lloyd of Harnpstead dan MDA-Freeman, LloyB's IntmdkCtion to J-ru&nce, Fifth 

Edition, Steven 62 Sons, London, 1985, hlm.269-270, dan bGPcajuga dalam Noor Aziah Mohd Awal, 
Pengenalan KepaHa Shwz Penrndmrgan Mtzhysb, Mm 7 



jelas berkonflik dengan undang-ui~dang, maka k k i m  perlu meninggalkan peraturan 

tersebut, misalnya hakim dapat menolak seseormg untuk mendapatkan warisan 

karena diperoleh dengan cara kejahatan, prinsip dasar dari keputusan tersebut adalah 

seseorang tidak dapat mendapat faedah dari kejahatannya sendiri, maka Mahkamah 

terikat untuk mengaplikasikan prinsip ini walmpun bertentangan dengan peraturan 

undang-undang yang ada.n 

Dworkin membuktikan bahwa ada nilai-nilai dasar yang mengikat mahkamah 

apabila mengaplikasikan undang-undang. Hakim hams mengaplikasikan prinsip- 

prinsip semula jadi (hukum alam) dalam masyarakat yang menjadikan undang- 

undang mempunyai elemen moral yang memenuhi peraturan yang dibuat oleh 

pembuat ~ n d a n ~ - u n d a n g . ~ ~  

Penganut aliran kebenaran perundangan (legal realism) seperti Frank Jerome, 

Oliver Wendell Holmes dan Karl Llewellyn mendapat iide dari orang yang 

mengamalkan undang-undang seperti peguam (jaksa) dan hakim. Mereka mempunyai 

sikap praktikal terhadap u n d a n g - ~ n d a n ~ . ~  Mereka tidak M 1 1 a t  sama antara adanya 

undang-undang mempunyai elemen moral atau tidak tetapi melihat kepada manfaat 

sebenarnya sistem hukum kepada kehidupan. Mereka mertolak kepada ide bahwa 

undang-undang terdiri dari sistem peraturan yang terbentuk dalam suatu keadaan. 

77 Dworkin, Ronald ., Law's Empk- l l k m s h  oftbe Right -Thesis, p.4, 
http:lluw.en.wiki~.~s/Rdd Dwcdiiq @nggd 12 Maset 20a8, pukd 17.30 wi, dan baca 
juga untuk ha1 yang sama dalam Noar Aziah Mohd Awal, Peagenutaa K q &  Sktem Perundangan 
Malaysia, hlm 9. 

78 Zbid, p 4. 
79 Tebbit, Mark., PYIiCosophy of 3 b v ,  RouUedge, Lo&q 2000, W 2 2 .  



Apa yang penting adalah bagaimana mahkamah memutuskan sesuatu kasus. Mereka 

yang terkumpul dalam kategori ini tidak melihat teori undang-undang kepada 

pembelajaran undang-undang. Ini karena peramran adalah indikator yang tidak boleh 

dipercayai dalam menentukan bagaimana kitsus Bend& diputuskan. Pemikiran ini 

melihat undang-undang dari sudut sosiologi di maria untuk menentukan undang- 

undang, semua fakta perlu dikaji aerlebih dahulu. Jadi untuk memutuskan sesuatu 

kasus ada banyak ha1 yang perlu diambil. Sebaik appun  keputusan dibuat, itulah 

I undang-undang, meskipun apa yang tertulis &lam udang-tmdang yang terdapat 

dalam statuta atau buku-buku undang-udang. 

Mempelajari undang-udang addah untuk m e m e a n  kita dapat menerka 

apa yang hendak diputuskan oleh rnahkamah. Satu kritikan terhadap penganut ini 

adalah mereka menjadikan undang-undang tidak tetap. Penganut aliran realisme ini 

mencoba mengidentifikasi faktor sosial yang mungkin dapat mempengaruhi hakim 

dalam usaha menerka keputusan hakirn itu. Apa yang mereka lupa adalah hakim tidak 

bertindak dalam kekosongan (vakum) tetapi batindak berasaskan pengetahuan 

undang-undang yang telah lama terkumpul. Mahkamah juga tidak dibenarkan 

menolak k~ukum yang telah ada d a l m  StaMa atau kasus-kasus t e r d a h u ~ u . ~ ~  

Realisme memerlukan elemen kernanusiaan dalam undang-undang dan 

mencoba mengeluarkan undang-undang dari konteknya. Realisme juga memberi 

RO Nwr Aziah Mohd Awal, Op.Cit, idm 10. 



kelonggaran kepada hakim bahwa daIam membuat keputusan mereka dapat 

menggunakan budi bicara (pertimbangan) mereka. 8 1 

Jeremy Bentham juga menekankan metode komparatif untuk moral dan 

legislasi, sehingga "ini menjadi semacam wisata mental. Dengan latihan kita dapat 

membebaskan diri dari prasangka lokal dan prasngka nasional dengan mengkaji 

bagaimana komunitas-komunitas lain menanganinya".82 Disamping itu Bentham 

mengatakan kebaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator, manfaat umum 

menjadi landasan penalarannya. Mengetahui kebahn  sejafi masyarakat adalah ha1 

yang membentuk ilrnu legislasi, ilmu tersebut tercapai dengan menemukan cara untuk 

merealisasikan kebaikan tersebut (prinsip ~ n f a a t ) . ~ ~  

Di Malaysia sumber-sumber pembentukztn perzttmin perundang-undangan 

berasal dari:84 

1. Sumber-sumber sejarah perkembangan undang-undang 

Darimana undang-undang itu berasal, darimana suatu peraturan atau undang- 

undang menjadi sebagian dari sistern pentndangan yang mermnjukkan faktor-faktor 

yang telah mempengaruhi kemajuan hkum tetapi tidak diakui sebagai hukum, 

seperti; amalan dan faham agama, adat resam setempat dan pendapat-pe~rdapat ahli 

falsafah hukum. 

81 Ibid, him. 10. 
82 Bentham, Jeremy., The Themy of LegkWbn, N.M, Tripathi Private Limited, Bombay, 1979, 

Te jemahan oleh Nurhad~, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm 4. 
83 Ibid, hlm.25. 
84 Am, Wu Min., Pengenalorr Ktpadrr Si\.tam P e m r  M+s&z, Heinemann Educational 

Books (Asia) Ltd, Kuala Lumpur, 1981, hfm 23. 



2. Sumber sah undang-undang 

Darimana undang-undang itu mendapat kuasa dan kesahihannya, seperti dari 

Parleaen atau mahkamah. Dengan perkataan lain adalah hukum yang ditemukan 

ditempat-tempat seperti; di dalam statuta, laporan hukum, buku-buku teks dan 

keputusan-keputusan mahkamah. 

3. Sumber yang berarti sumber tertulis dimana sumber tersebut dijumpai. 

Misalnya sumber yang paling benar (sahih) hingga kepada yang lemah (d~zj).'~ 

Sumber-sumber tersebut menjadi asas-asas dalam sistem hukum di Malaysia, 

di Malaysia sumber hukum dapat ddibagi kepada tiga bagian (lihat gambar berikut). 

Gambar 2.1: Sumber Pembentukan Hukum dalam Sistem 

Hukum Malaysia 

I Hukum Malaysia I 

Perundangan 
Kecil 

Sumber: Noor Aziah Mohd. Awal, Penganalmn Kepdx Sistem Penrndmrgan cli' MuZaysia, 
Internastima1 Law Bodr Sefangar Daml Ehsan, 2004, blm. 39. 

*' Noor Aziah Mohd Awl ,  OpCif, hlm 39. 



Sumber hukum paling utama adatah hukum tertulis yang mengandung 

masalah-ma~alah:'~ 

1. Perlembagaan Persekutuan (Fdra l  Constitution) yang merupakan 

hukum tertinggi beserta pdembagan-perlembagaan (State Constitz4tions) 

ketiga belas negeri yang menjadi perse-. 

2. Perundangan (Statutes) yang dibuat oleh Parlemen dan Dewan-dewan 

Negeri mengikut kuasa yang diberikan kepada mereka d e h  perlembagaan- 

perlembagaan masing-masing, sep&i Aha, EnaErmen dan Ordinan. 

3. Perundangan Kecil (SubGdiary Legislation) atau yang dikuasakan 

diperbuat oleh seseorang atau badan-badan dibawah kuasa yang diberikan 

kepada mereka oleh Alaa Parlirnen atau Enakmen Dewan-dewan Negeri, 

misalnya kuasa diberikan kepada Menteri unbk membuat peraturan- 

peraturan untuk melaksanakan tujuan-tujuan suatu Alaa sebagaimana 

diperlukan. 87 

Sedangkan hukum tidak tertulis mengandung hal-ha1 yang berikut: 

1. Prinsip-prinsip hukum Inggris yang dapat digunakan bagi keadaan 

setempat. 

2. Keputusan-keputusan hakim di Mahkamah-mahkamah Tertinggi, yaitu; 

Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dm Mahkamah Persekutuan. 

- - 

86 Op. Cit, Nm. 24. 
87 Rau and Kumar, General Ph'ncipIPs of The Ma&zysiim Legal System, International Law Book 

Services, Selangor Darul Ehsan, 2006, hlm.41-44. 



3. Adat resam penduduk setempat yang telah diterima sebagai hukum oleh 

mahkamah. 

Hukum Islam dan adat adalah juga sumber penting hukum tidak tertulis di 

Malaysia Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, hukum adat adalah sebagian 

daripada kehidupan masyarakat Melayu, kemudim sejak kedatangan Islam hukum 

adat di ganti dengan hukum Islam tetapi hanya mengikat orang-orang Islam saja dan 

dilaksanakan oleh sistem mahkamah yang berlainaa 88 

Di Malaysia terdapat tiga unsur utama yang menjadi sumber dalam asas-asas 

pembentukan undang-undangnya, yaitu udang-undang tertulis, undang-undang tidak 

tertulis dan undang-undang Islam, disamping itu MaIaysia juga mengenal hirarki 

dalam sistem perundangannya, meskipun prinsipprinsip Earbrn Inggris (common law 

dan elnrzty) ikut mempengruhi &$an dEahi sebagai bagian dalam sistem hukumnya, 

tetapi Malaysia tidak secara spesifik melaksanakan prinsip-prinsip hukum Inggris 

tersebut saja. 

D. Teori tentang Hak 

1. Sejarah Evol~lsi Teori Hak 

Evolusi hak dalam teori liberal pada Masa Pemf han dimulai dengan Teori Hak 

Hobbes, Hobbes terkenal dengan pandangannya bahwa setiap orang dalam kondi si 

alamiah (state of nature, yakni sebelum a& rnasyarakat atau negara) memiliki hak 



untuk hidup, bahwa hak ini selalu termam oleh kehcauan yang selalu te rjadi dalam 

kondisi alamiah itu, dan karenanya o m g  bersepakat untuk tunduk pada penguasa 

absolut. Apa persisnya hakikat dan dasar bagi fiak dan kewajiban yang timbul setelah 

kesepakatan ini telah lama dipe~debatkan dengan sengit, tefapi yang jelas, meski 

masih tersisa hak untuk hidup (ti& j d a s  apa status m o d  hak ini), hak politik 

individu merupakan hak yang diberikan penguasa menurut gertimbangannya sendiri. 

Dengan demikian, suatu teori kontrak yang basifat individualis menghasilkan teori 

hukum berdasarkan kekuasaan (commafad theory oflm).  Namun, konsep hak dalam 

teori Hobbes mengandung banyak ha1 yang menarik jika digali lebih dalam.gg 

Pada Masa Klasik, dimulai dengan Teori Hak Locke, lebih dari Hobbes, 

dianggap sebagai pendiri pandangan liberal modern mengenai hak individu manusia. 

Ia memberi pandangan tentang hak alamiah di mana setiap orang, karena hukum 

alam, berhak atas kehidupan, kebebasan, dan hark milik agar dapat bertahan hidup 

dan berkembang biak. Jadi semua pemilik tanah berhak mendapat perlindungan bagi 

hak milik mereka masing-masing karena mereka sepakat mematuhi hukum. Seperti 

Hobbes, Locke juga percaya kondisi alamiah mernang ada dalam sejarah dan masih 

terdapat di berbagai sudut dunia, d m  rnasyarakat sipil dapat, dm pernah, karena hal- 

ha1 tertenru, kembali pada kondisi tersebut, tetapi sifat dan dampak politiknya bagi 

Locke sangat berbeda. Kontrak b e  Lwke  tidak menimbulkan teori hukum 

89 Shapiro, Ian.. BY& Hak dedanz Twn' Liberal, (&inbride University New York, 1986. 
Terjernahan oleh Masi Maris, diterb&kan dakn Bhs. Indoaaia oklk Kedutaan Besar Amerika 
Serikat beke j a  sama dengan Freedom Wthte dm Y- Obor f-sia, Jakarta, 2006, hlm24. 



kekuasaan seperti pada Hobbes, melainkan teori hukum perwakilan, dan warga 

masyarakat tetap memiliki hak untuk melawan negara. Bila menurut Hobbes 

pemerintah tidak memiliki kewajiban pada rakyat t t m a  tidak pernah membuat 

kontrak dengan mereka, muncul lebih sebagai hasir sampingan kesepakatan di antara 

rakyat, maka bagi Locke pemerintah terikat oleh kanfzak dengan rakyatnya. Jika 

pemerintah melanggar kepercayaan yang dibeiiian e a t ,  maka hak alamiah rakyat 

untuk mencetuskan revolusi, meski bagaimana proses ini tejadi sama sekali tidak 

jelas dan menjadi perdebatan yang himgat kngga Eni. 

Uraian di atas adalah gambaran umum tentang pandangan Locke. Seperti akan 

kita lihat, istiIah-istiIah penting, seperti "hak miIik pribadi," "pemilik," " 

kesepakatan," dan "perlawanan," prpnysr arti s q a t  bededa pada zaman Locke 

ketimbang zaman kita sekarang. 90 

Pada zaman Neo-Klasik dengan Teori Hak Noziek, tujuan utama Anarchy 

State and Utopia adalah menggambarkan suatu bentuk gemerintahan yang bisa 

merebut persetujuan dari setiap individu dalam masyaakat tanpa paksaan. Untuk itu, 

Nozick menghidupkan kembali konsep keadaan alamiah Locke, serta menolak tradisi 

utilitarian dan tradisi positivis-legal yang mendominasi sebagian besar filsafat moral 

dan politik Inggris- Ameri ka pada abad ke- 19 dan ke-20. Inti argumen Nozick adalah 

bahwa individu dalam keadaan alamiah Locke akan membentuk apa yang disebutnya 

-- 

go Ibid, hlm. 85-86. 
Untuk hal yang sanla dapat di baa "Contemporary Rights Theory'' oleh .4nnabel Patterson, "Very 
Good memories: Self-Defense and the Imagination &Legal Rights in Early Modern England dalam 
Sarat, Austin and R. Kearns Thomas., (Editors), Legal Rights (Historical and Philosophical 
Perspectives), The University of Michigan Press, Michigan-USA, 2000, hlm.2 1-23. 



"negara minimal," yaknrnegara anjing penjaga daiam teori liberal Masik, yang 

perannya sebatas melindungi semua warga dari kekerasan, pencurian, dan penipuan, 

dan menegakkan kontrakn. Hal ini dapat diwujudkan tmpa melanggar hak siapapun, 

negara minimal adalah jenis negara yang paling mudah mendapat persetujuan bulat 

dari semua warga. Locke menggunakan asumsi bernas bahwa pemerintah sah 

keberadaannya sampai ada suara mayoritas yang menilai bahwa negara telah 

melanggar kepercayaan yang dititipkan warga kepadanya. Namun, Nozick bertolak 

dari asumsi pokok bahwa setiap individu memiliki suatu wilayah pribadi ekslusif 

yang tabu dilanggar dengan alasan apapun tanpa izinnya. Karma itu, semua lembaga 

politik, yang pada dasarnya dipaharni sebagai koersif, hams mendapat persetujuan 

bulat dari semua warga, atau-bagi Nozick ini secara analitis sama-Iembaga politik 

tersebut hams dibentuk murni melalui transaksi sukarela. Dari sudut pandang ini, 

sebuah filsafat politik hams berpijak cti atas teori per-n h~1a-t.~' 

Titik pusat teoritis argumen Nozick adalah konsep keadaan alarniah Locke 

yang telah diperbarui. Nozick berpendapat bahwa keadaan alarniah yang pada 

dasarnya tidak nyaman, karena biaya yang hams digikul setiap individu untuk 

menegakkan haknya, akan menyhbkan mereka membentuk "perhimpunan 

perlindungan bersama" yang berperan s e m i  perusahan asuransi yang melindungi 

dan menegakkan hak-hak kliennya. 

Pada Masa Keynesian dengan Teori Hak Rawls, Rawls sering menggunakan 

istilah "hak"(right) dan "adil" (just) sews bergantian, tetapi pada dasarnya ia 



berpandangan bahwa hak hams menjdi bagian d a i  teori k d i l a n  . Karena itu, soal 

keadilanlah yang pertarna-tama hams disepakati terIebih dahulu oleh individu- 

individu dalam keadaan-awal tersebut. Menurut Rawls, individu-individu itu 

pertama-tama hams menyegakati konsep keadiIan umum yang menghilangkan semua 

kesenjangan yang tidak menguntungkan senwa orang. M i h  khusus, mereka harus 

menyepakati "semua nilai sosial-kebebasan dan kesemgatan, penghasilan dan harta, 

dan dasar-dasar harga diri-hams terbagi seam merata, kecuaii jika kesenjangan 

dalam distribusi salah satu niEai-nilai sosial ini, atau semua, bermanfaat bagi semua 

orangv. 92 

Sebagai sebuah "kasus khusus" dari pandangan umum tentang keadilan, Rawls 

merumuskan kedua prinsip itu, yang dalarn berrtuk akhir berbunyi sebagai berikut: 

Prinsip Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati seluas- 

luasnya sistem menyelumh dari kebebasan d m r  yang sama, yang sesuai dengan 

sistem kebebasan bagi semua. Prinsip Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi hams 

- -  - - diaiur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kelompok termiskin dan melekat pada jabatan dan posisi pemerintahan yang terbuka 

bagi semua orang berdasarkan prinsip kesempatan yang sama dan adil. 

92 Ibrd, hlrn220-22 I. 
Tentang h J  ini dapat dibaca dabm Mac," .&, Neil., Legal &&its oztd Democracy (Essays in 
Ilegal and Pofial ~ ~ p h y ~ ,  Ckmakm F'ress, Q&d, 1982, h h  15-1 7- 



2. Hak Hukum dan Hak Moral 

Definisi umum tentang hak hukum tidak memuaskan tuntutan-tuntutan 

metodologi dari teori hukum murni atau ilmu hukum analitik. Sekurang-kurangnya 

disyaratkan secara sadar bahwa hukum dan hak adatah dua fenomena yang berbeda 

yang tidak untuk dimasukkan dalam istilah umum yang sama. Bahasa Inggris 

mengakui dualisme ini dengan fakta bahwa bahasa Inggris mempunyai dua istilah 

yang sangat berbeda: "hukud (law) dan "W" (righl) sementwa bahasa Jerman dan 

Perancis hanya mempunyai satu istitah yang bmesuaian "recht" dan "droit", dan 

hukum dibedakan dari hak dengan menggunitkan prase '2ak objektif" dan "Hak 

subjektif' (objectives Rec?tt dan subjectiks Recht, dan "droit objectij" dan "droit 

subjechy). 93 

Walau demikian berlaku juga pandangan dbalistik di dalam teori hukum 

Jerman dan Perancis. Hukum (objectives recht atau dioif object7f) dan hak 

(subjectivtzs recht atau droit subjectif) dipandang sebagai dua ha1 yang sangat 

berbeda. Hak objektif atau hukum itu sendiri dipandang sebagai peraturan atau 

norma, sementara hak subjdctif atau hak itu sendiri didefinisikan sebagai 

"kepentingan" atau "kehendak" Memarig benar bahwa hak hukum tidak ditafsirkan 

sebagai suatu kepentingan atau kehendak yang tidak dikualifikasikan (tidak bersyarat) 

tetapi sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh tata hukum, atau suatu 

93 Kelsen, Hans., Teon' Umum H u h  dpn Negmi?, Dasar-ahu Ilmu H u h  NommiYSebagai 
Ilmu Hukum Deskri&~-Empirik, Alih Bahasa oleh Som BEE hrIedia Indo- Jakarta, 2007, 
Nm.98. 



kehendak yang diakui dan dibuat efektif ofek pemturan hukum. Menurut cara 

pandang ini, hak dan hukum dibawa ke dalam suatu hubungan tertentu satu sama lain. 

Namun duaIisme tersebut tetap dipertahnkan, karena hak hukum dipandang 

secara logis dan dari sudut waktu mendahului hukum. Pada mulanya yang ada 

hanyalah hak, terutama prototipe dari semua hak, hak kebendaan (diperoleh melalui 

pekerjaan) dan hanya pada suatu tahapan kemudian hukum sebagai tata dari negara 

diadakan dengan maksud memberikan sanksi dan melindungi hak-hak, yang terlepas 

dari tata ini, telah hidup dalam ma~~araka t . '~  

Menurut H.J. Mc. Closkey secara umum hak dapat diartikan sebagai klaim 

atau kepemilikan individu atau ~esuatu.'~ Seseorang dikatakan merniliki hak jika dia 

memiliki klaim untuk melakukan t idakan dalam suatu a r a  tertentu atau jika orang 

lain berkewajiban melakukan tindakan daIan sua?u cara tertentu kepadanya. Hak bisa 

berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau mengizinkan seseorang 

untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau yang mewajibkan orang lain bertindak 

dalam suatu cara tertentu terhadapnya, inilah ymg disebrrt hak hukum. Undang- 

undang Amerika Serikat, misalnya, menjamin hak atas kebebasan berbicara semua 

warganya, dan peraturan perdagangan merryebutkan, bahwa masing-masing pihak 

yang terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah memiliki hak atas sesuatu seperti yang 

94 Bid, hlm.99. 
95 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negaru HuRumr clan Piedindungan Konsumen, Penerbit 

Pelangi Cendekia Jakarta dengan F- Wgister b n  lhktun UKI, Jakarta, 2007, hlm. 48. 



disebutkan dalam perjanjian. Hak hukum tenttl saja terbatas hanya pada yuridiksi 

khusus di mana sistem hukum yang memberikannya dilaksanakan. 96 

Menurut panda~rgan Hans KeIsen jika hak itpl d a l a h  hak hukum, maka hak 

tersebut mesti merupakan hak atas perbuatan seseorang lainnya, aias perbuatan yang 

menurut hukum mmpakan kewajiban dari m r a n g  lainnya. Hak hukum 

mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang Iainnya. Hak hukum itu sendiri 

dibedakan antara jus in rem, y a b i  hak atas su& barang, dengan jus in personan, 

yakni hak untuk menuntut seseomg agar berbppaf menurut suatu cara tertentu, yaitu 

hak atas perbuatan seseorang faimya, misalnya mang kreditur mempunyai hak 

untuk menuntut seorang debitur agar mernbayar sejurnlah uang atau seorang pemberi 

kerja mempunyai hak untuk menuntut pekerja agar bekerja sesuai dengan yang 

diperjailjikan. Tetapi hak atas suatu barang tampak hanya sebagai kasus spesifik 

menyangkut perbuatan seorang itu s e ~ d i r i . ~  

Hak juga bisa berasal dari sistern standar moral yang tidak bergantung pada 

sistem hukum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi 

Amerika, namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh 

semua man~sia .~ '  Hak-hak semacam ini, yang disebut hak moral atau hak asasi 

rnanusia, didasarkan pada aturan dan prinsip-prinsip moral yang menegaskan, bahwa 

semua manusia diizinkan atau diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu atau 

berhak merniliki sesuatu. Hak-hak moral, berbeda dari hak hukum, biasanya dianggap 

96 Zbid, hlm.48. 
97 Op. Cit, hlm. 94. 
98 Dalam Konstitusi Maiaysia hak umtuk bekerja tebh &jamin menurut Pasal8 ayat 2 . 

- 



sebagai sesuatu yang universal sejauh merupakan hak yang dimiliki semua orang di 

dunia dalam tingkatan yang sama, karena mereka adalah manusia." 

Tidak seperti hak hukum, hak moral tidak terbatas pada yuridiksi tertentu. Jika 

manusia memiliki hak moral untuk tidak disiksa, misalnya, maka hak ini juga dimiliki 

oleh semua orang di dunia, apa pun sistern h k u m  di negara tempat mereka berada. 

Hak juga rnerupakan sebuah saran atau cara yang penting dan bertujuan agar 

memungkinkan individu untuk memiIih dengan bebas apa pun kepentingan atau 

aktivitas mereka dan melindungi p i f ibp i l ihan  rnereka'OO 

Dalam wacana umum penmnaan istilah hak untuk menggambarkan berbagai 

situasi di mana individu dirnungkinkan rnen&agkan piIihan dalarn berbagai cara yang 

sangat beragam. Pertama, penggunaan istilah Erak b g  untuk menunjukkan tidak 

adanya larangan daIam meIaEcukan sesuatu. Contohnya seseorang punya hak untuk 

melakukan apa pun yang tidak dilarang oIeh hukurn atau moralitas. Dalarn artian hak 

yang seperti ini, asp&-aspek "pernungkinan* clan perlindungan relatif minim. 

Seorang tentara atau polisi, misalnya, memiIiki hak hukurn untuk memerintah 

bawahannya yang memungkinkannya urrtuk menjamin keselamatan orang lain, 

sementara seorang pemilik properti memiliki hak hukum yang memungkinkannya 

melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap properti itu. Kedua, istilah hak 

kadang digunakan untuk menunjukkan adanya Iarangm atau kewajiban pada orang 

lain yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya, 

99 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Op.Ca, hlm. 49. 
'" Ibid, hlm, 49, 



Undang-undang Arnerika dikatakan memberi hak atas kekbasan berbicara pada 

warga negara karena undang-undang tersebut memuat Iarangan terhadap pemerintah 

untuk tidak membatasi kebebasan b e r b i ~ a ,  dan hukum federal dikatakan 

memberikan hak pendidikan pada warganya karena di daIamnya memuat kewajiban 

bagi setiap negara bagian untuk memberikan pendidikan gratis bagi seluruh 

warganya. lo' 

Hak-hak moral paling penting adalah hak yang menetapkan larangan atau 

kewajiban pada orang lain yang memungkinkan seseorang untuk memilih dengan 

bebas apa pun kepentingan atau aktivitas lain yang akan dilakukannya. Hak-hak 

moral ini (maksudnya jenis-jenis hak yang tercakup dalam istilah hak moral) 

mengidentifikasi aktivitas atau kepentingan yang boleh dilaksanakan oleh seseorang, 

atau bebas dilaksanakan, atau hams dibantu daIam pelaksanaanya oleh orang lain, dan 

hak ini melindungi usaha yang dilakukan oleh seseormg dalam melaksanakan 

aktivitas tersebut dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hak-hak tertentu. Hak- 

- - 
hak moral semacam ini memiliki tiga karakteristik w i n g  yang memberikan kngsi 

,r 102 "pemungkinan" dan "perlindungan . 

Dalam ulasan Manuel G. VeIasquez, Pertmna, hha moral sangat erat kaitannya 

dengan kewajiban. Ini k a m a  hak moral seseorang biasanya dapat didefinisikan 

setidaknya secara parsial dalam kaitannya dengan kewajiban moral yang dimi1iki 

orang lain pada orang tersebut. Memiliki hak moral berarti orang lain memiliki 

lo' Ibid, hlm.50. 
lo2 Ibid, Nm.50. 



kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pemilik hak tersebut.Hak moral yang saya 

miliki untuk beribadah sesuai dengan keyakinan saya, misalnya, dapat didefinisikan 

dalam kaitannya dengan kewajiban moral orang lain untuk tidak ikut campur atau 

mengganggu bentuk ibadah yang saya lakukan. Hak moral untuk memperoleh 

kehidupan yang layak dapat didefinisikan &lam kaitannya dengan kewajiban 

pemerintah (atau lembaga masyankat) unbk menjamin agar semua warganya 

memperoleh kehidupan yang layak. Dengan demikian, kewajiban secara umum 

merupakan sisi lain dari hak moral, jib seseosmg memil'iki hak moral untuk 

melakukan sesuatu, maka orang fain memijiki kewajiban moral untuk tidak ikut 

campur atau mengganggu orang hin melaksanakannya, jika seseorang memiliki hak 

moral untuk menyuruh orang lain nxMcukan sematu, maIra orang itu ( atau orang- 

orang itu) memiliki kewajiban moral untuk melakukannya. 

Jadi hak moral memberikan kewajiban korelatif pada orang lain baik itu 

kewajiban untuk tidak ikut campur atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang 

positif Dan dalam beberapa kasus, kewajiban-kewajiban korelatif yang berasal dari 

sebuah hak tidak hanya ditujukan pada individu tertentu, namun semua anggota 

sesuatu kelompok. Contohnya, jika seseorang memiliki hak untuk bekerja (sebuah 

hak yang juga disebutkan dalam U~iversal Declaration of Human Rights PBB), ini 

tidak berarti semua perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan pekerjaan 

pada orang itu. Akan tetapi, lebih berarti, bahwa semua anggota masyarakat, melalui 



lembaga-lembaga publik mereka, memiliki kewajiban untuk menjamin, bahwa para 

tenaga kerja memperoleh pekerjaan.'04 

Kedua, hak moral memberikan atonomi dan kesetarstan bagi individu dalam 

mencari kepentingan-kepentingan mereka. Dengan kata lain, hak menunjukkan 

aktivitas atau kepentingan yang bebas dicari mereka atau tidak dicari (atau hams 

dibantu oleh orang lain dalam mencarinya) dan yang pencariannya tidak boleh 

diabaikan demi kepentingail orang lain, kecuaIi untuk d m - a l a s a n  yang sifatnya 

khusus dan penting. lo' 

Ketzga, hak moral memberikan d a w  untuk membenarkan tindakan yang 

dilakukan seseorang dan untuk rnelindungi atau membantu orang Iain. Misalnya jika 

seseorang memiIiki hak moral unbk  melakukan sewatu, maka secara otomatis juga 

memiliki pembenaran moral' daIam rnelahkannya. Lebih jauh Iagi, sstat memiliki hak 

untuk melakukan sesuatu, maka orang lain tidak d~hnarkan  ikut carnpur. SebaIiknya, 

mereka dibenarkan bila meneegah orang lain y m g  ingin rnenghalangi seseorang 

dalam melaksanakan hak tersebut, atau mereka mungkin memiliki kewajiban untuk 

membantu dalam rnelaksanakan hak tersebut.lo6 

Dengan adanya ketiga karakteristik ini, moraI berarti memberikan dasar dalam 

membuat keputusan moral yang s e a m  substansial berbeda dari standar-standar 

utilitarian. Pertama, hak moral rnengharuskan admya momlitas dari sudut pandang 

individu, sementara utilitarianisme mensyaratkan moralitas dari sudut pandang 

'04 Zbid, hlm. 5 1. 
' O5 Zbid, hlm.52. 
' 0 6  Zbirl, Nm.53. 



masyarakat secara keseluruhan. Ststndsrr-stdm mord yang berkaitan dengan hak 

menunjukkan apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang ferhadap orang lain, 

mendukung kesejahteraan individu, dan rneiindungi pilihan individu terhadap 

gangguan dari masyarakat. Semenfara stamfar-standar utiIitarian mendukung utilitas 

total dalam masyarakat, dan tidak mempdimbangkan kesejahteraan individu kecuali 

jika kesejahteraan tersebut berpengaruh pada seluruh masyarakat. Kedua, hak 

membatasi validitas acuan pada keuntungan sosial. 

Semakin penting kepentingan yang dilindungi oleh sebuah hak, maka semakin 

besar pula imbal-balik utilitariannya, dalam hal ini, hak dapat dikatakan membangun 

tembok pembatas yang semakin tinggi untuk kepentingan-kepentingan yang semakin 

penting dan tingkat biaya atau keuntungan sosial yang diperlukan melampaui 

pembatas ini juga semakin besar.'07 

E. Konsep tentang Hak menurut Pandangan Ishm 

Islam sebagai a l d i n  bukan hanya sekedar norma-norma atau ajaran-ajaran 

yang terpisah antara lahir dengan bathin, hak dengan kewajtjiban, dunia dengan akhirat 

atau agama dengan negara, akan tetapi kg i  pemeluknya merupakan 'kay of life", 

sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup yang " ya'h wala yu'la alaih , dan 

bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, yang sulit dipisah-pisahkan, yang 

merupakan kristalisasi nifai-nilai hidup yang agpg dan mulia bagi pemeluk- 

' 07  Zbid, hlm. 54. 

--- - - - 



pemeluknya. Ini yang sulit dipahami oleh barat &ler yang wnderung memisahkan 

pengertian lahir-bathin, dunia-akherat mupun agama-negara."* 

Dalam kehidupan yang nyata Islam menginginkan manusia menikrnati 

kehidupan yang sejahtera, mengetahui sesuatu yang rnenjadi hak dan kewajibannya 

agar berada dalam keadaan yang sejtlk dengan sesamaraya, tidak seorangpun yang 

akan menimpakan kejahatan atau kezaliman. M a n  tetapi kaum barat sekuler berusaha 

menghapus hakekat Islam menyemhnyikan ajar-ajarm yang terpilih, terutama 

pemeliharaannya terhadap hak-hak baik secara individual maupun sosial, yang secara 

jelas dan nyata lahir lebih dulu bila dibandingkan dengan teori h a .  dalam pemikiran 

barat sekuler. 

Islam membuat aturan yang memberikan perirnbangan dan keserasian dalam 

kehidupan individu dan masyarakat. Isfarn nenentukan hak dan kewajiban. Seseorang 

berhak mendapatkan hak-hak karena ia menunaikan kewajiban dan seseorang 

menunaikan kewajiban karena ia mernpunyai hak-hak. Tidak terdapat pertentangan 

antara keduanya. Seseorang yang menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah akan 

mendapat rahmat dan perlindungan Allah cli clunia dan akhirat. Bila ia meninggalkan 

10s A.Boisard. Marcel., HZI- dalmn IsCmn, Pen Bulan Bintang, Jakarta, 1980, 

hlm.93.. .memakcti istilah Islam sebagai agama eskatdogi bang ~nempunyai konsep tentang darn 
akhirat). Selanjutnya, tentang ha1 ini baca juga (tepjemhu)., MITI-64. ..dalam Islam, etika talc dapat 
dlplsahkan dari agarna dan dibangun sepenhya diatasnya Pikkm Ishm tidak mengenal pasangan 
kata yang bertentangan seperti "relijius-sehkd', "mkk-profan", "gereja-negara", dan dalam 
bahasa Arab, bahasa Islam, tidak punra padanan bagi istihh-istilah tersebut. Prinsip pertama 
pengetahuan Jslam karenanya adalah kesatupaduan kebenaran, sebagaimana halnya prinsip pertarna 
kehidupan manusia adalah kesatupaduan persona, dam prinsip pertama realitas adalah keesaan 
Tulian. Ketiga kesatuan ini merupakan aspek-aspek, dan tidak bias dipir;ahkan satu dari yang lain. 
Kesatuan ini adalah prinsip tertinggi . . . . 



kewajiban tersebut, la mendapat murka-Nya di dunia dan akhirat, dan itulah hakekat 

diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini. 

Dalam pandangan barat sekuler tentang hak,'* lebih menekankan kepada 

"esensi substmsr" manusia ketika ia hidup di dunia dengan menonjolkan "hak"-nya 

saja, sedangkan Islam lebih menekankan bukan hanya "esensi substansz7' manusia di 

dunia tetapi juga keseimbangan "ek~istensf' manusia di dunia dan akhirat, dan 

bahkan "eksistensi" dari "haK7 dan "kewajiban" sebagai manusia itu sendiri, dan itu 

membawa segala konsekuensi dan implikasinya datam kehidupan sehari-hari, yaitu 

tugas sebagai pemegang (pengemban) amanat sekaligus sebagai khalifah di muka 

bumi ini dengan tujuan untuk memakmurkan bumi. Jadi, sangat jelas bahwa subjek 

pendukung utama (pokok) hukum Islam addah manusia h sendiri. 

Manusia sebagai individu dalan~ Islam, adaIah wakil AIlah di muka bumi 

yang merupakan suatu kehormatan yang diberikm k@a setiap mahluk untuk 

memilih secara bebas sesuai aktifitas hidupnya di dunia, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Surat al-Mulk ayat 2: 

"Dia (Allah) yang rnenjaah'kan rnafi a h  Aidup, mpaya Dia rnenguji kamu, 
siapa diantara kamu y m g  lebzh baik a m c r i a n ~ .  Dia rnaha Perkasa lag 
Maha Pengumpun" . 

109 Shad Saleem Faruqi, " S e c ~  or Theoczacy - A Study of The Malaysian Constitution", UiTM 
Law Review, V01.2, Fadty of Law, UITM, Shah Afam Sefangor, 2004, hlm 154, Dia menyatakan: 
" The Western theory on human righh puts a pmiunz our pobticai and civiI rights (negative 
liberties). Islam emphclslCISlses socio-ewtmic  and "pxi-tive rights". It itas a very strong weware 
ethic" ( Di dalam teori Barat hak mmsia ciildakkm di atas M-hak sipil dan politik ( 
sebagai kebebasan n e m .  Islam me&ri tekarmn tehadq hak-hak sosio-ekonomi dan "hak-hak 
yang positif'. Itu hak-hak yang med ik i  etika kesejah- yzl~sg sangat k t ) .  



Kemerdekaan setiap individu tersebut merupakan hak-hak dasar di mana 

setiap individu dapat berpartisipasi da1am semua proses membuat keputusan yang 

dapat memberi pengaruh kehidupan secara bermma-=ma sesuai prinsip musyawarah, 

namun demikian setiap perbuatan yang dirakukan hams dipertanggungjawabkan 

dihadapan Allah, karena setiap pephatan tersebut sebenamya hanyalah ujian dari 

Allah. 'lo 

Dalam konsep Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan 

dan perintah-perintah semuanya bersifat agama. Sepintas lalu tampak bahwa 

hubungan timbal balik hams tegas oleh karena hukum yang diwahyukan itu berlaku 

untuk segala keadaan, prinsip keseimbangan antara hak perorangan dengan keharusan 

sesuatu ilntuk kebaikan masyarakat selalu ada akan tetapi dengan jalan 

memperlakukan hukum yang diwahyukan secara tepat. Prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam Al-Quran tentang keadilan, kejujuran dan solidaritas kemanusiaan selalu 

berdasarkan prinsip keagamaan, karena Islam itu menampakkan dirinya sebagai 

hukum yang mengatur segala aspek kehidupan orang mukmin, maka dengan 

sendirinya juga menipakan suatu cara yang formal dan memaksa. 

Tujuan Islam yang asasi adalah mendirikan masyarakat yang selamat, 

berdasarkan asas keadilan. Tujuan ini bisa tercapai tentunya dengan memperhatikan 

hak-hak timbal balik antara anggota masyazkat. 

"O Nurcholis Madjid, The Istarmc Concept of Man id Its hphcatim for the Muslims Appreciation 
of the Civil and Political fights, JurnuZAl Ji7mia.k Vd.65M, Yogyakmta, 2000, hlm.53. 



Sangat menarik bahwasanya Al-@ran daIam pengungkapan pemenuhan hak 

orang lain atau hak masyarakat, terkadang mengungkapkannya dengan menuntut 

berlaku baik (ihsan), sebagaimana dalam fiman AIIah SWT &lam Surat al-Qashash 

ayat 77: 

"Dan berbuat baiklah @@a orang lmn) sebagaimanu Allah tehh berbuat 

bazk kepadamu" . 

Pada kesempatan lain Allah mengungkapkamya daIm bentuk urusan dengan 

orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat d-Isra ayat 35: 

"Dan sempurnakanlah rakman qmbila Kmrnr mmkar, dm timbanglah 
dengan neraca yang betar. IhrM yatzg febih ufanea (barn)  dm lebih baik 
akibatnya" . 

Juga ha1 itu diungkapkan di chilam bentuk pelarangan, sebagaimana f m a n  

Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 188: 

"Dan janganlah sebagian h i m  memaRaPr k i  sebagian yrmg lain di antara 
kamu dengan jalan yang bdhid dim @ngiml@) Kamu membawa (urusan) 
harta ztu kepada hakim, s t p y a  h u  akp& memakun sebagian harta benda 
orang lain zfu dengan (berhat dam) , pdkhal kamu mengefahz". 

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran mengatur banyak hal, 

misalnya tentang hak kebebasan setiap orang untuk melakukan kontrak. Hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Tarmizi, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

"Orang-orang Islam boleh m e k k a n  kontrak dengan membuat apa-upa 
syaraf melainkan syarat yang mengblarlkan yang b a r n  dan mengharmkun 
yang halar'. 



Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad f in  hambal, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

" Tidak sah menjuai sesuatu yang bukan'mzlik kamu". 

Dari kedua hadis tersebut sangat jelas sekali Islam mengharuskan berkontrak 

dalam ha1 apa saja. Islam menggariskan beberapa syarat terhadap pelakunya supaya 

tidak berlaku penindasan, penipuan, pemerasan, menghalalkan yang haram, 

mengharamkan yang halal, di samping itu Islam melarang melakukan kontrak yang 

balasannya itu bukan miliknya.'" 

Dalam pandangan Islam, kebebasan ekonomi meliputi kebebasan atas 

pekerjaan, property dan menentukan pilihan bagaimana menggunakan kapabilitas 

seseorang dan sumber daya. Setiap individu memillki kebebasan untuk memilih 

bentuk pekerjaan yang dia lakukan dan mempunyai hak untuk bekerja pada 

lingkungan yang tidak merendahkan rnztrtabat pribadinya. Hanya dengan kebebasan 

setiap individu dapat menikmati pekejaannya, yang dapat diknakan untuk 

kemakmuran dan pengembangan &ri untuk kepentingan dan kemakmuran 

masyarakat. ' I2  

111 Tarnjes Kastiran, Doktorin &Jasmt--- P- amhm Mohysia, Islam, 
Inggris dan In&, Universiti Tekdogi A k b y A ,  Shdai, bbw Darut Ta'zim, 1990, hlm. 24. 

""de Maman Suherman, Penguntar Prnhdkgcm Sisfen H u h m  PT Raja Gdindo Persada, 
Jak- 2004, hlm 132. 



Dalam Iapangan pekerjaan, pemenubn terhadap hak dan kewajiban, meliputi 

hak dan kewajiban baik terhadap majikan maupun terhadap peke jaanya. 

Terhadap pekerja, Islam memandang tinggi kepada mereka yang bekerja, 

karena mencari nafkah hidup itu dianggap sebagai satu ibadah kepada Allah SWT. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkm oleh Ibn Umar, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

"Sesungguhnya Allah menyaymgi hamba-Nya yang mukmin yang 

mempunyai pekerjaan7' 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

"Tidak ada makanan yang lebzh baik bagi seorang ifu memakunnya kecuali 
yang diusahakun oleh rangunnya senrfiri. Sesungguhnya Nabi Daud adalah 
memakan makanan dripada hasil usaha tangannya sendiri". 

Sesungguhnya, agama Islam memandang tinggi kepada peke j a  yang berusaha 

serta bekerja dengan rajin dan jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda: 

"Allah akun memberi rahmat-Nya kepada seseorang yang berusaha dengan 

carn baik (halal) ". 

Pekerjaan yang dilaksanakan dengan jujur dan bersungguh-sungguh adalah 

satu bentuk jihad, ia tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan beragama. Setiap 



pihak mesti melaksanakan tanggungja,wab seperti yang dijanji dan diamanatkan 

dalam kontrak peke rjaan.'l3 Allah berfirman dalam Surat af-Maidah ayat 1 : 

" Wahai orang yang beriman, hendakah Kamu t m * h  segala janji karnzr". 

Terhadap majikan, dalam satu kesempatan Nabi Muhammad SAW bersabda: 

"Rayarlah upah sebelum kr ing kringaf trier&. 

Pandangan Islam tentang hak adalah sangat komprehensif yang fidak terbatas 

hanya menjelaskan hak asasi manusia saja, &an tetapi menetapkan hak selain 

manusia sebab hak-hak tersebut lahk drui hak-hak Allah dan dia yang telah 

mencipcakan hak-hak para hambanya sebagai rnukadimah bagi hak-haknya. Dengan 

demikian konsep hak menurut pandmgan Islam, neliputi: "4 

1. Hak-hak publik yang menyangkut hak hidup, hztk kehormatan, hak 

pendidikan dan pengajarai hak mengernukakan pendapat, hak hak 

mendapatkan keamanan, hak rnendapatkan pekerjaan, hak kebebasan 

beragama, hak kesederajatan serta hak mmdapatkan keadilan. 

2. Hak-hak sipil yang berdimensi hukum, ymg menyangkut hak tawanan, 

hak yatim dan hak kaum frtkir dan miskin. 

3. Hak-hak sipil yang berdimensi moral, yang menyangkut hak bertetangga, 

hak sahabat, hak berteman dan lain-lain. 

l3 Karnal Halili Hassan, Cabman Perundmrgan &dam Hatbungan M@&an-Pekerja- SeMor Awam 
dun Swasta, Pen. Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 2008, hlm.62-63. 

'I4 Markaz ar-Risalah, Hak-hak Sr$il drhm Idam, Tmjauan Kiitis Tekdual &n Kontekstual atas 
Zkadisi Alilulbatt as, Pen. Al-Huda (te jernahan),lakar@ 2004, hlm 10- 1 1. 



F. Teori Tentang Tujuan Hukum 

Secara umum penegakan dan pelaksanaan hukum dimaksudkan untuk 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib clan harmonis, agar dapat melindungi 

kepentingan manusia dalam komunitasnya. Hukum mendistribusikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban, membagi wewenang, serta mengatur cara-cara pemecahan 

masalah. "' 
Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas dalam teminologi ilmu hukum dikenal 

berbagai konsepsi mendasar tentang tujuan hukum, dimana pelaksanaan dan 

penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum 

menj adi kenyataan. 

Menurut Teori Etis, bahwa hukum bertujmn untuk rnencapai keadilan. Isi 

hukum, semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis manusia. Dalam ha1 ini, 

Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci, yakni memberi kepada 

setiap orang apa yang berhak diterimanya. Atas dasar itu, Aristoteles membedakan 

116 atas: 

1. Keadilan Komutatif, yaitu Iceadifan dengan cara memberikan kepada 

setiap orang sama banyaknya, tanpa memperhitungkan jasa-jasa 

perorangan. 

2. Keadilan Disributif, yaitu tipe keadilan dengan cara memberikan kepada 

setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan, didasarkan pada 

' ' ' Rachmad Baro, Teori Hukum, Lephaex Unkbk dan Intan Cendekia, Yogyakar@ 2005, hlm. 11 9. 
Ibid, hlm.121. 



keseimbangan. Tipe keadilan h i  lebih tamp& pada hubungan antara 

negara dengan perseorangan. 

Dalam Teori Utilitas hukurn beitujuan memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Jeremy Bentharn ~nengernukakan bahwa hukum bertujuan semata-mata 

untuk apa yang berguna bagi orangg'17 

Sedangkan dalam Teori Yuridis Normatif hukum dimaksudkan untuk 

menjamin kepastian hukum, kepastian tentang hak dm kewajiban dimana kepastian 

hukum ini akan menciptakan ketertiban. Meskipun demikian efektifitas sebuah 

peraturan perundang-undangan tidaklah sernata-mata ditentukan oleh terpenuhinya 

persyaratan-persyaratan yuridis formal, tetapi juga dapat ditentukan oleh berbagai 

syarat sosiologis, ekonornis, psikologis maupul kultuml yang berkembang. 

Menurut teori Prioritas, Rukum disarnping bertujuan mencapai keadilan, 

kernanfaatan dan kepastian hukum, tetapi ketiga ide d a m  hukum tersebut tidak 

mungkin tercapai sekaligus dalam satu kasus konkrit. Ketidakmungkinan itu 

menyebabkan perlunya ditentukan skala prioiritas, di mana keadilan senantiasa 

berada pada skala prioritas utarna."* 

- 
' ' ' Bentliam, Austin and Classical English Positivism, IJjd's h t m h d o n  to Jurisprudence, Lord 

1,loyd of Hamstead and MDA Freeman, 5th ed, Ladon, 1%5, b.248. LiM juga Bentharn, 
"Introduciion to the MoraLs and Legislation" dahm Rachrmd Baro, Teori Hukum, Lephaer 
Unkhair dan Intan Cendekia, Yogyakarta, 2005, hla 125. 

"'~achrnad Baro Bid, hlm. 127. 



A. Rakyat sebagai Bidang Vdidihs Personal dari Tata Hukum Nasional 

Menurut teori tradisional, unsur negara yang kedua, iaIah rakyat, yakni 

manusia yang mendiami teritorial negara tersebut. Mereka dianggap sebagai satu 

kesatuan. Seperti negara hanya memiliki satu teritorial saja, begitu juga negara hanya 

memiliki satu rakyat, dan seperti kesatuan teritorial adalah kesatuan hukum, bukan 

kesatuan alarni, begitu juga kesatuan rakyat adalah kesatuan hukum. ' 
Kesatuan ini dibentuk oleh kesatuan tata hukum yang berlaku bagi para 

individu yang dianggap sebagai rakyat dari negara tersebut. Rakyat negara adalah 

para individu yang perbuatannya diatur oleh t a u  hukum nasional, yakni, bidang 

validitas personal dari tata hukum nasional ini. Persis seperti bidang validitas 

teritorial dari tata hukum nasional itu terbatas, kgitu juga bidang validitas 

personalnya. Seseorang termasuk rakyat suatu negara tertentu jika dia termasuk ke 

dalain bidang validitas personal dstri tata hukumya. Seperti setiap negara saat ini 

hanya terdiri atas satu bagian ruang, begitu juga negara tersebut hanya terdiri atas 

satu bagian manusia. Dan seperti bidang validitas teritorial dari tata hukum nasional 

ditentukan oleh hukum internasiod, beg~tu juga bidang validitas personalnya.2 

' Kelsen, Hans., Te& Uinrun H a  BPn Negw D a t s u r d  Ibw BvRvm Normatiif Sebagai 
llmu Hukum D e s k r i p t i f - M  AEh BatP;esa !haat%, BEE MecIia hhwsia ,  Jakarta, 2007, 
hlm. 286. 
Ibid, ldm.286. 



B. Teritorial Negara Asing sebagai Perliodungan Warga Asing 

1. Teritori Negara Asing 

Pada prinsipilya suatu negara &pat mngarahkan tindakan paksaan kepada 

setiap orang di dalam teritorialnya. Tetapi peraturm fiukum internasional ini tunduk 

kepada pengecualian-pengecualian. Peraturan ini di batasi oleh Iembaga internasional 

yang di sebut wilayah negara asing (exfemmforiah'~]. Menurut hukum internasional, 

individu-individu tertentu, seperti kepala negua iitm korps diplomatik atau angkatan 
- . -. . 

bersenjata negara lain, menikmati pengeedim dari pemberlahan hukum-hukum 

biasa negara tersebut. Tidak ada tindakan paksaan, bahkn tidak ada prosedur hukum 

yang diarahkan kepada suatu tindakan paksaan dan diperbolehkan untuk diarahkan 

terhadap individu-individu ini. Hak istimewa ini meruphn  suatu pembatasan 

langsung bidang validit as personal dari tata hukum nasio nal.' 

Satu pembatasan lainnya berasal dari fakta bahwa hukurn internasional 

mewajibkan negara untuk rnemperlakukan para individu yang tinggal dalam 

teritorialnya sebagai organ-organ atau warga negara lain menurut suatu cara tertentu. 

Kepala negara atau korps diplomatik negara asing hams diberi perlindungan khusus 

inenyangkut keselamatan pribadinya dan hubungan tak terbatas dengan 

pemerintahnya. Sejauh menyangkut warga negara asing, tata hukum nasional suatu 

negara tempat mereka tinggal harus memberikan suatu hak kepada para individu ini, 
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dan 

' Y 

tidak boleh membebani mereka dengan kewajiban-kewajiban tertentu, kalau 

tidak, suatu hak negara mereka dianggap terlanggar. 

Hak yang diberikan kepada negara ini oleh hukum internasional mensyaratkan 

institusi kewarganegaraan secara hukum. Apakah esensi dari institusi ini?, secara 

hukum, apakah perbedaan antara warga negara dengan warga asing, yakni, warga 

negara asing yang tinggal dalam teritorial suatu negara, atau bukan warga negara 

manapun ?.4 

2. Teori Tanggung Jawab Negara 

Kornisi Hukum Internasional ( IntematonaZ Law Commission) dalam proses 

merancang traktat mengenai persoalan tanggung jawab negara. Rancangan pasal- 

pasal yang telah dikembangkan sejauh rnenegaskan bahwa setiap tindakan salah 

secara internasional dari suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional 

kepada negara tersebut. Tindakan salah secara intmmsional dianggsp ada apabila:' 

a. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipersalahkan kepada 

negara berdasarkan hukurn internasional, dan 

b. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari negara 

tersebut. 

Ibid, hln1.288. 
' C. de Rover, To Serve & TO Protect, Acumr Univmsal Penegaknn HAM, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2000 , lh22 .  



_ Setkip negara yang diduga keras telah melakukan tindakan salah secara 

internasi'6nal memikul tanggung jawab internasiondnya. Tindakan salah secara 

internasional timbul dari pelanggaran oleh suatu negara atas kewajiban internasional 

yang sangat esensial bagi perlindungan kepentingan mendasar dari masyarakat 

internasional. Yang diakui oleh seiuruh masyarakat intemsional sebagai kejahatan. 

Kejahatan internasional demikian antara lain dapat timbul dari pelanggaran berat 

dalam skala luas terhadap kewajiban internasional yang sangat penting untuk 

melindungi umat manusia seperti kewajiban yang melarang perbudakan, pembunuhan 

masal (genocide) dan apartheid.6 

Pada saat ini telah ditetapkan dengan tegas bahwa negara-negara dapat 

dianggap bertanggung jawab karena tindakan kesalahan perdata dan pidana. 

Tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam kasus negara itu sendiri sebagai pelaku, 

tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada 

negara. Tindakan badan negara akan dipandang sebagai tindakan dari negara tersebut 

berdasarkan hukum internasional, baik badan tersebut termasuk ke dalam otoritas 

konstituen, legislatif, eksekutic peradilan maupun otoritas Iainnya, baik fungsinya 

bersifat internasional maupun internal dart baik memegang posisi atasan maupun 

bawahan dalam organisasi negara tersebut. 

Zbid, hlm.23. 
Zbid, hlm.23. 



C. Teori dan Konsep Perlindungan Hnkum bagi Warga Negara 

Kadang-kadang orang berbicara tentang hak warga negara untuk "dilindungi" 

oleh negaranya sebagai imbalan dari kesetiaannya. Menunrt pendapat orang bahwa 

warga negara memiliki kesetiaannya kepada negara dan berhak atas perlindungan 

negara. Kesetiaan dan perlindungan tidak rnenunjukkan apa-apa selain kewajiban- 

kewajiban yang dibebankan oleh tata hukum kepada warga negara yang menjadi 

subjeknya, sehingga hak warga negara atas perlindungan negwa tidak mengandung 

isi selain kewajiban organ negm terhadap warga negara, yang dibebankan oleh tata 

hukum. Secara hukum, kesetiaan darr perlindungan k w t i  ti& lain bahwa organ dan 

subjek negara harus memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya oleh 

tata hukurrl. Terutama k e l i i  untuk berpeihpt bahwa individu mempunyai suatu 

tuntutan alami atas perlindungan kepentingan-kepentingan tei-tenfu seperti kehidupan, 

kebebasan, harta kekayaan. 8 

Meskipun tata hukum befingsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan 

tertentu dari para individu menurut suafu m a  tertentq9 namun lingkup kepentingan 

dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berbeda-beda 

ibid, hlm.291. 
Anak Apng Banyu Perwita, " Human !%unity d a h  Konteks Global dan Relevansinya bagi 
Indonesia", Jurnal Andisis CSiS, T h  X;IWI, No. 1, Jumal Elmiah Berkala CSIS - Jakarta, 
Jakarta, 2003, hlin71, Salah satu cara pendekatan yang digmakm dalam interaksi urnat manusia 
(antar negara) adalah konsep keamanan rnanusia (human se-ty), dab saiu dari konsep tersebut 
adalah core values securzty, suatu komep tentang nikiai-nilai baru baik dalam tataran individual 
maupun global lah yang pedu dilindung. Nllai-nilai baru tersebut antara lain penghonnatan pada 
HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap 1-p hidup clan upaya-upaya memerangi 
kejahatan lintas batas baik itu perdagangan narkotika, money laundering dan terorisme. Periindungan 
terhadap nilai-nilai baru tersebut menjadi tit& pmcak mengemdwrya korrsep hmcm secunQ dalam 
tataran global. 



dari tata hukum yang satu dengan tata hukum lainnya. Banyak contoh negara yang 

memperlakukan sebagian besar subjeknya sebagai budak. Itu berarti bahwa individu- 

individu ini sama sekali tidak dilindungi oleh tata hukum, atau dilindungi tidak dalam 

derajat yang sama seperti orang-orang yang merdeka. Dan banyak negara yang tata 

hukumnya tidak mengakui sesuatu kebebasan pribadi atau sesuatu harta kekayaan 

pribadi l o  

Suatu hak yang lebih konkrit adalah hak warga negara atas perlindungan 

diplomatik oleh organ negaranya sendiri terhadap negara-negara lain. Menurut 

hukum internasional, setiap negara berhak untuk d i n d u n g i  kepentingan warga 

negaranya dari pelanggaran oleh organ-organ negara lainnya, dan jika hukum negara 

itu secara tegas menetapkan perlindungan demikian, maka hak itu menjadi suatu 

kewajiban pemerintah terhadap warga negara. 11 

Menurut Nicholas Tandi  amm men'^ perfindungan warga negara Indonesia dan 

badan hukum Indonesia adalah fbngsi dan tugas pewakilan datam melaksanakan 

kepentingan nasional dan warga negaranya sebagaimaria di atur dalam Konvensi 

Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang telah disahkan dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1982. Perlind~lngan sebagaimana di rnaksud berdasarkan pada multi- 

prong approach yang dilakukan baik dengan pendekatan politis, upaya kemanusiaan, 

dan advokasi hukum. Perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

loop.cit, hlm.291. 
" Ibid. hlm292. 
l 2  Nicholas Tandi Dammen, " Kewemngan Perwakih RepuMik Indonesia d Luar Negeri", Tulisan 

Utama, Jumal H u h  I-, VVd. 2, 4, LH%- FH- Indonesia, Jakarta, 
2005, him. 72 1-722. 



1. Perlindungan dengan pendebtan poEitis 

Perlindungan dengan kerja sama antar Pemerintah (G to G) dengan negara 

penerima, ke j a  sama G to G dengan sesama negara pengirim, kerja sama G to NGO 

(LSM/Ornop), kerja sama G to Organisasi hternasional (ILOJOM, UNHCR, etc), 

kerja sama G to Organisasi keagamaan dan ke j a  sarna G to private/individual atau 

private to private (Indonesian community abroad). 

2. Upaya Kemanusiaan. 

Perlindungan d i l h k a n  dengan kunjungan regular/konsultasi bagi korban 

ataupun pelaku kejahatan, pemberian bantclan kebutuhan pokok, kunjungan 

rohaniawan, repatriasi dan layanan kesehatanfpsiko sosial. 

3. Advokasi Hukum 

Perlindungan dilakukan dengan cara pemberian konsultasi hukum (state 

lawyer, pro-bono, fee-paymg lawyer), konsultasi hukum (pemberian gambaran secara 

umum proses yang akan dihadapi dan upaya yang bisa dilakukan, dan mediasi (baik 

penvakilan sebagai mediator atau pihak ketiga). 

Menurut Philipus M. Hadjon dapat dibedakan dua macam perlindungan 

hukum bagi rakyat, yaitu:'3 

1. Perlindungan hukum Preventif 

- 

l3 Phillipus M. Hadjon, Per- H~&umI&&l&d~& Ihdmak, mBina ll3nq Surabaya, 1987, 
hlm.2. 



Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan (znspraak) atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian 

perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan hukum Refresif 

Perlindungan hukum yang refiesif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Perlindungan hukum yang preventif sangat besir artinya bagi tindak 

pemerintahan yang didasarkan kepda  kekbamn bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum vang preventif pemerirrtah terdorong untuk bersikap hati-hati 

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan h ~ ~ k u m  bagi 

rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia femasuk kategori perlindungan hukum 

yang refiesic demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi Negara andaikata 

satu-satunya hngsi yeradilan administrasi adalah hngsi "peradilan" (justreiele 

fun~tie-j~rdcialfunction).'~ 

Selanjutnya menurut Sjachran Basah, sikap-tindak administrasi negara dapat 

digolongkan ke dalam: l5 

1. Sikap-tindak biasa 

2. Sikap-tindak hukum yang meliputi; hukum perdata dan hukum pidana. 

- 

' ' Zbid: hlm3. 
I S  Sjajachran Bash ,  Prlindrrngan Hukum terhadap SikapTindPR Adminktrtzsi Negam, Alumni, Bandung, 

1992, hlm.6. 



Sikap-tindak administrasi negara menurut hukum administrasi negara itu 

dapat benvujud trifbngsi. Hal ini jangan digaduhkan atau dihubungkan dengan teori 

triaspolitica dari Montesquieu. Wujud trifungsi itu adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk peraturan undang-undang dalam arti material pada satu pihak dan 

pada pihak lain membuat ketetapan (beschikking)). 

b. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dalam rangka mencapai 

tujuannya. 

c. Menjalankan fbngsi peradilan. 

Terhadap ketiga sikap-tindak hukurn tersebut di atas perh diberikan 

perlindungan hukum, baik terhadap warga maupun terhadap administrasi negara 

karena adany a diskresi yang ultra vires (beyondpwer). l6 

Perlindungan terhadap warga diberikan bilarnana sikap-tindak administrasi 

negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedmgkan perlindungan terhadap 

administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap-tindaknya dengan baik dan 

benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan 

perkataan lain, melindungi administrasi negara dari meIakukan perbuatan yang salah 

menurut hukum.17 

Berkaitan dengan perlinhngan hukum terhadap warga negara di bidang 

perburuhan Imam Soepomo membagi' perlindungan bumh ini menjadi 3 (tiga) macam 

yaitu: 

Ibid, hlm. 7. 
" Ibid, hlm.8 



I .  Perlindungan Ekonornis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk memberikan kegada pekerja suatu penghasilan 

yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari bagiinya beserta keluarganya, 

termasuk dalam ha1 peke j a  tersebut tidak mamgu bekerja karena sesuatu 

di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. 

2. Perlindungan Sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu 

mengenyam dan rnengembagkan lperi kehiduganny a sebagai manusia 

pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, 

atau yang biasa disebut kesehatan kerja. 

3. Perlindungan Teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha-usaha untuk menjaga pekeja dari bahaya kecelakaan yang dapat 

ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan 

yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini sering 

j uga disebut dengan keselamatan kerja. '' 
Selanjutnya bagaimanakah perlindungan hukum bagi warga negara di luar 

negeri ?, suatu hak yang lebih konkrit adalah hak warga negara atas perlindungan 

diplomatik oleh organ negaranya sendiri terhadap negara-negara lain. Menurut 

hukum internasional, setiap negara berhak untuk melindungi kepentingan warga 

negaranya dari pelanggaran oleh organ-organ negara lainnya, dan jika hukum negara 

'' Zainal Asikin (Ed), D a ~ m d w u  HrrRm P e r h d h ~ .  lT R a ~ ~  Persacla, Jakarta, 1993. 
hlm. 76-77 



itu secara tegas menetapkan perlindungan demikian, maka hak itu menjadi suatu 

kewaj iban pemerintah terhadap warga negara. lg 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, meliputi 

pemberian perlindungan hukum sebelum pemberangkatan (preventif) dan sesudah 

mereka tiba di tempat ke rja (refiesit) seperti halnya di Malaysia, yang meliputi: 

1. Perlindungan hukum Pra-Pemberangkatan di Indonesia 

Perlindungan perlu diberikan karena seriqgkali terjadi tindak kekerasan pada 
- - - 

saat tenaga kerja tersebut justru masih berada di Indonesia. 

2. Perlindungan hukum setelah mereka tiba di Mdaysia 

Perlindungan hukum seteIah tmaga keija Indonesia tiba di tempat kerja di 

Malaysia perlu diberikan karena banyaknya pefatlggaritkpelanggaran perjanjian kerja 

(kontrak perkhidmatan). 

3. Perlindungan h u h m  puma penempatan 

Setiap tenaga kerja Indonesia yang akan kembali ke Indonesia wajib 

melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Repwblik Indonesia di negara tujuan 

D. Yuridiksi atas Warga Negara di Luar Negeri 

Sering ditegaskan bahwa perbeciaan antara warga negara dengan warga asing 

terdapat dalam fakta bahwa warga negara tunduk kepada kekuasaan negaranya 

19 Kelsen, Hans., Teori Lbnrmr Hukum dun Negma, Dasw-&ar Ibnu H d u m  NmmatifSebagai hhu 
Hukum Deskriptif-Empa, Alih Bahasa deh Soma& BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, him. 291. 



mesltipun dia tidak tinggal di dalam teritorialnya. Tunduk kepada kekuasaan negara 

berarti secara hukum tunduk kepada tata hukum nasional. Seseorang tunduk kepada 

suatu tata hukum ketika perbuatannya secara nyata atau pada dasamya, diatur oleh 

tata hukum tersebut. 

Menurut Sumaryo ~ u r ~ o k u s u m o ~ ~  matu negara hanya menpunyai yuridiksi 

absolut terhadap penduduknya yang tinggal di wilayahnya. Dalam ha1 mereka berada 

di wilayah negara lairr, bagaimanapun, mereka akan tetap rnemperoleh perlindungan 

dan sebaliknya mereka juga akan terikat oteh kewajiban-kewajiban terhadap 

negaranya seperti untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan di negaranya, 

membayar pajak pendapatan kepada pemerintahnya di dalam negeri, walaupun 

pendapatannya atau kepemilikannya sudah dikenakan pajak di negara lain dimana 

mereka tinggal. 

Secara hukum persoaIannya addah seb.agai berikut: dapatkah tata hukum 

suatu negara mengatur perbuatan warga negaranya yang berada di dalam teritorial 

negara lain,21 dalam derajat yang lebii besar daripada tata hukum tersebut dapat 

mengatur perbuatan warga negara asing di bawah kondisi yang sama (yang berada di 

- 

20 Sumaryo Suryokusumo, " Yuridiksi & p a  vs Yurimksi Ekstia Teait&, Tulisan Kehormatan, Jurnal 
Hukum ZntmMsional, Vol. 2, No. 4, ~ - F f - I - ~  bdmes& J&&a,2005, hIm687. 

21 Zbid, Nm689., Mengenai hak dan kewajiban war@ negara zing p g  tinggal di suatu negara akan 
tergantung dari hulnun dan peraman dari negara+egaxa yang bertreda. Di satu plhak, yang 
menyangkut hak-hak politik bias;mya &-berib kep& warga negara mg- send@ sedangkan 
yang menyangkut bak-hak perdata akan tqpntmg daai a l m m - a ~  textentu yang ada di negara 
tersebut, seperti hak untuk membeli tanah atau rnengadakm usaha perchgangan dan lain sebagainya. 



dalam teritorialnya)?, paling tidak sejauh menyangkut tindakan-tindakan paksaan 

tidak terdapat perbedaan.22 

Seperti dikemukakan dalarn konteks fain, tindakan paksaan demikian dapat 

dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap orang-orang asing dan juga terhadap warga 

negara hanya sepanjang mereka berada dalam ruang Stngkup validitas teritorial dari 

tata hukum nasional yang menetapkan tindakan paksaan tersebut. Jika terdapat suatu 

perbedaan, perbedaan itu hanya bisa terletak pada f i a  bahwa tata hukum suatu 

negara mungkin diberi kebsaaz l  u m k  mddratkan sanksi kepada perbuatan warga 
- - 

negaranjra yang tinggal dalam teritorial n e g m  asing, tetapi mungkin tidak diberi 

kekuasaan untuk melekatkan sanksi kepada perbuatan yang sama dari seseorang 

warga asing di bawah kondisi-kondisi yang mma. Sebuah contoh dapat memberi 

gambaran tentang masalah 

Tata hukum suatu negara mewajibkan warga negaranya yang tinggal di luar 

negeri untuk membayar pajak tertentu, dengan menetapkan sanksi dalam ha1 pajak 

tersebut tidak dibayar. Sudah barang tentu sanksi itu dapat dilaksanakan hanya jika 

warga negara tersebut memiliki harta kekayaan dalam teritorial negaranya, atau jika 

dia kembali ke negaranya. Apakah hukum seperti itu dapat diterima dari sudut 

pandang hukum internasional, dan apakah tidak dapat diterima jika hukum tersebut 

diterapkan kepada individu yang bukan warga negara dari negara yang menetapkan 

hukum tersebut?, Apakah asas bahwa tata hukum negara tersebut dapat melekatkan 

22 Kelsen, Hans., Op.Cit, hlm.292. 
23 Zbid. Nm.292. 



sanksi kepada setiap tindakan atau penghindaran bertindak tanpa memperhatikan di 

mana tindakan itu terjadi dibatasi pada tindakan atau penghindaran bertindak dari 

warga negara ini? . Pembatasan demikian hanya dapat diperoleh dari hukum 

internasional. Pada kenyataannya ada kecenderungan-kecendemngan tertentu ke arah 

pembatasan demikian, tetapi kecenderungan tersebut belum mendatangkan hasil 

dalam bentuk n ~ r m a . ~ ~  

E. Prinsip Perlinduagan Hukum menurut Perjanjian Internasional 
. . . . . . . . .  - ,... ~~ . . .- - .. . - . , 

1. Aspek Moral dan Etika dram Perjanjian Internasional 

Moral dan etika pada hakikatnya merwpakirn prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

yang menurut keyakinan seseorang atau rnasyarakat dapat diterima atau dilaksanakan 

secara benar dan layak. Dengan demikian prinsip dm nilai-nilai tersebut berkaitan 

dengan sikap yang benar dan yang salah yang rnereka yakini. Etika sendiri sebagai 

bagian dari falsafah merupakan sistem dan prinsip-prinsip moral termasuk aturan- 

aturan untuk melaksanakamya. 25 

Dalam hukum internasional moral dan etika tersebut diiaitkan pada kewajiban 

subjek hukum internasional seperti negara untuhelaksanakan dengan etikat baiknya 

ketentuan-ketentuan di dalam hukum intemasional tersebut yang merupakan 

24 Zbid, hlm.292. 
*' Sumaryo Suryokusumo, "Aspek Moral dan Efile d a b  Penegakan Hukum Internasional", Journal 

of intmnationd Lmu, Vo1.2, No.2, Jurnal Hukum I n t d o z a a l  Fakultas Hukum lRJPAD, Bandung, 
2003, hlm.93. 



perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumya  sudah diterima dan 

disetujui oleh masyarakat internasional. Sehubungan dengan ha1 itu, hukum 

internasional memberikan dasar h u h =  bagi pengelolaan secara tertib dalam 

hubungan internasional. 26 

Negara sebagai subjek hukum intemasional dan sebagai anggota masyarakat 

internasional sudah tentu hams menghormati dan melaksanakan bukan saja aturan 

hukum kebiasaan internasional (rules of atsfornary international law) yang 

merupakan aturan-aturan hukum yang sudah diterima oleh masyarakat internasional 

secara luas, tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang tersusun dalam 

instrumen-instrumen internasional dimana negara tersebut menjadi pihak. 

Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tersebut merupakan praktik- 

praktik umilm yang sudah diterima oleh semua negara sebagai hukum yang hampir 

semuanya terdiri dari elemen-elemen yang bersifat konstitutif. Praktik-praktik negara 

tersebut bersifat tetap dan seragam dan membentuk suatu kebiasaan. Praktik-praktik 

tersebut telah meningkat pelaksanaanya secara universal karena banyak negara lagi 

yang telah menggunakamya sebagai kebiasaan. 27 

Sebeium hukum dibuat oleh negam maka dalam mengatur hubungan 

internasional telah digunakan kebiasaan-kebiasaan. Sebelum kebiasaan itu menjadi 

hukum maka kebiasaan itu hams berlangsung daIarn waktu yang cukup lama agdr 

dapat memperoleh persetujuan bersama dari anggota masyarakat internasional. 

26 Ibid, hlm. 94. 
27 Ibid, hlm.94. 



Kebiasaan sebagai suatu sumber hukum internasional pada umumnya telah diterima 

dan diakui oleh para ahli hukum baik dari d'unia B m t  maupun dunia Timur. Menurut 

pandangan Mahkamah Internasional untuk menjadi suatu &ran hukum kebiasaan 

internasional, memang diperIukan suatu masa yang cukup panjang, dimana 

kepentingan negara-negara akan terpengaruh sexma khusus dan aturan-aturan tersebut 

dikenakan secara luas dan ~eragam.~' 

Mengenai kekuatan mengikat huhm internasio~l kepada negara sangat 

didasarkan atas adanya kesefakatan (consent) negara tersebut untuk menerima 
. . . ~ .  . . .- ~ ..,.. - - . . . , . . .., . .. . ..... ~- . .- - - 

prinsip-prinsip dan aturan yang ada didalamnya. Aturan-aturan (rules of conduct) itu 

menjadi hukum ketika telah diterima sebagai kekuatm yang mengikat diantara pihak. 

Dengan demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau 

konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah rnenyatakan kesepakatannya untuk 

mengikatkan diri pada instrumen-inst,mmen internasional tersebut. 

Dalam membicarakan aspek moraI dan etika dalam penegakan hukum 

internasional akan dipusatkan pada beberapa permasalahan pokok sebagai berik~t: '~ 

a. Kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah 

diratifikasikannya. 

Dalam pandangan ahli hukum internasional Italia, Anzilotti dinyatakan bahwa 

kekuatan mengikat dari perjanjian internasional adalah karena prinsip mendasar yang 

28 Ibid, hlm. 94. 
29 Zhid, hlm. 95. 

- 



disebut pnctn m t  ~ e n d . ~ ~  Menurut prinsip ini negara terikat untuk melaksanakan 

dengan etikat baiknya kewajiban-kewajiban yang dipikulnya sesuai dengan perjanjian 

tersebut 

Banyak penulis berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian adalah 

hukum kodrat, dalam agama dan prinsip-prinsip moral serta dalam sikap mengekang 

diri dari negara-negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Beberapa 

diantaranya juga menegaskan bahwa hat itu mempakan keinginan dari para pihak 

yang memberikan kekuatan mmgikat pada perjanjian yang dibuat oleh mereka. 

Jawaban yang benar mungkin bahwa perjanjian itu mengikat secara hukum karena 

ada aturan kebiasaan dalam hukum intemasional bahwa pejanjian itu mengikat. 

Pada waktu pe rjanjian itu berlah, maka hams juga diberlakukan oleh negara- 

negara pihak dengan etikat baik. Untuk menegaskan prinsip pacta sunt servanda, 

Komisi Hukum Internasional, suatu badan subsider pembuat hukum yang dibentuk 

oleh Majelis Umum PBB dalam rancangannya tentang 'Wukum Perjanjian" telah 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "etikat b a r  antara lain meminta agar 

suatu pihak dari perjanjian itu tidak akan mengambil tindakan-tindakan apapun yang 

diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau menghalangi maksud perjanjian 

tersebut. Jika suatu negara tidak dapat mentaati kewajibannya untuk melaksanakan 

tanggung jawab internasional, kecuali jika ketidakrnampuan itu dapat dibenarkan atau 

dibebaskan menurut aturan umum hukum internasional mengenai tanggung jawab 

30 Pacta sunt servanda merupkan a@um bahasa Latin yang pada umumnya ditafsirkan sebagai 
"peqaqlan mengikat bagi para pihak yang membuatnya". 



negara. Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangannya sebagai alasan 

untuk tidak melaksanakan ke~a j ibann~a .~ '  

Mahkamah Permanen Internasional dalam kasus Penunjukan Wakil-Wakil 

Buruh ke Konferensi Bumh Internasional pada tahun 1920 telah memberikan 

pendapat saran (adiisory opinion) bahwa kewajiban yang bersifat kontraktual bukan 

hanya sebagai "kewajiban moral" tetapi merupakm "suatu kewajiban yang menurut 

hukum, para pihak terikat satu sama lain". Karena itu mungkin prinsip yang paling 

mendasar dalam hukum internasional dan yang bewr-benar merupakan prinsip dasar 

dari perjanjian tidak lain hanyalah pacta sunt sewanda. Prinsip ini kemudian telah 

dimasukkan bahwa: Setiap perjanjian yang berlaku adaIah mengikat terhadap para 

pihak dari perjanjian tersebut dan hams dilaksanakan oleh mereka dengan etikat 

baik.32 

b. Kewajiban internasional yang hams dilaksanakan baik oleh negara anggota 

maupun negara bukan anggota PBB 

Pada waktu negara akan mengajukan permintaan untuk menjadi anggota ban! 

PBB maka negara tersebut hams menyatakan bahwa selain negara tersebut adalah 

cinta damai, juga hams menyatakan didalam suatu pernyataan yang dibuat dalam 

suatu instrumen resmi bahwa negara tersebut menerima sernua kewajibm-kewajiban 

3' Zbid, hlrn. 96. 
32 Pasal26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Pejanjian 



sebagaimana tercantum di dalam ketentuan-ketentuian Piagam PBB yaitu kewajiban- 

kewajiban internasional yang hams dipatuhi dan dilaksanakan dengan etikat baik oleh 

semua negara anggota PBB agar dapat menjamin mereka hak-hak dan manfaat dari 

keanggotaan mereka tersebut. Dalam Piagam PBB kewajiban-kewajiban itu meliputi 

hal-ha1 sebagai berikut: 

1). Kewajiban negara unfuk menyelesaikan pertikaian internasional secara 

damai (Pasal2 (3) Piagam PBB). 

2). Kewajiban negara untuk ti& menggunakan ancaman atau kekerasan 
- - -  

terhadap negara lain (Pasai 2 (4) Piagam PBB). 

3). Kewajiban negara untuk ti& mencampuri urusan &lam negeri negara lain. 

c. Negara bukan pihak perjanjian intemitsional tetapi mempunyai kewaj iban untuk 

melaksanakan perjanjian tersebut. 

Pada umumnya negara yang telah meratifikasi suatu peijanjian internasional 

dengan sendirinya menjadi negara pihak yang hams melaksanakan ketentuan- 

ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan &bat baiknya. Sedangkan suatu 

perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak terhadap negara ketiga tanpa adanya 

persetujuan dari padanya.33 Namun dernikian, &lam beberapa ha1 negara ketiga yang 

33 Swan Sik, KO., "Beberapa Aspek Kenisbian dam Kesamatan Pganjjan M & M  Tulisan 
Kchori~mtan, d~dmd H u h  InfernaGu~id, Vo1.3,Nc~.4, LPHl-FH-Universitas Indones~a, 
Jakarta,2006, 11lm.488. Hal yang sana dikatakan: Di bidang hdmm perJanjian d i k e d  adanya asas 
kcterbalasan beilakunya antar-piw yaitu asas Pacts tertiis nec nocent nec promt, yaib perjanjian 
tidak mengakibatkan keunmgan m p u n  kewajiban  bag^ pihak ketiga, di cialam rum= ini tersirat 
penetapan bahwa siapapun yang ti& ikut menyepakafinya dengan sendirinya tidak terikat 
kepadanya. Asas ini kelihatannya mernang cuknp layak, apabila kita memandang perjanjian itu 



bukan menjadi pihak bisa juga terikat oleh suatu perjanjian internasional. 

Pengecualian ini tercermin didalam Pasal 35, 36 dan 37 Konvensi Wina 1969 

mengenai Hukum Perjanjian terrnasuk dalam P a d 2  (6) Piagam P B B . ~ ~  

1). Suatu kewajiban negara ketiga bisa timbul karena ketentuan dalam 

perjanjian itu menyatakan bahwa para pihak dari pe rjanjian tersebut 

menghendaki bahwa ketentuan itu menjad'i cara untuk menciptakan 

kewajiban dan negara ketiga itu menerima secara tegas dan tertulis 

mengenai penerimaan kewajiban tersebut. 

2). Perjanjian multilateral yang menyatakan bahwa hukum kebiasaan 

internasional yang sudah baku dapat mengikat bahwa kepada negara 

yang bukan pihak dari peijanjian tersebut. 

3). Perjanj ian multilateral yang rnencipfakan ahran baru dalam hukum 

internasional juga dapat mengikat negara yang bukan pihak. Seperti 

halnya Pasal2(6) Piagam PBB. 

4). Jika suatu pe janjian mengharuskan beberapa kewajiban terhadap negara 

ketiga dan negara ini meneiirnanya, maka negara kefiga kemudian 

terikat oleh pe rjanjian tersebut. 

- - - 

sebagai sumber hak clan kewajmh OnhMdik antar p a  pbk Akan tetapi pejanjian internasional 
tidak selalu bersifat timbal balk 

34 Pasal2(6) "The 0, . . 
s h a l l ~ t b a t ~ ~ ~ M ~ o f t 6 e U n i t e d N a t i o m  

act m accordance with these pr imiph  so Eiw as may be necemsy fm the maiae~~ance of 
international peace and securityn (Organis4 aha m a m i n ,  bahm negamnegitra ymg bukan 
anggota suatu pejanjian FBB '- bp ~~p mt sejanih l.uemmgkinkan untuk 
keperluan pemeliharaan perdamaim dm keamma~). 



d. Kewajiban negara terhadap aturan Irukum kebiasaan i n t w i o n a l  

Aturan hukurn kebiasaan internasional itu rnerupakan praktik-praktik umum 

yang telah diterima sebagai hkum yang hampir semuanya k s i  elemen-elemen 

yang bersifat konstitutif Agar bisa mmjadi h u h m  kebiasaan internasional maka 

kebiasaan-kebiasaan itu hams diterima b l u  oleh negara-negara yang sudah 

menyesuaikan diri terhadap kebiasrtan-kebiasaan tersebut, yang sekarang telah 

menjadi kekuatan hukum yang mengikat. Pada umurnnya kebiasaan internasional itu 

mengikat bukan saja negara-negara yang mecigtekannya tetagi juga bagi negara- 

negara baru yang sudah menjadi anggota masyarakat internasional khususnya yang 

telah menjadi anggata PBB. 35 

e. Negara tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional 

dengan alasan peraturan perundang-undangan nasionalnya. 

Semua negara yang telah menyatakan dirinya terikat kepada suatu perjanjian 

internasional tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian dengan 

alasan adanya kesulitan dari peraturan perundang-undangan nasionalnya. Suatu 

negara juga tidak diperbolehkan untuk meminta bahwa kesepakatannya untuk 

mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang telah dinyatakan sebelumnya itu 

sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan rnengenai kewenangan untuk membuat 



perjanjian dalarn hukum nasiomlnya, sebagai pernba-talan k e ~ e ~ a k a t a n n ~ a . ~ ~  Namun, 

ha1 itu dikecualikan dalam ha1 pelanggaran ifu mei-upakan kenyataan dan menyangkut 

suatu peraturan dari hukum nasionalnya yang dianggap sebagai kepentingan 

mendasar (fundamennfal impor?ance). 37 

f. Kewajiban semua negara untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan baik 

negara anggota maupun bukan anggota PBB. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB, semua negara anggota PBB 
. .... . ~ .. ~. . . . . . .. . .... ~... . ... . ., . . ~  . . . . . . . . ... . . , 

menyetujui untuk rnenerirna dm daksanakan keputusm dari Dewan ~ e a m a n a n . ~ ~  

Dengan demikian dapat diartikan bahwa k e p ~ s a n  itu bukan saja hams dipatuhi 

tetapi juga hams diIaksanakan karena ketentuan itu mengikat secara hukum. Bukan 

3 6 ~ a r r y  P. Haryono, "Evatuasi aEas U- Nmmr 24 Tatron 2001 tentang 
Perjanjian Intemashaln Jirrrsal H h  Itrtmsasbd,Vd.3, No.4, LPHI-FH-Universitas 
Indonesia, 2006, hlm.5 16. 
Biasanya pembuatan perjanjian b t e d n a l  b g a ~  negiua lain, &pat Ctbagi dalam tiga tahap, yaitu 
perundingan (negotiation), ~ ~ ~ ~ e j ,  dan pxgpakm (rot>mtion). Dalarn ha1 
pengesahan, adakalmya suatu mpa nwngibt dkkp kqpn s p a t  babwa persehjuan atas sebuah 
pe rjanjian, hams disahkan okh badm yang berwamg di negamp.  M i k  negm-negm dalam 
ha1 pengesahan &pat elddmkm OW badan &eh@ b d h  d h  bisa jug dilakukan oleh 
keduany a. 

37 Djoko Hardono, " P e r k b g a n  Warga Wegam dataPrn P-", Tulisan Utama Jurnuf 
Hukum Intemasiontd, Vol. 2, No. 4, LPHLFH, U&eosi-I- Jakarta, 2005, hlm.729. 
Biasanya dalam tata H u b m g a ~  antar nqam pa& tuimmmp mmgam pa& Vienna Convent~on on 
Diplomatic Relations, 1%1 dan ~~ Cmmniim C m k  Rehtkms, 1%3. namu dermluan, 
perlu dipaharni bahwa dalam M tapdi perkara p g  mdhdcan warga negara asing, hukum 
nasional menjadi dasar bagi nmsing-masing negam &dam ~~~ sadcsi hdmm 

38 Sri S. Suwxd~, "Perjanjian Intemasional yang Dibmt oleh Organisasi Intemasional", Tulisan 
Utama, Jurnal Huk-rrm Intanarional: Vd3.No.4, LFWI-I!%-Universitas Wnesia, 2006. 
hlm.501.Tentang kewenangan organisasi i n t e n m i d  dalam memhat p e r j a n .  internasional, 
dlkatakan, bahwa di daiam Piagam PBB ti&& ada &&nm y%ng rrpengatm se~ara khims. Misalnya 
&lam usaha P33 menjaga perdamaim dan keammm hternasional, her- Pasal 43 Piagam 
PBB. Dewan Keamam PBB rnearpmyai kearammgam mCuk nttedwt perjanjkm internasional 
dengal anggota PBB yang akm rue- tugas Damn K- PBB dalam menlelihara 
perdanlaan dan keamnan iiitmmional 

- -- - - -- 

-- - 



saja bagi semua negara anggota PRB tetapi juga bagi negara yang bukan anggota 

PBB. 

g Kewajiban negara-negara untuk melaksanakan keputusan Mahkamah 

Internasional mengenai pertikaian masalah yang mereka ajukan ke Mahkamah 

tersebut. 

Setiap negara anggota PBB wajib menjalankan sesuai dengan keputusan 

Mahkamah Internasional mengenai setiap kasus perthian dimana negara-negara 

tersebut menlpakan pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak dari pertikaian itu tidak 

mau melaksanakan kewajiban yang hams dipikulnya menurut keputusan Mahkamah 

Internasional, maka pihak yailg bertikai laimya dapat mengajukannya kepada Dewan 

Keamanan PBB yang jika dianggap perlu Dewan dapat membuat rekomendasi atau 

keputusan untuk mengambil langkah-langkah agar keputusan Mahkamah 

Internasional tersebut menjadi e f e k t i ~ ~ ~  

Walaupun keputusan Mahkamah Internasional itu dikatakan t idak mempuny ai 

kekuatan mengikat, namun keputusan itu mengikat m a  hukum terhadap para pihak 

yang bcrtikai dan hanya yang berkaitan dengan kasus pertikaian tertentu saja yang 

mereka ajukan kepada Mahmakah. Keputusan itu bersifat final dan para pihak yang 

bertikai tidak diperbolehkan mengajukan banding. 



2. Universal Declaration of Human Rights 

a. Sejarah Perkem bangan HAM 

Hak asasi manusia merupakan hak yang paling pokok bagi seorang manusia 

yang diperoleh sejak lahir dan rnerupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dikurangi 

oleh siapapun termasuk oleh pernefintah wtu negara. N a m n  di dalam pelaksanaan 

kehidupan manusia tidaklah mudah untuk menperoleh hak asasi itu, sebagaimana 

digambarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) manusia rnerupakan serigala bagi 

manusia yang lain, sehingga semua orang &an melawan semua orang (homo homini 

lupus, bellum omnium con&a ornm~).~ 

Perjuangan yang berhasil berawal di Inggris pada tahun 1215, yang dilakukan 

kaum bangsawan terhadap rajanya. Perkernhangan selanjutnya ialah adanya revolusi 

Amerika (1 776) dan revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika menuntut hak bagi 

setiap orang untuk hidup merdeka, dalam ha1 ini bebas dari kekuasaan Inggris. 

Revolusi Perancis bertujuan untuk membebaskan manusia sebagai warga negara 

Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak raja Louis XIV dan Louis XV. 

lnggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk 

mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 2215 para bangsawan sudah memaksa raja 

untuk memberikan Magila Charta Libertatum yang melarang penahanan, 

penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 

Surajiyo dan LY Joko Suratmo- "Analiss Format, Shtansi dim YuTidis Amademen UUD 1945 
serta Perbandingan dengan Universal Decb&h of Human Right", Lrnv Review, Vol.VII, No. 1, 
Jumal Ilmiall Fakultas H u b - U n i v e s h s  Fkdh Haraazaq h&a& 2007, hh~-102-105. 



menghasilkan pernyataan Habeus Corpus Act, mtu dokumen keberadaan hukum 

bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam 

waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. 

Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hultum bahwa orang hanya boIeh ditahan atas 

perintah hakim. 

Sesudah the Glorius Revolution menggantikan Raja James IT dengan William 

dari Oranye, William dalam Bill of Rights (1689) hams mengakui hak-hak parlemen, 

sehingga Inggris menjadi negara pertma di &nia yang memiIiki sebuah konstitusi 
- - 

dalam arti modem. Perkembangan ini dipengaruhi &h pemikiran John Locke (1632- 

1704) yang disamping rnenuntut toleransi religius rnengemukakan bahwa semua 

orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alanriah (rmtural rights) yang tidak 

dapat dilepaskan, temasuk hak atas hidup, kemerdekaan dan hak miIik dan juga hak 

untuk mengusahakan kebahagiaan. 

Gagasan-gagasan John Locke sangat krpengaruh pada abad ke 18 terutama di 

daerah jajahan Inggris di Amerika dan di Perancis, dan menjadi dasar filosofis 

liberal isme. Kaiimat-kalimat pemuiaan dari Bill of Rights of Virginia (1 776), daftar 

hak-hak asasi manusia agak fengkap yang pertarna, hampir secara harafiah 

mengumandangkan John Locke. Revolusi Perancis (1789) menghasilkan suatu 

pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara (Declaration des dioits des 

homnes et du citoyen) yang kemudian menjadi pedoman bagi banyak pemyataan. Di 

dalamnya dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang 

dibawanya ke dalani masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga 



masyarakat dan negara. Disebutkan bahwa semua orang lahir dengan bebas dan sama 

haknya. Disebutkan hak atas kebebasan, h& milik, hak atas keamanan dan hak atas 

perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara orang berhak untuk ikut 

dalam pembuatan undang-undang . 

Rakyat Arnerika Serikat menyatakan kemerdekaannya (Declaration of 

Independence) pada tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi ini tidak hanya mengumumkan 

kelahiran sebuah negara baru, tetapi juga mencetuskan suatu falsafah kemerdekaan 

manusia. Ia tidak bersandar kepada keluhan-keluhan khusus, melainkan berpijak pada 

l andasan kebebasan perseorangan 

Perang Dunia I dan I1 telah menimbulkan kesengsaraan di kalangan 

masyarakat seluruh dunia, ketakutan dan rasa tidak aman melanda manusia. 

Kekejaman fasisme Jerman, menginjak-injak hak-hak serta martabat manusia, karena 

itu pada tahun 1948 Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, menyatakan 

Empat Kebebasan (the Four Freedoms) di depan Kongres Amerika Serikat. Isinya 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Kebebasan untuk berbicara dan rnenyatakan pendapat (Freedom of speech) 

2 .  Kebebasan beragama (Freedom of religion) 

3 .  Kebebasan dari ketakutan (Freedom from fear) 

4 .  Kebebasan dari kehlrangan atau kernetaratan f Freedomfiom wanf) 

Pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi 

Ham, di mana soal-soal hak sosial dan ekonomi diberi ternpat disamping hak-hak 



politik. Setelah bersidang dengan pembahasan matang, pada 10 Desember 1948 PBB 

menerima secara bulat hasil pekeriaan komisi berupa pernyataan sedunia tentang hak 

nsasi Manusia (Universal Declarafiafion of Human RightsAJDHR). Hanya beberapa 

negara termasuk Uni Sovyet tidak memberikan suara. 

Kalau dirinci UDHR dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu mukadimah, 

proklamasi dan batang tubuhnya. Dalam mukadimah diungkapkan tujuh alinea 

pertimbangan mengenai atasan-atasan penyusunm deklamsi tersebut. Sedangkan 

pada bagian proklamasi memuaf haragan-harapan agar pernyataan HAM bisa menjadi 

dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Ditambahkan pula supaya 

orang dan setiap badan kemasyarakatan bisa Perus mempertinggi perhargaan terhadap 

hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Batang Tubuh pernyataan HAM terdiri 

dari 30 pasal, diantaranya ada yang terbagi ddam beberapa ayaf. Penyusunan 

kalimat-kalimat dalam deklarasi ini tampak jeias mengungkapkan segi-segi hak dan 

kedudukan individu, serta larangan-larangan terhadap seseorang. Kalimat-kalimat 

"Setiap orang berhak atas ....." dan "Tiada seorang jua pun boieh di ....." bisa 

dipandang sebagai usaha mendudukkan manusia sebagai manusia seutuhnya. 

Usaha dilakukan terus-menerus sampai saat ini untuk menyadarkan setiap 

negara dalam menjadikan deklarasi PBB sebagai pedoman dasar bagi setiap negara 

untuk melaksanakannya di negara masing-masing masih banyak mengalami 

hambatan, ha1 ini disadari karena perbedaan latar belakang budaya, persepsi berbagai 

masalah yang tidak sama dan sejarah berdirinya setiap negara tidak selalu sama 

mempengaruhi pemahaman tentang deklarasi ini. 



b. Hak Asasi Manusia rnenurut UDHR 

Hak-hak pokok dan penting yang memberikan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia yang tercanturn dalam LIDHR tersebut meliputi: 

1). Hak atas kewarganegaraan, Article 15 UDHR ( 1 )  menyatakan: 

"Everyone has the right to a nationalify". 

(Setiap orang berhak atas kewarganegaraan). 

Sedangkan, Article 29 LDHR ( 1 )  menyatakan 

"Everyone has duties to the commuplity in which alone the free and full 
- - 

development of his personalig is possiblen 

(Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat dalam pengembangan 

diri secara penuh dan bebas dari kepribadian nya yang paling tepat). 

2). Hak atas kedudukan yang sama di da1am hukum, Apfick 7 UDHR menyatakan: 

"AIl are equal before the law and are entitled without any &scrimination to 
equal protection of the knv. All are entitled to equal protection againts any 
discrimination in violation of this DecIarafrafron and aguints any incitement to 
such discrimination" 
(Semua orang adalah sama di depan hukum dan diberi hak tanpa diskriminasi 
untuk memperoleh perlindungm h h m  yang sama. Semua berhak atas 
perlindungan yang sama terhahp segda bentuk diskriminasi manapun dalam 
pelanggaran Deklarasi ini d!an dari @it hamtan diskriminasi yang seperti 
itu). 

3). Hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan, Article 25 (1) 

UDHR menyatakan : 

" Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 
well being of his family, including f d ,  clothing, housing and medical care 
and necessary social service and the right to security in the event of 



unemployment, sickness, disabiliw-widowhood: oid age or other lack of 
I~velihood in c i rnnn tws  beyond his mlioF. 
(Setiap orang memiliki hak untuk suatu standar hidup layak untuk kesehatan 
dan kesejahteraan EieIuarganya, mendcup makanan, pakaian, perumahan, 
perawatan medik dan kebumhan pefayanan sosial dan hak untuk keamanan 
dalam ha1 pengangguran, penyakit, para j& yang ti& marnpu, orang-orang 
jompo atau tidak memiliki mata pencarian di lingkungan yang berada dalam 
pengawasannya). 

Sedangkan Article 25(2) UDHR menyatakan: 

"Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 
children wither born in or out of wedluck, shall enjoy the same social 
protection" 
(Ibu-ibu dan masa k a n a k - k d  bed& a&as ~~ khusus dan bantuan. 
Semua anak-anak lemah yang dilahirkan di dalam maupun di Iuar ikatan 
perkawinan yang tidak sah, akan menikmati perlindungan sosiaf yang sama). 

4). Hak atas kebebasan mcngeluarkan pendapat, hak atas kebebasan berkumpul dan 

hak atas kebebasan berserikat, Article 20(1) menyatakan: 

"Everyone has the right to freedom of pmejkI!I czsmnbly and association" 

(Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk membuat pertemuan 

(berkumpul) dan berserikat). 

Sedangkan Article 20 (2) UDHR menyatakan: 

"No one may be compelled to belong to an m i a t i o n  " 

(Tiada seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu gerkumpulan). 

Selanjutnya Article 13(4) UDHR menyatsrkan: 

"Everyone has the right to form and to join srade unions for the protection of 

his interest" 



(Setiap orang memiIiki hak untuk membentuk &n bekerja sama dalam suatu 

seri kat dagang untuk melindungi kepentingannya). 

Di dalam Article 23 dan 24 UDIiR menggarisbawahi hak atas kondisi ke rja 

yang layak dan pantas, gaji (remunerasi), kebebasan untuk membentuk dan 

bergabung dengan serikat buruh, beristkht, berlibur, batasan jam kerja yang masuk 

akal, dan hari libur berkara. 

5). Hak atas kebebasan memeluk agama, Article 18 UDHR menyatakan: 
- - 

"Everyone has the right tofi.eedbm of thought, conscience and religion, the 
right includesfPeedom to change his reIigrgron or beliefl andfieedom, either 
alone or in community with others and in public or private, to manifest his 
religion or belief in teaching, prin%ce, worship ~mdobservance~~ 
(Setiap orang memiliki hak kebebasan u n e  berpikir, kata hati dan agama, 
hak meliputi kebebasan unt& beqkdah kep-cayaan atau agarna nya, dan 
kebebasan, baik sendii maupun di n;llnm mayarakat dengan orang lain 
secara pribadi atau bersma-sama, mtdc m m z m i f ~ i i k a n  kepercayaan atau 
agama nya di dalam gengajaran, prddk, beribadat d m  pemujaan). 

6). Hak untuk mendapat pengajaran dan pendidikan, Article 26(1) UDHR 

meny atakan: 

"Everyone has the right lo education. &&cation shall be free, at least in the 
elementav and findmnentul stages. Elernentiny eLiuaiion shall be 
compulsory. Technical and professional edzrcation shall made generally 
n~~ailable and higher education s M l  m d e  generally available and higher 
education shall be equally accesihle to all on the basic of merit". 
(Setiap orang memiliki hak di bidang pendidikan.. Pendidikan akan 
dibebaskan, sekurang-kurangnya di dalam pendidikan dasar dan pada 
tingkatan-tingkatan mendasar. Pendidikan War akan diwajibkan. Pendidikan 
teknik dan profesional akan dibuat dan tersedia secara umum dan pendidikan 
yang lebih tinggi akan dibuat clan tersedia secara umum dm pendidikan yang 
lebih tinggi akan disamakan untuk dapat diperoleh untuk semua dengan dasar 
prestasi). 



Sedangkan, Article 26 (2) UDHR menyatakan: 

"Education shall be directed to the dmlopment of the human personaliq and 
/o the strengthening of respect for human rights andfundarnentalfreedoms, It 
shnll promote understanding, tolerance and friendsh@ or religious groups, 
und shall firther the activities of the United Nations for the maintenance of 
peace" 
(Pendidikan akan diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia dan 
untuk memperkuat rasa hormat pada hak azasi manusia dan kebebasan 
hndamental, Itu akan m e m p r c l m o ~  pem- persahabatan dan 
toleransi atau kelompok-keIompok reIigius, dan &an mendorong aktivitas 
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa wtuk @iBaram perdamaian). 

Selajutnya, Article 26 (3) UDHR menyatakan: 

"Parents have a prior right to c b  t k  kind of edzsw2ion that shall be given 

to their children" 

(Para orang tua mempunyai suatu hak-h& yang didahulukan untuk memilih 

jenis pendidikan yang akan diberikan kepada an&-an& mereka). 

3. Kovenan-kovernan PBB 

a. Standar-Standar Perbumhsn Internaskmid 

Ketika buruh migran I d a &  yang d&mg ke Malaysia menghadapi 

pelecehan, pembatasan-pembatasan atas gerak Etan keleluasaan untuk melalcukan 

ibadah, serangan psikis dan fisik, termas& pekecehan seksual, diskriminasi terhadap 

undang-undang perburuhan, atau jam kerja luar biasa famanya tanpa bayaran atau 

istirahat rutin, mereka itu sesungguhnya mengalami pelanggaran atas undang-undang 

hak asasi manusia internasional. 41 

4 1 http:J/hrw. ordindonesian/re~ortsJ2004, Nm. 8 1. 



Malaysia juga hams memailcan bahwa undang-undang di Malaysia yang 

berkaitan dengan buruh migran dalam pelaksanmnnya tunduk kepada kewajiban 

internasional untuk melindungi hak setiap buruh migran tersebut. Malaysia telah 

meratifikasi beberapa konvensi KO, temasuk Konvensi Kerja Paksa ILO Nomor 29, 

Konvensi Mengenai Bentuk-Bentuk Terbumk dari Pekerja Anak Nomor 182, 

Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak-hak 

Berorganisasi Nomor 87, dan Konvensi ILO tentang Hak Berotganisasi dan 

Perundingan Kolektif Nomor 98, serta kewajiban-kewajiban untuk melindungi hak- 

hak pekerja seperti tennaktub dalam perjanjian-pejanjian tersebut." 

Kesemua standar perburuhan internasional tersebut bertujuan bagi:43 

I).  Mewujudkan keamanan dan keharmonisan dunia dan sekaligus keadilan 

masyarakat sebagai syarat kepada keamanan dunia yang abadi. 

2). Memperbaiki ketidakadilan, kekejaman dan penolakan terhadap buruh 

3). Mengimbangi keraguan terhadap adanya kesan sosial dari persaingan antar 

bangsa, karena kegagalan negara-negara datam mewujudkan syarat-syarat buruh 

yang berperikemanusiaan akan menjadi penghalang kepada negara-negara lain 

yang berhasrat untuk memperbaiki syarat-syarat h h  di negara masing-masing. 

4). Menjadi dasar bagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan untuk 

membentuk perurldangan mereka sendiri. 

42 Ibid, Nm.81. 
43 Zulkifly Osman dan Kamal HaHi W Standar& Pe* dalam Kontehs Globalisasi 

Ekonomi Dunia: Kes Malaysia", I g t M L m u i d ,  1998, hb~69- 



5). Menjadi suatu mekanisme kepada negara penerima (ratr9ed) untuk menjaga 

standar buruh di negara tersebut agar tidak merosot. 

Bagi memenuhi tuntutan di atas, sangat pentirig bagi Malaysia secara 

bertanggungjawab memperkenalkan dan memberlakukan standar perburuhan yang 

menekankan kepada kepentingan hak asasi rnanusia yang mengarah kepada 

peningkatan kebajikan pekerja. Hak asasi tersebut seperti kebebasan berserikat, 

kebebasan dari pada menjadi buruh p&si dan kebebasan daripada sembarang 

diskriminasi. 44 

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDJ3R) merupakan pendahulu dari 

perjanjian-perjanjian internasio~l penting yang mengemukakan hak asasi manusia. 

Kovenan-kovenan internasional PBB Iaimya seperti, Kovenan hternasional Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan 

Politik (ICCPR) atau Konvensi Intenrasional Perlindungan Hak-hak Semua Buruh 

Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Buruh Migran), perjanjian ini 

merupakan sumber-sumber penting dari standar hak asasi manusia dan hukum 

internasional. Beberapa dari ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut mencerminkan 

pentingnya konsensus iriternasional dan bagaimana prakik di negara berkembang. 

Dalam ha1 ini ketentuan-ketentuan tersebut memberi pedoman mengenai bagaimana 

Malaysia semestinya merumuskan kembali undang-undang yang berkaitan dengan 

buruh ~ n i ~ r a n . ~ ~  



Menurut Pasal 11 (d) Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan: 

"Hak memperoleh remunerasi yang sama termasuk keuntungan dan 
memperoleh periakuan yang sama beskenaan dengan pekajaan yaag bernilai 
setara". 

Pasal I 1 (f) menyatakan: 

"Hak atas perlindungan kesehatan dan atas keselamatan daYam kondisi kerja" 

Di seluruh dunia pengesampingan ~~n mmah tangga dari perlindungan 

kerja memperlihatkan fomalisasi bias sosial dan stereotip jender dalam undang- 

undang. Pekerjaan laki-laki di masyarakat sering dianggap sebagai norma untuk 

mendefinisikan jenis pekerjaan yang layak mendapat per1indulmga.n h h m .  Pekerjaan 

perempuan di wilayah pribadi biasanya tidair dinilai s h g a i  kegiatan ekonomi atau 

t i d A  d i h i  sebzgai pekedun yzn,o memm1ukan p~~ 

Menurut PasaI 12 (1) CEDAW rnemxgah diskriminasi terhadap perernpuan di 

biciang perawatan kesebtan dan mewajibkan negara-negara untuk menjamin 

pencapaian pelayanan perawatan kesehatan yans setam. Buruh rnigran perempuan 

icdonesia seliilrii- arau sarm sekaii tidak rnem'iliki akses terhadap perawatan kesehatan 



Hukum internasional melarang kerja paksa dan perdagangan manusia. UDHR, 

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Mmgyluhrn Perdagangan Manusia 

Khususnya Perempuan dan An&-an& Tambahan Konvensi PBB Terhadap 

Kejahatan Lintas Bangsa yang terorpisir, @EI)AW, Konvemsi Ke j a  P&sa E O  dan 

Konvensi bentuk-Bentuk Terburtik Pekerja h a k  ILO mentpakan sumber utama 

hukum internasional yang memmuskaa dan melarang pralctik-graktik tersebut. Kerja 

paksa diuraikan dalam Konvensi Kerja Paksa TLO sebagai semua pekerjaan dan jasa 

yang diambil dari setiap aFmg dengztn ancaman huhmman dan untuk itu yang 

bersangkutan tidak menawarkan diFinya secara sukarela. 

Hukum internasional melindungi hak kebebasan bergerak dan kebebasan 

berserikat, beberapa Konvensi L O ,  yang sebagian besar tercantum dalam Konvensi 

Kebebasan Bergerak dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi 1948 (Konvensi 

Nomor 87) dan Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Kolektif 1949 

(Konvensi Nomor 98), dua dari konvensi-konvensi mendasar L O .  

Hukum internasional juga melindungi setiap buruh migran. bebas dari 

kekerasan Pelecehan seksual juga bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan dan 

diskriminasi berbasis jender yang dilarang menurut CEDAW dan berdampak 

langsung terhadap kesetaraan di dalam pekerjiaan. Kcmite Para Ahli ILO beranggagan 

bahwa pelecehan seksuaI termasuk &lam c a h p n  Kavensi Diskrirninasi L O  

(Pekerjaan dan Nafkah). 



b. Interndona1 Convention on the Proteetion of the Right of All Migrant 

Workers and M e d e m  of neir F a d i e s  1.aPO 

Perlindungan buruh migran teiah diatur dafarn Konvensi Intenrasional tentang 

Perlindungan Hak Semua Buruh Mgran dan h g g o t a  Kelbarganya (International 

Convention on the Protection of the Right ofdllMigrmrt Workers d Members of 

Their P ; a m i l z e d I C P ~  pada tahun 1990. Di samping itu ada bebrapa konvensi 

yang lainnya yang mengatur tentang bumh mi-. Kmvertsi PBB ini telah mengatur 

cukup lengkap @tlmpr&ensiQ E) rimi m g m i  &-It& .. twmh migran yang 

berlaku universal.49 Pada saat ini Zndwesi;l men&% negaaa aaggob yang ikut 

menandatangani, dan telah rneratifikasi ketetltuan konvensi tersebut menjadi undang- 

undang. 50 

Perlindungan buruh rnigran kdasarkan konvensi tersebut mengakui dan 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari buruh migran, konvensi ini 

berlaku bagi sernua buruh rnigran dam anggota kebarganya, dan bersifat non- 

diskriminasi . Konvensi ini berlaku dari tahap: persiapan untuk migrasi, 

pemberangkatan, transit, seluruh masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar di dalam 

negara ternpat beke rja, sampai kembali ke asal bur& migran. 

- 
49 Sonhail, "Aspelr Perlmdmgan Hukum Tmaga K e p  MmesidBumh Mgmm dm hggota 

Keluarganya cfi Luar Negenn, Masa&h-MasaL& H- voL35, Na2, Ma@& Ih&b Fakultas 
Hukum - CTNDP, Senlamg, kni 2006, hlm. 16 1. 

"' ~ a d a  bulan April 2012 DPRRI teIah rnengedhn R W  Buroh hagran men&& UU 
Nomor 6 Tahun 20 12 d a  men@ Negara kedua di ASEAM yang meratdikasi kotlvensi tersebut 
setelah Filipina 



Buruh Migran menurut konvensi ini adalah seseorang yang akan, tengah atau 

telah melakukan pekerjaan yang dibayar daram suatu negara di mana, dia bukan 

menj adi warga negarany a. Sedangkan anggota kefuarga adalah orang yang kawin 

dengan buruh migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum 

berakibat sama dengan perkawinan. Juga anak-anak di bawah umur dan orang lain 

yang menjadi tanggungan mereka, yang s e w a  h u k w  dianggap keluarga. 51 

Konvensi ini mengakui dan tidak membedakan antara buruh migran yang 

memiliki dokumen maupun yang tidak rnemiliki ddcurnen. Dengan kata Iain 

konvensi ini memberikan hak dan perlindungan yang =ma terhadap b u ~ h  migran 

yang tidak berdokumen. Hal ini mengingat &n mendharkan pada gertimbangan 

bahwa buruh migran yang tidak memiliki dokumen sering dipekejakan dalam 

kondisi yang Yebih burullk diba&itngkan demgan hmh-bumh lain, dan 

majikadpengusaha berupaya m e b  huruh-buruh semacarn itu untuk memperoleh 

keuntungan dalam gersaingan yang tidak wajar. 

Pada dasarnya perlindungan yang d~&erikan Konvensi 1990 ini menyangkut 

pengakuan dan jaminan pada aspek hak-kk yang dirniliki oleh setiap buruh migran 

dan anggota keluarganya, serta aspek dari kewajiban negara (baik negara, asal 

maupun negara temgatnya bekerjla). wntuk mmbl&kan pedindiungpn kepada buruh 

migran serta mewujudkan pemenuhaa hak-haknya. 

Hak-hak buruh migran menurut Konvensi 1990, antara lain: 

1) Hak dasar untuk bebas dari diskriminasi; 

Ibi4 hlm 161. 



2). Hak dasar untuk berpindah dan bmkumpul dengan keluarganya; 

3). Hak dasar untuk bebas dari kerja paksa; 

4). Hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dan menjalankan agamanya; 

5). Hak atas kekebasan menyamgaikan pendapat; 

6). Hak dasar untuk bekeqa dan menerima u p h  yang menyumbang pada standar 

hidup yang sama; 

7). Hak dasar persamaan di depan hukum dan palindungan hukum yang sama 

8). Hak dasar atas pembayaran yang stma dan pekerjaan yang sama; 

9). Hak dasar atas perlindungan melawan pengusiran sewenang-wenang negara atas 

pekerjaan; 

10). Hak dasar untuk pulang ke negara asal jika pekeja menginginkan; 

11). Hak dasar atas persamaan standar hidug bagi kesehatan dan 

kesejahteraan bagi pekerja dan anggota keluarganya; 

12). Hak dasar atas kondisi pekerjaan yang aman dan kebersihan dan 

keamanan lingkungan pekerjaan; 

13) Hak dasar atas pembatasan yang layak dari jam ke rja, istirahat dan waktu luang; 

14). Hak dasar atas kebebasan berserikat dan bergabung dalam serikat peke ja ;  

I 5). Hak dasar atas perlindungan selama kehamilan dari gekerjaan yang berbahaya; 

16). Hak dasar perlindungan bagi anak-anak atas eksploitasi ekonomi dan pekejaan 

yang membahayakan dirinya atau kese jah tem dm pertumbuhan, dan; 

17). Hak dasar bagi anak-anak peke j a  rnigran atas pendidikan. 



Kewajiban-kewajiban negara terhadap peke rjahu-t.ih rnigran menurut 

Konvensi 1990, antara lain: 

1). Kewajiban untuk memberikan perlindungan efektif terhadap kekerasan fisik, 

ancaman dan intimidasi, Gaik yang dilakukan ol'eh pej,abat publik maupun 

perorangan, kelompok maupun lembaga, tmitsuk verifikasi oleh petugas 

penegak hukum hams dilalhEkan sesuai dengan prcsed'ur h u h m  yang berlaku; 

2). Negara wajib memberitahukan sdiap genangkap  terhadap h r u h  rnigran dan 

anggota keluarganya, termasuk alrasmmya, serta hrduhan yang diajukan dengan 

menggunakan bahasa yang dimengerti oI& rnmdca; 

3). Kewajiban untuk rnemberirahukan setiap penangkapan, penahanan, selama 

merlunggu untuk diadili, d m  penahanan dalarn bentuk Iainnya kepada Konsuler 

atau Diplomatik negara asalnya, agabila yang bersan&tm memintanya; 

4). Kewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan k@a buruh yang ditahan 

untuk berkomunikasi dengan pej,abat-pejabat tersebut; 

5). Negara hams memberitahukan hak-haknya b e r d d a n  perjanjian internasional 

lain yang berlaku antara negara-negara yang bersangkufan, untuk 

berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat tersebut di atas, dan mengatur 

advokat dengan mereka; 

6). Kewajiban untuk melaksanakan peradilan guna menentukan keabsahan penahanan 

dan memerintahkan pembebasan apabil'a penahanan tersebut ternyata tidak sah 

menurut hukum, Negara wajib memberikan ganti kerugian terhadap penahanan 

yang dilakukan secara melawan hukum; 



7). Kewajiban untuk menyediakan bantuan penerjemah, jika perlu tanpa membayar; 

8). Kewajiban untuk memberikan perlakuan yang manusiawi, menghonnati martabat 

yang melekat pada diri manusia dan identitas budaya terhadap buruin migran dan 

anggota keluarganya yang ditahan; 

9). Kewajiban negara untuk memisahkan dari orang yang dipidana terhadap buruh 

migran dan anggota keluarganya yang dikenakan tuduhan. Terdakwa di bawah 

umur hams dipisahkan dari orang dewasa, dan segera mungkin dihadapkan ke 

sidang pengadilan, 

10) Kewajiban negara untuk memisahkan dari orang yang dipidam atau tengah 

menunggu persidangan, terhadap buruh-buruh migran dan anggota keluarganya 

yang ditahan karena melanggar ketentuan irnigrasi; 

1 l).Negara hams menjamin, bahwa perbuatan seseorang yang menghancurkan 

dokumen identitas, dokumen yang mernbenikan ijin m m k  attau keluar, tempat 

kediaman, atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin Reija merupakan 

tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak &as dokumen-dokumen tersebut, 

tidak boieh diiakukan tanpa adanya buhi  resmi yang terperinci. Dalam hal 

apapun tidak diperkenankan untuk mmghsrmrkan paqmr atau dokurnen yang 

setara milik buruh migran dan anggota Aelbargqa, selain ol'eh gejabat publik 

yang diberi kewenangan oleh hukum; 

12).Negara tempat bekerja, yang rnehkukm pengusiran tidak boleh men&rangi hak 

apapun yang telah diperoleh bumh migran clan anggota keluarganya, sesuai 



dengan hukum negara tersebut. Termasuk hak untuk menerima gaji dan hasil lain 

yang menjadi haknya; 

13).Negara wajib memberitahukan hak bumh migran dan anggota keluarganya untuk 

memperoleh upaya perlind~ngan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik 

dari negara asalnya terhadap pengzrsiran; 

14).Negara wajib melindbngi hak-hak h u h  migran dan memastikan hak-hak 

tersebut dijalankan deh majikadpengusaha dengan pejanjian kerja. 

c. United Nations Convenrion A'gargarnsf T"mn~n&~onal Organized Crime 

2000 (CINCATW 

Salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir (Transnational 

Organized Crimes=TOC) adalah terjadi praktik perdagangan manusia (human 

trafSkng), terutama terhadap perempuan (traficking in women) dan anak (children 

traficking). Maraknya praktik kejahatan saat ini sangat meresaa'an masyarakat 

internasional. Dengan demikian berarti manusia atau individu telah terdegradasi 

kedudukannya dari subjek hukum menjadi ob~ek hukum, dan tentu saja praktik 

kejahatan ini telah mengingkari harkat dan martabat manusia itu sendiri khususnya 

kaum perempuan d m  anak. '' 
Hukum internasional modem secara tegas mengahi bahwa manusia atau 

individu-individu pada dasamya merupakan subjek hukum internasional. Sebagai 

52 G. Sri Nurhantanto, "Upaya P- Per- Fkxempm dkm f&& d5 ~ e s i a " ,  
Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 1, Fakdtas - Uc&f, YogyakaPta, Eebr~& 2006, hlm.48. 



subjek hukum internasional, konsekuensinya manusia atau individu dapat dibebani 

dengan hak dan kewajiban. Dengan ditandatanganinya Universal Declaration of 

Hziman Rights 1948, pengakuan terhadap individu sebagai subjek hukum 

internasional menjadi semakin nyata, sdain itu dengan dibentuknya Special Tribunal 

di Nuremberg tahun 1948 dan di Tokyo 1950 meinbulaikan bahwa individu bisa 

dibebani dengan hak dm kewajiban menurut huklllTL internasiond3 

1). Definisi Perdagangan Manrasia (Aunsan Tq@&mg) 

Pada tahun 2000 lewat Majdis Urnurn PBE telah rnenetapkan sebuah Protokol 

"Mencegah, Memberantas dan Menghttkurn Perdagangan Miinusia, Khususnya 

Perempuan dan Anak". Protokol ini mentpakan Amex (tarnbahan)dari UnifedNations 

Convention Against Transmlibraal O r g M  C- (UNCATOC).~~ 

Dalam Protokol tersebut dimuat definisi perciagangan manu sia sebagai 

"perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, 

dengan ancaman atau pengslnaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, 

53 Ibid. Nm.47. 
'4 Dalm -el 3 Prddroi Tzmbhan UNCATCK, m e m d a b n  mtzm biar: " Tru@king in persons 

shall mean the recruitment, trmspwtdiolr, tams&, hambamg sr d p t  sJpremms, by means of the 
threat or use offorce or othm-s ~faaen%m, oJW&-m, of'md of&mptim, ofthe abuse of 
power or of a position of ~ ( Inerab i t y  or .o/k giixing ar receiving ofgqmenh  or benefits to 
achieve the consent of a p e m  hvimg mndd over ao&rpmun, $hr lthe pwpase of qIoitationY' 
Untuk ha1 yang s a m  lihat juga, LO, "Protection and Prevedon for Indonesian Migiant Workers", 
3 e d m  Kea, L O  Jakarta Office, l- hwlbmmq 2607, him-8. dm dhhm R d m i  AWul bhm, 
"An Interpretation On the M d q s h  tinti-Tmfkkhg Jn fersw Act, 007 (Act 670) and Its 
Foreseeable Impact on the Indon- Wonaen Mgmnt Labarn, Kmnphii Kexbs Keja, FWJ-UKM, 
Bangi-Selangor, 20 10,hh-~5. 



penculikan, penipuan, kebohongan, atau penydahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan atau memberi atau menerima pembayclran atau memperoIeh keuntungan agar 

dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk 

tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidalt, eksploitasi unfuk melacurkan 

orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, k e j a  atau pelayanan 

paksa, perbudakan atau praktik-prakik serupa perbudakan, perhambaan atau 

pengambilan organ tubuh". 

Kerja paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan adalah pemaksaan 

terhadap seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan atau jasa atau pengambilan 

identitas hukum danlatau tubuh perempuan tanpa izin dirinya dengan menggunakan 

kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, 

penipuan atau bentuk-bentuk pernaksaan lain. Dmgan demikian pengertian 

perdagangan perempuan mengandung makrra penting bahwa yang disoroti tidak 

hany a proses perekrutan dan pengiriman yang mmentukan bagi perdagangan, tetapi 

juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. 

Pada dasarnya, setiap upaya untuk memgerkerjakan seseorang ke negara lain 

yang tidak lengkap dokurnennya, tidak sesuai dengan stmdar kompetensinya, dan 

dalam kondisi mental yang tidak siap adafah termasuk Bategori perdagangan manusia. 

2) Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia 

Bentuk perdagangan perempuan dan an* sangat bervariasi sebagaimana juga 

terjadi di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya. Balkan di antara negara- 



negara Asia Tenggara itu disinyalir terdapat jaringan yang tersebar d m  saling 

berhubungan secara erat. Pr&ik perdagangan perempuan dan anak itu biasanya 

identik dengan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak 

dijadikan sebagai tujuan perdagangan perernpuan dan anak adalah buruh migran, 

pembantu rumah tangga, pekeja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam 

bentuk pengantin pesanan, dm pekerja anak. 55 

a). Buruh Migran 

Psda umumnya seseormg &an bermigrasi didasarkan pada kesadaran diri 

sendiri dengan harapan orang bermigrasi itu kelak bisa memperbaiki taraf hidupnya, 

tetapi perdagangan manusia dilakukan dmgan tehar i ,  penipuan dan paksaan. 

Dalam perekonomian global dew- ini rnigrasi dan perdagangan manusia 

telah menjadi satu kesatuan, di mama perempuan dan an&-anak mungkin bekerja 

dalam kondisi yang eksploitatif, seperti menjadi buruh di pabrik, di perkebunan, 

menjadi pembantu rumah tangga, atau pekerja seks. Sebagai buruh migran, mereka 

seringkali mengalami eksploitasi dan perdagangan manusia dengan berbagai bentuk 

sejak tahap perekrutan, prakeberangkatan, di negara tujuan, sampai tahap pemulangan 

atau reintegra~i.'~ 

Dalam perkembangannya, buruh migran Indonesia yang berjenis kelamin 

perempuan meningkat sangat tajam, di kenal pula dengan istilah " Feminisasi 

Migrasi", ha1 ini terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang 

'"bid. hlm.50. 
'6 Ibid, hlm.5 1. 



memperluas program transmigrasi dengan memasukkan program ekspor tenaga kerja 

Indonesia seczra besar-besaran ke negara-negara lain termasuk ke Malaysia. 

b). Pembantu Rumah Tangga 

Sampai sekarang, jumlah angka buruh migran yang bergerak di sektor 

informal, seperti pembantu rumah tangga (pembantu mmah) tidak pernah diketahui 

secara pasti. Padahal sektor ini sangat rentan terjacii eksploitasi dan perdagangan 

manusia. 57 

Para pembantu ntmah tangga seringkal'i mmgatami eksploitasi yang 

bentuknya antara lain bempa; jam kerja yartg panjang dengan waktu istirahat yang 

terbatas, upah jauh di bawah upah minimum, upah tidak dibayar, kebebasan bergerak 

dibatasi, kekerasan fisik dan mental, serta pemerkosaan dan pelecehan seksual. 

Eksploitasi ini jelas rnerupakan pelanggaran h& individu di bidang hak-hak sipil 

macpun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Lebih lanjrrt &am rangka eksploitasi 

dan praktik perdagangan manusia daZam sistem ekspor liuruh migran Indonesia dapat 

diketahui bahwa tahapannya dimulai dari tahap pereiuutan, para keberangkatan, di 

negara tujuan dan pada waktu kembali 

3). TrafficRing sebagai Kejahatan Transnasiooal 

Kejahatan transnasional memiliki sifat tidak mengenaI batas-batas wilayah 

negara. Kejahatan itu melampaui batas-batas wilayah negara baik mengenai tempat 



te rjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, mmpurr tujuan kejahatan itu sendiri. 

Menurut Cherif Bassiouni, unsur transnasiond tersebut , m e ~ ~ u t i : ~ '  

a). Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara (Conduct 

afecting more than one State) 

b.). Tindakan yang melibatkart atau memberiian dampak terhadap warga negara dari 

lebih satu negara (Conduct including or aecting citizens of more than one 

State). 

c.). Sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batas-batas 

teri torial suatu negara (Means and rnethodes trmcend national bmndaries) 

Dari unsur dan pengertian kejahatan transnasional di atas, dapat dipahami 

bahwa traflzcking termasuk kejahatan bersifat interna~ional.~~ Hal ini disebabkan 

bahwa salah satu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pengertian traflckzng 

adalah pengangkutan antar daerah atau antar negara, yang berarti lintas batas teritorial 

negara, disamping masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat internasional dan 

diny atakan sebagai perbuatan yang dilarang menurut hukurn intemasi~nal.~' 

58 Shmta Agushna, "Perdagmgan P e r e m  dm Anak Sebaga KejQhatan Transnasional: 
Perrnasalahan dan Penaggdagamya di i&oned"' B w  J m ,  Vd. 24, NO. 1, Jumal Hukum, FH- 
U~llversitas Katolik Parahiyangan, l k m d ~ g ,  J d  U306, hImSO- 

59 Rohani Abdul Rahim, "P- Wanda Imbeia ke MiikySja: hace&m dan Aplikasi 
Pemldangan", Kompilasi Kertas K e j a  J X I U - r n  Bangi-Sekmgcx, 22010, hlntI18, Di Malaysia 
terdapat beberapa akta yang m e ~ ~ g t t m  pakam-pe+rha yang zndhtkm nmra&&m orang tanpa 
dokumen dan yang diperdapgkmr antaa lain #amm lhdma, Akh Irrrigresen dart Akta 
Pemerdaganp Orang 2007 (A%2a 67@, &lam Bia-kn Metro, " A b  670 ke Rat-hen'', (Kuala 
Lumpur), 19 Juni 2010, blm29, " Akta 670 segm dimis& a& I4 segsi p g  akm &mbah, antara 
lain, denda yang &an clik- Bepad4 idhidh smta pamahat ymg ka%W dhbn perdagangan 
orang serta penyelmdqm mOgraq dimam sa&i tersehl k&& berat dari Akh Imigresyen yang 
ada, s e r t a p e m a k a m a k t a y i m g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j u g n e g a r a t r a n s i t " .  

60 Zbid, hlm. 5 1 



4. Piagam ASEAN 

Sejak pembentukan pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah berhasil 

meningkatkan pengaruh diplomatiknya atas berbagai isu politik dan ekonomi 

internasional, menciptakan lingkungan strategis yang stabil bagi pembangunan 

ekonomi dan sosiaI, mengurangi risiko perang sehingga berhasil menciptakan 

perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kini, kesepuluh negara ASEAN tersebut 

bertekad membentuk identitas tunggal kawasan, t e r m s  dari perbedaan budaya di 

masing-masing anggota. Mehlug #mnmh, ASEM-*=% untuk 

mengubah statusnya dari sekedar "perhimpunan bangsa-bangsa" menuju ke satu 

kesatuan "masyarakat" yang terdiri atas bmgsa-bangsa (fpansforming itseyfiom an 

"association of states" into aPPreal community of natr-od). Dengan kata Iain. 

ASEAN memulai proses tmsfomasi dari hmpulan negara yang berasosiasi ke arah 

komunitas kawasan yang lebih terintegrasi6' 

Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa 

Asia Tenggara (ASEAN). Dokumen ini teIah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di 

Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2 0 0 8 . ~ ~  

Secara formaI, rencarta pembuatart draf dicanangkan pada KTT ASEAN ke-11 

pada bulan Desember 2005 di KuaIa Lumpur. Kemudian, sepuluh tokoh penting 

Faustinus Andrea," Indonesia dan Komunitas ASEAN", Tukan Iltama, J u r d  Hukum 
Interncrsional, Vol.3, No.3, LPHI-FH-Univwsitas huhme& Jakarta, 2006, hlm.399. 

" ww.wilupidw.com~ 23 Februari 2009 pukul17.30 wib 



ASEAN dari masing-masing negara anggota fdisebut ASEAN Eminent Persons 

Group; Indonesia diwakili oleh Ali Alatas) ditunjuk untuk merumuskan sejumlah 

naskah rekomendasi bagi piagam ini. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, 

Januari 2007, beberapa proposal dasar dipaparkan ke publik. Pada saat yang sama, 

para pemimpin ASEAN bersepakat untuk membentuk " tim kerja tingkat tinggi untuk 

merumuskan Piagam ASEAN" yang beranggotakan sepuluh utusan tingkat senior 

pemerintah masing-masing. Tim ini bertemu 13 kali sdama 2007. Dalam proses ini 

kebijakar~ "tidak campur tangan (non-interference policy) yang menjadi ciri khas 
- 

ASEAN tidak ditekankan lagi dan diusulkan pula pembentuk badan urusan W. 

Pada KTT ASEAN di Hua Hin, Thailand Selatan 2009, Indonesia menilai 

masih lemahnya rancangan awal (tern ofrgerence) Badan HAM ASEAN. Indonesia 

menekankan perlunya keseimbangan antara fungi  promosi dan fbngsi perlindungan 

guna menguatkan kngsi serta tugas badan tersebut. Dari 11 butir pokok pikiran yang 

disampaikan Panel Tingkat Tinggi, sekitar delapan terkait masalah monitoring, 

sedangkan tiga lainnya terkait periidungan 63 

Ketentuan tentang deklarasi ASEAN juga tidak menjelaskan secara jelas 

tentang kewenangan badan HAM ASEAN. Terkait dengan ha1 ini laporan tentang 

HAM menyatakan bahwa badan HAM yang dibentuk ASEAN tidak akan 

menginte~vensi masalah HAM di in tend masing-masing negara, sebaliknya badan 

tersebut akan melindungi negara tersebut dari campur tangan negara lain. Selain itu 

63 Kompas, Sabtu, 28 Februan 2009, hlm.9 



a& pexsoalan-persoalan mendasar dalam menegakkan hak asasi manusia di masing- 

masing negara, beberapa problem tersebut, antara lain: problem sosial budaya, politik 

dan ekonomi. 64 

Indonesia juga mengusulkan pemberian nama "komisi" ketimbang kata 

"badany' HAM yang sangat umum, atau kata "cou~zcil" yang sudah banyak di pakai di 

ASEAN. 

a. Ratifikasi Piagam ASEAN 

Naskah Piagam ASEAN telah disepakati tahun 2007 di Singapura dengan 

dit andatangani oleh semua kepala pemerintahan negara-negara anggota. Agar Piagam 

ASEAN yang pertama kali ini berlaku mengikat, telah disepakati bahwa kesepuluh 

negara anggota harus meratifikasinya sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 di 

Chiang Mai, Thailand. Piagam ini baru akan berlaku 30 hari setelah "Instrumen 

Ratifikasi" ke-10 diserahkan kepada Sekretaris Jenderat ASEAN o r .  Surin 

Pitsuwan) 

Sejak tanggal 7-1 Oktober 2008 semua negara anggota telah meratifrkasi 

piagam ini, sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

64 3zurivatun Toyibah. "ASEAN dan Problem Fenegakan Iiak Asstsi Manusia", Jurnal Hubungan 
internasional ORBIT, Vol. 1, No. 1, PUSKAHI-FEIS,I~~V~TS~~~S Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 
J a k a  2008, Nm.57. 



Tabd 3.1: Negara-negara yang telah meratifikasi Piagam ASEAN 

Negara Anggota 

Singawura 
Brunei Daiussalam 

Malaysia 

Laos 
Kambo-ia 
Vietnam 

Myanmar 

Tanggal Ratifikasi 
oleh Pernerintah 

18 Desember 2007 

3 1 Januari 2008 

14 Februari 2008 

14 Februari 2008 

25 Februari 2008 

14 Maret 2008 

21 Juli 2008 

Penyerahan Instrumen 
Ratifikasi Disetuj ui oleh 

7 Januari 2007 

15 Februari 2008 

20 Februari 2008 

20 Februari 2008 

18 April 2008 

19 Maret 2008 

Perdana Menteri 
Sultan 
Menteri LN 

Perdana Menteri 
Majelis Nasional 
Menteri LN 

2 1 Juli 2 0 0 8 ~  Menteri LN 
Thailand 16 September 2008 : 14 November 2008 Parlemen 

............. .... I-P.. -.-- :L.: -:.>..- :... ....... .4.;.icr.-. . . . . . . . . . - . . .  . -  ... ........ . . .  - . - .- - 
Filipina 7 Oktober 2008 12 November 2008 . Senat 

Indonesia 21 Oktober 2008 13 November 2008 DPR 

b., Perlindungan Hukum rnenurut Piagarn ASEAN 

Prinsip demokrasi, penegakan HAM serta masalah perlindungan hukum di 

dalam Piagam ASEAN di atur menurut Pasall ayat (7) yang menyatakan: 

" Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan 
aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan 
kewajiban-kewaj iban dari negara-negara anggota ASEAN" . 

Dari pernyataan tersebut semakin mempertegas ASEAN bukan hanya 

organisasi politik dan ekonomi saja tetapi juga sudah menjadi komunitas masyarakat 

dengan kesatuan wilayah hukum sendiri. Dengan demikian negara-negara anggota 

ASE AN bukan hanya menjadikan Piagam ASE AN sebagai pedoman bagi pengaturan 

sistem hukum di negara masing-masing, tetapi dapat juga memberi sumbangan bagi 



perntaaagunan kawasan dengan komunitas hukum yang terintegrasi, terutama dalam 

memberi perlindungan bagi masyarakat ASEAN pada umumnya. 

Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap bumh migran di dalam 

Piagam ASEAN di atur menurut Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan: 

"Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat 
itompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasiiitasi yang efektif 
untuk perdagangan dan investasi yang didalamnya terdapat arus lalu lintas 
barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya pergerakan pelaku 
usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan bumh, dan arus modal yang 
lebih bebas" 

Piagam ASEAN mengatur masalah buruh secara umum dalam pasal 1 ayat 

(5) ,  yang pada awalnya ha1 tersebut tidak diatur, namun Indonesia terus 

memperjuangkan agar permasalahan buruh ini dapat diatur dalam piagam tersebut. 

Pasal tersebut memiliki arti bahwa baik hak sipit, politik, ekonomi dan sosial 

budaya sama pentingnya. Hak untuk memiliki pekerjaan dan gaji yang layak dan 

untuk hidup sejahtera sama pentingny'a dengan hak untuk bisa memilih pemimpin 

secara b e b a ~ . ~ ~  

Pada mulanya istilah yang digunakan pada Pasat I tersebut adalah skill labour 

(buruh terlatih), namun akhirnya menjadi labour (buruh) agar semua buruh menjadi 

bagian dalam Piagam ini. Meskipun pengaturan yang dilakukan oteh Piagam ASEAN 

dimaksudkan untuk semua buruh migran tetap saja para buruh pembantu rumah 

tangga bukan pekerja atau buruh. Pembantu rumah tangga tidak dianggap sebagai 

Zbid. ldm. 3 



pekerja aka~ bunzh &karen&an para ptmbantu rumah tangga tersebut tunduk di 

bawah pengaturan pribadi dari pemilik rumah.66 

Pada praktiknya banyak buruh migran yang dipeke jakan sebagai pembantu 

rumah tangga dan diperlakukan dengan tidak baik, dan untuk menjaga agar pembantu 

rumah tangga tersebut tidak melarikan diri, pemilik rumah memegang paspor para 

buruh migran tersebut. Praktik yang dilakukan tersebut adalah suatu bentuk 

perbudakan menurut E0 dan praktik tersebut banyak dilakukan di ~ a l a ~ s i a . ~ ~  

Selain itu, Piagam ASEAN hanya ditujukan bagi buruh legal, sehingga para 

buruh migran yang tidak bekerja secara legal tidal dilindungi oleh piagam ini. 

Padahal begjtu banyak buruh migran yang bekerja secara tidak legal, karena untuk 

dapat bekerja secara legal di luar negeri diperlukan dana yang begitu besar. Sebagai 

contoh para buruh migran Thailand memerlukan biaya 4000 Baht, sedangkan para 

buruh migran tersebut dibayar dengan upah yang begitu kecil sehingga tidak sanggup 

untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menjadi buruh legaL6' 

Pengaturatl perlindungan buruh yang hanya diatur secara minim oleh ASEAN 

dan diharapkan diatur secara khusus oleh negara-negara anggota tidak dapat 

memberikan keadilan dan melindungi hak-hak buruh migran tersebut seperti halnya 

yang telah terjadi selama ini di mana tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia 

yang diberlakukan dengan tidak baik atau dilecehkan akan diselesaikan dengan secara 

GG Desy Kristine, " Piaganl ASEAN Mengenyanlpingkan Perl'i~dun~gan Terhadap Buruh Mieran". 
International Law in News, Jurnal Hukurn Internasional, Vo1.5, No. 4,  LPHI-FH, Univers~m~ 
Iridonesia, Jakarta, 2008, I b ~ 8 4 2 .  
'" Bid, hlm.842. 
" Ibid, hlm.843. 



diplornatik ke drra negara, dan biasanjra kadilan bagi para tenaga keja  Indonesia 

yang telah disakiti tidak akan dilindungi secara baik6' 

Oleh karena itu kita sangat memerlukan kekuatan perlindungan dari regional 

untuk melindungi hak-hak tenaga ker~a Indonesia. ASEAN-lah yang seharusnya 

mengatur lebih lanjut mengenai hal ini, karena bila melihat pengalaman-pengalaman 

yang ada terhadap kasus-kasus tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, maka 

sebagian besar hak-hak dan keadilan bagi mereka tersebut tidak terlindungi secara 

baik. ASEAN seharusnya membuka topik mengenai ha1 ini dan lebih peka lagi 
-- 

terhadap masalah ini. Apalagi ASEAN menyatakan dirinya sebagai komunitas yang 

menj aga dan melindungi. 70 

Selain itu Indonesia yang memperoleh pendapatan devisa terbesar dari sektor 

buruh seharusnya memperjuangkan ha1 tersebut, karena mereka adalah warga negara 

yang bekerja di luar negeri yang memberikan kontribusi yang b e a r  bagi warga 

negaranya. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan ba.gi Pemerintah Indonesia untuk 

melindungi warganya secara riyata. 

F. Prinsip Perlindungan Hukum menurut Konstitusi Malaysia 

Di negara-negara demokrasi, Pengadilan memainkan sebuah peran yang 

beraneka ragam. Sebuah masyarakat demokrasi yang hidup dan bersumpah dengan 

nilai-nilai kepastian tentang kemerdekaan individu, kehormatan manusia, rule of law, 

69 Ibid 1dm.841 
"' Ibid. hlm. 82 : 



perneeintaban yang hbatasi oleh koflst'ttusi. Oleh karena itu, lembaga yang baik, kuat 

dan peradilan yang independen memegang peran penting dalam menuju nilai-nilai ini 

yang mana sebuah sistem demokrasi dapat maju. Terutama, di bawah kvnstitusi yang 

memberikan garansi terhadap hak-hak hndamental rakyat, pengadilan memiliki 

tanggungjawab sama baiknya dengan kekuatan untuk melindungi hak-hak ini dari 

berbagai macam ketidakbenaran yang dilanggar pemerintah.71 

Menurut MP.3ain sebagaimana halnya dalam Konstitusi Malaysia sebagai 

model negara federal dan memberikan garansi secara pasti terhadap hak-hak 

fundamental rakyat, peradilan memiliki peran yang sangat krusial di dalam proses 

konstitusional di Malaysia. Ia menyatakan:72 

"As the Malaysian Constitution is of the federal w e  andgumantees certain 
:i,;zdr,,entaf rights of the people, the judiiiiary has a crucial fo play in the 
consfi~u~zona p r e s s  in lhe counlry". 
(Seperti halnya Konstitusi Malaysia sebagai tipe negara federal dan 
memberikan garansi secara pasti terhadap hak-hak hndamental rakyat, 
peradilan memiliki peran yang sangat krusial di dalam proses konstitusional di 
negara tersebut). 

Di dalam Perlembagaan Persekutuan ( Konsitusi ) Malaysia tentang hak-hak 

asasi manusia terkandung dalam Bagian 2, Kebebasan Asasi. Ciri-ciri umum dari 

Konstitusi Malaysia adalah, p e r t a d  hak-hak yang terkandung di dalam konstitusi 

tidak semuanya dapat dinikmati oleh semua orang. Sedangkan dari hak-hak tersebut 

Jain,MP., '' Characteristics of MaIaysian Constitution", Article in ConstitutionaI and LegaI Systems of 
ASEAN Countries, Academy of ASEAN Law and Jurisprudence, University of the Philippines Law 
Complex with Assistance of The Asia Foundation, Carmelo V. Sison (Editor), tanpa tahun, hlm. 12 1.  
[b'bid, hlm.121. 



hanya dapat dinikmati oleh warganegara Malaysia saja. Ini sangat wajar karena selain 

meriunjukkan kepentingan status kewarganegaraan di Malaysia kedudukan itu turut 

memberi bayangan tentang apakah yang dikatakan "hak asasi" di Malaysia. Dengan 

kata lain, sesuatu yang dijamin untuk semua orang-warganegara atau sebaliknya- 

dapat dikatakan sebagai benar-benar penting dan asasi. Perlu juga disadari bahwa 

hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak, konstitusi mengijinkan batasan dikenakan ke 

atas hak-hak yang diundangkan di bawah Bagian 2 Konstitusi tersebut. Kedua, di 

dalam Konsitusi Malaysia, di bawah Bagian 2 juga ada peraturan yang dikecualikan 

dari operasi bagian tersebut. Selain itu peraturan di bawah Bagian 2 ini dapat 

digantung (dibatalkan) oleh bagian dan peraturan lain dalam k o n ~ t i t u s i . ~ ~  

Hal tersebut dengan sendirinya dapat menimbulkan persoalan tentang sejauh 

mana asasinya hak-hak tersebut. Dari segi penafsiran ciri-ciri ini turut menyulitkan 

pemahaman dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Malaysia. Sebab itu 

penggunaan kaidah tafsiran harfiah perlu digunakan dengan berhati-hati, yaitu dengan 

cara yang tidak menyebabkan peruntukan-peruntukan berkenan hilang arti dan 

maknanya. 

Masalah perlindungan terhadap hak-hak dasar yang di berikan di bawah 

Bagian 2 Konstitusi Malaysia yang terkait dengan aspek perburuhan, antara lain: 

I .  Larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa 

7 3  Abdul Aziz Bari. " Kebebasail dill1 Hak-hak Asasi cli bawah Perlembagaan Persekutuan - Sam 
Analisis Uinun~", .Jurnal undang-Undang dan Masyarakut, Vo1.4, No.4, Fakulti Undang-ijnaanb, 
Universiti Kebalgsaan Malaysia, Bangi-Selangor, 2(P00,lllm.90-91. 



Pasal6 ayat (1) Konstitusi Malaysia menyatakan: 

"No person shall he heW in slavery" 

(Tiada orang akan dijadikan perbudakan). 

Sela.njutnya Pasal 6 ayat (2) Konstitusi Malaysia menyatakan: 

" All forms of forced labour are prohibited, but Parliament m q  by law 
provide for con~pulso~ service for national purposes" 
(Segala bentuk-bentuk kerja paksa di larang, tetapi Parlemen dimungkinkan 
oleh hukum wajib untuk memberikan persetujuan untuk kepentingan 
nasional). 

--- 

Konstitusi Malaysia melarang perbudakan dan kerja paksa. Bagaimanapun 

peruntukan Pasal ini belum pernah menjadi pertikaian di mahkamah. Walau ada 

pendapat yang menyatakan bahwa meskipun larangan terhadap perbudakan dan kerja 

paksa jelas peruntukan ini masih tidak mencukupi. Sama halnya, benar atau tidak apa 

yang jelas ialah sewaktu timbul laporan-laporan mengenai layanan buruk terhadap 

buruh migran, khususnya pembatu rumah tangga, tidak tampak bagaimana 

peruntukan di bawah Pasal 6 ini dapat memberi perlindungan. Pasal 6 ini 

perunt~k~nnya berkenan hanya berguna untuk membatasi atau menantang tindakan 

pihak yang berwenang supaya tidak sah., dan sedangkan pihak yang menanggung 

oenderitaan tidak mendapat a ~ a - a ~ a . ~ ~  



2. Hak untuk bersuara, berkumpul secara aman dan berorganisasi 

Pengaturan tentang hak-hak ini terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) yang 

berbunyi: 

" Subject to Clause (2), (3) and (4): 
a. every citizen has the right to freedom of speech ana- expressmi;, 
b. all citizens have the right to assemble peaceably m d  without arms; 
c. all citizens have the right to form associations". 

(Warganegara dimak sud dalam klausula (Z), (3), dan (4): 
a. adalah berhak (untuk) bebas berbicara dan rnengeluarkan pikiran 
b berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata 
c. semua warganegara adalah berhak untuk membentuk persatuan). 

Sedangkan Pasal 10 ayat (3) menyatakan: 

"Re.drictions of the right to form as.~ocintion.s corferred by paragrrrph (c) of 
&use (1) may also be imposed by m y  law relating to labour or ehcation". 
(Pembatasan hak untuk membentuk asosiasi yang diberikan oleh paragrap (c) 
klausula (1) juga dapat ditentukan oleh peraturan yang terkait dengan 
perburuhan dan pendidikan). 

Pasal inj menyatakan hak-hak yang dibuat masa kini begitu banyak yang 

diperbincangkan orang banyak. Secara umum peruntukan Pasal ini sangat penting di 

sisi demokrasi karena ia meng-undangkan hak-hak yang amat asasi dalarn demokrasi. 

Kebebasan surat kabar adalah lanjutan dari hak rnengenai kebebasan berbicara dan 

mengeluarkan pikiran. Bagainianapun ini tidak ada di Malaysia karena para penulis 

dan penerbit umurnnya tunduk kepada kernurahan hati penguasa untuk berbuat 

demikian. Suatu fenomena yang kelihatan jika di teliti peuntukan dalam Akta 



Penerbitan dan Mesin Cetak 1984, selain itu juga ada hukum hasutan dan rahasia 

resmi. 75 

Maksud dari semua statuta ini adalah betapa pembahasan umum, dalam arti 

kata yang sebenarnya begitu sulit diadakan. Begitu juga hak untuk berkumpul secara 

aman, yang disangkal melalui hukum yang mewajibkan permohonan izin di bawah 

Akta Polis 1967. Kuasa ini diberikan secara mutlak, pihak yang berhubungan tidak 

perlu memberi sebab atau membenarkan larangan mereka berdasarkan alasan-alasan 

yang dinyatakan oleh konstitusi. Hak untuk membentuk serikat, juga sudah dibatasi 

dan apa yang asalnya dikatakan hak itu sudah menjadi kemurahan hati apabila pihak 

benvenang diberi kuasa yang luas untuk mengizinkan, menggantung atau melarang 

pembentukan serikat di bawah Akta Pertubuhan 1972. perlu ditegaskan bahwa ketiga 

hak-hak tersebut adalah hak-hak yang sangat penting dalam proses demokrasi. 76 

Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah demokrasi dapat berjalan 

sebagaimana seharusnya tanpa ketiga hak-hak yang mendasar ini. Dengan kata lain 

kebebasan bersuara, berkumpul dan berserikat tidak dapat disangkal sekiranya 

Malaysia mau membangun sebuah sistem demokrasi yang utuh. Semua pembatasan 

dan hukum di atas memang dibenarkan dengan segala macam alasan yang muluk dan 

indah. Bagaimanapun dalam praktiknya batasan-batasan itu digunakan untuk 

menyulitkan pembahasan dan perbincangan yang sehat, yang selaras dengan tuntunan 

'' Ibirf. hlm.QJ 
Untuk lid yaiig mna, lihat Jaii%MP, Op. Cit, hlm. 135. 

' 6  Ibirl. 111111. 94. 



demokrasi tentang ketulusan dan akuntabilitas. Fenomena demikian meletakkan pihak 

berkuasa di bawah sorotan, sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. 77 

Di Malaysia Kclnstitusi memberi garansi kepada warga negara Malaysia hak- 

hak untuk membentuk serikat. Hak-hak ini bagaimanapun lebih sempit cakupannya 

bila dibandingkan dengan cakupan hak yang sama di bawah Konstitusi India. 

Perlindungan diberikan terhadap kebebasan berserikat di bawah Konstitusi Malaysia 

besar kemungkinan dibatasi oleh Parlemen bilamana dipertimbangkan untuk 

kebutuhan atau kebijakan untuk menjaga kepentingan publik, perintah publik atau 
.- 

moralitas publik. Pembatasan itu mungkin atau mungkin tidak masuk akal. Jika 

sebuah keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia berlaku, hak fundamental untuk 

membentuk serikat tidak termasuk hak untuk mengurus serikat yang sudah terbentuk. 

Maksudnya bahwa beberapa anggota sebuah serikat mungkin dikeluarkan oleh 

hukum dari hak untuk berpartisipasi di dalam beberapa atau aktivitas-aktivitasnya. 

Menurut keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia, hak fundamental untuk membentuk 

serikat juga termasuk hak untuk tidak mempunyai sebuah serikat. Bila hak 

fundamental dipisahkan dan diberikan kepada pekerja, itu berarti bahwa perserikatan 

dipaksa dan itu adalah tidak konstitusional di Malaysia. 78 

Sejalan dengan itu B Lobo b e ~ - ~ e n d a ~ a t : ~ '  

77  Ibid. hlm. 94. 
 hatsa sari,^^ dan Kamal HaliIi Hassan, " Constitutional Protection of Freedom of Association for 

Trade Union Purposes", The Malayan Law Journal 3, Kuala Lumpuir, 2007, hlmxvii., lihat Ahmad 
Ibralim clan Alulemali Joned, The Malaysian Legal System, (Revised by Alunad Ibrahim), Dewan 
Bal~asa clan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, second &tion, Selangor DE, 1995. 
'b. Lobo," Access to Local Industrial Adjudication Systems by Foreign Employees in Malaysia ", 

M ~ l q ? a n  Law Journal 5,2006., Nm. 1.  



"Article 6 , I O  and I55 of the Constitufion are rellevent, irrespective of 
nationalities, art 6 prohibits forced labour. On the other hand, art 10 provides 
for the rights to form associations as regulated by law - only for citizens of 
the country since by law only citizens can hold ofJice in a trade union of 
workmen. Non-citizens can only be members of the trade union. However, in 
view of article 155 of the Constitution which bestows"Commonwealth 
reciprocity", citizens of Commonwealth countries are entitled to (iylegislateq 
szmilar rights or priveleges which are provided for Malaysian citizens in that 
Commonwealth country" 
(Pasal 6 ,  10 dan 155 Konstitusi Malaysia sangat relevan, terlepas dari 
kewarganegaraan, Pasal 6 melarang kerja paksa. Dalam perkataan lain, Pasal 
10 melengkapi terhadap hak-hak membentuk asosiasi apabila telah diatur oleh 
undang-undang-hanya untuk warga negara dari negara sejak mereka bekerja 
dan dapat menbentuk serikat buruh untuk pekerja. Bukan warga negara hanya 
dapat menjadi anggota serikat buruh. Bagaimanapun, dalam pandangan Pasal 
15 5 Konstitusi Malaysia yang memberikan asas "resiprositi Persemakmurm" 
warga negara dari negara-negara Persemakmuran adalah berhak (jika diatur) 
untuk memiliki hak yang sama dan istimewa yang diberlakukan terhadap 
warga negara Malaysia sebagai negara Persemakmuran) 

Sedangkan Sharifah Suhanah Syed Ahmad berpendaPat:'O 

"Article 10 (1) of the Federal Constitution states that all citizens have the 
rights to form association. However, this clause has to be read together with 
the Trade (Jnion Act, 1959. (Jnder the Act, a trade union can be formed 
comprising of "workmen" or employers, and the term "workman" as defined 
zlrlder this Act is sinzilar to the term workman under the Industrial Relations 
Act, 1967. This means that there is no distinction between casuaZ, temporary 
or pern~anent workers". 
(Pasal 10 (1) Konstitusi Federal menyatakan bahwa semua warga negara 
memiliki hak untuk berserikat. Bagaimanapun, ketentuan ini hams dibaca 
bersama dengan Akta Kesatuan Sekerja 1959. Bi bawah Akta tersebut, sebuah 
serikat dapat dibentuk terdiri dari "pekerja-peke rja" atau para majikan. 
Pengertian "pekerja" yang didefinisikan di bawah Akta ini adalah sama 
dengan pengerlian pekerja pada Akta Perhubungan Industrial 1967. Ini berarti 
bahwa tidak ada perbedaan antara pekerja sambilan, sementara waktu atau 
perkerja-pekerja tetap" 

Sharifah Suhanah Syed Ahmad, " Protection of Migrant Workers in Malaysia-Moving Towards A 
Rights-Based Approach ",Article in The 4h Asian Law Institute (ASLI) Conference and FaMty of 
Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2007, hlm.650. 



Di Malaysia Konstitusi rnembolehkan parlemen membuat berbagai macam 

hukum untuk membatasi hak untuk membentuk serikat selama masih terkait dengan 

hukum perburuhan dan pendidikan. Ini yang disampaikan bahwa dalam konteks 

terkait perburuhan, implikasi dari kekuatan pekerja-pekerja di luar dari perlindungan 

konstitusional apa saja dari hak-hak mereka untuk membentuk organisasi buruh. 

Singkat kata bahwa di Malaysia, tidak ada hak findamental untuk membentuk serikat 

buruh dan tidak ada perlindungan biIamana parlemen secara konstitusional 

diperbolehkan membuat hukum di atas sebuah fakta dari hak asasi, sebagaimana 

dalam kasus perburuhan dan pendidikan di bawah Konstitusi ~ a l a ~ s i a . ' '  

Pada 1961 Malaysia meratifikasi ILO Konvensi Nomor 98 sebagai pihak yang 

menandatangani Konvensi, Malaysia bertanggungjawab secara "hukum" untuk 

menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi ke dalam hukum nasional. Juga, 

kewajiban hams melaporkan secara periodik kepada kantor ILO mengenai 

pelaksanaan standar-standar perburuhan internasional  it^.^^ 

Perlindungan terhadap akta anti diskriminasi serikat (anti-union 

d~scrimmaiion) di Malaysia berdasarkan undang-undang. The Industrial Relation Act 

1967 (IRA) yang merupakan gerakan khusus oleh para majikan yang dapat 

diklasifikasikan sebagai akta anti diskriminasi serikat. 83 

/bid hlrn.xvii. 
8 &ma\ flalili Hasstin," Principles of International Labour Standards and Malaysian Law on Anti-Union 

Discrimiiiation", Industrial Law Report 1, Kuala Lumpur, 1996, hlm.xxviii. 



G. Prinsip Perlindungan Htlkum menuru t Memorandum of Undemtanding 

(MoU) Indonesia-Malaysia 2006 

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut MoU 

Indonesia-Malaysia, sangat terkait dengan kebijakan Pmlerintah Indonesia terhadap 

tenaga keja ke luar negeri &n kebi~akain pemerintah Mlalaysia didam menerima 

pekerja asing di negaranya. 

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Tenagsl Kerja Luar 

Negeri 

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia adalah merupakan hak 

konstitusional warga negara yang dijamin dalarn UUD 1945. Perlindungan warga 

negara Indonesia (WNI) segerti yang tertuang ddarn Pernbukaan UUD I945 Alinea 

IV yang berbunyi" . . . . .untuk melindungi segenap brmgsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah ~ndanesia-. . .",89 rn- pet-lindmgm yang diberikan negara 

kepada seseorang warga negara Indonesia ataupun W a n  hukum Indonesia yang 

berada di dalam wilayah negara maupun di luar wikyah negaca Republik lod~nesia.'~ 

84 Dalam Alinea IV Pe ' ' UUD 1 9 4 5 y a n g i ~ ' ~ ~ i & t u r t u R m m b e n t u R  
suatu Pemerintah Nqmu I n k s i ~ y m g  mIbnw segenqp b q  fizhmsh dm seIwluh turnpah 
darah lrdonesia dm ikur- mtakam&m 'keteriibm dmia ycrl~rg b e r e k a n :  kenterrlekaams, 
perhaism abadi d m  keuditm s m ~ ; d  m& dLszmd* K d b  l i d k m g ~  h h s i a  ih 
dalam suatu Unrkmg-Undang hsm Negma Inhnesiu pang tmkm!z& ddim sm& mmmm Negara 
Republik Incknesia yang be~&ulofmr  +at @m bc- b+- .Kz- Y i ~ g  ?VIA-  
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradd, Pemduan htd~mGa,, & Ke:rakyaFanyang alpimpin oleh 
7 - F s  &-da &qLW mnjz 
Keaoilun sasid ha@ seluruk rrrlIyaf Ip~dawsia': 

" . Adnn~rn - -. . . -. - barn$& - .- . . . . -. . mrliniflmFqrr . - - - - - -. .. - . . - . . , v-rr;~.~ h...J .itkril;cn -- P&&T: kx~?::-;.- h;:G;! - --.-' t:: r-ii.r;-t:-& ,:2;.rr,r$-S --..-..;.-;- - -r----.-7 -- .- ... .." -;>:: - . -- .> ,- - -. -.---- 

m e - -  h:I--- A-- 1 -A -.-LC ..-.:---. ulm,s ,mL-5 ua, im 3Lvd kEgm &$& p&&capq mh-6 ?& %-&%a i icgx~ ~ x ~ c ~ y c s ~ ~  
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Meskipun fbngsi pwlindungan ber& di bngan pemerinta486 namun tanpa 

ada pemahaman d m  kerja sama dari masyarakat Indonesia sendiri pelaksanaan fhngsi 

perlindungan akan sangat suIit dilakukan dan masyardcat s e n d s  juga hams tahu hak 

dan kewajibannya, baik sebelhm atau ketika seorang warga nega-ra Indonesia pergi ke 

luar negeri dengan tujuannya masing-masing. Pemberian perfindungan hams di lihat 

secara cermat dan tepat mengingat benturan yang dihadapi oleh pejabat di lapangan 

adalah kedaulatan negara lain dan hukum internasionat yang beriaku, mengingat di 

lain pihak, pemerintah sendiri tidak mempersiapkan anggaran untuh memberikan 

suatu perlindungan kepada kasus-kasus yang tidak berdampak pada hubungan 

bilateral, politik, ekonomi, d m  sosial budaya Indonesia. 

Di samping itu upaya perlindungan oieh Perwakilan RI dirasakan masih 

belum optimal, ha1 ini disebabkan ol'eh beberapa faktor kendaIa seperti kendala 

finansial untuk penyediaan tenaga pengacara setempat, di samping dana yang terbatas 

bagi biaya operasional yang dikeluarkan untuk menampung warga negara Indonesia 

bermasalah di luar negeri terutama tenaga kerja hdonesia. Selain itu twang gerak 

Perwakilan RI juga dibatasi oleh Konvensi Wina 1963, diimana perwakilan negara 

asing untuk menghormati kedaulatan d m  omitas negara ban rumah* Meskipun 

demi kian, perlindungan hukum yang diberikan pernerintah Rl bukan berarti 

memutihkan kasus pelanggaran yang mereka lakukan, tetapi lebih pada memastikan 

Negara (BUhOI'), PT, dm juga perusahaan Swasta yang krbmtdk Joint Venture maupun perusahaan 
yang membuka cabarmg di niegara lain. 

'"asaI78 ayat 1 Undang-Umbg 39 Tahnn 2004. 
97 Konvemi Wm 1953 tehh fl- '-" - dmgm W No. I T W  1% &am mficEe 5 Konvensi 

Wina t e a t  inagemi Wgsi kck- f43amwIm Fu~ctioncs)~ yang men- setiap 
p e r w a l u h n e g a r a a s i n g ~ ~ ~ - ~ d o r i t a s n e p ~ ~  



ti&& aih. hak-hak mereka yang dikurangi sebagai warga negara asing yang sedang 

terlibat masalah hukum di negasa tersebut sesuai dengan aturan h u h  di sana. 88 

Pada dasarnya \W non-TKZ yang berangkat ke luar negeri tidak banyak 

menimbul kan masalah di bandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini 

diakibatkan karena latar belakang pendidikan dan ekonomi. Tenaga ke j a  Indonesia 

ke luar negeri bertujuan untuk mencari nafkah, sedangkan non-TKI biasanya ke luar 

negeri sudah mempersiapkan dengan matang dan dengan faktor ekonomi yang 

rnendukung. Maka dalam hal ini banyak permasalahan difokuskan kepada 

perrnasalahan TIG di luar negeri. " 
Sejalan dengan upaya tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Undang-undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 tahun 1999 dan melalui 

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 053/)T/IL12002/01 tentang Organisasi dan 

Tata Ke j a  Departemen Luar Negeri Bagian Ke VZ Pasal943, telah pula membentuk 
, ,. , 

Direktorat Perlindungan warga negara Indonesia dm Badan Hukum Indonesia yang 

mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di 

bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia dan badan 

hukum Indonesia dan juga Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungzn TKI di Luar ~ e ~ e r i . "  

- 

Fcrrv Adamhar. " Pertnasalahan WNI Baik TKI m u n  Non-TKI di Luar Negeri". Tulisan Utama. 
iurnal Hukum Internasiona~~ Vol. 2, No. 4, LPHI- FH-Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, 
1111~1.697. 

" Ibid. h1m.b~ J ,  



Sahh s t u  bentuk perlindungan terhadap TKI menurut Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 2004 adalah Pemerintah RI tidak boleh menempatkan TKI ke negara 

yang be1 urn rnengadakan perjrnjian terhilis dengan negara tujuan, Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 2004 ini sebenarnya dapat mencegah sejak dari awal bagi 

Pemerintah RI untuk tidak menempatkan TKI ke negara lain yang tidak memiliki 

perjanjian tertulis. Dengan demikian sebenarnya Pemerintah RI telah melakukan 

pelanggaran hukum dengan menandatangani MoU dengan Malaysia yang sampai saat 

ini MoU tersebut belum rnemiliki kekuatan sebagai instrumen hukum perjanjian 

bilateral yang kuat 

Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, 

meliputi pemberian perlindungan hukum sebelum pemberangkatan dan sesudah 

mereka tiba di tempat kerja, seperti halnya di Malaysia, dm perlindungan hukum 

setelah mereka kembali ke Indonesia, yang meliputi : 

a. Perlindungan hukum Pra-Pemberangkatan di Indonesia 

Perlindungan perlu diberikan karena seringkali te jadi tindak kekerasan pada 

saat tenaga kerja tersebut justm masih berada di Indonesia, ancaman kekerasan fisik 

dan psikis tersebut, disebabkan beberapa hat : 

1). Pemberian lisensi bagi para perekrut dan pemasok tenaga kerja 

2). Proses Pra-pemberangkatan dan transit, meliputi: 

(a) Korupsi, pemerasan, dan praktik-praktik illegal lainnya 

Pawl 27 avat (1) n~enyatakan "penempatan T a d  luar negeri han-va dapat di[akrrkan ke negara 
. i ; r  reran memouaiperyanjian rerru;is dengan Pemerintah IU atau tenugu kerja 
using" 



foi) K~rangnya informasi, penipuan 

(c) Pengubahan dokumen perjalanan 

(d) Diskriminasi daiam praktik-praktik memperke jakan 

3). Pelecehan di pusat-pusat pelatihan, meliputj: 

(a) Pengumngan paksa 

(b) Kondisi tempat tinggal, makanan dan minuman yang tidak 

memadai 

(c) Pelecehan psikologis, fisik dan seksual 

(d) Praktik-praktik perburuhan yang ekspoitatif 

b. Perlindungan hukum masa penempatan di Malaysia 

Masa penernpatan dan perlindungan tenaga ke j a  Indonesia mewajibkan setiap 

tenaga kerja Indonesia melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik 

Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan ini terletak pada pengguna 

perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja lndonesia s ~ a s t a . ' ~  

Keputusan Mentert Tena~a Kerja dan Transmigrasi RI Nornor KEP-104 

A/MEN/2002 mengatur tentang masa penemgatan tersebut dimana Perusahaan 

Pengerah Jasa Tenaga Kerja lndonesia (PJTKI) bertanggungjaw-ab atas pel-lindungan 

dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. 

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pembelaan tenaga ke j a  Indonesia, PJTKI baik 

secara sendiri atau bersama-sama wajib menunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga 

Perfindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdiiri dari Konsultan Hutcum dan atau 

92 Pasal LO Undang-Undang Na.39 Tahun 2004 



; ,ctf.fL!.7.:. ..+r, ,>.-., A$.<i1:~a.1~i di wijrt-a pmxnapakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 3- 

Ketentuan tentang masa penempatan tenaga ke j a  Indonesia dari kedua 

peraturan perundangan di aias mempedihaikan, babwa keteniuan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 hanya bersifat administratif semata, 

sedangkan keteniuan yang ada dalam Kepmennakertrans Nomor 104 A/MEN/2002 

memberikan perlindungan dan pembetaan terhahp hak h n  kepentingan tenaga kerja 

Indonesia di Malaysia. Hal ini mengingat justm masa penempaian inilah, tenaga kerja 

Indonesia banyak mengakami masalah, baik pennasalahan antara tenaga keja 

Indonesia majikan, maupun dengan pelaksana penempaian tenaga kerja Indonesia 

swasta yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian 

pe~lempatan. " 

Perlindungan hukum setetah tenaga ke j a  Indonesia tiba di tempat kerja di 

Malaysia perlu diberikan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran perjanjian kerja 

(kontrak perkhidmataix), yang meliputi: 

1). Masalah jam kerja, hari libur, dan beban kerja 

2). Masalah pengurungan paksa dan komunikasi yang dibatasi 

3). Gaji yang iidak dibayarkan 

4). Pembatasan kebebasan beragama 

" Pasal58 Kepmemakertrdns No. LO4 -N/2002. 
"Tentang adanya perbedaan kepentingan dari s i i  perlindungan dan bisnis vane diberihsi: ?I,-. 

terhadap TKI. lihat Aloysius Uwiyono, " Tndonesitm Labor Reform Since 1998", Amke1 Utama, 
J-urna Hukum Intemasional, Vo1.5, No. 4, LPHI-FH, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008., 
nlm.o4.1. 



4). Pekeban  fisik, kelalaian, dan perlakuan kasar 

6 ) .  Penyiksaan dan pelecehan seksual 

7). Perdagangan manusia untuk keja paksa. 

c. Perlind~lngalr hukum purna penempatan 

Setiap tenaga ke j a  Indonesia yang akan kembali ke Indonesia wajib 

melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 

Kepulangan tenaga kerja Indonesia dapat te jadi: 

1 ) .  Berakhirnya perjanjian I<erja 

2). Pernutusan hubungan kerja sebelum masa pe janj ian ke j a  berakhir 

3).  Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan 

4). Mengalami kecelakaan ke j a  yang mengakibatkan tidak bisanya 

menjalankan pekerjaan lagi 

5). Meninggal dunia di negara tujuan 

6 ) .  Dideportasi oleh pemerintah setempat. 

Kepulavgan tenaga kerja Indonesia h r i  negara tujuan sampai tiba di daerah 

asaI menjadi tanggungiawab pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia dalam hal: 

1). Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan tenaga ke j a  Indonesia 

2). Pemberian fasilitas kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia yang sakit 

dalam kepulangan 

3).  Pemberian upaya perlindungan terhadap tenaga ke ja  Indonesia dari 

kemungkinan adanya tinctakan pihak-pihak lain yang tidak 



bmkanggungjawab dan &pat merugikan tenaga ke rja Indonesia dalam 

kepulangan. 

PJTKI bekejasama dengan nGtra usaha dan Perwalu wajib mengurus 

kepulangan tenaga kerja Indonesia sampai di bandara di Indonesia, dalam hal: 

1). Pe janjian ke rja telah berakhir dan tidak memperpanjang pe janjian 

ke ja .  

2). Tenaga kerja Indonesia bermasalah, s k i t  atau meninggal dunia selama 

masa perjanjian kerja sehingga tidak dapat menyelesaikan perjanjian 

kerja 

3). PJTKI wajib memberitahukan jadwal kepulangan tenaga kerja 

Indonesia kepada Perwakilan RE di negara setempat selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) harj sebelum tanggal kepulangan 

4). Dalam mengurus kepulangan tenaga keja Indonesia, PJTKI 

bertanggungjawab membantu menyelesaikan permasalahan tenaga 

kerja Indonesia , dan mengurus dan menanggung kekurangan biaya 

perawatan tenaga kerja Indonesia yang sakit atau menjnggal dunia. 

Salah satu n~asalah yang te jadi berkaitan dengan kepuiangan tenaga kerja 

Indonesia adalah persoalan keamanan dalam negeri sampai di bandara tanah air. 

[(arena itu ketentuan Undang-Undang Nornor 39 tahun 2004 mengatur pemberian 

upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia terhadap kemungkinan adanya pihak- 

pihak lain yans tidak bertanggungjawab dan dapat memgikan tenaga ke rja Indonesia 

dalam kepulangan. 



)f;rlatp't\;% dilihat dari konteks fungsi hukum, maka Kepmennakertrans Nomor 

104 A/MEN/2002 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut hakikatnya 

a d a ~ a h : ~ ~  

Pertama, berfungsi memberikan pedoman/pengarahan kepada calon tenaga 

kerja Indonesia sebagaimana peraturan hukum yang ada di datam Kepmennakertrans 

tersebut ketika mereka hendak menjadi tenaga kerja Indonesia, dimana setiap tenaga 

kerja Indonesia yang mendaftar tetah mengikuti penyutuhan dan hams memenuhi 

syarat-syarat. 

Kedua, berhngsi mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh 

pemerintah. Tujuan itu adalah calon tenaga kerja Indonesia yang memiliki daya saing 

terhadap pekerja-peke j a  asing dimana tenaga ke j a  Indonesia itu beke ja, dimana 

setiap calon tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan perlu memiliki 

keterampilan dengan sertifikat kompetensinya. 

2. Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Pekerja Asing 

Kebijakan adalah satu ketetapan yang ditaksanakan metatui pengurusan dan 

pelayanan pemerintah. Suatu kebijakan menggambarkan keinginan pemerintah dalam 

suatu dasar yang menjadi pegangannya. Kebijakan kadang-kadang tidak ada dalam 

suatu dokumen tetap yang terkumpul baik di dalam undang-undang, peraturan, 

keputusan menteri, surat edaran, dokumen kementerian dan tain-tainnya. Namun 
- - 

95 Muslan Abdwahman, Ketidukpcrtuharr TKI: Sebuuk Efek Diskrimirrusi Hukum. Cet. Pertarna. 
UMM Press. Malane. 2006: hlm .414i 



&miKt;int~, B~wmya a6Shah sm& W r ) a b n  tersebut tidak dapat dilaksanakan 

sekir any a i a bertentangan dengan undang-undang . 96 

Terdapat beberapa model untuk menjetaskan kebijakan negara Malaysia yang 

terkait masuknya pekerja asing. Model-model tersebut ialah Model Excl~dsionary, 

Model Asimilasi, dan Model Perbagai ~ u d a ~ a . ~ ~  Model ExcIusio71q rnemjuk 

kepada kebijakan yang menerima masuknya pekerja asing dalam sektor ekonomi 

secara terbatas, dalam pekejaan kasar dan suht, serta tidak memberi mereka hak 

kewarganegaraan dan pemi li han umum. Model Asimilasi adalah satu kebijakan yang 

mendukung pekerja asing untuk melepaskan asal-usul budaya mereka dan 

mengasimilasikan diri mereka ke dalarn masyarakat arus utama. Sedangkan Model 

Perbagai Budaya adalah mendukung dan menerima budaya para peke j a  asing yang 

ada sebagai salah satu buday a dalam masy arakat ams utama." 

Malaysia dapat digolongkan kedalam Model ExcEo~sionuty yang menerima 

pekerja asing untuk waktu tertentu saja dan bekerja dalam sektor yang ditetapkan 

serta dalam jenis kerja kasar atau manual. Setelah selesai waktu kontrak, mereka 

harm pulang ke negara. asal mereka. 

Permit kerja merupakan cara yaw digunakan oleh banyak negara dalam 

mengawal masuknya pekerja asing. Setiap pekerja asing yang bekerja di negara lain 

tanpa memiliki permit kerja atau pennit ke janya telah habis adalah seorang pekerja 

96 Kamal Mili Hassan" Sejarah Polisi dan Perundangan Peker:la Asmg di Malaysia"Artike1 dalam 
Undang-Undang Malaysia: 50 tahun Merentasi Zam-a& Fakulti Undang-Undang-Umverslt? 
Kebangsaau hfaiaysia, Bar~gi-Sefaugor Dand Ehsan, 2007, Mu1.403. 
'" Ruppert, Elizabeth., dalam Kamal Halili Hassan, Jbid,, hlm.403. 
98 Ihid, hlm.404. 



& a ~  ,mwldatang tanpa izin. Di Malaysia, Akta Pekerjaan Terbatas 1968 mengharuskan 

setiap majikan mendapatkan permit kerja bagi pekerja bukan warga negara. 

Masuknya pekerja asing juga diatur okeh Akta Imigresen 1959/1963 (Revisi 2002). 

Kebijakan Imigrasi di Malaysia dapat diiihat meialui tiga bentuk permit yang 

dikeluarkan, antara lain: (i) pas lawatan untuk pekerjaan sementara bagi peke rja tidak 

mahir atau separuh rnahiqg9 (ii) pas lawatan dalam pekerjaan pdesional untuk 

pekerja rnahir;'OO dm (iii) pas pekerjaan unhrk pegawai ek~patriat.'~' Dalam 

memohon permit, majikan diinginkan mengenal pasti bakal pekerja dan menyatakan 
- - - - -  

jenis kerja dan waktunya. Permit tidak boleh dipindahkan kepada majikan lain. 

Pengambilan pekerja asing juga tunduk kepada u m u  dm negara. 

a. Sejarah Undang-undang Pekerja Asing 

Sejarah perundangan pekerja asing atau dahulu dikenal sebagai pekerja 

imigran bemula dari masuknya pekerja imigran China dan India ke Tanah Melayu 

semasa zaman penjajahan Inggeris. Masuknya imigran tersebut memaksa penjajah 

lnggeris membuat undang-undang untuk menangani fenomena imigrasi supaya 

undang-undang berlaku dalam keadaan yang teratur.lo2 

Perundangan pertama yang diundangkan di Tanah Melayu yang terkait 

dengan pekerja imigran ialah Nethwlaild Indran Laho~rrers Protection Enacn~ents 

99 Pas ultuk satu tahun saia. 
TJmur pekefla adalah antar- 21 dan 45 tahun 

'" Ibid, hlm. 405 
'"- Ibid, ld~n. 399 



1909, Ermkmen tersebut adalah bertlubungan dengan perlindungan hal-ihwal peke rja 

dari negara India yang datang ke Tanah Melayu. 'O" 

Enakmen yang lebih terperinci adalah ?he Labour W e  1912 yang diberi 

nama I37ncmenf No. 6 of / 9 / 2  dan ciiberlakukan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 

Enakmen tersebut sangat menarik karena merangkum berbagai aspek perburuhan dan 

mempunyai pengaturan yang menyeluruh mengenai pekerja migran China dan 

India. '04 

Pada 1923, The Labour Code 1923 Pnacmenf No.18 of 1923) tidak banyak 

memiliki peraturan tentang peke j a  imigrzn, ini karena pekeja-peke j a  imigran sudah 

mulai bekerja dan mulai menetap di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 72e Labour 

Code 1923 lebih kepada menjamin kebajikan mereka seperti kediaman, peralatan, 

pengumsan kesehatan dan pen~akaman.!~~ 

b. Pekerja Domestik 

Pekerja domestiklo6 dalam panggilan yang biasa ialah orang yang digaji atau 

pembantu rumah asing. Perbincangan mengenai pekeja domestik adatah sangat 

relevan karena kebanyakan pekerja domestik di Malaysia terdiri dari pekerja asing 

dari Indonesia dan Philipina. Terdapat mereka yarig beke j a  secara sah (documented 

workers) dan ada yang bekerjo tanpa dokumen yang sah (undocumented workers). lo7 

Io3 [bid. Nm. 349 
:bid, ldm. 399 

''"bid, Nm. 402 
'"" Pekerja doinestik sering pula di sebut sebagai Pembantu Rumah Tangga. Asing (PRA). 
In' Akta Kcrja 1955 mendefinisikan pekerja domes& s e w  : " Swrang yang diambil bekerja 

berhilbimg dengan keja dalam nunah kediaman dan tidak berkaitan dengan mana-mana, 
perdagangan. bisnis atau profesi yarlg dijalankan oleh majikm dalanl mlah  kediaman tersebut. clan 



Tidak .semua penrntukan Akta Keja  dipakai untuk pekeja domestik. 

Misalnya Seksyen 12 mengenai suraf pemutusan hubungan kerja dimana majikan 

atau peke j a  perlu memberikan surat untuk menyatakan niat menyelesaikan kontrak 

pelayanan dimana waktu yang dinyatakan dalam kontrak atau Seksyen 12 (2) harus 

dipatuhi. Ini berarti bagi peke j a  domestik, kepertuan surat penyelesaian kontrak tidak 

diperlukan. Begitu juga dengan keperluan diadakan kajian yang sewajarnya atau juga 

dikenal sebagai kajian domestik sebetum majikan memecat peke j a  di bawah Seksyen 

14 juga tidak dipakai kepada pekerja domestik. '08 

'Perlindungan Pnater'tliti (persalinan) juga tidak dipakai terhadap peke j a 

do~nestik perempuan. Pekerja domestik juga tidak mendapat perlindungan terkait 

segala bentuk cuti dan jumlah jam beke ja .  Bagian XI1 Akta Ke j a  1955 merupakan 

hak pekerja yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh undang-undang 

pekerjaan kepada pekerja domestik tetapi Akta Keja  telah mengecualikannya. 

Pengecualiaan ini mungkin disebabkan oleh kesukaran pihak Jabatan Buruh untuk 

menlberlakukannya peruntukan tersebut karena peke j a  domestik bekerja di nrmah 

kediaman. lo" 

c. Kebebasan Berkesatl~an 

Persodan pertama adalah apakah pekerja asing di Malaysia mempunyai hak 

untuk membentuk atau ikut serta kesatuan seke ja?. Hak untuk membentuk dan ikut 

ternlasuk tukang nlasak, pen~bar~tu nrmah, Btrtier, penjaga anak? valet, f i r m a n ,  tukang k e b u ~  
pencuci, jag& groom, pemandu atau pencuci kendaraan berizin untuk digunakan sendk" 
Atau pekeja yang bekeja di sektor nonfonnal, sec-hgkan status ke671tangan mereka a m  yang 
resmi~berdokumen (formal) ada yang ti& secara resmiltidak berdokumen (informal) . o.? 

- - -  Seksyen 12 Akta Kerja 1955. dan Seksyen 14 Akta Kerja 1955. 
log Zbid, hlm. 413. 



se&a kesatuan sekerja adalah dua hak yang terkandung dalam kebebasan berserikat. 

Kedua hak ini dijamin oleh Konvensi Nomor 87 dm Nomor 98 Organisasi Buruh 

Internasional (KO) tentang kebebasan untuk berserikat. 

Hak untuk membentuk kesatuan sekerja di Malaysia dijamin oleh Konstitusi 

Pasal 10(l)(c) yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk 

membentuk persatuan (serikat) Pengaturan ini tidak merujuk secara jelas kepada 

kesatuan seke j a  tetapi drrpat diberikan alasan di sini bahwa persatuan dalam konteks 

ini juga merujuk kepada kesatuan sekerja. Pengaturan tersebut merujuk kepada terma 

warganegara. Ini berarti, jika dibaca secara literal, hak membentuk serikat hanya 

diberikan kepada warganegara. Oleh karena itu, pekerja asing tidak mempunyai hak 

konstitusi untuk membentuk serikat atau kesatuan sekerja. Dengan perkataan lain, 

pemerintah dapat menghalangi pekerja asing untuk membentuk kesatuan sekerja. 

Meskipun demikian, Pasal lO(1) (c) tidak juga melarang mereka yang bukan 

warganegara untuk membentuk kesatuan seke rja. Pasal tersebut hanya mermberi hak 

kepada wargmegara. 'I0 

Hak untuk jkut serta ddam serikat (kesatuan sekerja) tidak diatur dalam 

IConstitusi. Justru, pengaturan itu dapat di lihat dalam perundangan buruh, misalnya 

Akta Kesatuan Sekerja 1959 (AKS) dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 

(APP). Akta Kesatuan Seke j a  adalah sebuah perundangan yang mengatur hal-ihwal 

kesatuan sekerja. Dari sesi pembentukan kesatum sekerja. Akta ini tidak begitu 

relevan dengan pekerja asing. Ini karena sebatas tidak ada satu pun kesatuan sekerja 



yang dibentuk untuk atau oleh peke j a  asing dan dapat dipastikan jika pekerja asing 

ingin membentuk kesatuan sekerja dj Malaysia, ada kemungkinan tidak dapat 

disahkan. Pembentukan sebuah kesatuan seke rja yang melewati batasan industri, 

pekerjaan atau perdagangan yang serupa adalah bertmtangan dengan Akta Kesatuan 

Selterja, sekiranya mereka ingin membentuk kesatuan seke j a  peke j a  asing dalam 

industri, pekerjaan atau perdagangan yang serupa, juga kemungkinan akan 

menghadapi rintangan karena sudah ada kesatuan seke j a  pekeja seternpat dalam satu 

in du stsi, pekerjaan atau perdagangan y ang tertentu. Meskipun demi kian, tidak ada 

larangarz yang khusus dalam Akta Kesatuan Seke j a  yang melarang peke rja untuk 

membentuk kesatuan sekerja. ''I 

Pekeja asing di Malaysia tidak dilarang untuk ikut serta kesatuan sekerja. 

Tidak ada larangan menurut Akta Kesatuan Sekerja. Larangan terbatas hanya 

dikenakan mereka yang di bawah umur, bukan pekeja yang dapat dipercaya dan 

pegawai pelayanan umum. 

Akta Perhubungan Perusahaan juga tidak melarang peke j a  asing untuk ikut 

serta kesatuan sekerja. Seksym 4 dan 5 Aka Perhubungan Perusahaan112 yang 

" I  ?bid. Nm. 415-416. 
' I 2  Seksyen 4 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, menyatakan, "(1) No person shall inteflere with, 

restrain or coerce a workman OP an employer in the exercise of his rights 20 form and assist in the 
formation of andjoin a trade union and to participate in its lawful activities, (2) No trade union or 
workmen and no kaukp union ofemplojars shall interfere with each other in the establishment, 
junctionir~g or administration ofthat trade union, (3) No employer or trade union of employers and 
no person acting on behalf of such employer or such trade union shall support any trade union of 
workmen by$nancial or other means, with the object of placing it under the control or influence of 
such emplo~ler or slrch trade union ofemployers '. 
Sedangkan Seksyen 5 M a  Perhubungan Perusahaan 1967, meuyatakan: "No employer or trade 
union o f  employers, and no person acting on behalfof an employer or such trade union shall : (a) 
impose any condrtion in a contract of employment seeking to restrain the right of a person who is a 



menjanain hak pekeja ~ant& ik& serta keatuan ~ e k e  j a  dan aktif didalamnya dan 

tidak melarang pekerja asing berbuat demikian.'13 

d. Pemberhentian Pekerja Asing 

Pemutusan hubungan kerja diatur dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan 

~erusahaan."~ Pengaturan ini membolehkan seorang pekerja yang merasakan 

pengakhiran kerjanya tanpa sebab atau alasan yang adil membuat representasi kepada 

Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan dalam waktu 60 hari dari tanggal 

pemberhentian. Ketua Pengarah akan mencoba untuk menyelesaikan masalah 

pemberhentian tersebut melalui jalan perdamaian yaitu dengan memanggil pekerja 

dan majikan atau pengurusan majikan untuk membicarakan guna mencari jalan 

penyelesaian. Apabila perdamaian gagal dicapai, maka kasus tersebut akan teruskan 

kepada Menteri yang akan membuat keputusan apakab kasus tersebut dapat 

diteruskan ke Mahkamah Perusahaan atau tidak. Dalam hal ini, pekerja asing juga 

dapat mengambil tindakan yang sama. Akta Perbubungan Perusahaan tidak melarang 

- - - - - - 

oartv to the contract toioin a trade union. or to continue his membership in a trade union, (bl refirse 
to employ any person on the ground that he is or is not a member or an oflcer of a trade union, (c) 
discriminate against any person in regard to employment, promotion, any condition of employment 
or working conditions on the ground that he is or is not a member or o@cer of a trade unron. " 

Ibid, ldm. 416417. 
"' Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan, menyatakanr"(1) Where a workman, irrespective of 

whether he is a member of a trade union of workmen or otherwise, considers that he has been 
dismissed without just cuuse or excuse by his employer, he may make representations in writing to 
the Director General to be reinstated in his former employment, the representations may beflled at 
the ofice of the Director General nearest to the place of employmentflom which the workman was 
sismissed, (IA) The Director General shall not entertain any representations under subsection (1) 
unless such representations are$led within sixty daysfiom of the dismissal': 



mereka untuk menggunakan mekanisme ini asalkan mereka adalah seorang pekerja di 

bawah maksud Akta Perhubungan ~erusahaan.'" 

Pekerja asing yang tedibat dalam pelaksanaan retrenchment (pengurangan 

pekerja) juga dapat menggunakan peraturan inii apabila pengakhiran kontrak mereka 

dibuat secara tidak adil. Begitu juga dengan kasus pemberhentian konstruktif, pekerja 

asing juga dapat mengambil tindakan yang sama. 116 

e. Pampasan Pekerja Asing 

Di Malaysia pekerja yang mengalami kecelakaan dalam bekerja dapat 

membuat tuntutan yang sama PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial) atau 

pemsahaan asuransi. Bagi pekerja warganegara Malaysia di sektor swasta, mereka 

dilindungi oleh Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (AKSP 1969) dan tuntutan 

mereka dapat diselesaikan oleh PERKESO. Bagi pekerja asing, tuntutan karena 

kecelakaan di tempat ke j a  atau yang terkait dengan pekerjaan dilindungi di bawah 

Akta Pampasan Pekerja 1952 (APP 1952). Pemakaian APP 1952 kepada pekerja 

asing seperti yang diberlakukan di bawah Perintah Pampasan Peke j a  Asing (Skim 

Pekerja Asing) (Asuransi) 1 998."7 

APP 1952 berlaku di seluruh Malaysia. Ta berlaku di sektor umum dan swasta. 

Pekerja sektor swasta yang dilindungi oleh akta ini adalah mereka yang dipekerjakan 

sebagai buruh kasar (manual) dan dengan pendapatan tidak melebihi R M  500,OO 



<sheAnn A?P 1952 tkbk bcrtAu bagi pekerja sambihn (kasual) dan pembantu rumah 

tangga.'" Tujuan Akta ini adalah untuk: ' I 9  

1). Membayar kompensasi kepada peke j a  yang mengalami cedera akibat 

kecelakaan yang terjadi sewaktu bekerja. 

2). Membayar kornpensasi kepada tanggungan pekerja yang mengalami 

kematian yang terjadi sewaktu bekerja.. 

3). Membayar kotnpensasi kepada pekerja yang mengidap penyakit pekerjaan 

atau kepada tanggungan seandainya penyakit itu menyebabkan kematian 

pekerja 

Dua syarat utarna diperlukan di bawd Akta ini, yaitu: 

I). Si penuntut hams seorang peke j a  di bawah maksud APP 1952. 

2). Kecelakaan harus berlaku akibat dari dan dalam masa bekerja. 

Seksyen 4 (1) APP 1952 rnenginginkan suatu kecelakaan hams berlaku 

disebabkan atau ddam masa pekerjaan. Maksud yang iuas dari syarat ini adalah 

kecelakaan tidak terbatas kepada kecelakaan y a w  berlalcu daiam masa peke jaan saja, 

asalkan kecelakaan tersebut ada kaitan dengan hal-ihwal pekerjaan, maka tuntutan 

karena keceiakan itu &pat diterima. Kecelakaan yang te jadi dalam perjalanan ke 

atau dari ternpat kerja juga termasuk yang disifatkan sebagai kecelakaan yang t'erjadi 

akibat pekerjaan dan dalam masa pekerjaan. lZO 

K.Raikunlil~~ Op. Cit. ldilt 1 l l . . 
"'Ibid, Nm.4li .  

Ibid, 111in.421. 



IJrxknk memudahkan perlindungan dan pembayaran kompensasi kepada 

pekerja asing yang mengalami kecelakaan, pemerintah Malaysia telah mengesahkan 

skim asuransi dan kompensasi pekerja asing yang mana beberapa perusahaan asuransi 

telah dilantik tujuan terkait.Di bawah skim ini, setiap majikan yang menggaji pekerja 

asing diwajibkan membayar asuransi premium sebanyak M86,00 setahun untuk 

setiag gekerja. Sebanyak 11 perusabaan asuransi telah dilantik sebagai penanggung 

asuransi untuk mengeluarkan kebijakan asuransi di bawah skim ini. Majikan dapat 

membeli kebijakan asuransi dari perusahaan asuransi y ang telah terdaftar. l2  

Akta ini menetapkan beberapa pasal yang tidak boleh dilakukan dan 

tanggungjawab yang ha.rus dilaksanakan oleh majjkan, diantaranya, majikan tidak 

dibenarkan melnotong gaji untuk. tujuan membayar kornpensasi asuransi premium. 

Majikan juga tidak dibenarkan membayar kompensasi langsung kepada wanita, anak- 

anak dan orang tanggungan, tetapi harus mendepositokan bayaran yang dibuat oleh 

perusahaan asuransi ke Kantor Tenaga Kerja terkajt. 

Akta j u ~ a  niengatur hukuman kepada majikan yang melanggar peruntukan 

Akta ini.I2' 

''! rhid hlln 423. Perusahaan-perusahan asuransi yang terdaftar antara fain: Tokyo Marine h s m c e  
,,.;aiayslaj Bhd. Ardb Malaysian Assurance Bhd, LonPae Insurance Co Bhd, Maybank Assurance 
Bhd. MNI Takaful Sdn.Bhd, Malaysian British A s m c e  Bhd, Malaysian Assurance Alliance Bld, 
Malaysia National Insurance Bhd. The Pacific Insurance Bhd dan Serikat Takaful. Majikan nciak 
bole11 ~nernaku a s w s i  ymg tidak terdaftar. 
"' Bagi kesalahan membuat potongan dari gaji pekerja untuk membayar premium, hukumannya 

adalah RM 5.000,OOatau 1 tahun penjam atau keduaduanya, jika gagal nienganibil asuransi 
kompensasi peke ja, hukumannya adalah RM 2.000,OO atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya, jika 
gagal melapoikan kecelakaan h m y a  adalah bagi kesatahan pertama didenda sebanyak tidak 
melebihi RM 5.000,00 darl bagi kesalahan kedua didencla tidak melebihi RM 10.000,OO. 



3, bhak! sehagai bentuk kerja sama Indonesia-Malaysia 

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dm keluarganya di l u x  

negeri, dapat dilakukan dengan mer~gupayakan pendekatan secara politik dan dengan 

cara membuat pejanjian kerjasama antar pemerintah atau Government to 

Govemn~ent (G to G) dari negara penerima tenaga kerja Indonesia, melakukan 

kerjasama G to G dengan sesanla negara pengirim tenaga kerja, kerjasama 

Govenltne~~t to Non-Government Organization fG to NGO), kejasama G to 

InternationaI Organization, kerjasama dengan organisasi keagamaan, dm kerjasama 
.. -- 

G to Privat atau Privat to Privat (people to people). Ke jasama G to G dari negara 

penerima diupay akan dalam bentuk Memo~andi~m of Underslma5ng (MoU), 

Arrangements atau Pe janjian Bilateral, dilaksanakan dengan menggunakan 

instrumen, yang di sebut perjanjian internasional. 

Sumber hukum pejanjian internasiod terdiri dari tiga konvensi, yaitu: 

Vienna Convention on the Lmv of Treaties, 1969; fienna Comen~ion on the 

Sirccesion of Stutes in Respect of Treaties, 1978; dan 171erzna Convention on the Law 

of Treaties be fween States andhternationaZ Organizations, or between /nternafrafronal 

Orga~zizatians, 1986. Tanpa dasar ini maka hubungan G to G dari negara penerima 

mengacrl (terbatas) pada konvensi-konvensi tersebut yang mengharuskan setiap 

penvakilan negara asing untuk tetap menghonnati kedaulatan dan otoritas negara tuan 

rumah. i-lal ini tentunya dapat menghambat pelaksanaan perlindungan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia di ttegara penerima tenaga keja  Indonesia yang 

bersangkutan. 

-- 



Wehir~gan 5~iatera$ phxr'Ehiab:eraZ atau multilateral rnurni, banyak yang 

dituangkan dalam bentuk traktat (treaty) atau nota kesepnhaman (Memorandim of 

I71~der.rlnndii~g). Dewasa ini MoU, lebih banyak atau lebih sering digunakan, 

dibandingkan dengan traktaf 

Pemerintah Indonesia telah mernbuat MoU dengan beberapa negara penerima 

tenaga kerja Indanesia. seperti: '23 

a. M.oU RI dengan kerajaan Yordania tentang Penempatan TKI (2001); 

b. MoU RI dengan Korea Selatan tentang Pengiriman TKI Sektor Formal (2004); 

c. MoU RI densan Malaysia tentang Pengiriman TKI Sektor Informal (2004, direvisi 

2006, dan 20 1 0). 

Disa mpins pembuatan MoU dengan negara-negara tujuan tenaga ke j a  

Indonesia, Departemen Luar negeri saat ini sedang giat menjajaki kemungkinan untuk 

membuat pejanjian yang lebih rinci dengan negara-negara sahabat dalam bentuk 

"mmdatory access on conszliar nohficafion" seperti dalam masal ah 

pemindahadtransfer jenazah, korban kekerasan, ekstradisi dm lain-lain. Iz4 

Dalam rangka optimalisasi periindungan tenaga kerja Indonesia bermasalah di 

luar negeri memang diperlukan suatu pe janjian bilateral. fcdanya perjanjian bilateral 

tersebut dapat dijadikan dasm bagi langkah-1angkaf-1 "intervensi" yang lebih dalam 

dan luas bagi Perwakilan RT untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi 

-- - 

lZ3 Ulltuk ha1 yang sama llhat juga. FirrnanHasan. "Illdonesia's Respoilse to ILO 185 Convention An 
Anaiysis", Law Journal, Vo1.15, No. 1, lntenlational Islamic University Malaysia, Kuaia iumpu, 
2007, l ~ n .  46. 

'" Qoko Hardono, LocCit, hlm.734. 



'rermga keea Pndameska di n@. Untuk negara-negara dengan sistem h u h m  

vang baik dan enforceable, misalnya negara-negara maju, perljndungan terhadap 

tenaga ke j a  Indonesia cenderung lebih terjamin dibitndingkan dengan negara-negara 

yang belum memiliki sistem hukum yang baik. Oleh karena i t y  prioritas utama 

pembentukan kerja sama diberikan kepada negara-negara tujuan tenaga kerja 

Indonesia dengan law enforcement yang masih lemah, dalam arti tidak berpihak 

kepada pekerja migran, Iihususnya tenaga kerja Indonesia. 

Sehubungan dengan , MoU Indonesia-Malaysia tersebut, akan di bahas 

Itelemahan-kelemahan hloU T1ldones'ra-P\4alaysia dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. 

4. Keiemahaa-keiem;thaa Memornn&m of Understanding (MoU) 

.Indonesia-Malaysia 2006 

Indonesia dan Malaysia telah me~nprakarsai suatu MoU yang mengatui- 

migrasi tenaga kerja antara dua negara pada tahun 1998 dan menandatangani satu 

MoU lagi pada 10 Mei 2004 dan kernudian direvisi lagi pada 2006. Kedua MoU 

tersebut hanya mencakup buruh n~igran rumah tangga (pekerja domestik) legal dan 

memenuhi syarat. Buruh migran legal yang beketja pada sektor konstmksi, pabrik, 

perkebunan, dan industri semuanya tidak tercakup dalarn kesepakatan 2006 tersebut, 

namu n bumh migran rumah tangga digolongkan ke dalam kelompok "tidak terampil" 

oleh kedua negara. MoU jni masih tidak jelas apakab akan memberikan perlindungan 

'?' [bid. hh1m.736-73'7. 



j:wg Zacrarti kepada buruh nilgran legal sektor konstruksi, pabrik, perkebunan, dan 

induslri yang mengalami pelecehan pada seluruh tahap proses migrasi, atau apakah 

sebaliknya MoU tersebut akan mengesahkan sistem yang lemah dan kebijakan- 

kebijakan cacat yang masih diterapkan. Belakangan ini pemerintah kedua negara 

secara umum bergantung pada agen-agen tenaga kerja, walaupun agen-agen tersebut 

sering dituduh melakukan pelecehan dm ekspluitasi itu se~ldis i . '~~ 

Disamping tidak menyertakan buruh migran legal sekor konstruksi, pabrik, 

gerkebunan, dan industri MoU 2006 tersebut juga tidak memberikan beberapa 

perlindungan kritis beberapa jenis bumh migran ilegal. Kedua negara masih 

menganggap bahwa buruh migran yang datang ke Malaysia secara ilegal sebagai 

sebuah kejahatan dan dapat di berlakukan sebagai kriminal, padahal jumlah terbesar 

TKI yang bekerja di Malaysia addah buruh migran ilegd tersebut. 

MuU tersebut mengizinkan majikan menahan paspur bumh rniPnlz7 dan 

melarang mereka untuk h e r ~ r ~ a n i s a s i ' ~ ~  melalui herhagai serikat atau asosiasi tenaga 

kerja lainnya. MoU ini mencakup tentang perekrutan, pemeriksaan medik, 

transgortasi, mengabaikan wilayah kebijakan yang penting seperti kondisi kerja dan 

httl)://hrw.ordindonesia reportd2004, Nnt59. -- 
- Bandingkan, umpamanya dengan MoU Malaysia dan Filipina: dalarn Klausul PENGUASAAN 
PASPOR MoU tersebut yang menyatakan-"Si Pekerja akaTl mempunyai kuasa atas paspomya selarna 
seluruh masa kontrak ini". 

128 Menurl~l Ales Ong, Dirckm Migm Care Malaysia, di Mdaysja, a& perhda,ul pengertjan antara 
ICesatuan Sekerja (Serikat Buruh) dengan Persatuan Pekerja ( asosiasi pekerja untuk satu bidang 
saja). di banyak perusahaan biasmya buruh nligrm dipelbolehkan unfuk ikut serta, tetapi tidak untuk 
Kesatuan Sekerja, wawancara pada Selasa, 29 Juli 2008, pukul 15.30 dd selesai di Times Square 
Kuala Lumpur, Malaysia. 



sr'nksl ha$ para majikaw atau a g a  taaga ke j a  yang melakukan pelecehan terhadap 

buruh migran. 

MoU ini mengabmi sedikit kemajuan dibandingkan MoU 1998 seperti 

mengenai masalah pemberian kartu tanda pengenal untuk buruh migran yang diakui 

deh. pitzak krwenang Malaysia. Kartu tanda pengenal ini memudahkan gerak buruh 

migran di Malaysia, meskipun demikian tanpa hak memegang paspor, buruh migran 

tetap menshadapi pengekangan atas gerak mereka dalam melintasi perbatasan 

internasional MoU tersebut juga menjelaskan bahwa biaya perjalanan dengan 

pesawat hendaknya dibayar bersama oleh agen tenaga ke j a  Indonesia dan majikan di 

Malaysia, dan sepatutnya mendapat gaji minimal $AS 10 per hari.12' 

Penindingan yang dirintis pada tahun 2004 kemudian dilanjutkan pada 13 

Desember 2005 di Malaysia dan kemudian ditindaklanjuti dengan perundingan antara 

Indonesia dengan Malaysia di Bukit Tinggi pa& 12 Januari 2006, melalui 

perundingan tersebut kedua negara sepakat bahwa kerja sama perlindungan tenaga 

kerja Indonesia a'an dituangkan dalam bentuk MoU yang pa& akhirnya 

ditandatangani pada 13 Mei 2006 di Bdi. 

MoU tersebut secara garis besar metiputi 4 (empat) aspek, yaitu, penempatan 

tenaga kerja Indonesia informal di Malaysia, penydahgunaan visa kunjungan sosjal 

oleh tenaga ke j a  Indonesia untuk beke j a  di Malaysia, pendidikan bagi anak-anak 

lZ9 ~ a i d i ~ g k a n  dengan MoU Malaysia-Filipliim di dalarnldausul GAJl BlJLANANrnAH 
yang menyatakan: "Si Pekerja akan diupah dengan gaji bulanannva sebesar tak kurang dari $AS 
dua ratus ($AS 2UU.00) drbayarkan daiam~ jtndlah yang smna dalam rnata uang Maiaysia, dalatn 
benruk tztnai pada akhir dun setiap bulan kalender. Gaji buulann hams diakui oleh Si Pekerja secara 
tertulis" . 



tmaga kerja Zuah~xasia. ,  pelnti'nara. mengetmi kebudayaan, dan sebagainya. Beberapa 

kerentanan lainnya y ang diatur oleh MoU ini adalak 'lo 

a. Baik majikan maupun tenaga kerja Indonesia wajib memuat kontrak keja  yang 

mencantumkan secara jelas hak-hak dan kewajiban para pihak, termasuk jumlah 

gaji yapg akan diterima tenaga kerja Indonesia dan pelarangan majikan serta 

pengerah tenaga kerja Indonesia untuk melakukan pernotongan gaji. 

b. Pengerah tenaga kerja Indonesia wajib menyampaikan kopi kontrak ke j a  dan data 

majikan kepada perwakilan Indonesia di Malaysia. 

c. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara majikan dan tenaga kerja 

Indonesia, dimana otoritas tenaga kerja Malaysia berbak melakukan intervensi. 

Majikan yang bermaksud membawa tenaga keja  Indonesia ke luar Malaysia 

hams mendapatkan persetujuan perwakilan Indonesia di Malaysia. 

d Pembentukan .Joint Workirzg Groip yang akan bertemu secara regular untuk 

membahas masalah-masalah yang akan timbul dari implementasi MoU ini. 

e Majikan bertangsung jawab atas pembayaran-pembayaran security deposit, biaya 

transfortasi dan repatriasi, biaya pengurusan izin-izin, work pass, pemeriksaan 

kesehatan, pajak tahunan, dan ,foreigtz wiwkers card tenaga keja Indonesia 

Maji kan juga wajib memasukkan tenaga kerja indonesia ke dalam program 

j am inan sosial untuk tenaga kerja asing Vbreigz utorkers comprzsation .scheme). 

130H a yu Ikrami. " Kerja Sama Indonesia-Malaysia d a h  Melindungi Hak-Hak Buruh dan Sivi! 
Tcnaga Kerja Indancsia". International Law in News, Jurnal Hukum Intemasional, Vo1.5, No. 4, 
LPHl-FH, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, him. 837-838. 



f Sfra:kkul- biaya calon tenaga kerja Indonesia hams jelas dan transparan, baik untuk 

mengurus dokumen, biaya transporfasi, asuransi, biaya selama di penampungan, 

dan sebasainya. 

Penandatanganan Mol; ini bag; Persatuan Majikan Malaysia W F )  dinilai 

berzt sebelah karena hanya n~emihak tenaga ke rja Indonesia dan tidak memperhatikan 

hak-hak majikan M:alaysia dan MoU ini juga dinilai memberikan ketentuan-ketentuan 

yang birokratis dan tidak praktis bagi majikan. Msalnya majikan diwajibkan 

membuat dan mengirimkan biodata pribadi beserta surat izin terkait kepada KBRT di 

Malaysia sebelum mendapatkan tenaga kerja Indonesia. Seiain itu, ketentuan yang 

mewajibkan majikan untuk menanggung biaya pengiriman tenaga kerja Indonesia 

dari Indonesia ke Malaysia sebagai ha1 yang memberatkan majikan, karena selama ini 

tenaga kerja Indonesia bbisa menanggung biaya perjalanannya masing-masing . 13' 

Sementara itu dari sudut pandang tenaga ke j a  Indonesia, MoU ini juga dinilai 

mengecewakan, antara lain: 132 

a. Sikap Pemerintah Indonesia dinilai mengecewakan karena rnasih mengizinkan 

Malaysia memperbolehkan majikan uatuk menahan paspor tenaga kerja 

Indonesia. 

b. Indonesi a harus meminta Malaysia untuk menindak oknum-oknum poli si RELA 

yans tidak manusiawi dan menjarah hak milik tenaga kerja Indonesia saat 

1 3 '  Pendapat Ketua Persatuan Mdikan Malaysia (MEF) Shanlsudu~ Bardan dalam Hadyu lkrami. Zbid 
hlm.ES;,. 

' j2 Pe~~dilpat hfiftal~ Ketua Senikat B d  Migrm Irrdorresia (SBMI) dalarti Hadyu k r a n i ,  IbS, hhn. 
2539. 



rrrelaksan&m ti~gsnya Palit& RELA &ah masyarakat sipil yang dilatih 

Pemerintah Malaysia dengan pengetahuan dasar mengenai peraturan tenaga kerja 

asing dan diizinkan melakukan razia terhadap tenaga ke j a  asing ilegal. 

c. Indonesia hams mendesak Pemerintah Malaysia agar fasilitas sekolah bagi 36.000 

anak-anak tenaga kerja Indonesia di Sabah segera direalisasikan. 

d. Indonesia hams mendesak Malaysia agar merealisasikan dengan sepenuhnya 

kenaikan upah tetnga kerja Tndonesia dari RM 380 per bulan menjadi RM 500. 

e. Kebijakan Malaysia untuk menerbitkan kartu identitas bagi tenaga kerja Indonesia, 

karena kartu ini sering kali tidak diakui oleh otoritas setempat. 

f Pemerintah Indonesia dan Malaysia h m s  mengkaji ulang kebijakan deportasi 

tenaga kerja ilega\ 

Perlindungan yang lebih ketat bagi buruh migran melalui kesepakatan 

bilateral MoU ini memiliki kelemahn-kelemahan. Hanya sedikit rnekanisme 

pelaksanaan dan pemberian ganti rugi yang dimiliki kesepakatan bilateral, dan 

hubunsan kekuasaat~ yang tidak setara diantara negara asal dengan negara tujuan 

buruh migran menyulitkan dalam menghasilkan kesepakatan yang adil dan benar- 

benar melindungi para buruh migran. Pemerintah Indonesia merasa bahwa tidak dapat 

bernegosiasj terlalu gigih, karena takut pemerintah Malaysia beralih ke negara-negara 

lain untuk mendapatkan buruh migran. 

Pemerintah Indonesia perlu mendorong dan mendukung gagasan untuk 

merundingkan kembali MoU menjadi pe rjanjian yang mengikat yang lebih tinggi dan 

h a t  mengenai ketentuan-ketentuan tenaga kerja Indonesia guna menghindari 



nrsnwiah-masatah dan mengatasi keletnahan-kekmahan MOW tersebut datam bentuk 

Memory of Agreement (MoA) . '~~  Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 dalam Pasat 27 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa Pemerintah RI tidak boleh menempatkan TKI ke negara lain yang 

pemerintahnya belum memiliki pe janjian tertutis dengan Pemerintah RI. 

Tabel 3.2: Perbandingan MoU 
Indonesia-Malaysia dengan Indonesia-Kuwz:: 

Sum ber : Co~~rIesy ogKompas 

"~~lttp:/~mv.or@indoncsja rcp0rId2004, lilm.60. 
Pada mat ini (Juli 2009). Pemerintah Indonesia clan Malaysia kembali mengadakan perundingan 
u l ~ t ~ ~ k  perbaikan MoU 2006, hal-ha1 yang r~~enjadi pokok bahasar~ an- la& hal untuk libur satu 
hari dalarn satu pekan, perlindungan asuransi bagi pekerja, perbaikan siandar kontrak, pembayaran 
gaji bulanan dm regulcr nlelalui sistem m s f e r .  



13. b;i*fiwp Pediaiisnfigan Hlnklnm Integratif 

1. Landnsan Pemikirnn 

a. Secara terminologis 

Perlindungan (profecfion) adalah Ral (suatu perbuatan, dan sebagainya), 

Perlindungan Hukum (le'gal protection ) adalah suatu perbuatan untuk 

memperlindungi dari suatu tindakan berdasarkan aturan (perjanjian) yang sudah 

dibuat secara tertulis. 

Integratif (kata sifat) adalah keutuhan, ketulusan hati, gabungan, keterpaduan, 

menyatupadukan, penyatuan sesuatu menjadi satu, penyatuan bk. Dengan demikian, 

perlindungan hukum integratif adalah suatu perbuatan untuk memperlindungi dari 

suatu tindakan berdasar aturan (pe janjian) tertulis yang telah di buat secara terpadu 

oleh dua atau lebih subjek hukum. 

b. Doktrin Hukum Aiam dalam hubungan antar negara 

Menurut satu pandangan yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 yang 

bahkan hingga ktni dipertahankan okh sejumlah penulis, setiap negara dalam 

kapasitasnya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa- mempunyai sejumlah hak dan 

kewajiban fundamental. &k dan kewajiban kndamental ini, menurut doktrin ini, 

tidak ditentukan oleh hukum kebiasaan internasional umum atau oleh perjanjian- 

perjanjian internasional seperti hak-hak dan kewajiban negara lainnya, tetapi lahir 

bersamaan dengan negara itu sendirj atau masyarakat internasional itu sendiri. 



Rikemrrbcakaxx balm8 bk &a kepda@han fundamental ini mempunyai suatu 

makna yang lebih iuas dan iebih dalam dari perqturan-peraturan positif biasa dari 

hukum bangsa-bangsa yang pada umumnya merupakan landasan atau sumber 

akhirnya dan mempunyai kekuatan memaksa yang lebih besar, hak dan kewajiban ini 

benvujl~d prinsip-prinsip pengendaliin atau prinsip-prinsip kndamental yang 

didasarkan pada kondisi-kondisi penting bagi eksistensi negara dan kehidupan 

internasional dalam zamm l ~ i t a . ' ~ ~  

Ide bahwa negara mempunyai hak dm kewajiban fundamental adalab 

penerapan doktrin hukum alam kepada hubungan antar negara. Ide ini hanyalah satu 

versi lain dari doktrin hukum alam ini jika orang berusaha mempertahankan teori 

tentang hak fundametltal negara dengan berpendapat menurut cara berikut, dalam 

setiap tata hukum perlu untuk membedakan antara hak-hak yang ditetapkan oleh tata 

hukrrm itli dengan prinsip-prinsip hukum yang dipostulasikan oleh tata hukum ini. 

135 Hak-hak kndamental negara, menurut Verdross, (seperti di kutip Hans Kelsen) 

adalah prinsip-prinsip hukum yang merupakan kondisi-kondisi yang memungkinkan 

hukum internasional, prinsip-prinsip hukum yang melandasi pembuatan hukum 

internasional positif. Kita dapat menemukan prinsip-prinsip ini dengan menganalisis 

hakikat hukum internasional. Dengan kata lain hak-hak fbndamental negara 

merupakan "dasar atau sumber utama" dari hukum internasional positif dan oleh 

13' Kelsen, Hans.. Teori Unuun Hukum &n Negara. Dosm-&sar Ibnu Hukum Normatif S e b ~ m i  I ~ J J  - ,. ,.- . Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media indonesia, iy&hi.-+ Avv,, l u l I I .  

13' Ibid, hlm.304. 



' -!. -., . . .  .,-. .......... . . . . . . . . . . . . .  2; "ksk:;ztan jia~g lebih besar" dari peraturan-peraturan hukum 

internasional Iainnva. 

Prinsip-prinsip tersebut adahh hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental 

negara hanya sepanjang ditetapkan oleh hukum internasional umum, yang 

mempunyai karakter h u h m  kebiasaan. Hak-hak demikian secara khusus telah 

disebut sebagai hak keberadaan, hak penyelamatan diri, hak persamaan derajat, hak 

kemerdckaan, hak supremasi teritorial dan personal hak mengadakan hubungan, hak 

nama baik dan reputasi, dm hak yurjdiksi. Menurut Oppenheim (seperti dikutip Hans 

Kelsen), dengan tepat menyatakan bahwa yang disebut hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban fbndamental dari negara adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban "yang 

menurut kebiasaan dinikmati oleh negaraY7. Walau demikian Oppenheim berusaha 

untuk mendeduksi hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini dari hakikat negara sebagai 

ke~ribadian internasional. 137 

c. Menurut asas resiprosjtas dan asas kepentingan umum 
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d. Prinsip Efektivitas Huku~rr 

Prinsip bahwa suatu tata hukum hams efektif agar valid, dengan sendirinya 

merupakan suatu norma positif Ini adalah prjnsip efektivitas yang termasuk ke dalam 

hukutn internasional. Menurut prinsip hukum ir~ternasional, suatu otorita yang 

ditegakkan secara nyata adalah pemerintah yang sah, tata yang bersifat memaksa 

yang dijalarkan oleh pemerintahan ini adalah tata hukum, dan masyarakat yang 

dibentuk oIeh tata hukum jni adalah negara dalam pengertian hukum internasional, 

sepanjang tata hukilm ini secara keseluruhan efektif. Dari sudut pandang h k u m  



!f9i.c~e-+w ,,< .,;fi4c?:xa'ir bcnr,+'rtr.tit rirat~ntn mega& abhh valid hanya jika tata hukum yang 

dibentuk atas dasar konstitusi tersebut secara keseluruhan ef&~tif.'~~ 

Prinsip umum tentang efektivitas inilah (yakni suatu nonna positif dari hukum 

internasional) jika diterapkan kepada keadaan-keadaan nyata dari suatu tata hukum 

nasional ini. Jadi, nonna dasar dari berbagai tata hukum nasional yang berbeda-beda 

dengan sendirinya terletak pada suatu norma umum dari tata hukum internasional. 

Jika kita memandang hukum internasional sebagai tata hukum terhadap tata hukum 

mana semua negara (dan itu berarti semua tata hukum nasional) disubordinasikan , 

maka norma dasar dari suatu tata hukum nasional bukan semata-mata suatu postulat 

pemikiran hukum, tetapi men~pakan suatu norma h b  positif, suafu norma hukum 

internasional yang diterapkm kepada tata hukum d;zri suatu negara yang nyata. 139 

Dengan menerima pengutamam hukum internasional atas hukum nasional, 

maka masalah nonna dasar bergeser dari tata hukum nasional kepada tata hukum 

internasional. Lantas, satu-satunya norma dasar yang sebenarnya, norrna yang tidak 

dibentuk oleh suatu prosedur hukum tetapi dipostulasikan oleh pemikiran hukum, 

adalah noma dasar hukum internasi~nd.'~' 

2. Pengembangan Konsep Perlindungan Rukum Integratif 

Pengembangan Konsep perlindungan hukum integratif dl maksud adalah 

bagaimana cara konsep tersebut dapat di kembangkan dengan memperhatikan 

138 Kelsen, Hans., 'reori Umum Hukum dun Negara, Dam-dasar Ilmu Hukum NormahYSeba@ 
Zhu Zfukum Deskript~-Empirik, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, 
Nm.151. 

' >c, 

ibid, hlm. 152. 
I"" Ibid, Nm. 152. 



;~::ei:dc:katan-pendekatan kesamaan wilayah hukum Indonesia-Malaysia, dua negara 

dengan budaya serumpun, persamaan dan perbedaan sistem hukum Tndonesia- 

Malaysia, perumusan langkah dalam harmonisasi hukum kedua negara dan model 

dalam harmonisasi hukum kedua negara, andisis dari berbagai sudut pandang 

tersebut adalah untuk mencari kesamaan dan peluang-peluang dalam mewujudkan 

konsep perlindungan hukum tersebut, hal-ha1 yang dapat di analisis sebagai berikut: 

a. Integrasi Wiiayah Hukum ASEAW. 

Kerja sama ASEAN perlu mengambjl langkah dinamis untuk terus maju, 

adalatl penting ASEAN menyelaraskan kebijakan setiap anggotanya dengan lebih 

baik lagi, terutama dalam masalah yang meljbatkan kepentingan bersama meliputi 

isu-isu besar dalam politik, ekonomi dan hukum. Ini memerlukan peningkatan 

komitmen anggotanya ke arah regionalisme, karena persaingan di antara anggota 

sangat merugikan. Oleh karena itu, interaksi yang lebih intensif dalam semangat 

keterbukaan dan ketulusan adalah smgat diperl~kan.'~' 
. 

Dalam aspek sosio-pohtik, warga ASEAN semakin sadar mengenai agenda 

pembaruan dan perbajkan, dan menuntut adanya pemerintahan yang lebih baik, 

dengan turut menekankan aspek hak asasi manusia. Walaupun pembangunan nasional 

masih menjadj agenda utama, tuntutan terhadap pelaksanaan demokrasi yang lebih 

I" Hasai~i Mohd. Ali. " Pendekatan Keriasama ddam Ran& Keja Ekonomi : Satu Perspektif 
Undang-undang clan Pembangunan & Kalangan Negara ASEAN ", Malaysian Journal oflmv and 
Socieljlt, Vo1.4, No.4, Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi-Selangor, 
2000. him. 140. 



;iLv;d me~gawpk~~  tea~patnya Iddrsme: gagman MEAN akan menuntut penyertaan 

yang bermakna dari kalangan anggotanya. Disinilah letaknya kepentingan 

pernerintahan untuk bertindak mereatisasikan sita-sita sekawasan datam konteks 

lokalitasnya. 142 

Dengan &i&r&bnnya witayah ASEAN sebagai kawasan perdagangan 

bebas (ASEAN Free Trade Area) maka wilayab ASEAN secara ekonomi telah 

terintegrasi. Demikian juga dengan diresmikannya Piagam MEAN, sekaligus 

menjadikan kawasan ASEAN sebagai wilayah hukum yang juga sudah tenntegrasi. 

Implementasi Piagam ASEAN membuat MEAN memasuki tahapan baru yang lebih 

terstruktur dan berbasis pada regulasi bersama. Kondisi ini diyakini akan membuat 

ASEAN lebih efektif dalam menangani tekanan krisis secara kolektif. Kelemahan 

koordinasi yang sebelumnya terjadi diharapkan teratasi.Id3 ASEAN diyakini dapat 

mengatasi segala tantangan yang akan dihadapi oleh ASEAN datam tiga bidang 

kebijakan, yaitu hubungan antarnegara ASEAN, hubungan dengan negara di luar 

kawasan, dan hubungan dalam negwa anggota ASEM. '44 

Perbedaan lingkungan pengaruh dalam sist.em hukum negara-negara ASEAN 

dapat tnetyebabkan salah sahi hambatan dalam pelaksanaan Piagam ASEAN 

tersebut. Oleh karena berlakunya Piaga.m ASEAN hams diimbangi dengan upaya 

harmonisasi hukum, khususnya hukum di linglcungan ASEAN. Karena dampak 

Piagam ASEAN terhadap dinamika hukum di masing-masing negara akan 

14' Ibid. Nm. 147. 
"' ,Tompas, 2 Maret 2009, hlm.1. 

'4 '4  Seputur Indonesia, 3 Maret 2009, hlm.6. 



mendorong kesadaran yans makin kuat, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum 

termasuk perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa hukum, khususnya 

di bidang hukum perburuhan. 

Ini dapat dijadikan contoh dan formula bagi Indonesia dan Malaysia di bidang 

hukum, disini ada peluang-pelrsang yang dapat dij adikan pijakan bagi Indonesia dan 

Malaysia untuk merealisasikan pengintegrasian baik sistem hukum yang berkaitan 

dengan hukum perburuhan maupun sistem peradilan perbunrhan kedua negara, 

karena kepentingan kedua negara yang sangat kuat dalam aspek tersebut, yaitu 

banyaknya persoalan buruh migran Indoesia di Malaysia Dengan pendekatan 

kerjasama dalam rangka kerja sama hukum kedua negara diharapkan segala kesulitan 

yang dihadapi kedua negara selama ini dapat diselesaikan.. 

b. Dua Negeri dengan Budaya Serumpun 

Hubungan Indonesia-Malaysia senantiasa mengalami pasang surut, meskipun 

dua negara ini dikend pada awdnya sebagai negara serumpun yang mempunyai 

identitas bersama (kolektif) yang berasal dari akar sejarah, budaya, agama dan nasib 

yang sama. Berbagai masalah dalam hubungan kedua negara seperti masalah 

perbatasan, penyelundupan dan pelintas batas, masalah buruh migran Indonesia 



t - .  :zsrrnya te\ah menyebabkan akar-akar identitas keserumpunan itu tidak lagi tumbuh 

dan nvaris tercerabut. 145 

Di antara puncak-puncak msaknya identitas kolehf keserumpunan Melayu di 

kedua negara karena besarnya perbedaan persepsi tentang cara mengaiasi masalah. 

Upaya untuk memahami kembali identitas koleuif meliputi empat aspek penting, 

antara lain: kesalingketergantungan, persamaan nasib, akar historis, budaya dan 

keluarga, serta visi kepemimpinan Melayu di kawasan. Terbinanya kembali identitas 

kolektif diharapkan dapat melahirkan persepsi yang sama dalam mengatasi persoalan 

hubungan kedua negara dan dapat mengembalikan hubungan baik kedua negara dan 

akhirnya dapat mernbangkitkan kembali kepemirnpinan Melay di Asia Tenggara. 146 

Befikut ini akan dikaji dari berbagai pandangan, tentang makna dua negara 

dengan budaya serumpun sehingga dapat mendorong dan menjadi dasar ke arah 

pembentukan kawasan hukum integratif sesuai dengan isi Piagam MEAN, antara 

lain: 

I). Kesenjangan Identitas bersama 

Salah satu aspek penting identitas kolektif adalah adanya pandangan bersama 

tentang saling ketergantungan, yang konsekuensinya ada\ah sakng membantu satu 

sama lain. Dalam kenyataannya saling ketergantungan Malaysia dan Indonesia 

145 Ah~bakar Ebv Hara. " Mernbina Kembali K e d p i n a n  Melavu Melalui Kerjasama Serantau 
~~~u,,,~~-liidLXleSta ', 2rosiding daiam Seminar Repernimpirmn Meiayu, U i m ,  Shah Nam, Kuala 
Lumpur, 2008, hlm I. 



s ~ ~ . L I , " , ~ ~ P  amma \bin &hxrjuPrh;ma okh kebutuhan Malaysia akan buruh migran 

Indonesia. Malaysia memilih b u d  migran Indonesia karena kesamaan bahasa, 

agama dan budaya. Perpindahan dan mobilitas orang Indonesia ke Malaysia pun 

sudah berlangsung sejak lama b a h  sebeum kemerdekaan. Pada awal-awal 

kemerdekaan, masuknya Indonesia ke Malaysia bahkan disambut baik secara diam- 

diam (silenfly welcomed) untuk mempertahankan keseimbangan ras di negara itu. 

Keberhasilan program industriafisasi Malaysia di tahun 1970-an juga menambah 

kebutuhan Malaysia akan buruh migran Indonesia baik di sektor pertanian, industri 

maupun konstruksi. 

Berbeda dengan di Indonesia, di pihak Malaysia kesdingtergantungan 

mengalami proses pemaknaan yang berbeda. Malaysia memang tergantung dengan 

bunuh migran murah dari Indonesia untuk pembangunan sektor yang disebut 3D 

(dirty, d~ngerozi.~> aid cf@cult), tetapi ini tidak dimaknai sebagai saling 

ketergantungan Para pekerja ini memang diperlukan, tetapi mereka membantu secara 

profeirona\ keperluan untuk kemajuan Mahysia Mereka mendapat gaji dan upah 

yang memadai dan itu di lihat menjadi sumber devisa di negara asajnya yang masih 

miskin. 

Proses pergeseran makna tentang kesalingtergantungan ini di Malaysia di 

mu1 ai sejak 1 980-an tnenjadi lebih cepat setelah buruh migran Indonesia dipandang 

terlalu banyak (overflc'ow) terutama dengan masuknya pekerja illegal. Walaupun ada 

persoalan yang korupleks dan mmit dalam rnasalah para peke j a  illegal ini, namun 

isinya serjng kali dilihat dan dipahami umum dari kesan sosial yang ditimbulkannya 

222 



~~:*..~->:+r:~\<xt Z%~T\P~; .~X K X \ ~ L I  $II\U semua peke j a  termasuk yang illegal dianggap 

memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan budaya di Malaysia bahkan 

dalam heberapa laporan mernheilkan kontribusi bag1 bertambahnya proporsi orang 

Melayu di sana, sekarang mulai dimaknai sebagai ancaman bagi keselamatan nasional 

(r2atiorzcd threat). 

S ejalan dengan perkem bangan ekonomi d m  kepercayam diri yang makin 

tinggi, pemahaman Malaysia dengan menunjukkan sensitivity saudara muda terhadap 

saudara tua sudah tidak bermakna. Malaysia menjadi negara yang lebih maju secara 

ekonomi dan dikenal pula sebagai negara Muslim yang sukses di dunia. Dalam 

konteks itu Indonesia dianggap lebjh bergantung dan lebih memerhkan Malaysia, 

sebagaimana terlihat dari mengafirnya para buruh rnigran Indonesia ke Malaysia 

untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. 

2). Arah baru pembinaan identitas kolektif 

Perkembangan pemahaman tentang identitas kolektif antara Indonesia dan 

Malaysia di atas menunjukkan kesenjangati yang makin besar. Indonesia masih 

memahami Malaysia dalam konsep keserumpunan yang memiliki banyak kesamaan 

budaya, sejarah dan keluarga. Sementara Malaysia tidak lagi memahami 

keserumpunan secara statis sebagai bagian dari indentitas kolektif dan hanya melihat 

itu paling jaul~ itstrurnental sifatnya yang diletakkan dalam konteks identitas barn 

sebagai negara yang menuju ke tabap negara industri maju atau bagian dari "New 

Asia". 



D:hm ktmkks ini &t& p ~ ~ ~ ~ k  memahami Malaysia dengan identitas 

yang terus berubah. Identitas adalah cermia yang membatasi atau memungkinkan 

diambilnya politik luar negeri Malaysia. Dalam konteks ini kedua negara memiliki 

pemaharnan yang sama tentang struhur peranan-peranan yang h a s  dilakukan di 

dunia internasioml. Kedua negara mau tidak m u  memang hams mengikuti tuntutan 

persaingan global dan bersiap diri untuk itu. Tuntutan, aturan dan hukum globalisasi 

dengati standar-standar perbumhan internasional hams menjadi bagian identitas, 

keperluan dan kepentingan kedua negara. Dalam konteks persaingan ini, yang muncul 

adalah rivalitas dan kemanlpuan untuk mengikuti nornza-norma global dan pasar. 

Rivalitas itu juga berlaku terhadap semua negara termasuk kepada negara tetangga 

tanpa tne~nandang apakah tetangga itu serunlpun atau bukan. 

3). Upaya memperkuat landasan ideational h r u  bagi kerja sama kedua negara 

Menyimak perkenlbangan di atas sudah selayaknya bangsa Indonesia 

meninggalkan persepsi lama mereka tentang Malaysia, khususnya dalam memahami 

pemakrlaan terhadap konsep serumpun. Indonesia bukan lagi Identitas kolektif seperti 

keserumpunan dan identitas diri terhadap saudara tua. Indonesia bukan lagi wacana 

yang dominan di masyarakat Malaysia. Identifikasi Malaysia dapat dilihat dari 

wacana yang ditampifkan seperti 'Xook East PoIr'cy", "New Asia", "Smart 

Pcrrfizership", "Malaysia Boleh" dan konsep lain yang menunjukkan kemajuan dan 

kemodernan. Selain itu, melalui proses selarrititasi yang sepenuhnya didukung oleh 

media yang dikuasai negara, gambaran tentang Indonesia sebagai saudara tua telah 



hetyanti menjadi saudara tua yang kurang sigap daIam memahami kemajuan karena 

tidak bisa mengurus ekonomi, masalah keselamaim dm rnasalah sosial. Komplain 

terhadap Malaysia yang berangkat dari imajinasi dan ekspektasi berdasarkan pada 

pemahaman intersubjektif lama tenimg hubungan kedua negara mestinya mulai 

ditir~ggalkan. 

Hubungan kedua negara dengan demikian rnemerlukan pengaturan- 

pengaturan yang transparan, merlgik-uti aturan good govenrance dan prinsip-ptinsip 

global lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia juga mestinya hams mulai berani 

menekan Malaysia agar lebih transparan dan mengikuti standar-standar perburuhan 

internasional dalam kaitan dengan masalab burub migran Indonesia yang banyak 

dirugikan selama ini, termasuk &lam pengaturan bersama tentang pemberian 

perlindungan hukum terhadap buruh migran tersebut meialui mekanisme peradilan 

perburuhan integratif di antara kedua negara. 

c. Kornparasi Mikro sistem hukum Indonesia-Malaysia 

Dalam dunia kontenlporer ini Lahir tradisi hukum yang utarna, yaitu tradisi 

hukum kontinental (civil /mi>), tradisi hukum adat (cornon h), tradisi hukum 

sosialis (sosiaEist b~v) dan tradisi hukum lainnya, atau tradisi-tradisi hukum yang 

merupakan campuran dari tradisi-tradisi hukum tersebut.. Berkenaan dengan tradisi- 

tradisi hukum, diberbagai nesara termasuk di negara-negara yang tergabung dalam 



Perls,impunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ikut dipengaruhi tradisi- 

tradisi hukum tersebut. 147 

Perbedaan antara tradisi hukum Kontinental dan Anglo Saxon antara lain 

didasarkan pada peranan hukum perundang-undangan dan yurisprudensi. Negara- 

negara yang tersabung ke dalam hukum Kontinental menempatkan hukum 

perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya, sedangkan negara- 

negara yans menganut tradisi hukum Anglo Saxon menjadikan atau menempatkan 

yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Agak berbeda adalah tradisi 

hukum Sosialis . Tradisi hukum Sosialis bukan terutama didasarkan pada peranan 

peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijakan 

ekonomi dan sosial. Menurut pandaqjan ini, hukum adalah instrumen (alat) kebijakan 

dalam bidang ekonomi dan sosid, sedangkan tradisi hukum Kontinental dan Anglo 

Saxon, mereka pandang sebagai refleksi dari masyarakat dan perintah yang 

kapitalistik, borjuis, imperialis, dm ek~ploitatif.'~' 

Mengacu kepada uraian di atas, Indonesia adalah sebagai salah satu negara 

yang menganut tradisi hukum c i ~ d  Zm (Kontinental) dan Malaysia sebagai salah satu 

negara yang rnenganut tradisi huhrm English ommon law (Anglo  axo on).'^^ 

Berkenaan dengan unsur ddam sistem hukum, cara memandang hukum, dan jenis 

Astim Riyanto, "Sistem H r h m  Negara-Negm Ash Tenggara", Jurnal Hukaun dun 
Pmbanqunan, Tahun ke-7 No.2, Badan Penerbit FH-Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 
266. 

Ibid, hlrn.267 
14' Ade Maman Suherman, Ade Maman Suherman, Paguntar Perbandingan Sistem Hukum,IYT Raja 

Grafrndo Persada, Jakarta, 2004, him. 314. 



ahan-xn ddam sistem hukum kedua negara secara umum dan secara spesifik memiliki 

persamaan dan perbedaan. Berikut ini adalah analisis persamaan dan perbedaan 

tersebut:15' 

1). Unsur dalam sistern hukum, secara umum Indonesia dan Malaysia memiliki 

per samaan, antara lain: 

(a) Struktur (rangka atau kerangka) 3embaga peradilan t&.nggi seperti 

Mahkamah Agunflahkamah Persekutuan beserta lembaga-lembaga 

peradilan di bawahnya serta lembaga-lembaga pelaksana peraturan 

perundang-undangan 

(b) Aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dalam berbagai bidang 

kehidupan w a r s  nesara dari kedua negara. 

(c) Sikap terhadap hukum dan sistem hukum dari warga negara kedua negara 

bei-upa keyakinan, nilai, kesadaran, gagasan, dan harapan yang membuat 

proses hukum berjalan 

2) Cara memandang hukurn dalam sistem hubm, Indonesia dan Malaysia memiliki 

kesamaan dalam ha?: 

(a). Perangkat peraturan perundang-udangan dari yang tertinggi berupa 

UI?D/Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi) sampai peraturan terendah 

r +. 
"" Up.cit, lifm 29 5-297, PenuIis rnengdsis secara khusus lianya di dunia negara saja, ddam ha1 ini 

addah Indonesia dan Malaysia, dalarn Astim Riyanto, di analisis secara umum semua negara di Asia 
Tenggara (ASEAN). 



ymg &ikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau negeri-negeri (negara bagian) di Negara Federasi Malaysia 

(b) . Pendekatan-pendekatan yang luas berupa seluruh aspek pengendalian 

(kontrol) sosial. 

3). Jenis aturan dalam sisten hubm, secstra umum Indonesia clan Malaysia memiliki 

kesamaan: 

(a). Aturan primer, yaitu seperangkat perahran yang mengatur perilaku nyata 

bagi setiap warga negara dari kedua negara. 

(b). Aturan sekunder (aturan tentang aturan), yaitu seperangkat peraturan bagi 

keperluan cara untuk membuat peraturan perundang-undangan. 

4). Unsur dalam sistem. hukum, secara spesifik Indonesia dan Malaysia memiliki 

perbedaan, antara lain: 

(a). Struktur yang didasarkall pada tradisi h u h m  lokal dan tradisi hukum 

domestik yang dipengaruhi tradisi-tradisi hukum besar dunia (tradisi 

hukum Eropa Kontinantal, tradisi hukum Anglo Saxon, dan tradisi hukum 

menurut ajaran Islam). 

(b). Aturan-aturan, kaidal~~kaidah, dan pola perilaku nyata dalam berbagai bidang 

kehidupan warga negara dari kedua negara yang dipengaruhi oleh Konstitusi 

dan peratwan yenindar~gundangan di bawahnya yang pembuatannya 

dipengaruhi oleh tradisi-tradisi hukum lokal/domesiik dan global. 

-. 



(4 3IIb;:y ?e&w&~p huktim ~ P P ,  &ern hukum dari warga negara kedua negara 

berupa keyakinan, nilai, kesadaran, gagasan dan harapan membuat proses 

hukum berjalan yang adaRif dengan situasi, kondisi dan masalah yang 

dihadapi oleh negara yang bersangkutan. 

Cara memaudans hukum dalam sistem hukum, Indonesia dan Malaysia secara 

spesifih memiliki perbedaaan dalam hal: 

(a) Variasi perangkat peraturan perudang-undangan dari yang tertinggi berupa 

UUDPerlernbagaan Persehtuan (Konstitusi) sampai peraturan terendah 

yans dikeluarkan oieh pemerintah daerah di Negara Kesatuan Repubiik 

Indonesia atau negeri-negeri (negara bagian) di Negara Federasi Malaysia 

yang didasarkan pada hukum yang hidup, kebutuhan yang a&, dan masaiah 

atau tantangan yang dihadapi. 

(b). Variasi pendekatan-pendekatan yang luas berupa seluruh aspek pengendalian 

(kontrol) sosial yang didasarkan pada bentuk negara (Republik dan 

Kerajaan), bentuk pemerintahan (Presidensial dan Parlementer), hukum yang 

hidup, kebutuhan yang ada, dan masdah atau tantangan yang dihadapi. 

6). Jenis aturan dalam sisten hukum, secara spesifik Indonesia dan Malaysia memiliki 

perbedaan: 



[a) AAh.t-;m primer, ys'ihx spermghat peraturan yang mengatur perilaku nyata 

bagi setiap warga negara dari kedua negara sesuai dengan kebutuhan dan 

masalah atau tantangan yang dihadapi masing-masing negara. 

(b) Aturan sekunder (aturan tentang aturan), yaitu seperangkat peraturan bagi 

keperluan cara untuk membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

kebutuhan dan masalah atau tantangan yang dihadapi masing-masing negara. 

d. Perurnusan Langkah Harmonisasi Eukum 

Pemikiran harmonisasi bermula dari Rudolf ~tammler"' yang 

mengernukakan bahwa konsep clan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup 

"harmonisasi" antara maksud, tujuan dan kepentingan jndjvidu dengan maksud, 

tujuan clan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata \sin, hukum akan tercipta 

baik apabila terdapat keselarasan anfara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa 

(pemerintah kedua r~egara) dengan masyarakat. Di sisi \ait~, Baclan Pembinaan 

Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, memberikan pengertian 

I~armonisasi I~ukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian 

(pen y el arasan/kesesuai adkeseim bangan) hukum tertdis yang mengacu pada nilai- 

nilai filosofis, sosiologis, ekonolnis dan yurid'is. 

IS\ Dalanl Chad: Hari.. Modern Jurisprudence. Golden Books Center. lnternational Law Boot-c 
Services, Kuaia Lump=, i994, Z;,. . , . 



! ::ia-ner$rGu .;i 'rszikm pada peraturan perundang-uncfangan dengan pendekatan 

sistem, yakni dengan konotasi sistem sebagai entitas, akan memandang bahwa 

harmonisasi h u h m  peraturan perudang-undangan mempakan upaya menyeteraskan, 

menyesuaikan, menyejmbangkan, menyerasikan dan konsistensi unsur-unsur 

pembentukan peratura~z perundang-undangan terhadap tata urutan dan materi 

peraturan perundang-undangan yang &an disusm. Dengan demikian, upaya 

harmonisasi ini merupakan "Coditio Sine Qua Non" bagi te jaminnya kepastian 

hukum, ketertjban hukum, penegakm hukum dm perlindungan hukum yang 

berintikan keadilan dan kebenaran. 

Penempatan harmonisasi (secara horizontaj dan vertikd) ddam proses 

pembentukan peraturan perunhng-uncfangan dilakukan terhadap peraturan 

perundangan yang lebih tinggi, sederajat, dm pada nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat kedua negara, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Datam proses 

ini diperlukan langkah harmonisasi peraturm perundang-undangan sehingga 

terbentuk peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan kondisi 

kehidupan yang selaras ( d w  as lood oj- .ociad harmony). Langkah-langkah 

harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan sistem 

hukum yang ada, yaknj dengan: 

I). Memperhatikan sistenz kzuhtn nasionat masingmasing negara sebagai masukan 

(input), dengan memperhjtungkan keberadaan unsur ya.ng sedang berjalan, 

berupa: 



($1 StxB~stansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis 

dan tatanan huku~n internal masing-masing negara, 

(b) Stt-uktur hukum yaitu kesiapan kelembagaan publik beserta aparatur/pejabat 

pemerintah di kedua negara, 

(c) Rudaya hukum yans mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga 

negara kedua negara terkait dengan materi peraturan perundang-undangan; 

2) Memperhatikan realitas keberadaan peraturan penmdang-undangan dan 

penegakannya dalam praktik ketika berseberangan dengan rasa keadilan dan 

aspiras~ yang be:-kernbang di lingkungan masyarakat kedua negara; 

3). Melakukan penilaian atau evaluasi terhadag, hasii yang dicapai berupa 

terbentuknya peraturan perunhng-undangan yang memiliki pengaruh terhadap 

kehidupan warga negara dari kedua negara. Dengan demikian, keberadaan 

hukum perburuhan yang aspiratif dan responsif sangitt diperlukan dan akan 

tercapai apabila terdapat keselarasan antara pemerintah kedua negara dengan 

warga negara kedua negara. 

e. Model dalam Harmonisasi Hukum 

Selanjutnya b a ~ a i  manakah bentuk pertindungan hukum setelah tenaga ke j a 

Indonesia pulang ke tanah air sebelum kontraknya berakhir tetapi masih 

meninggalkan persoalan hukum di Malaysia ?, supaya negara Indonesia dan Malaysia 

 be^-tanggungjawab dalam membela dan memberi periindungan hukum terhadap 



r e n ~ ~ a  kerja Indonesia tersebut, salah satu caranya adalah melalui metoda 

harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia. 

Harmonisasi hukum diantara kedua negara adalah memang proses yang sulit, 

bulcan hanya perbedaan pendapat diantara variasi-variasi hukum tetapi juga jurang 

pengertian diantara masing-masing cara pemikiran hukum dan konsep hukum. 

Meskipun sernua kesulitan dibangun dalam hubungan dengan harmonisasi dan 

unifikasi, tetapi a h  beberapa yang mengalami sukses yang cukup penting, terutama 

bila dikaitkan dengan kerjasama antar negara, seperti negara-negara Nordic 

(Nonvegia, Swedia, Finlandia), negara-negara Benelux (Belgia, Nedherland, 

Luxemburg) dan anggota negara-negara Uni Eropa, kerjasama tersebut antara lain di 

bidang hukuttl, h k u m  perdagangan internasional, hukum transfortasi, hak kekayaan 

intelektual dan hukum instrumen negosiasi . 

Diatltara negara-negara tersebut adalah negara yang memiliki kecenderungan 

budaya dan bahasa yang sama dan dalam wadah kerjasama antar negara yang sama, 

ha1 yang hampir mirip dengan kondisi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, 

dengan budaya dan bahasa yang hampir sama serta interaksi masyarakat yang tinggi 

da la tn wadah kerjasama ASE AN 

Dengan semakin meningkatnya intensitas interaksi warga negara Indonesia 

yang bekerja ke Malaysia, tidak hanya memerlukan antisipasi berbagai kebijakan 

pemerintah, tetapi lebih jauh aken mempengaruhi berbagai aspek hukum yang lebih 

luas. 

Is' Bogdan, Michael., Contpurutive Lmv, Grqhic Systems, Goteborg, 1994, hh.30-3 1. 



C1 t 1. 
.>2r aru :~9?t :5  tcemtal9 y - 3 ~ ~  ck,n& merjimbulkan hambatan kepastian hukum 

terhadap masalah penyelesaian sen&eta hukum perburuhan antara kedua negara 

adalah perbedaan sistem hukum ketenagakejaan dan sistem peradilan perburuhan 

antara Indonesia dan Maiaysia. Sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam proses 

penyelesaian sengketa tersebut, &n pertama kali yang perlu diperhatdcan para 

pemegang kebijakan di antara kedua negara dafam upaya harmonisasi hukum adafah 

masalah lingkungan pengaruh sistem hukum ketenagakerjaan, agar dapat diperoleh 

formula dan metode yang tepat. "3 

Bidang-bidang hukum perbunthan yang perlu dilakukan harmonisasi antara 

lain: perf indungan Aukum terhadap hak tenaga kerja Indonesia, tanggungjawab 

majikan, hukum kontrak, dan hukum acara terutama hukum yang mengatur 

mekanisme lalulintas dokumen pembuktian apabifa terjadi perselisihan perburuhan 

dan sistem peradilan perburuhan intecgratif itu sen&. Hal ini merupakan salah satu 

kebutuhan yang mendorong negara Indonesia untuk melakukan reorientasi tentang 

metode pembaharuan hukum, khususnya yang menyangkut hukum perburuhan 

melalili metode komparatif, karena akibat pembangunan ekonomi antara kedua 

negara cenderung mengarah pada penyatuan sistem dan prmata hukum. 154 

Negara Indonesia dan Mafaysia dapat menggunakan metode Aarmonisasi 

hukum selain dengan cara membuat pertukaran inforrnasi mengenai perencanaan, 

I S 3  Mengelmi hal iru lihat juga tulisar~ Taryana Swm~dar, -,-' Hannorusasi Hukurn di Lingkungan 
Negara-ilegara ASEAN dalaii Rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas", 
Artikei Utarna, JurrraC Nukrmr Bisns, Val. 22, Y a m 1  Rugert~bangarr Hukurn Bisris - Jakarta, 
Jakarta. 2003, hlm. 58. 
Ihid. hlrn.58. 



pemhet~tukan dan penerapan hukum perburuhan di masing-masing negara, juga dapat 

menggunakan prinsip-prinsip hukum yang seragam yang telah diupayakan oleh 

lembaga-lembaga internasional berupa model law atau legal guide untuk bidang 

hukum kontrak perburuhan, atau dengan ratifikasi dan penerapan konvensi-konvensi 

3. Penerapan Konsep Perlindungan Hukum Integratif 

a. UlCJ Perburuhan Integratif 

Tabel 3.3: Komparasi Blikro IJndang-Undang Perburuhan 
Indonesia dengan Malaysia 

Malaysia: 
a. Akta Kerja1955 
b. Akta Hub. Industrial 1967 
c. Akta Mesatuan Sekerja 
1959 

Subsbnd 
Perbandingan -- 

Sumber 
Hukum 
(pilar utama) 

Persamaan 

Indonesia: 
a. UU 13/2003 ttg Naker 
b. UU 212004 ttg PPHI 
c. UU 2 1/2000 ttg SP/SB 

didasarkan pada &di$ 
Unsur 

hukum lokac dan tradisi 

(a). S&w lembaga peradjlan 
perburuhan tertinggi seperti 
Mahkamah Agung/Ma&amah 
Rayuan beserta lembaga-lembaga 
peradilan perburuhan di bawahnya 
serta lem baga-lembaga pelaksma 
peraturan perburuhan. 
(b). Aturan-aturan, kaidah-kaidah, 
dan pola perilaku nyata di bidang 
perburuhan dalam kehidupan warga 
negara dari kedua negara. 
(1 .  Sikap terhadap h u h m  
perburuhan dan sistem hukum dari 

hukum domestik yang 
' dipengaruhi tradisi hukum 
Eropa Xontinantal, tradisi 
hukum Anglo Saxon, dan 
tradisi hukum menurut 
ajaran Islam. 
(b). Aturan-aturan, kaidah- 
kaidah, dan pola perilaku 



Cara pandang 
hukum 

wzuga negara kedua negara benrpa 
keyakinan, nilai, kesadaran, 
gagasan, dan harapan yang membuat 
proses hukum perburuhan berjalan. 

(a). Perangkat peraturan perburuhan 
yang tertinggi sampai peraturan 
terendah yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah bagi Indonesia 
atau negeri-negeri (negara bagian) 
di Malaysia 
(b). Pendekatan-pendekatan yang 
luas bempa selumh aspek 
pengendalian (kontrol) sosial. 

negara dari kedua negara 
yang dipengaruhi oleh 
Konstitusi dan peraturan 
perburuhan di bawahnya 
Y ang pembuatannya 
dipengaruhi oleh tradisi- 
tradisi hukum 
lokalldomestik dan global. 
(c). Sikap terhadap hukum 
perbunthan dan sistem 
hulcum dari warga negara 
kedua negara bempa 
keyakinan, nilai, kesadaran, 
gagasan dan harapan 
membuat proses hukum 
perburuhan berjalan yang 
adaflif dengan situasi, 
kondisi dan masalah yang 
dihadapi oleh rnasing- 
masing negara. 

(a). Variasi perangkat 
peraturan perbumhan dari 
yang tertinggi sampai 
pHatwan terendah yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah di Indonesia atau 
negeri-negeri (negara 
bagian) bi Malaysia yang 
didasarkan pada hukum 
yang hidup, kebutuhan yang 
ada, dan rnasalah atau 
tantangan yang dihadapi. 
(b).  Variasi pendekatan- 
pendekatan yang . luas 
bempa seluruh aspek 
pengendalian (kontrol) 
sosial yang didasarkan pada 
bentuk negara (Republik 
dan Kerajaan), bentuk 
pemerinthan (Presidensial 



Jenis aturan (a). Aturan primer, yaitu 
seperangkat peratiuan perburuhan 
yang mengatur perilah nyata bagi 
setiap warga negara dari kedua 
negara. 
(b). Aturan sekunder (aturan tentang 
aturan), yaitu seperangkat peraturan 
bagi keperluan cara untuk membuat 
peraturan perburuhan. 

dan Parlementer), hukum 
yang hidup, kebutuhan yang 
ada, dan masalah atau 
tantangan yang dihadapi. 

(a). Aturan primer, yaitu 
seperangkat peraturan 
perburuhan yang mengatur 
perilah nyata bagi setiap 
warga negara dari kedua 
negara sesuai dengan 
kebutuhan dan masalah atau 
tantangan yang dihadapi 
masing-masing negara. 
(h). Aturan sekunder (atwan 
tentang aturan), yaitu 
seperangkat peraturan bagi 
keperluan cara untuk 
membuat peraturan 
perbumhan sesuai dengan 
kebutuhan dan masalah atau 
tantangan yang dihadapi 
masing-masing negara. 



b. Lembaga Peradihn Perburuhan Integratif 

Tabel 3.4: Substansi Komparasi Mikro Sistem Peradilan Perburuhan 
Indonesia den an Mala sia 

1 No 1 Substansi 1 Indonesia Malaysia 

pengusaha dan buruh secara cepat, 
mudah, sederhana, mwah dm adil 

1. 
Perbandingan 

Prinsip Dasar 

Sum ber Hukum 

buruh. 
Penyelesaian perselisihan 
antara kesatuan sekerj a 

UU, Kepmen, Permen 
(tertulis=utama) 

Pembatasan 

dan kesatuan majikan 

I 

Perlindungan hak pekerja 

Mensenal pembatasan untuk 
setiap tingkat peradilan yg 
berkaitan dgn perselisihan hak, 
kepentingan. dan kepentingan antar 
serikat pekerja. 

secara cepat, mudah dan 
a&1l 

Perlindungan hak maj ikan, 
buruh, dan Badan-badan 

Akta, kasus-kasus yang 
diputuskan 
(y~risprudensi), tertul i s 
tidak utama. 
1. Menteri memiliki 
kebijakan apakah suatu 
kasus dapat di rujuk ke 
Mahk Perusahaan atau 
tidak. 
2. Di Mahli Tinggi Buruh, 
di batasi untuk kasus 
tertentu saja (limitatif) 
3. Peke rja secara individu 
tidak dapat terlibat dalarn 
pertikaian perindustrian. 
Mengenal penyelesaj an di 
luar pengadilan, juga 
mengenal banding 
(rayuan) ke Mahk Tinggi, 
di My belum ada Mahk 

1 

Penerapan 

1 Pengadilan Negeri 

Prosedur 

Jangka waktu 
StruMur 

bJengend penyelesajan di l u x  
pengadilan, juga mengenal 
banding dan kasasi. 

Dulu P4D,P4.P(1957),skrg PHI( 
2004) 

Tinggi Perush (Rayuan) 
Smp skrg msh berlaku 
Mahk B d  (sejak1955), 
Mahk Perusahaanl967 dan 

Maksimal160 hari 
Peraditan khusus di bawah 

R/tahk Sivil 

Mahkamah Khas 



I I ~ ~ ~ 1. , Analisis Rangka Kerja (Framework of Analysis) 

Garr~bar 3.1: 
Kerangka Umum Pemikiran Konsep Perlindungan Hukum integratif 

Landasan Pemikiran Pengembangan Konsep Penerapan Konsep 

Secara 
Terminologis 

Doktrin Hk 
Komparasi 

Mikro Sistem Hk 

Harmonisasi Hk Peradilan Perburuhan 

Pendekatan Pe.rLU, Komparatif Integratif 
& Historis 

Harmonisasi Hk 

Integrasi Wil Hk. 
ASEAN 

I 
Budaya 

Serumpun 
- 

- 

r-- 

UU Perburuhan 
Integratif - 



Gambar 3.2: 
Kerangka Umum Riset Perlindungan Hukum Integratif 

- 

Pendekatan 
P :rundang-undangan 

b 

1 Perlindungan Hukun~ menurut I 
( Peraturan Perundang-undangan 1 

1 

Peradilan Perburuhan 

Pendekatan Komparatif I--i 7 
Pendekatan Historis P 

I Pengembangan Teks Undang-undang Pekeja yang / 
I Komprehensif dan Peradilan ~ h u s u s  Buruh Migran Integratif I 

r 
I 

& - 

Simpulan: Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak TKI menurut Peraturan 
Perundang-undangan dan Sistem Peradilan Perburuhan di Malaysia 

berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Integratif di masa yang akan 
datang 

Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimb~~lkan tata 
cara perlindungan hukum yang sarna dan kebutuhan-kebutuhan khbsus 

karena perbedaan sejarah menimbulkan tata cara yang berbeda pula 

E;e 

I 

- 

Kontribusi Praktis: 
ijakan Perlindungan Hukum 

htegratif antara Indonesia 
c.er.gan Malaysia 

Kontribusi Teori: 
Pemantapan pengembangan studi 
hukum yang berkaitan dengan prinsip 
perlindungan hukum Integratif terhadap 
hak-hak pekerja antar negara 
berdasarkan hukum internasional 



BAB IV 

PRTNSIP PERLINDUNGAN HLTKUM MENURUT PERATURAN 

PERUNDANGUNDANGAN PERBURUHAN MALAY S U  

A. Sejarah Negara Federasi Malaysia 

Malaysia merayakan hari kebangsaan pada tanggal 3 1 Agustus 1957, bermula 

dari persekutuan negeri-negeri koloni Inggeris di Semenanjung Malaya, sebelum 

memperoleh kemerdekaan dari Inggeris pada tahun 1957. Malaysia telah mengalami 

masa-masa penjajahan &ngsa Eropah, seperti Portugis, Belanda dan bangsa Jepang. 

Pada tahun 1824 melalui Traktat London, Inggeris mengambil alih Melaka 

dari Belanda. Pada tahun 1826 didirikan Negeri-negeri Selat (Penang, Dinding, 

Melaka dan Singapura) yang merupakan koloni Inggeris. Pada tahun 1895 Pahang, 

Selangor, Perak dan Negeri Sembilan juga di bawah pemerintahan hggeris Raya, 

semuanya dikenal dengan Negeri Melayu Bersatu. 

Pada tahun 1942-1945 Malaysia di bawah pendudukan Jepang yang memicu 

keinginan Malaysia untuk merdeka. Pada tahun 1946 rencana Inggeris membentuk " 

Persatuan Malaya" seusai Perang Dunia 11 dikacaukan oposisi Melayu yang 

menginginkan sistem Melaju yang baik. Pada 1948 seluruh wilayah koloni Inggeris 

kecuali Singapura menyatukan diri di bawah bendera Federasi Malaya. Pada tahun 

1948 kelompok kiri yang mayoritas didukung etnik China melancarkan serangan 

bersenjata kepada In~geris, kemudian keadaan darurat diumumkan, dan akhirnya 

pada 3 1 Agustus 1957 Negara Federasi Malaya mendeklarasikan kemerdekaannya. 

Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama. 



Pada tah~tn 1953 h-doni ingger'is di Sabah, Serawak dan Singapura bergabung 

dalam federasi yang kemudia~i beralih nama menjadi Federasi Malaysia. Pada tahun 

1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia. 

Bagi Indonesia, Malaysia adalah negara terdekat, baik dari segi geografis 

maupun budaya karena merupakan bangsa serumpun. Walaupun Malaysia adalah 

negara yang lebih muda dari Indonesia, negeri jiran ini cukup berhasil meningkatkan 

ekonomi dan taraf hidup rakyatnya. Kini Malaysia tumbuh menjadi negara yang 

cukup terkemuka di kawasan. Akan tetapi, hubungan kedua negara tidak selalu 

harmonis. Berbagai permasalahan, seperti sengketa t e r i t od  di wilayah perbatasan 

dan masalah tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia, tetap menjadi tantangan bagi 

hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. 

Gambar 4.1: Peta Wilayah Negara Federasi Malaysia 

Sumber: Coztrtesy of Kompas 



1, Laas W itayah 

Luas wilayah negara Majaysia 329.750 km 2, di sebelah barat terletak di 

Semenanjung Malaya dengan Negeri-negeri Q4ega.a Bagian) seperti: Sohor Bahru, 

Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Penang, Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang 

dan Trengganu dan di sebelah timur terletak di Kalirnantan Bagian Utara dengan 

Negeri-Negeri Serawak dan Sabah. 

2. Populasi 

24.82 1.286 juta jiwa. 

3. Harapan Hidup 

72,76 tahun. 

4. Melek Muruf 

88,7% 

5. Bahasa 

Bahasa Ms.laysia/haelayu (resmi), Inggeri s, China, Tamil, Thai, dan beberapa 

bahasa asli. 

6. Ekonomi 

PDB per kapita 12.900 dollar AS (2006) 

lnflasi 3,8% (2006) 

Tingkat pengangguran 3,5% (2005) 



7. Mompssisi EWL 

Malaysia adalah negara multi-etnik, meskipun etnik Melayu merupakan 

mayoritas, etnik Lainnya seperti China dan India memiliki populasi dan peran yang 

cukup signifi kan. Melayu=54%, China=25,2%, India=7,3 %, Lainnya 133%. 

Gambar 4.2a: Komposisi Etnis 

8. Status "LBumiputera" 

Malaysia menerapkan sistem pemilahan ras yang memberikan hak istimewa 

dan keberpihakan kepada ettlik NIe1ayu dan suku asli, namun tidak bagi etnik China, 

India, dan etnik asing lainnya. Bertujuan untuk memajukan etnik Melayu, tetapi 

sementara pihak menilai sistem ini bernuansa diskriminasi ras. 



9, Bentuk Negara 

Malaysia adalah negara federasi atau persekutuan dengan monarki yang 

mencontoh gaya Tnggeris. Akan tetapi perbedaannya di Malaysia terdapat sembilan 

kesultanan yang secara bergiliran diangkat dan menjabat sebagai Yang di-Pertuan 

Agong selama lima tahun. 

10. Bentuk Pemerintaha~~ 

Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah demokrasi parlementer. 

Parlemen bikameral yang terdiri atas majelis tinggi yang tidak dipilih melalui pemilu 

dan majelis rendah yang dipilih meialui pemiiu. Politik Malaysia didominasi koalisi 

Barisan Nasional yang di pimpin UMNO, sementara oposisi adalah Bansan Rakyat 

(Pakatan Rakyat) yang di pimpin PKR (Partai Keadilan Rakyat) bersama Partai Islam 

seMalaysia (PAS) dan Partai Aksi Demohatik PAP). 

Gambar 4.2b: PeroIehan Suara Partai 

Surnber : C:m~rte.sy of Kompas 



11, P d p t 9 ~ l l l  D o m m ~ F k n t ~ )  fPDB) 

Tabel 4.1: Pendayatan Domestik Bruto (PDB) 

12. Pertumbuhan GDP 

Tabel 4.2: Pertumbuhan GDP 

, - .,. 
2%: ;:t -i:: .a --, 1-3 -1: ;:I ~ s p e - t  sp kg es h art $ a l-I .er n a n P D E3 

.. .............-.... f r n j i i a r  dof!.ar ....... AS) 11.- g;j - .------ 



13, Pemnan berbagai Sektor dalam Total PDB (%) 

Tabel 4.3: Peranan Berbagai Sektor dalam Total PDB (%) 

IL A h a  dan Uadang-U ndang Perburuhan di Malaysia 

1 .  Apakah Hukum Perburuhan Malaysia termasuk ke dalam ranah 

Hukum Privat atau Hukum Publik ? 

Untuk mengetahui apakah Hukum Perburuhan termasuk ke dalam ranah 

Undang-undang Persendirian (Hukum Privat) ataukah ke dalam ranah Undang- 

undang Awam (Hukum Publik), dapat di lihat dari analisis klasifikasi hukum, 

perbedaan hukum sivil dan jinayah, tetminologi hukum dan dari sudut pandang 



ketijzkan yang di ambil oleh Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, 

selanjutnya dapat dapat diuraikan sebagai berikut: (lihat bagan).' 

a. Klasifikasi Hukum 

Gam bar 4.3: Bagan Klasifikasi Hukum di Malaysia 

I Undang-Undang I 

Undang-Undang 
Undang-Undang Undang-Undang 

A ntm+k+nos:, Persendirian 

I Perle~nbgn pi ( I Jenayah I Pentadbm I I I 

Persendirian 

1 Kontrak I I Tnrf 1 I Amnnah I 

Sumber: Noor Aziah MOM. Awal, Pengenah Kquda Shkm Perunhgan di 
Malaysia, Internastioral Law Book Services, Selangor D a d  Ehsan, 2004, 
Nm. 11. 

Undang-undang Syariah adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah 

SWT yang tidak berubah mengikuti waktu dan keadaan yang bersifat lengkap dan 

menjadi panduan kepada manusia. 

1 Noor Aziah Mohd. Awal, Pengenalan Kepada Sistem Perundartgan di Malaysia, Intemastional 
Law Book Services, Selangor Darul Ehsan, 2004, hlrn. 11 -13. 



I J u b ~ ~ ~ d a s g  .sekdar (& Malaysia biasa disebut unhng-undang sivil saja) 

adalah undang-undang buatan manusia yang dapat dibuat, diubah dan dibatalkan. 

Kebanyakan undang-undang yang berlalcu di banyak negara saat ini adalah undang- 

undang sekular. Undang-undang sekuiar dapat diklasifikasikan sebagai undang- 

undang Awam (Publik), undang-undang Antarbangsa (Internasional) dan undang- 

undang Persendirian (Privati2 

1). Undancg-undang Awam (Publik). 

[Jndang-undang Awam adalah undang-undang yang mengatur hubungan antara 

individu dan negara, undang-undang tersebut dapat dibagikan kepada: 

(a)Undang-undang Jinayah pidana), merupakan undang-undang yang 

menjadikan suatu kesalahan yang dilalcukan terhadap negara yang bertujuan 

menghukum yang bersalah dan mengurangkan jinayah. 

(b) Undang-undang Perlembagaan, merupakan undang-undang yang 

menggariskan hak individu di dalam sebuah negara, undang-undang ini 

melihat kepada persoalan Parlemen dan hak rakyatnya 

(c) Undang-undang Pentadbiran, merupakan pentadbiran 

(pelay anadpengelolaan) dan pelaksanaan wewenang eksekutif dalam 

mentadbir (melayani/mengelola) negara 

' Yamal Halili Hassan. Nik Ahmad Kamd Nik Mahmod dan Mumtai Hassan Undang-Undang 
x-,k~rjuun. Bewan Bahasa dm R~st&a, Kuala Lwpur,2007, Nm.4-5. 



13:) f 'n~k3ng ~xndang I~d~sfrr'r (perh~ibungan perusahaan), merupakan undang- 

undang yang mengatur hubungan antara majikan dan pekeja dan perkara- 

perkara yang melibatkan bihang industri 

Undang-undang Antarbangsa (Hukum Internasional). 

Undang-undang Antarbangsa dapat ditafsirkan suatu badan undang-undang yang 

mengandung prinsip dan peraturan negara-negara di dunia, negara-negara merasa 

terikat untuk mematuhinya dan biasa dipatuhi dalam hubungan antar negara 

(bilateral). Undang-undang ini dapat dibagikan kepada undang-undang 

antarbangsa persendirian (cofl ict  of Emis or private intemationaE laws) dan 

undang-undang antarbangsa awam @zzbZzc zntemationaZ law). 

Undang-u ndang Persendirian f Hukum Privat). 

Undang-undang i11i mengatur tentang hak dan tanggungjawab seorang individu 

dengan individu lain. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan ganti 

rugi kepada pihak-pihak yang tercedera (dirugkan), membolehkan harta diambil 

alih dan memberikan wewenang tanggungjawab kontrak dan amanah. Undang- 

undang ini dapat dibagikan kepada kontrak, toPt (kemgian) dan amanah 

b. Perbedaan Undang-undang Persendirian (Hukum Sivil) dan Jinayah 

Di Malaysia kebiasaan undang-undang sivil disebut sebagai merujuk kepada 

undang-undang sekular, maka undang-undang sivil sebenarnya adalah undang- 



undmg persendirian dan berbeda dari undang-undang jinayah. Perbedaan yang 

kentara antara undang-undang sivil dan jinayah i a ~ a h : ~  

1). Terminologi undang-undang yang berbeda seperti yang disenaraikan (daftar) di 

bawah. 

2). Undangundang sivil adalah mengatur hubungan antara individu dengan individu 

sedangkan undang-undang jinayah adalah mengatur hubungan antara individu 

dengan negara. 

3) Tindakan sivil dapat diambil oleh individu yang terlibat sedangkan tindakan di 

. . 
bawah undang-undang jlnayah hanya dapat diarnbil oleh pendakwa raya 

(penuntut umum). 

4). Dari segi hukuman, kesalahan jinayah ialah hukuman denda, penjara atau 

dicambuk rotan sedangkan undang-undang sivil jika seseorang bersalah 

membayar ganti rugi atau parnpasan (kompensasi), atau mahkamah dapat 

mengeluarkan perintah tegahan (menegur) atau injunksi, atau pelaksanaan 

spesifik suatu kontrak, dan sebagainya. 

5). Dari segi pembuktian di mahkamah di bawah undang-undang jinayah, seseorang 

tertuduh perlu dibuktian kesalahannya "beymd reusonable doubt7 yaitu 

lmelepasi keraguan yang munasabah (rnasuk akal). Di bawah undang-undang sivil 

pernbuktiannya "balmwe ofprobabilities" di mana ukurannya lebih rendah dari 

ukuran yang dibuat ddam kasus-kasus jinayah. 

Noor Aziah Mohd. Awal. Op.Cit, hlm. 14. 



Tabel 4.4: Terlh ~~lologi Hukum di Malaysia 

,- 

Mahkamah Pertama (Co l r  1.f of first ~ I I S ~ I I I I C ~ )  
I 
I . - I --- -.- 
m a n g - u n d a n g  Sivil )- 1 idang-undang Jinayah 

- 
Plaintif (PIai~7t;rfJ) 

1 

I 
I'encMrwa raya (prosecutor) 

1 Sarnan (Sue) / D;I i : L .  ; i.~rosecurfe) I 
Defendan (Defendant) 

Bertanggungan ( l , i ~ ~ I ) l t :  ) 

Penghakiman untuk Plainrif 

(Judgement for the plaint@ 

Ten 1 , i I (Accused) 

Berscic I) (Cuilll*) 

Sabit t.;sala han (Convict) 

Dihii~. ,: (Se,,fence) 

I A vs B di mana vs disebut sebagai laivan ( ;\ .. ?. i ;  ,ti mana vs disebut 1 
sebagai la wan 

diperingkat ~.ayrtar~ (Appeal) 

FaGiZiii~;\ 1; 1 (General) I 1 

  emo oh on(^; cant) ~ ~ c ~ l : ~ n d e n ( R e s p o , l c l e r r O  1 

d. Kent, r erian Sumber Daya Manusia Ma\ 1 r \ia 

Di Mala\ selain undang-undang yang bl I .ittan dengan pekerjaan, 

kementerian dan \an-badan yans berkaitan tumt I mainkan peranan dalam 

menyalurkan mak ,.it dan sebagainya kepada pekerja :\ :menterian Sumber Daya 



Mzfiusia adalah pihak yang sangat pentins dan relevan menyediakan bantuan, 

Icemudahan, garis panduan dan sebagainya kepada pekerja-pekerja di samping 

memastikan undang-undang yang berkaitan dipatuhi oleh majikan dan pekerja, 

termasuk kesatuan sekerja. Kementerian ini terdiri dari jabatan-jabatan tertentu yang 

mempunyai hngsi tersendiri berhubungan dengan perhubungan perindustrian. 

Jabatan-jabatan tersebut adalah Jabatan Buruh, Jabatan Tenaga Rakyat, Jabatan 

Perhubungan Perindustrian, Jabatan Kesatuan Seke j a  dan jabatan Keselamatan dan 

Kesehatan Pekerjaan. Ringkasnya, Kementerian Sumber Manusia berperan 

rnelaksanakan dan memantau sistem perhubungan perindustrian. Sehubungan dengan 

itu dasar didirikannya Kementerian ini addah :4 

1).  Memelihara dan melindungi kebaj ikan, kesehatan, keselamatan dan hak-hak 

pekerja supaya tidak ditepikan (dikesampingkan) majilian. 

2). Menggalakkan hubungan yang harmoni antara majikan dan pekerja melalui sistem 

perhubungan perindustrian yang t e ~ m .  

3). Memastikan kemahiran dasar dalam bidaw perindustrian yang diiaksanakan oleh 

majikan guna memastikan kemahiran tenaga keja untuk dapat t e n s  

ditingkatkan. 

4). Membantu memaksimakan tenaga kerja manusia demi kemajuan negara. 

Dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa H u h m  Perburuhan di 

Malaysia pada asasnya (dasarnya) adalah termasuk dalarn lingkungan Hukurn Sivil/ 

4 3furntai Hasan dan Harlida Abdul Wahab. Undang-Undang Pekeda Unfuk Pengurus, Cet. Pertama, 
Cergas (]\/I) Sdn.Bhd, Kuala L~rmpur, 2003, Nm.vi-vii. 



Prim% fU,-gdw Paen*,) Erarena hubungan kontrak antara majikan dan 

pekerja merupakan bagian dari Hukum SiviV Privat (undang-undang Persendirian) 

tetapi terdapat beberapa aspek diliputi oleh Hukum Awaml Undang-undang Awam 

(Publik) misalnya kesalahan yang dilakukan majikan yang dikenakan hukuman 

pidana, dan kontrak pelayanan juga secara spesifik telah di atur d m  masuk ke dalam 

undang-undang Pekerjaan (IiIukurn Perburuhan). Dengan demikian Hukum 

Perburuhan masuk juga ke dalam ranah undang-undang Awam (Publik). Perubahan 

sifat hukum Perburthan Malaysia dari hukurn privat ke dalam hukum Publik terjadi 

karena beberapa ha!, antara lain: 

1) .  Secara khusus masalah hubungan perindustrian yang mengatur hubungan 

majikan dengan pekerja adalah masuk ke ranah undang-undang Awam (Publik). 

2) Adanya perkembangan proses perubahan tersebut dari berbagai kebijaksanaan 

Pemerintall Malaysia dalam peraturan perburuhan dari waktu ke waktu. 

3) Pe~nerintah Malaysia turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat, termasuk 

d i  bidang perburuhan densan melakukan pernbatasan-pembatasan atas kebebasan 

individu. 

4). Pandangan Pemerintah Malaysia bahwa bidang perburuhan adalah bagian dari 

ltepentingan masyarakat dan ketertiban umum, dengan dernikian persoalan 

perburuhan bukan hanya urusan pihak majikan dan buruh melainkan telah 

menjadi bagian dari kepentingan masyarakat umum sehingga Pemerintah 

Malaysia tumt campur tangan melalui peraturan perundangan di bidang 

perburuhan. 



5). S m a  khusus Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Manusia 

berperan melaksanakan dan meinantau sistem perhubungan perindustrian. 

2. Suniber Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia 

Secara umum sumber undang-undang pekejaan di Mdaysia dapat diperoleh 

dari statuta, kasus-kasus mahkamah dan common Iuw. Statuta merupakan undang- 

undang tertulis yang disahkan oleh parlemen menrpakan sumber yang utama.* 

Kerangka hukum perbaruhan di Malaysia berakar di dalam tiga undang-undang 

perburuhan utarna, yaitu Akta Kerja 3 955, Akta Perfiu bungan Perusaham 1967, dan 

Akta Kesatuan Sekerja 1959. Secara bersama-sama, ketiga undang-undang 

perburuhan utama mengatur tentang hak-hak, kepentingan-kepentingan, dan 

menyinggung kewajiban-kewajiban terhadap hubungan pekerjaan individual (pekerja 

dan majikannya) dan hubungan pekerjaan kolektif antara serikat buruh para pekerja 

dan majikan atau serikat pengusaha. Dengan demikian, kita tidak dapat memahami 

kerangka hukum perburuhan Malaysia seperti isinya tanpa meringkas bacaan dasar 

sejarah secara rnendalarn darj ketiga undaog-undang perbumhan utarna tersebut6 

Mesltipun demikian, aka-akta yang berkaitan perlu ditafsirkan oleh mahkamah. 

Justru, keputusan serta pandangan mahkamah dalam kasus-kasus yang dibicarakan 

juga merupakan sumber undang-undang. Prinsip yang dicetuskan oleh mahkamah 

' K.sqial Halili Hassan. Nik Ahmad Kam;~l Nik Mahrnod dan Mumtai Hassan. Op. Cit. hlm. 3. 
;:!:at Sharifah Suhanah Syed Ahmad, " An Overview of the Malaysian Labour Law Framework", 
Article in Launch Labour Law Projcct & International Islamic University Malaysia, Fakulty of Law, 
Universily o l  Malaya, Kuala Lumpur. 2008, -hJrn. I. 



af"s~~3  -ma rr~en$kat zkau meraja& p~nduan kepada mahkamah yang Lain dan 

pelaltsana undang-undang serta majikan dan pekerja. Keputusan Mahkamah 

Perusahaan adalah sumber penting kepada perundangan berhubung dengan pekerjaan 

di ~ a l a v s i a . ~  

Penerimaar~ keputusan-keputusan mahkamah di Inggris atau yang dikenal 

dengan common law di Malaysia berdasarkan Akta Undang-Undang Sivil 1956. 

Penerimaan cornorom law tersebut hanya &pat beriaku sekiranya tidak terdapat 

undang-undang tertulis di Malaysia yang dikenal dengan &a atau ordinan, akta dan 

ordinan akan menyekat kemasukan common Em tersebut. Satu lagi syarat yang 

diperuntukkan oleh Akta Undang-Undang Sivil 1956 bagi penerimaan common law 

adalah hukum Inggris tersebut hams sesuai dengan keadaan setempat dan itu tugas 

seorang hakim untuk menentukamya. Meskipun demikian, mahkamah di Malaysia 

masih merujuk pada kasus-kasus di Inggris. Hal ini tidak dapat dielakkan karena 

sudah menjadi arnalan di Malaysia yang para pengacaranya sering mengemukakan 

otoritas kasus di Inggris dalam persidangan, dan hakim juga merujuk pada kasus- 

kasus yang dikemukakan para pengacara tersebut. Sungguhpun kasus-kasus common 

lcnv yang berhubungan dengan peke jaan tidak dianggap sebagai mengikat mahkamah 

di Malaysia, namun demikian kasus-kasus tersebut sangat berpengaruh. Akibatnya 

kasus-kasus yang dirujuk itu meyadi satu prinsip perundangan di Malaysia dan 

dituruti turun temurun serta akhirnya membentuk suatu korpus perundangan. Melihat 

pada kasus-kasus berhubungan dengan peke jaan di Malaysia, tampaknya pengaruh 

7 Op. Cit, l h 4 .  



;.\iaumrlya Undang-undat~g (ordirzur?) Bumh yang diberlakukan pada 

abad 19 dan awal abad 20 adalah yang mengatur tentang imigrasi, syarat-syarat kerja 

I bagi buruh paksa, perurnahan, kesehatan dan sebagainya. Pada 1912, Jabatan Buruh 

telah dibentuk di Negeri-negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Satu 

Peraturan (Kanun) Buruh tdah diberlahkan bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu 

1 pada tahun 1912 dan bagi Negeri-negeri Selat pada tahun 1920 

1 Untuk masa kini Undang-undang B u d  yaw. mengatur prinsip-prinsip 

1 hubungan antara majikan dengan pekerja di Malaysia diqerdeh dari tiga sumber 

hukum utama : yaitu Conlnzon Law, Undang-undang bertulis di Malaysia, dan 

ITeputusan-keputusan Mahtcamah Perusahaan dan Mahkamah Sjvil. Pengaruh 

1 Conzn~on Law di Malaysia begitu luas sekay~, kecuali Undang-undang yang mengatur 

-, 
tentang agama dan keluarga, banyak aspek Undang-undang dipengaruhi Common 

Lm!, penjajahan Inggrislah penyebabnya. Common Law masuk ke negara ini melalui 

dua saiuran yaitu melaluj perundangan dan kehakiman. 

Statuta {Undang-undang Tertulis) buruh di Malaysia banyak meniru dari 

statuta buruh Inggris dan India. Meskipun demikian Statuta Buruh di Malaysia 

tidaklah benar-benar serupa {it1 pari mnterin) dengan Undang-Undang Buruh di 

kedua negara tersebut. Jika diteliti peruntukan dalam Statuta Buruh di Malaysia, 

terdapai beberapa peruntukan tertentu yang khusus untuk Malaysia. Statuta-statuta 

Buruh di Maiaysia terdiri dari Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, 

Akta Icesatuan Sekerja 1959, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 

Parnpasan Pekerja 1952 dan sebagainya. Iniiah Undang-undang Tertulis berkenaan 



hejogan huwh di Malaysia. Meruiuut sekG 3 dan 5, Akta Undang-undang Sivil, j ika 

terdapat Undang-Undang Tertulis di Malaysia, maka Common Law tidak terpakai. 

Meskipun demikian, jika terdapat aturan yang berlaku dan belum diatur dalam 

Undang-undang Tertulis tersebut, prinsip Common Law masih tetap berlaku bagi 

aturan itu. 

Akta-akta perburuhan lainnya yang terpakai kepada pekerja asing di Malaysia 

meliputi . 

1 )  Akla Kerja, 1955 (diperiksa ulang 198 1 )  (Revisi 1998) 

2) Akta Pan~pasan Pekerja 1952 (Revisi 1967) 

3). Akta Kesatuan Sekerja, 1959 (diperiksa ulang1981), (Revisi 1989) 

4). Akta Perhubungan Perusahaan, 1967 (Revisi 1980, 1989) 

5). Akta Keselamatan Kesehatan Pekerjaan, 1994. 

h. Hal-hd yang di atur 

Undang-undang Pekerjaan Majaysia mengatur banyak ha], antara lain: 

1) Pengenalan, yang mentbicarakan sejarah perkembangan Statuta (Undang- 

undang Bertulis) Buruh di Malaysia. 

2). Sebelum dan selepas perlantikan pekerjaan, yang membicarakan mulai dari proses 

rekrutmen, proses pemilihan, perjanjian kontrak, dan lain-lain. 

3). Semasa pekejaan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban majikan dan 

pekeija, larangan terhadap kerja yang s a i d  di sisi Undang-undang, larangan 



terbnadap kerja berbahaya, kesehmatan ke ja, M-hak pekerja, hari istirahat, 

waktu kerja, kerja lembur, cuti umum, cuti hari-hari besar, dan lain-lain 

4). Memberhentikan peke ja, mengatur hal; peruntukan berakhirnya kontrak, sebab- 

sebab berakkirnya kontrak, salahlaku (pelanggaran), mengurangkan pekerjal 

penghematan (retrenchmeitt), dan lain-lain. 

5). Amalan-amalan (praktik-praktik) pekerjaan di Malaysia, dan ASEAN, berisi 

perbandingan sistem &in prakik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di 

negara-negara ASEAN. 

6) Amalan-amalan (praktik-praktik) pekerjaan di negara maju, berisi sistem dan 

praktik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dj segara-negara maju. 

7). Kesimpulan. 

c. Pengaduan Awam 

Jabatan Terlaga Kerja juga bertansgungjawab men~bantu menyelesaikan 

masalah pekerjdmajikan yang berkaitan dengan isu-isu perburuhan. 

1 )  Objektif 

Meny elesaikan pengaduan umum tentang masalah perburuhaa terhadap 

pekerjdmajikan d e w n  segera unbk menghndari munculnya konfiik yang lebih 

serius y ang d apat mengakibatkan retaknya hu bungan mereka. 

2). Prosedur untuk Membuat Aduan. 

a). Aduan dapat dibuat melalui : 

(1) Mdalui telepou, fax, atau e-mail. 



12) Datang sendiri ke Pejabat Tenaga Kerja, atau 

(3) Mengantar surat ke Pejabat Tenaga Ke rja yang berdekatan. 

b). Pihak pengadu perlu memberi pengumuman dasar, seperti berikut : 

(1) Nama dan alamat pihak yang di adu. 

(2)Perkara yang hendak di adukan hendaknya lengkap termasuk 

tanggaywaktu kejadian dan sebagainya. 

3). Siapa yang Dapat Mengadu. 

Pekerja, majikan, Kesatuan Sekerja (Serikat Pekerja), Pertubuhan @adan - 

badan) majikan atau pihak-pihak yang berkepentingan. 

4). Jenis-jenis Aduan. 

a) Tidak dibayar gaji, kerja lcbih waktu 

b) Tidak diberi cuti 

c) Tidak dibayar manfaat besangon) penamatan kerja dan lain-lain manfaat di 

bawah undang-undang buruh berkaitan. 

d. Amandemen Akta Kerja 1955 

Pada tahun 1998 Akta Kerja 1955 sudah di amandemen dan ada tambahan 

pada Bagian X I  B, dengan judul "Pekerjaan pekerja-pekerja king".  Bagian baru ini 

berisi lima ketentuan dan yang utama adalah pelayanan-pelayanan untuk melindungi 

pekerja lokai dari diskriminasi terhadap persetujuan dengan pekerja-pekerja asing. 

Sebagai contoh, di bawah seksi 60M, ditentukan bahwa tidak ada majikan dapat 

mengakhiri pelayanan kontrak terhadap seorang pekerja lokai untuk maksud 



rnemperkerjakan m ~ a q g  pfkerja asing. Seksi 60N menentukan bilamana seorang 

majikan diperlukan untuk mengurangi jumlah peke j a  dengan alasan kebutuhan yang 

berlebihan untuk menguransi sejumlah peke ja,  majikan tidak dapat mengakhiri 

pelayanan seorang peke j a  lokal kecuali jika dia sudah terlebih dahulu diakhirinya 

semua pekerja-pekerja asing. yang dipekerjakan oiehnya dalam kapasitas yang sama 

dengan pekerja lokal  it^.^ 

Ketentuan di bawah bagian ini yang dapat dikatakan untuk mengatur sebuah 

tindakan perl~ndungan buruh-buruh rnigran adalah pada Seksi 60L(1) dengan 

wewenang Direktur Jenderal untuk setiap pertanyaan tentang komplain apa saja dari 

seorang pekerja lokal yang didiskrin~inasikan dalam kaitannya dengan seorang 

pekerja asing atau dari pekerja asing yang didiskriminasikan daIam kaitannya dengan 

seorang pekerja lokal oleh majikannya dalam ha1 hubungan dan kondisi 

pekerj aannya 

Sebuah pembatasan yang berarti dari niiai dari ketentuan-ketentuan di atas 

adalah definisi "pekerja asing" di bawah Akta, yang sudah didefinisikan ke pokok 

"seorang pekerja yang bukan seorang warga negara". Definisi ini memberi batas- 

bat as kelas orang-orang yang memperoieh periindungan jasa terhadap "pekerj a". Di 

bawah Daftar Pertama dari Akta Keja, istilah "pekerja" lebih lanjut dengan dibatasi 

dengan dua keias yang berbeda, tetapi di bawah keduanya, seseorang mesti hams 

"mengambil bagian dalam pelayanan kontrak (kontrak pentadbiran) dengan seorang 

majikan7'. Karena itu, seorang pekerja migran yang bekerja dibawah tipe kontrak 
- - - 

Sharifah Suhanah Syed Ahmad, Op.CSt, Nm22. 



y w  berbeda, menjadi sebuah kontrak pelayanan atau sebaliknya, tidak akan 

dihormati sebagai seorang "pekerja migran" di bawah Akta ini. lo 

4. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 

Tujuan dari Akta Perhubungan Perusahaan Malaysia (IRA) adalah untuk 

mempromosikan dan memelihara hubungan industrial yang harmoni dan ketentuan 

untuk pengaturan hubungan antara para majikan dan pekerja dan serikat buruh 

mereka dan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan dan perbedaan- 

perbedaan apa saja atau membangun dari hubungan mereka. 

Membuat ketentuan untuk pengenalan Peradilan Industrial sebagai pengadilan 

utama dan "terakhir" arbitrase perselisihan burukl penyelesaian perselisihan oleh 

menteri, tawar-menawar bersama dan pembuatan perjanjian bersama, pemogokan dan 

penutupan, termasuk mencegah orang untuk masuk ke ja  dan investigasi dan 

penyelidikan terhadap perselisihan perburuhan. Meskipun ada perlengkapan untuk 

ltonsilia.si, tetapi itu langkah awal yang tidak diperlukan di dalam proses resolusi 

perselisihan. Di bawah Seksi 26 (2),  Menteri mungkin, dengan mosi yang 

dimilikinya, rnenyerahkan perselisihan buruh apa saja Ice pengadilan jika dia 

dipuaskan dan itu adalah jalan yang paling bijaksana yang dapat dilakukannya. 

"' Ihirl, hlm.23, untuk ha1 sama Uat juga S M a h  Suhanah Syed Ahmad, " Protection of Migrant 
Workers in Malaysia-Moving Towards A Rights-Based Approach "Article in The 4' Asian La17 
l nslitulc (ASI-I) Conference and Faku1ty of Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2007, 

. . 1drn.647. 
! ' i i n a i  juga Kamal Halili Hassan," Undang-undang Perhubungan PerusaIaaan di Malaysia: Konsep 

dan Ideologi", .lurnal Undang-undang dan Masyarakat 3, Malaysian Journal of Law and Society, 
Fakulti Unda~zg-Undslllg-Univeniti Kebangsaan Malaysia, Bangi-Seh~gor D d  E ~ I ,  1999, 
ldm.80. 



Pcmittrrsan Iwbuxgrsn kerja diaturr dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan 

P erusahaan ' Pengaturan ini memboIehkan seorang pekerja yang merasakan 

pengakhiran kerjanya tanpa sebab atau alasan yang adiI membuat representasi kepada 

Icetua Pengarah Perhubungan Perusahaan dalam waktu 60 hari dari tanggal 

pemberhentian. 

Pekerja asing dapat mengambil tindakan yang sama. Akta Perhubungan 

Perusahaan tidak melarang mereka untuk menggunakan mekanisme ini asalkan 

mereka adalah seorang pekerja di bawah maksud Akta Perhubungan Pemsahaan.I3 

Pekerja asing yang terlibat dalam pelaksanaan retrenchment (pengurangan 

pekerja) juga dapat menggunakan peraturan ini apabila pengakhiran kontrak mereka 

dibuat secara tidak adil. Begitu juga dengan kasus pemberhentian konstmktif, pekerja 

asing juga dapat mengambil tindakan ymg sama. 14 

Menurut Sharifah S h a h  Syed ~hrnad," bidang perlindungan Akta 

Perhubungan Perusahaan 1967 adalah terhadap "semua pekerja"'6 dm Pengadilan 

!' Scklisycn 20 Aha Perhubungan Perusahaan, menyatakan:"(l) Where a workman, irrespective of 
whether he is a member o f  a trade union o f  workmen or otherwise, considers that he has been 
dismissed without just cause or excuse by his employer, he may make representations in wrinng to 
the Director General to be reinstated in his former enpIoyntent, fie representations mmap be flied at 
the of$cc of the Director General nearest to the place of employment~om which the workman was 
.s~srn~ssed, (0 The Director General shrill not entert~it~ any representafions under subsection (I)  
unless such representations are filed within sixty daysfiom of the dismiss~l". 

l 3  Kamal Halili Hassan," Sejarah, Polisi, dm Perundaogan Peke rja Asiig & Wysia"prtikel dalam 
Undang-Undang Malaysia: 50 tahun Merentasi Zaman, Fakulti Undang-Undang-Univefsiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi-Selangor D a d  Ehsan, 2007, Nm. 41 7. 

' Ibid, ldm. 4 17. 
" Sharifah Suhanah Syed Ah~nad, " Protection of M~grant Workers in Malaysia-Moving Towards A 

Rrghts-Based Approacli "phi2 in The 4~ Asian Law Institute (ASLI) Conference and Fakulty of 
Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2007, hlm.649. 



h&daysia wdah 4 s s i r h n  s e c m  jelas bahwa yang dimaksud adalah termasuk 

pekerja-pekerja asing. 

5. Akta Kesatuan Sekerja 1959 

Sejarah dari serikat buruh di Malaysia didokumentasikan sama baiknya 

dengan sejarah Malaysia itu sendiri. Bangkitnya serikat buruh tidak lepas dikaitkan 

dengan perjuangan militan Partai Komunis Malaya (MCP) dan mereka rnenggunakan 

organisasi buruh sebagai batu Ioncatan untuk pesangan kekuatan politik. 

Adrninistrasi Kolonial Inggris menganjurkan untuk menerima undang-undang serikat 

buruh yang akan dibuat, diwajibkan pendaftaran bagi sernua serikat buruh.17 

Pada tahun 1989, Akta Kesatuan Seke j a  1959 diamandemen dengan Akta A 

732. Pada Akta amandemen ini diperkenalkan definisi "pendirian" yang diundangkan 

terhadap tempat bisnis utama atau kepemilikan pekerjaan untuk seorang majikan dan 

yang termasuk divisi apa saja atau cabang nya. Mengikuti amandemen ini, definisi 

"serikat buruh" di bawah Seksi 2 (1) dari Akta Kesatuan Sekerja yang diamandemen 

termasuk di dalam yang definisi sebuah serikat dalam keterangan pendirian apa saja, 

perdagangan, pekerjaan atau industri atau dalam perdagangan apa saja yang sejenis, 

pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri. Serikat dalam perusahaan sudah diadakan 

di banyak perusahaan jsruh sebelum mereka dilegalisasi oleh Akta 1989 perubahan, 

16 IRA, 1967 Section 2, "~vorkmm" means any person, including an clpprentice, employed by an 
i~rnpio-ver unaer a conrracr o f  ernpl~~vment to work for hire or reward and for the purposes of any 
proceedings in reldion to n trade dispute inciudes any mch pemn who has been disn~issed, 
discharged or renfrenched in connection with or as a consequence of that dispute or whose 
disrnissai, discharge or rentrenchrnent has ied to that d~spuie. 

l 7  Sharifah Suhanah Syed Ahmad, Op.Cit, h h . 9 .  



d m  kebijakan pem&&ah Malaysia membantu pertumbuhan serikat-serikat di dalam 

perusahaan di dalam industri elektronik dan menolak untuk membolehkan di industri 

dasar Pekerja-pekeja Industri Listrik untuk mewakili pekwja-pekeja elektronik.'* 

Pekerja asing di Malaysia tidak dilarang untuk ikut serta kesatuan sekerja. 

Tidak ada larangan menurut Akta Kesatuan Sekerja. Larangan terbatas hanya 

dikenakan mereka yang di bawah umur, bukan pekeja yang dapat dipercaya dan 

pesawai pelayanan umum. 

Akta Perhubungan Perusahaan juga tidak melarang peke rja asing untuk ikut 

serta kesatuan sekerja. Seksyen 4 dan 5 Akta Perhubungan ~erusahaan'~ yang 

menjamin hak pekerja untuk ikut serta kesatuan sekerja dan aktif didalamnya dan 

tidak melarang pekeja asing berbuat demikian.20 

18 
, .. 

]bid. hlm. lo. 
" Seksyen 4 Akta Perhubungan Perusallaan 1967, menyatakan; "(I) No person shall inre@ere wit!:, 

restrain or coerce a workman or an employer in the exercise of his rights to form and assist in the 
,fortnation of and join a trade union and to participate in its lmvful activities, (2) No trade union or 
I V O P ~ I ? ~ L ' I ~  a~id no trade urlio~i of emnployers shall interfere wifh each ofher in the establishnient, 
,functioning or administration of that trade union, (3) No employer or trade union of employers ana 
no person acting on hehaif efslrch enlplqwr or such trade union shall support any trade union of 
~iwrkrnen b,y,financial or other means, with the object of placing it under the control or influence of 
,sl.~h enzpleyer or szlch trade zlnion ofen7ployers '. 
Sedangkan Seksyen 5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, menyatakan: "No employer or trade 
11111017 qfenrployers, and M O  person acting on behalf of an emplqyer or such trade union shall : (a) 
inrpose any cronrfition in a contrnct of'et?iploynrent seeking to restrain the right of a person who is a 
pnr!v to the coifmct to join a frade union, or to continue his n~ernbe~~hip in a trade union, (bj refuse 
to employ any person 017 ll?e ground that he i s  or is not a member or an oflcer of a trade union, (c) 
cijscriminate against any person in regard to employment, promotion, any condition of employment 
or ~vorking  condition,^ 011 the ground thd he leis or Is not a rnember or oflcer ofa trade union. " 
'' Kalnd Halili Hassan. Op.Cit, hlm. 416-417. 



6- %kt3 Kasefamahn Kesektatana Pekerjaan 1994 

Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan (AKKP) yang telah disahkan oleh 

Pademen blalaysia pada tahun 1994 ini membuktikan betapa seriusnya Pemerintah 

Malaysia dalam memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, baik 

untuk pekerja setempat maupun pekerja asing di Malaysia. Sebelum Akta 

Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan 1994, sebenarnya sudah ada M a - M a  lain 

yang mengatur perkara-perkara terkait dengan keselamatan, kesehatan dan kebajikan 

pekerja. Seperti Akta Kilang dan Jentera (AKJ)1967, Akta Keselamatan Sosial 

Pekerja (AKSP) 1969'~ dm M a  Pampasan Pekerja (APP) 1952. Dengan demikian, 

AKKP dan AKJ lebih merupakan undang-undang yang diamandemen berdasarkan 

prinsip pencegahan, sedangkan AKSP dan APB adalah berdasarkan prinsip 

rnemberikan ganti ~ g i . ~ ~  

Sebenarnya tujuan disahkannya Akta ini adalah untuk memastikan 

keselamatan, kesehatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja, bagi 

melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesehatan berkaitan 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang bekerja, untuk membentuk Majelis Negara 

bagi Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan, dart bagi perkara yang terkait 

dengannya. 23 

21 Lihat Kamal HaIiIi Kassan." AMa Keselarnatan SosiaI Pekerja 1969: Beberapa Kes", InriUstriaC Lmv 
Report 2, 1999, yang hanya memperuntukan bagi pekeja setempat saja 

" Karnal Halili Hassan," Akta Keselamatan dan Kesihalan Pekejaan 1994 - Satu Huraian", Current 
Law Journal, 1994., hlm.lxxxi. 

23 Mukadin~ah AKKP 1991. 



&ha hi terpakai di seluruh Malaysia untuk bidang industri seperti, pabrik, 

pertambangan dan penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, hotel 

dan restoran dan lain-lain.2" 

Untuk melaksanakan tujuan Akta ini, &a mengatur pembentukan organisasi 

dan jawatan seperti Ketua Pengarah datr pegawai-pegawai umum yang bertugas di 

Kementerian Samber Daya Manusia dan Pejabat Buruh Negeri. Sebuah badan pusat 

dibentuk oleh Akta ini, Majelis Negara bagi Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan. 

Majelis dibentuk berdasarkan prinsip demokrasi penyertaan, dimana anggota- 

anggotanya mewakili pihak yang berkepentingan seperti pihak majikan, organisasi 

yang mewakili pekerja, Kementerian dan Jabatan yang berkaitan, organisasi atau 

badan profesional yang berkaitan. 

AKKP 1994 rnengatur kewajiban majikan25 dan b a j i b a n  pekerja26 dalam 

ha1 menjaga keselamatan dan kesehatan 

7. Akta Panipasan Pekerja 1952 

Di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 ( dan telah diperbaharui tahun I9B'7j, 

Jabatan Tenaga Kerja bertanggungjawab mengendalikan tuntutan ganti rugi pekerja 

23 ?bid. hlm.lxxxii. 
"" Seksyen 15 (1) AKKP 1994, menyatakan: "adalah menjadi kewajiban tiaptiap majikan dan tiap-tiap 

orang yang bekerja sendtn untuk memast~kan, sebatas yang dapat d i p r a k t i i  keselarnatan, 
kesehatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjaannya". 

26 Seksyen 24(1) AKKP 1994, n~enqatakan: " (a) untuk memberi perhatian yang sesuai (masuk akal) 
bagi keselamatan dan kesehatan dinnya yang mungkin mendapatkan kesan buruk oleh tindakan atau 
peninggalannya sewaktu bekerja, (b) untuk bekerja sama dengan mjikan atau mana-mana orang lain 
dalam menunaikan kewajiban atau kehendak yang dikenakan ke atas majikan atau orang lain melalui 
Akta ini atau peraturan yang dtbuat dibawahnya, (c) untuk rnemakai atau menggunakan pada 
sepanjang waktu apa-apa kelengkapan atau M a n  perlindungan yang diadakan oleh majikan unkk 
maksud mencegah risiko kepadrr keselamatan dan keseha tqa ,  (d) untuk mematuhi arahan atau 
Iangkah tentang keselamatllll hl kesehatan pekerja yang diperkenalkan oleh majikan atau orang lain 
melalui atau dibawah Akta ini atau peraturan yang dibuat dibawahnya". 



,asing )-a% bekerja secaa sarh di Malaysia dan kakitangan (pembantu) Kerajaan 

bukan manual yang bergaji kurang daripada RM 400.00 dan kurang sebulan atau 

kakitangan kerajaan manual tanpa had (batas) gaji yang ditimpa kemalangan 

(musibah) semasa bekerja. 

Densan pemberlakuan Akta Keselamatan Sosial Pekerja I969 untuk memberi 

perlindungan bagi pekerja warga negara Malaysia, AKSP 1 969 direvisi untuk 

mengecualikan pekerja asing Sampai dengan tahun 1993, APP 1952 seakan 

dilupakan, ini berarti pekerja asing mendapat perlindungan Akta ini dan diberi 

peihatian. Selain pekerja asing, k a  ini juga melindungi setengah kategori peke j a  di 

dalam pelayanan umum dan mereka yang bekerja di badan-badan statutori, seperti, 

Kumpulan Perindustriac dan Pembuatan ( IMG).~  

a. Objektif 

APP 1952 bertujuan untuk membantu pekerja yang hilang upaya akibat 

ditimpa musibah semasa bekerja atau orang-orang tanggungannya jika pekerja 

ditimpa musibah meninggal dunia semasa bekerj a untuk mendapatkan ganti rugi dari 

majikannya. Di bawah A k a  ini, pekerja yang terlibat atau tanggungannya dibayar 

ganti nlgi o\eh pihak majikan. Pihak majikan juga diharuskan mengasuransikan 

perusahaannya dari masalah-masalah tersebut di atas. 

1) Mengambi: asuransi ganti rugi pekerja dengan perusahaan asuransi yang berizin. 

2) Tidak dibenarkan memotong gaji pekerja bagi tujuan membayar premium asuransi. 

- - - 

27 Y. Ra~ku~nar.  Panduan Mudah Undang-UntCang Buruh Malaysia, Pelanduk Publications (M) 
Ldrl.Bhd, Selangor Dan11 Ehsan, 200 I ,  hlm. 1 11. 



3) hpabila berk&a~ musibah xmsa bekerja, pihak majikan hendaknya melaporkan 

ke Pejabat Tenaga Kerja di mana musibah kerja berlaku dalam tempo 10 

(sepuluh) hari dari tanggal musibah itu berlaku. 

4) Pihak majikan hendaknya memastikan pengumuman diberjkan lengkap dan teratur 

serta menyertakan dokumen berkaitan seperti so11 {surat bukti) cuti sakit, sijil 

kenlatian, sijil beranak anak-anak si mati, dan lain-lain. 

5) Membayar ganti rugi menurut hitungan Jabatan Tenaga Kerja terus kepada orang 

terbencana atau dengan mendepositkan (menitipkan) ke Jabatan Tenaga Kerja 

menurut sebagaimana yailg di beritahu. 

Majikan tidak dibenarkan membayar ganti rugi terus kepada wanita, kanak-kanak 

dan orang tanggungan, tetapi hendaknya didepositkan ke Jabatan Tenaga Kerja yang 

berkenan. 

Tabel 4.5: Ganti Rugi Terlladap Kesalahan dan Denda 
menurut Akta Pamgasarr Peketja IEf-  

I Kesalahan 1 Denda 
1 i I 1 

1 

Gagal mengambil asuransi 'ganti nrgi 
pekerja 

Membuat potongan dari gaji pekerja 
untuk membayar premium asuransi 

fW1 20,000.00 atau 2 tahun 
penjara atau kedua-duanya sekali 

3 

RM 5,000.00 atau 1 tahun penjara 
atau kedua-duanya sekali 

Gaga1 melaporkan musibah Kesa3aha.n pertama : RM 5,000.00 
Kesalahan kedua : RM 10,000.00 



C I  Mahkamah Perburuhan Malaysia 

Sistem kehakiman di Malaysia terdiri dari mahkamah-mafikarnah yang telah 

dibentuk dan hakim-hakim yang dilantik untuk mengendalikan mahkamah- 

mahkamah tersebut. Sistem mahkamah di Malaysia mempunyai ciri yang agak mirip 

dengan apa yang ada di Lnggeris dan juga negara-negara Komenwel yang lain. 

Perbedaan nyata dapat dilihat dari bidang kekuasaan dan kelayakan hakim yang 

dilantik untuk mengendalikan mahkamah-mahkamah tersebut. 

1. Mahkamah-Mahkamah Khas 

Mahkamah-mahkamah khas tidak terletak dalam hirarki mahkarnah yang 

biasa, mahkamah ini menjadi khas karena keunikannya dalam sistem perundangan 

Malaysia. Terdapat beberapa jenis mahkamah khas , seperti: 

a. Mahkamah Khas Raja 

b. Mahkamah Perusahaan 

c Mahkamah Juwana 

d Mahkamah Tentara 

e. Mahkamah Syariah 

f Mahkamah Anak Negeri 

2. Mahkamah Perusahaan 

a. Sejarah Perkembangan Mahkamah Perusahaan 

Sejarah pembentukan dan perkembangan Mahkamah Perusahaan di Malaysia 

dapat di mulai sebelum Perang Dunia kedua. Peranan dan wewenang Mahkamah 



Pmsahaan pada masa itu lebih menekankan pada perbedaan antara sistem 

penimbangtaraan (mediasi melalui pihak ketiga ) secara "sukarela" dengan sistem 

penimbangtaraan secara "paksaan''." Dalam kcmteks tersebut, sistem sukarela 

merujuk pada perselisihan yang dirujuk pada Mahkamah Perusahaan atas kemauan 

dan kerelaan pihak-pihak yang berselisih, sedangkan sistem paksaan merujuk pada 

perselisihan yang dikemukakan pihak berkuasa kepada Mahkamah Perusahaan. Pada 

masa itu sistem sukarela lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan perselisihan 

perbumhan di Malaysia bila dibandingkan dengan sistem paksaan.29 

Menurut L,obo3' Statuta Mahkarnah Pemsahaan yang pertama di Malaysia 

diperkenalkan melalui Enakrnen Mahkamah Perusahaan 1940 (Negeri Melayu 

Bersatu dan Kedah) serta melalui Ordinan Mahkamah Perusahaan 1940. Selanjutnya 

statuta tersebut digantikan dengan Ordinan Mahkarnah Perusahaan 1948 dan Ordinan 

Pertikaian Perusahaan 1949, namun keputusan Mahkamah Perusahaan pada masa itu 

tidak mengikat para pihak yang berselisih, hal ini disebabkan rujukan perselisihan 

perusahaan oleh para pihak berdasarkan prinsip kesukarelaan. Menurut V. 

~nantaraman,~'  Mahkamah Perusahaan pada masa itu meskipun tetah terbentuk, 

hanya berfungsi apabila perselisihan dirujuk secara sukarela oleh para pihak dan 

perberlakuan keputusan mahkamah masih tidak dapat dibuat sekiranya salah satu 

pihak tidak mau mematuhinya. 

- - 

'' Kasnal lialili Hassan, (et.al). Undan.q-Undan.~ Pekeriaan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala 
Lu1npur~Ziiij7, h i i i .  ;I;.. . 

'"hid, . ... hlm. 180. 
JDU~.  n i ~ n ,  18i.  

'' Ihid, hl~li .  18 1. 



Pads I965 diperkernartkan Esser~#inI {Prohibition of Strikes d Prescribed 

Ir~dz/sfrml Action) Kegiclalion 1965 and Essenlial (Arbifration in the Essential 

Services) Regz~lntiot~s 1965. Selanjutny a peraturan-peraturan tersebut telah 

digantikan dengan Essential ( Trnde Disputes in the Essential Services) Regulations 

1965. Di bawah regulasi tersebut wewenang Ii~dustntnaZ Arbitration Tribunal telah 

dilanjutkan ke?ada pegawai Kerajaan persekutuan dan Negeri, Cuma rujukan kasus 

hanya dapat dengan izin Yang di-Pertuan Agong, Sultan, atau Gabenor Negeri. 

/nu'z/.rIrz~z/ Arbztrntzon Trihun~zI pada masa itu ada seiring dengan Mahkamah 

32 Perusahaan sampai tahun 1957. h4enurut M. Abraham, dalam perkembangannya, 

Mahkmah Perusahaan yang berlandaskan sistem kesukarelaan dan paksaan dapat 

dilihat dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967, kedua sistem tersebut digunakan 

untuk mencari perdamaian atau merujukkan perselisihan kepada Mahkamah 

Perusahaan. 

b. Ciri Istimewa Mahkamah Perusahaan 

Ciri istimewa Mahkamah Perusahaan adaiah mahkamah ini tidak terikat 

kepada cara atau prosedur yang terlalu banyak dan ketat seperti mahkamah umum. 

Mahkamah ini di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang merupakan 

perundangan sosial-stat~ta yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan dalam 

hubungan perusahaan di h4aiaysia d m  oieh karena itu harus ditafsirkan secara luwes 

32 Ibid. hlm. 183. 



untuk mencapai tujuan dari statuta tersebut, yaitu menghindari berlakunya 

perselisihan p e r ~ s a h a a n . ~ ~  

Menurut Sekyen 30(6) Akta Perhubungan Perusahaan 1967, yang mengawal 

falsafah tersebut, menyebutkan bahwa Mahkamah dalam membuat keputusannya 

hendaklah bertindak selaras dengan prinsip ekuiti, sifat dan hali tas utama kasus, 

kesadaran murni, dan tidak terikat kepada perkara teknikal. 

Wewenang Mahkamah Perusahaan hanya diperoleh dari Akta Perhubungan 

Perusahaan 1967, tidak dari sumber yang lain. Oleh karena itu, Mahkamah 

Perusahaan tidak mempunyai wewenang alamiah seperti yang ada pada mahkamah 

umum. Mahkamah ini tidak mempunyai wewenang untuk memerintahkan penyerahan 

notis (pemberitahuan) atau pangcgilan untuk di dakwa di iuar wewenang atau negara, 

memerintahkan pembayaran biaya dan faedah, serta tidak terikat kepada prinsip 

undang-undang keterangan, oleh karena mahkamah ini beroperasi seperti tribunal, 

bukan seperti rnahkarnah umum. 34 

c. Fungsi, Pelayanan, dan Prosedur Membuat Tuntutan di Mahkamah 

Perusahaan 

1). Fungsi Mahkamah Perusahaan 

Fungsi Mahkamah Perusahaan dapat dilihat dari tujuan Akta Perhubungan 

Perusahaan diundangkan. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan 



per%ikz,ian perusahaan yang ada antara pihak-pihak yang berselisih. Maka untuk 

meny elesaikan perselisi han tersebut, Akta Perhubungan Perusahaan mengatur 

beberapa mekanisme ke arah usaha itu. Salah satunya adalah pembentukan 

Mahkamah Perusahaan, sebagai satu-satunya tribunal yang mempunyai wewenang 

mendengar dan menyelesaikan perselisihan perusabaan di Malaysia. 

Fungsi Mahkamah Perusahaan dapat dikategorikan kepada tiga hal, antara 

lain:35 

a). Untuk mengadjudikasi kan perselisihan 

b) Untuk mengesahkan perjanjian kolektif, dan 

c) Untuk menafsirkan dan mengubah Award Mahkamah dan Perjanjian 

Kolektif. 

Bagi tujuan yang pertama, Mahkamah Perusahaan mendengar dan 

memutuskan perkara yang dirujuk kepadanya, baik melalui Menteri atau oleh salah 

satu dari pihak-pihak yang bertikai, atau dengan perkataan lain yang membuat 

adjudikasi k a s ~ s . ~ ~  ~ a l a m  rndaksanakan fungsi tersebut, Mahkamah Perusahaan 

tidak bertindak seperti Mahkamah Awam (Peradilan Umum), sebaliknya bertindak 

sebagai tribunal atau penimbang tara (mediator). Dalam hal ini, Mahkamah 

Perusahaan tidak begitu terikat pada persoalan teknikal. Dasar ftngsi Mahkamah 

Perusahaan daiam membuat adjudikasi adalah Seksyen 30 (5) yang mengatur "The 

75 Ibid. hlrn 185 
'" Unh~k ha1 sama lihat Kamal Halili Hassan," Bidang Kuasa Mahkamah Perusaham: Sam Kritikan'', 

.Turnal Undung-UnnCing dan ~Pfusyurcikd, Vo1.8, hl1alaysia.n Joumd of Law and Society, Fakulti 
undang-Undang-Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi-Selangor Darul Ehsan, 2004, hlrn. 25. 



Cr:ur-t s3mJI nci actw.ef~r;g to kpyt@y, good conscie~lce and the substantial merits of the 

case without regards to technicalities and legal form" .37 

Maksud dibaiik Seksyen 30 (5) Akta Perhubungan Perusahaan adaiah 

persoalan ekuiti, kesadaran dan merit utama kasus yang mengutamakan dan 

mengatasi persoaian teknikal dan bentuk hukuman. Mahkamah Perusahaan dalam 

membuat keputusannya dapat memberikan keadilan (anjuran) kepada pihak-pihak 

yang berselisih dan juga industri, sungguhpun tidak ada peraturan yang jeias daiam 

Aha  tersebut, misalnya pelnberian ganti rugi kepada pekerja yang menang dalam 

tuntutannya di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan. Be& juga dalam 

membuat tafsirannya tentang mana yang menjadi wewenang menurut Akta 

Perhubunsan Perusahaan, Mahkamah Perusahaan sudah sering diingatkan untuk 

membuat tafsiran yang bebas dan fleksibel. Mahkamah Perusahaan tidak hams 

dibebankan dengan ha1 teknikai seperti standar pembuktian, tata cara keterangan, dan 

prosedur yang digunakan oleh Mahkmah Awam 

Fungsi kedua h4ahkamah pemsahaan rrdalah rnengesahkn pejanjian k ~ l e k t i f . ~ ~  

Meskipun perjanjian kolektif merupakan kontrak yang dimasuki pihak-pihak terkait, 

keesahan perjanjian tersebut tidak berakhir dengan persetujuan pihak-pihak yang 

berkenan. Sebaliknya, keesahannya tunduk pada pengesahan institusi lain, yaitu 

Mahkamah perusahaan. Dengan perkataan lain, selagi Mahkamah Perusahaan tidak 

mengesahkan perjanjian kolektif, maka perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan 

37 0p.Cit hlm. 186. 
jY Kmal  Halili Hassan, Op.Cit, hlm.28. 



iki. sisi hukum. Persoalan yang dapat dikemukakan iaiah wewenang Mahkamah 

Perusahaan terbatas dalam mengesahkan perjanjian kolektif, mahkamab perusahaan 

tidak dapat menolak atau enggan mengesahkan perjanjian kolektif, sekiranya sebuah 

I perjanjian kolekfif memenuhi syarat yang dikehendaki oleh ~ n d a n ~ - u n d a n ~ , ' ~  

Fungsi ketiga Mahkamah Perusahaan adalah untuk menafsirkan dan jika periu 

merevisi perjanjian kolektif Menjadi kelaziman berlaku perselisihan pendapat antara 

pihak-pihak yang berkenan tentang maksud sesuatu terma &lam perjanjian kolektif. 

Biasanya pihak-pihak itu akan membuat tafsiran sendiri yang dapat menguntungkan 

pihakny a. Apabita perselisihan pendapat berlaku, rnaka Akta Perhubungan 

Perusahaan memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat rujukan bagi 

I memohon Mahkamah Perusahaan membuat penafsiran ke atas sesuatu terma - perjanjian kolektif t e ~ s e h u t . ~ ~  

2). Komposisi Pelayanan Mahkamah Perusahaan 

Komposisi pelayanan Mahkamah Perusahaan dalam kontek ini merujuk 

kepada pihak yans berwenang mensendalikan Mahkamah Perusahaan yang ada dari 

segi pengurusnya maupun pelayanannya. Berkaitan dengan pengurus ,yang dilantik 

untuk mendengar kasus yans dikemukakan kepada mahkamah Perusahaan, mereka 

tidak digelar "hakirn" seperti di Mahkamah Awam. Sebaliknya mereka digelar 

Presiden dan Penserusi (Ketua SidanglChairmm~). Seorang Presiden dilantik untuk 

" "id. hlrn. 188. 
'I0 Ihid: hlm. 192. 



mengetmi mahkamah perusahaan, selebihnya sebanyak 21 orang (jumlah terkini) 

sebagai pengurus untuk mendengar kasus. Presiden dan Pengerusi dilantik dari 

kalangan yang mempunyai kelulusan dan pengalaman dalam bidang hukum. Secara 

resmi mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi wewenang pelantikan 

sebenarnya terletak di tangan Kementerian Sumber Daya Manusia. Mereka setingkat 

pengawai pengurusan tertinggi seperti Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) 

setingkat C atau B, tidak seperti hakim di Mahkamah Awam yang dibayar gaji 

melalui Tabungan Keuangan Kehakiman yang diadakan di bawah Perlembagaan 

~ersekutuan.~' 

Selain Pengerusi Mahkamah Perusahaan, dua orang panel juga disediakan 

untuk Mahkamah Perusahaan untuk memilih dua orang "penilai" yang turut 

mendengar kasus yang tertentu. Panel-panel tersebut masing-masing mewakili pihak 

majikan dan pekerja dan dilantik oleh Menteri Sumber Daya Manusia. Keadaan dua 

orang panel ini rnenunjukkan Mahkamah Perusahaan mengamalkan prinsip "tripartit" 

yang dilaksanakan oleh International Labour Organization (ILO). Meskipun 

demikian, penggunaan "penilai" ini kurang dilaksanakan saat ini, sebaliknya 

kebanvakan kasus didengar oleh "pcngerusi" seorang diri. 42 

41 Zbid, hlin. 193 ., untuk ha1 sama baca juga, KamaI Halili Hassan." Perbandinpan antara Mahkamal? 
Perusahaan Malaysia dengan Tribunal Pekerjaan England dan Prospek Penubuhan Mailica~~zu. 
Rayuan Pen~diaan cb' Malaysia", ~VfaRuiah &dmg-undang, Fak& Urldang-mdang, UKM, 
Selangor, 2004, hlm.27-32. 
Zbid, Nm. 194. 



3). Pwsdar Mmbnb  'Eantutao 

a). Pihak yang ingin membuat tunhtm bihak menunhi) perlu datang sendiri ke 

Pejabat Tenaga Kerja y ang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau prernis 

masing-masing dengan membawa bersama: 

1) Kartu Pengenalan Diri 

2). Nama, alamat dan nomor telepon pihak kena tuntut semasa hadir di jabatan 

Tenaga Kerja. 

3) Butir-butir tuntutan (seperti jumlah hak (baki) beium dibayar, jumlah baki 

cuti tahunan dan lain-lain yang ingin dituntut). 

4) Salinan syarat pelayanan (jika ada) 

5) Salinan slip gaji terakhir. 

b) Jika tuntutan berdasar, pegawai Jabatan ini akan rnerekod 

(menerimdmenyimpan) tuntutannya secara bersumpah.. 

1)  Pegawai Jabatan akan menetapkan tanggal (farzkh) sebutan kasus dan 

akan rnengumumkan (memaklumkan) kepada kedua belah pihak 

menerusi "surat panggilanY'/(caU memo) atau menerusi surat saman 

kepada pihak kena tuntut, dimana perlu proses perundingan damai atau 

perbicaraan ltasus di Mahkamah Buruh. 

2). Pada tanggal sebutan kasus, pihak penuntut diwajibkan hadir untuk 

mengelakkan tuntutannya dibatalkan 



Mahkamah Persekutuan 

I 1 

( / Mahkamah Perusahaan I I 

Mahkamah Rayuan 

I 
I I 

Mahkamah Tinggi - 

Mahkamah Sesyen Mahkamah Sesyen 

Mahkamah 
Tinggi 

Mahkamah Majistret Mahkamah Majistret Mahkamah 
Kelas I dan I1 Kelas I dan I1 Rendah 

(Borneo) 

( Mahkamah Penghulu I A 

d. Objektif 

Mahkamah Buruh membicarakan dan menyelesaikan tuntutan-tuntutan 

pekerja terhadap majikannya atau sebaiiknya dengan cepat, mudah dan murah. 

" Iiilu and K~unar, C~etwrul Pritrciples oj The Malaysian Legal Systetn, lnten~ational Law Book Services, 
Selallgor Dam1 Eh.sa11, 2006, hlm.64. 



e, Wewenat3g Mahhmah Remsahaan 

Mahkamah Pemsahaan dibentuk berdasarkan Akta Perhubungan Pemsahaan 

1 967 (Akta 177) Seksyen 2 1 (I) yang terdiri dari:& 

1 ). Seorang Presiden yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 

2). Satu panel (majelis) yans rnewakili majikan dan pekerja yang semuanya 

dilantik oleh Menteri. Menteri daiam peiantikannya akan merujuk kepada 

organisasi yang terlibat. 

3). Jika Presiden tidak dapat meneruskan kerjanya, Yang di-Pertuan Agong dapat 

melantik Presiden yang baru. 

4). Pelantikan akan digazetkan (didafiarkan). 

5). Jika seorang yang telah dilantik ke panel telah menoiak pelantikan, atau tidak 

hadir untuk prosiding (beracara), menteri akan mengeluarkan orang itu dari 

panel, kecuali dia dapat memberi alasan yang masuk akal. Menteri dapat menarik 

balik pelantikan itu apabila suatu saat tanpa memberi sebab. 

Jika suatu pertikaian pekerja (trade disputes) berlaku atau sedang berlangsung 

dan tidak dapat diselesaikan, Menteri akan merujuk kasus kepada mahkamah dengan 

permohonan tertulis bersama Kesatuan Sekerja dan majikan. Pertikaian pekerja 

dijelaskan dalam Seksyen 2 yang berarti: biiamana pertikaian antara majikan dan 

pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan atau tidak mengambii pekerja atau terma- 

tertna (syarat-syarat) kerja pekerja. Menteri dapat dengan sendirinya atau setelah 

* Noor Aziah Mohd. Awd. P e n ~ e ~ h  Keprukr Sistem Permfangan & 1).f&pia, Internastiond Law Book 
services, Selruigor Darul Ehsan, 2004, hlm. 184 



i menerima catatan dari Ketua Pengarah di bawah Seksyen 18(5) merujuk kasus ke 

1 Mahkamah Perusahaan jika dirasakan "perlu/bijaksanan kecuaii dalam kasus yang 

i melibatkan pelayanan kerajaan atau badan hukum yang lain, dimana sebelum rujukan 

dibuat hams mendapat izin Yang di-Pertuan Agong. Jika ada di dalam industri suatu 

persetujuan untuk menyelesaikan setiap perselisihan industri, maka Menteri tidak 

1 akan merujuk kasus ke mahkamah kecuali ia telah gaga1 mencapai penyelesaian. 45 

i Menurut Seksyen 27, dalam suatu perkara di Mahkamah Perusahaan pihak-pihak 

yang terlibat a d a ~ a h : ~ ~  

1 ) .  Kesatuan Sekerja, diwakili oleh pegawai atau pekerja kesatuan itu. 

1 2). Majikan, dia dapat hadir sendiri atau diwakili oleh pekerja yang diberi kuasa, atau 

1 oleh pegawai atau pekerja kesatuan untuk majikan jika dia seorang anggota. - 3). Jika pekerja, dia hadir sendiri dan jika dia anggota kesatuan seke ja,  pegawai atau 

pekerja kesatuan itu. 

4). Jika pihak itu Kesatuan Sekerja atau majikan, penasehat hukum mereka. 

Mahkamah Perusahaan rnempunyai wewenang ketika mendengar suatu kasus:" 

1). Dapat memerintahkan untuk rnemasulckan, mengganti, atau mengeluarkan 

sebagai pihak terlibat. 

2j. Mengeluarkan surat perintah ke pihak yang beracara, dan orang yang berkaitan 

dengan kasus itu. 

45 Ibid. hlm. 185-186 
'u Ibid, id~ii. i S". 
4' Ibid, Nm. 186. 



3). htcrsgarnbil k & ~ a I % p ~  bersumpah atau pengesahan dan dapat memaksa 

pengeluaran buku, kertas, dokumen dan barang dihadapannya. 

4). Mendengar dan memutuskan kasus. 

5) .  Menjalankan kasus secara private (tertutup). 

6). Setelah berbicara dengan Menteri, dapat meminta bantuan satu atau lebih pakar. 

7). Mengarah dan membuat semua perkara yang perlu untuk memastikan kasus 

diselesaikan dengan tetap dan segera. 

Mahkamah Perusahaan mempunyai wewenang untuk memberi award 

(pertimbangan) dalam kasus yang dirujukkan kepadanya. Jika mahkamah dalam 

memutuskan tidak bulat suara, keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas 

dan jika tidak dapat, maka meIaIui keputusan Presiden atau Ketua Mahkamah. 

Mahkamah akan membuat keputusannya tanpa menunda dan dalam masa 30 hari dari 

tanggal rujukan. 48 

Dalam memberi nwclrd mahkamah akan mempertimbangkan untuk 

"kepentin~an umum" dan maksud pemberian itu kepada kepentingan ekonomi negara 

dan kepsda industri yang terkait dan juga kemungkinan terhadap kasus industri yang 

sama Lainnya. Mahkamah akan bertindak mensikuti ekuiti, kebijaksanaan, kelebihan 

nlerrt (prestasi) dari kasus Mahkamah akan mengambii persetujuan atau kod 

(code 'tc~crndcr) pekerjaan antara majikan-pekerja dalam organisasi dimana persetujuan 

'IX Ibid. hlm. 186-187 



atnu kod itu telah disetujui oieh Menteri. DaIam memberi award oieh mahkamah 

tidak terikat dengan apa yang di~ninta para pihak saja tetapi memberikan apa saja 

yang penting dan perlu. Menurut sub-Seksyen (7) award dapat berjaian dalam satu 

waktu tertentu dan dapat juga menarik mundur ke tanggal tertentu. Menarik mundur 

hanya untuk enam buIan dari tanggal rujukan dibuat kecuali daiam kasus yang 

dirujuk di bawah Seksyen 33, Seksyen 56(2) (c) atau suatu award untuk 

"reinstatement (mendudukkan kembali)" pengembalian kembaii pekerja yang 

dipecat (pernutusan hubungan l ~ e r j a ) . ~ ~  

Jika mahkamah telah inembuat award di bawah Seksyen 30 (I), mahkamah di 

atas kebijaksanaannya, atas permohonan para pihak merujuk kasus ke Mahkamah 

Tinggi di atas persoalan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ : ' ~  

1). Yang terbit di masa prosiding (proses sedang berlangsung) 

2). Ketentuan yang dibuat oleh mahkamah &lam membuat award. 

3 )  Persoalan hukum yang penting kepada merit kasus itu. 

4).Ketentuan yang dibuat oieh mahkamah menimbuikan keraguan yang 

menyebabkan rujukan dibuat. 

Jika permohonan dibenarkan apa yang menjadi perintah dapat ditangguhkan 

sementara menunggu keputusan Mahkamah Tinggi. Permohonan dibuat dalam waktu 

30 hari dari tanggal award dibuat. 

49 Zbid. hlm. 187. 
j" Ibid, hlm. 167. 



Terhnduk di bawah Akta ini dan peraturan-peraturan di bawah Seksyen 3 3 4  

award, kepu tusan atau perintah mahkamah terrnasuk menolak atau membenarkan 

permohonan di bawah seksyen 33A adalah berkeputusan tetap (muktamad) dan 

konklusif dan tidak dapat dilawan, dibanding, dibetulkan, dipecahkan atau 

dipersoalkan di mahkamah manapun. Tunduk kepada Seksyen 3 3 4  tidak ada award 

pengembalian kembali pekerja akan ditunda sementara (stay) oleh mahkamah 

manapun. 5 1 

Oleh karena Mahkainah Perusahaan dibentuk di bawah Akta Perhubungan 

Perusahaan, maka wewenang dan bidang kuasanya terbatas5' dan diperoleh dari Akta 

tersebut. Mahkamah Perusahaan mempunyai wewenang wajib dan s u k a r e ~ a ~ ~  dan 

dapat di lihat dari pendekatan atau cara suatu kasus atau pertikaian itu dirujuk 

kepadanya. Pertama, wewenang yang ada melalui rujukan Menteri berdasarkan 

konsep bahwa dalam kasus pertikaian perusahaan, proses perdamaian hams 

mendahului proses adjudikasi, apabila perdamaian gaga1 dicapai oleh para pihak yang 

berselisih, barulah perselisihan dirujukkan kepada kepada Mahkamah Perusahaan 

untu k diadjudi kasi. Pi hak rnenteri dan Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan 

bertindak seba~ai "penapis (penyaring)" untuk dirujukkan kepada Mahkamah 

Perusahaan atau tidsk. Kedua, Para pihak dapat membuat aduan Iangsung kepada 

Mahkamah Perusahaan, misalnya dalam kasus "ketidakpat~han~~ perjanjian kolektif 

Zbid. hlm. 187 
" Karnal Halili Hassan," Bidang Kuasa MaNramah Perusahaan: Sam K r i W ,  Jurnat Linaang 

Undang dun Masyaraknl, Up. Cit, Nm. 35. 
" Ibid. hlm.35. 



atau award, puntuk permohonan membuat tafsiran dan revisi perjanjian kolektif atau 

award. s4 

f. Sistem Penyelesaian Perselisihao 

Perseiisihan antara majikan dan pekerja dapat terjadi dalam beberapa keadaan. 

Misalnya apabila pekerja tidak berpuas hati dengan tindakan majikan yang tidak atau 

lewat membayar upah atau gaji, atau sebaliknya majikan tidak berpuas hati dengan 

prestasi pekerja, tejadi perubahan terhadap terma pelayanan, dan sebagainya. 

Perselisihan tersebut apabiia tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak 

(bipartit), dapat membawa kepada litigasi kasus yang berkepanjangan. Dalam 

undang-undang buruh di Malaysia terdapat beberapa mekanisme yang diperuntukkan 

bagi penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pekerjaan. Mekanisme tersebut 

seperti perundingan (mediasi), perdamaian (tripartit), d m  adiudikasi. " 

1). Perundingan 

Sebenarnya perundingan bukan merupakan mekanisme yang diperuntukkan 

dalam perundangan buruh di -Malaysia, sebab apabila perundingan berhasil dilakukan 

oleh kedua belah pihak yang berselisih, maka perundingan itu akan dapat 

menyelesaikan perselisihan dan mekanisme lain tidak perlu digunakan. 

2). Perdamaian 

Di Malaysia pendekatan falsafah undang-undang perburuhan terhadap 

penyelesaian perselisihan di tempat kerja merupakan suatu perselisihan yang hams di 

'" Kfirnal Halili Hassan. Undang-Undanr! dari Pekeriaan. (l~.Cit. him. 204. 
.-.~inal Haiiii Hassan, Ibid, hlm. 1 72. 



coba diselesaikan dahulu di tempat kerja dan sekiranya gagal, barulah di bawa keluar 

dari perusahaan. Adjudikasi yang membawa maksud persidangan di mahkamah 

bukanlah forum yang akan dihubungi secara terus menerus oleh para pihak yang 

berselisih. Undang-undang menyediakan mekanisme yang dinamakan perdamaian 

untuk menyelesaikan perselisihan. Prosedur ini hams digunakan terlebih dahulu oleh 

pihak-pihak yang terlibat sebelum prosedur adjudikasi di coba. Hal ini berarti, dalam 

cara dan pendekatan perselisihan di Malaysia, pihak-pihak yang terlibat hams 

berdamai terlebih dahulu, jika gagal, baru lah kasus di rujukkan kepada adjudikasi. 

Meskipun demikian, kasus tersebut itu perlu melalui proses penyaringan yang dibuat 

oleh Menteri yang akan menentukan apakah kasus itu layak dirujukkan kepada 

Mahkamah Perusahaan atau tidak. 

Perdamaian merupakan cam yang diatur oleh undang-undang untuk 

menyelesaikan perselisihan. Dalam undang-undang pekerjaan di Malaysia, tata cara 

dan proses perdamaian ini di atur dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. 

Beberapa seksyen seperti Seksyen 8, 18 dan 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 

memberikan wewenang kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan untuk 

menjalankan proses perdamaian tersebut. Perselisihan yang berkaitan adalah 

berbentuk perselisihan individu dan kolektif Perselisihan ini berhubungan dengan 

penglibatan pekerja dalslm kesatuan sekerja, pemecatan pekerja, dan perselisihan 

antara majikan dengan kesatuan sekerja. Ketua Pengarah untuk Jabatan Perhubungan 

Perusahaan dilantik oleh pemerintah sebagai pendamai, Jabatan ini terdapat di setiap 

negeri di Malaysia. Sementara Jabatan Perhubungan Perusahaan di tingkat pusat 



addah untuk mengendaiikan perseiisihan perusahaan yang melibatkan industri besar 

yang perselisihannya dapat rnemberikan implikasi yang serius kepada ekonomi 

negara. 56 

Perdamaian jika dapat dilaksanakan dengan baik, rnerupakan mekanisme yang 

berkesan daiam menyeiesaikan perseiisihan pekerjaan. Perdamaian merupakan tata 

cara yang murah dan cepat serta tidak teknikal, tanpa melibatkan badan adjudikasi 

yang beriarut-larut. Perdamaian juga dianggap sebagai alternatif kepada sistem 

penyelesaian perselisihan yang utama seperti mahkamah awam. 57 

3). Mahkamah Perusahaan- Rujukan Menteri kepada Mahkamah Perusahaan. 

Apabila perdamaian diantara para pihak tidak tercapai, Ketua Pengarah akan 

merujukkan perselisihan berkenaan kepada Menteri. Menteri memiliki wewenang 

untuk membuat keputusan merujukkan kasus tersebut kepada Mahkamah Perusahaan 

atau tidak. Wewenang ini berbentuk pelayanan, Menteri hanya merujuk kepada 

dokumen yang disediakan dan dikemukakan oleh Ketua Pengarah kepadanya. Sistem 

ini sebagai cara penapisan (penyaringan) yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam 

perhubungan perusahaan di Malaysia. Dari satu sisi, sistem ini dapat melihat kasus 

yang dirasakan tidak besitu kuat tuntutannya, sekaligus sistem ini dapat mengurangi 

terlalu banyak kasus di bawa ke Mahkan~ah ~ e r u s a h a a n . ~ ~  

Di Malaysia tidak mempunyai Mahkamah Rayuan Perusahaan, para pihak 

yang bertikai untuk membuzt rujukan ke Mahkamah Tinggi, yang dianggap juga 

56 lbi~l. hlm. 173 
.?$id, ldm. 175 

'* Zbid, Nm. 176 



srbagai rayuan (banding). Syaratnya adaiah rujukan tersebut harus atas persoalan 

hukum dan terbatas kepada keputusan mahkamah berdasarkan kasus tertentu saja. 

3. Tuntutan di Mahkamah Buruh 

Mahkamah Buruh merupakan suatu mekanisme pengadilan yang 

dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk menyelesaikan tuntutan pekerjalburuh 

terhadap majikannya atau sebaliknya. 

Mahkamah di Malaysia banyak mengambil kasus-kasus Common Law untuk 

menjelaskan aspek Undang-undang Buruh di Malaysia, seperti ujian menentukan 

boleh atau tidaknya " kontrak perkhidmatan" (pelayanan kontrak), kewajiban tersirat 

majikan-pekerja dan sebagainya. Sejauh yang dapat diperhatikan, Mahkamah di 

Malaysia tidak rnembicarakan ha1 tersebut apabila Mahkamah memutuskan kasus- 

kasus berkenaan dengan buruh. 

Pekerja dapat memohon di Mahkamah Buruh jika mereka menghadapi 

masalah, misalnya jika gaji tidak dibayar atau dipecat. W a m a h  Buruh dibentuk di 

bawah Akta Kerja 1955 dan terdapat di sernua nagara bagian. Meskipun demikian, 

terma, "Mahkamah Buruh" tidak digunakan. Dalam Bahagian XV menggunakan 

terrna "aduan dan siasatan". Dari sisi pelaksanaannya, siasatan yang dijalankan oleh 

Ketua Pengarah Buruh disifatkan sebagai prosiding Mahkamah Buruh. Seksyen 69 

(1) memberikan kuasa kepada Ketua pengarab untuk membuat siasatan dan 

rnemutuskan perselisihan antara pekerja dengan majikannya berhubung dengan upah 



atm h a y a n  bnai y a ~ g  lain yang patut dibayar kepada pekerja, yang diangkat dari 

terma kontrak pelayanan atau dari perundangan tertulis 59 

Selain itu Ketua Pengarab juga dapat mendengar dan memutuskan persoalan 

berhubung dengan tindakan majikan di bawah Seksyen 14 (1) Akta Kerja. 1955 

Seksyen 14 (1) memberikan wewenang kepada majikan untuk mengambil tindakan 

tertentu, termasuk memecat pekerja, apabi la peke j a  melalcukan suatu tindakan salah 

kerja dan setelah siasatan yang sewajarny a diambil . 

Menurut Seksyen 69, tu~ltutall !.ang dibuat oleh pekerja dalam tempo 60 hari 

dari tanggal keputusan yang dibuat di bawah Seksyen 14 disampaikan kepadanya. 

Kegagalan pihak dalam mematuhi keputusan atau arahan Ketua Pengarah dapat 

membawa kepada hukuman, dapat dipastikan adalah denda. Selain itu, keputusan 

Ketua Pengarah dapat diantar ke Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret Kelas 
.I ; 

Satu untuk disahkan dan seterusnya diber~akukan.~' 
, 

Mekanisme yang diatur oleh Akta K e j a  ini membolehkan pekerja membuat 

pilihan untuk membuat tuntutan di mahkamah Buruh atau melalui Seksyen 20 Akta 

Perhubungan Perusahaan 1967. Ketua Pengarah Buruh tidak mempunyai wewenang 

untuk mendengar kasus di Mabkamah Buruh sekiranya kasus telah didaftarkan dan 

akan didengar dalam siasatan atau prosiding di bawah Akta Perhubungan Perusahaan, 
/ 

59 Zbid. Nm. 208. 
'*) dbid, hlm. 209. 



kaspss tclah dipumskm ok& KTmteni di bawah Seksyen 20 (3), atau kasus telah 

dirujuk kepada Mahkamah ~erusahaan.~'  

Mahkamah Buruh tidak dapat mendengar kasus yang akan dibicarakan, 

sedang dibicarakan, atau telah diputuskan di bawah Seksyen 20 (3) Akta 

Perhubungan Perusahaan 1967. 

Prosedur tuntutan di Mahkamah Buruh adalah pengadu mengemukakan 

pernyataan aduan secara tertulis dan remedi yang ingin dituntutnya kepada Ketua 

Pengarah (F'ejabat Buruh). Ketua Pengarah kemudian memeriksa aduan pengadu 

secara bersumpah dan mencatatkan aduan tersebut daIam buku kasus. Ketua Pengarah 

dapat mengadakan pemeriksaan (seolah-olah pembicaraan) jika beliau berpuas hati 

yang aduan tersebut perlu diperiksa dengan lebih lanjut lagi dan memanggil (dengan 

surat perintah jika perlu) pihak yang diadu. Notis pemeriksaan perlu dikeluarkan 

dengan menyatakan tanggal, waktu, dan tempat pemeriksaan pihak-pihak yang 

berkaitan perlu hadir dan memberitahu bahwa mereka dapat membawa ~ a k s i . ' ~  

4. Tuntutnn di Mahkarnnh Sivil 

Para pihak juga dapat membuat tuntutan di MaNtamah Sivil, misalnya 

Mahkamah Majistret atau Mahkamah Sesyen unkuk membuat tuntutan atas aIasan 

pecah kontrak. Tindakan ini merupakan pilihan jika mereka tidak ingin membuat 

tuntutan di Mahkamah Perusahaan atau Mahkamah Buruh. Tuntutan berdasarkan 

" Zbid Nm. 2i)9 
"' Ibid. Nm. 21C. 



k m t ~ a k  ini aitalal-4 dengan pibak plaintif (pihak yang mendakwa) menghujah 

(beralasan) bahwa d<fendcrrz (pihak tertuduh) telah meiakukan pecah kontrak 

(melanggar kontrak), misalnya, melanggar terma secara nyata atau tersirat. Lazimnya, 

pekerjalah yang membuat tu~ztutan terhadap majikan apabila mereka dipecat. Remedi 

(perbaikan) yang dapat diperoieh adalah ganti rugi bagi ganti notis (mengganti surat 

pemberitahuan berhenti kerja) dan ganti rugi am (umumnya) yang lain. Mahkamah 

Sivil tidak dapat memerintahkan pelaksanaan khusus bagi pemecahan kontrak 

pe~ayanan.63 

D. Hak-hak Dasar Pekerja Asing di Malaysia 

Organisasi Buruh Internasional (KO) telah mengesahkan konvensi yang 

menjamin hak seseorang pekerja asing supaya mereka mendapat perlindungan yang 

sama dengan peke rja setempat Negara-negara anggota diharuskan untuk mematuhi 

konvensi tersebut apakah negara itu telah meratifikasi atau tidak. Hak-hak tersebut 

harus diatur dalam undang-undang buruh negasa a n g g ~ t a . ~ ~  

Dari segi hukum, tidak terdapat Akta yang khusus mengenai pekerja asing di 

Malaysia. Akta mengenai perbumhan di Malaysia secara umum6' terpakai kepada 

semza pekerja yang bekerja di Malaysia asaikan mereka berada di Malaysia secara 

sah. Alasan yang sering digunakan adalah seandainya Akta yang berhubungan 

Jnid. Nm. 2 1 1. 
' ' .?>id, ?Jm.406. 
"~bid,,hlm.398. " Pengecualian kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 yan;: tidak terpaksu 

kepada pekerja asing d~ Maiaysia" . 



bmgan buruh di Milaysia tidak mengecualikan pemakaiannya terhadap pekerja asing 

maka A k a  tersebut turut melindungi pekerja 

Akta-Akta perburuhan lainnya yang terpakai kepada pekerja asing di Malaysia 

meliputi . 

1 Akta Kerja, 1955 (diperiksa ulang 1981). (revisi 1998). 

2. Akta Pampasan Pekerja 1952 (revisi 1967) 

3 Akta Kesatuan Sekerja, 1959 (diperiksa ulang 198 I), (revisi 1989) 

4. Akta Perhubungan Perusahaan, 1967 (revisi 1980, 1989) 

5 Akta Keselamatan Kesehatan Pekerjaan, 1994. 

Di Malaysia Akta Kerja 1955 merupakan perundangan dasar yang melindungi 

pekerja terutama yang berhubungan dengan terma dan syarat pekerjaan. Satu 

persoalan utama yang perlu dijawab adalah apakah semua pengaturan yang 

melindungi pekerja di bawah Akta K e j a  terpakai juga untuk pekerja asing. 

Pengaturan perlindungan stau dikenal sebagai hak pekerja ddam Akta Kerja 

misalnya, kontrak pelayanan, catatan pelayanan, upah, pekerja wanita, w h  bekerja, 

berbagai bentuk cuti dan aduan kepada Ketua Pengarah Buruh. Semua pengaturan 

terkait adalah terpakai kepada pekerja asing asalkan mereka merupakan pekerja yang 

sah dan mempunyai kontrak pelayanan serta memenuhi syarat jenis pekerja seperti 



yang disebut ddam Jadwal I. Meskipun demikian, bagi pekerja domestik (pembantu 

rumah asing), tidak semua pengaturan Akta Kerja terpakai kepada mereka.67 

Akta Kerja 195 5 mendefinisikan pekerj a asing sebagai seorang pekerj a y ang 

bukan ~arganegara.~ '  Secara pasti pekerja asing di bawah Akta ini merujuk kepada 

pekerja asing yang masuk secara sah ke Malaysia. Disebabkan pendatang asing tanpa 

izin tidak dapat dianggap sebagai pekerja yang rnernpunyai kontrak pelayanan di 

bawah Akta Kerja. Oleh karena, ha1 demikian mereka sulit untuk membawa kasus ke 

mahkamah. Kedudukan (locus stadz) rnereka juga dapat dipersoakan karena kontrak 

yang mereka masuki kemungkinan tidak sah. Kontrak hams dimasuki oleh pihak 

yang memiliki upaya yang sah pada sisi hukurn. Pekeja asing adalah orang yang 

tidak mempunyai status hukum untuk memasuki kontrak pelayanan dan berada di 

negara Malaysia. Ini karena sepantasnya tidak boleh berada di ~ a l a ~ s i a , ~ '  meskipun 

demikian, pekerja asing di bawah Akta ini tidak termasuk pekerja asing yang 

merupakan orang yang bertempat tinggal tetap di negara Malaysia. 70 

Akta Kerja 1955 mengatur bagian khusus kepada pekerja asing yaitu Bagian 

XIIB. Lima seksyen mengatur secara khusus kepada pekerja asing. Sungguhpun 

begitu peilg-aturan di bawah seksyen ini bukanlah semuanya memberikan hak kepada 

pelterja asing tetapi sebaliknya adalah untuk mernastikan kehadiran pekerja asing 

67 Mcnurut Akta Kcrja 1955, jadwal I, Scksycn-scksyen yang tjdak terpi-ai k q d a  pekerja do~nestik 
,,da!ah 12. 14. 16. 22,61 dan 64, dm Bagian IX,XII, dan XIIA 
"' Seksq.cn 2 (1) Akta Kcrja 1955. 
" Namun bcgitu pendapat sebaliknya dapat dikemukakan: bahwa kontrak tersebut mash sah dan dapat 

dibcrlakukan karena lujua~ kontrak adalall untuk rnelakukan sesuatu yang sah dari sisi hukum, 
misalnya bekerja dalarn sektor konstruksi atau perkebunan. Majikan telah berjanji untuk membayar 
upah dan pekcrjil tclah mcl'akukan kerja terkajt. 
Zhid. hlm.407. 



ti.&& a;nenye$abkan ksan yang h k  atau mendiskriminasikan pekeja setempat, 

misalnya dalam kasus pengambilan pekerja atau retrenchment. Sangat penting bagi 

pi hak benvenang di Malaysia untuk senantiasa memantau kehadiran peke j a  asing, 

Aka tersebut memberikan tanggungjawab kepada majikan untuk memberitahu pihak 

benvenang jika mengambil pekerja asing sebagai peke ja .  Majikan yang mengambil 

pekerja asing dalam waktu 14 hari hams mengajukan kepada Ketua Pengarah Buruh 

alasan-alasan pengambilan ter~ebut.~ '  

Akta Kerja juga melarang segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja 

setempat atau pekerja asing. Ketua Pengarah dapat mendengar pengaduan dari 

pekerja seternpat bahwa mereka didiskriminasikan oleh majikan berhubung dengan 

pekerja asing dan begitu juga sebaliknya yaitu berhubung dengan t e r m  dan syarat 

pekerjaan.72 Dengan kata lain, terrna dan syarat pekerjaan bagi pekerja asing dan 

setempat yang bekerja dalam kapasitas dan jabatan yang sama tidak boleh dibedakan. 

Ketua Pengarah diberi kuasa oleh Akta untuk mengambil langkah yang perlu bagi 

penyelesaian pengaduan dan keadaan tersebut. Tindakan diskriminasi tersebut juga 

adalah suatu kesalahan di bawah Akta tersebut," penalti umum yang dapat dikenakan 

karena kesalahan di bawah seksyen ini adalah denda tidak melebihi RM 1 0 . 0 0 0 ~ 0 0 . ~ ~  

71 
-. Seksven 60K Aha keda 1955 
" Seksyen 60L(1) Akta Kerja 1953. 
73  . . Seksyen 60L (2) Akta Kerja 1955. 
"' Seksyen 99A Akta Kerja 1955. 



&~;zjiE;;arn ~ i d &  &pat m q - e i e a i h  smtu kontrak peIayanan seorang pekerja 

setempat karena ingin mengambil seorang pekerja Pengaturan ini bertujuan 

untuk mencegah majikan dari mengambiI pekerja asing atas alasan pekerja asing 

mungkin tidak akan bekeja untuk waktu yang lama atau mungkin mereka dapat 

ditawarkan dengan gaji yang Iebih rendah. Cara ini dapat memberikan keuntungan 

kepada majikan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana pengaturan ini dapat 

diberlakukan. Sebenarnya penyelesaian atas alasan yang tidak masuk aka1 sudah 

dilindungi oleh Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Selain cara yang 

dapat diperoleh oleh pekerja setempat yang dipecat melaIui Seksyen 20 APP, 

tindakan majikan yang melanggar seksyen 60M Akta K e j a  akan mengundang 

tindakan hukum oleh Ketua Pengarah B U I U ~ . ~ ~  

Dalam kasus retrenchment (pengurangan pekeja), Akta telah mengatur 

supaya semua pekerja asing hendaklah diselesaikan pelayanan mereka terlebih dahulu 

sebelum mengambil tindakan penyelesaian ke atas pekeja setempat, dengan syarat 

pekerja asing dan setempat tersebut bekerja dalam kapasitas yang sama." 

Retrenchnmenf adalah situasi dimana majikan perlu menyusun kembali organisasi 

perdagangannya disebabkan kemelesetan keuangan atau k e ~ n t u n ~ a n n ~ a . ~ '  Akibat 

dari situasi tersebut, jumlah pekerja perlu dikurangi dan berlakulah penyelesaian 

75 Seksven 60M Akta Kerja 1955. 
' Ibid, Nm.409. 

77  
-. . Seksyen ")N Akta Kerja 1955. 
'" Seksyen 13 (3) &a Kerja i955. 



peketja untuk mengurangi beban majikan. Undang-undang buruh mengakui hak 

prerogatif majikan ini asalkan alasan masalah keuangan tersebut adalah benar.79 

Pekerja setempat dan asing yang teriibat daiam peiaksanaan retrenchment 

haruslah bekerja dalam kapasitas yang sama. Pengaturan ini adalah sama dengan 

prinsip yang diamalkan daiam retrenchment yaitu last il~first out. Dalam kontek ini, 

prinsip tersebut dipakai untuk mernbedakan antara pekeja asing dengan pekerja 

setempat yang bekerja dengan kapasitas yang sama, yaitu pekerja asing hams 

diselesaikan dahulu pelayanannya. Isu kapasitas ini dapat menimbulkan permasalahan 

dalam penafsiran undang-undang. Banyak kams di Mahkamah Perusahaan terkait 

retrenchment tidak rnenggunakan rujukan kapasitas tetapi menggunakan terma 

kategori. Kategori bermaksud keias atau tred seperti mekanik, pegawai pembantu 

atau pemandu. 80 

Kebijakan retrerrchmenf yang memeriukan peicerja asing diselesaikan 

pelayanannya terlebih dahulu harus dalarn kapasitas atau kategori pekerja yang sarna. 

Ini berarti, pekerja asing yang bekerja daiam kapasitas yang berbeda tetapi daiam satu 

establishment (perusahaan) yang sama tidak dapat dipecat. Mahkarnal~ Perusahaan 

telah menyatakan prinsip Insf in .first oztf tersebut bukanlah sesuatu yang ketat 

sehingga tidak boleh diubah. Dalam kasus tertentu, penyimpangan kepada prinsip 

tersebut dapat dilakukan atas alasan yang kuat. 8 1 

79 Ibid hlm. 410 

"" Ibid him. 4 i:;. 
'' Jhiti, hlm. 41 1. 



&&-M dasar pekerja asing di Malaysia tersebar di berbagai peraturan 

perundang-undangan, misalnya :keperluan kontrak tertulis, surat pemberhentian, cuti 

tahun, cuti sakit, cuti umum, kerja lembur, prosedur pemecatan, dan saiuran untuk 

membuat aduan dan sebagainya. 

I .  Hak atas Upah. 

Bagian XII Akta Kerja Malaysia 1955 rnernuat tentang hak-hak pekerja, hak- 

hak pekerja ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pekerja. Akta Kerja 

1955 tidak menetapkan jumlah minimal upah, Akta ini hanya menetapkan definisi, 

cara pembayaran, potonsan, sistem frak dan keutamaan upah saja. Akta Kerja hanya 

menetapkan syarat-syarat minimal yang perlu dipatuhi majikan, ini berarti majikan 

bebas untuk menetapkan syarat-syarat lain dalam kontrak pekerjaan, asalkan syarat- 

syarat itu tidak melanggar peruntukkan akta tersebut dan menguntungkan pekerja. 

Hak-hak lain yang di atur dalam Akta Kerja ini adalah : 

2. Hari Rehat (hari istirahat) 

3. Tempoh Kerja (waktu ke ja)  

4. Kerja Lebih Masa (kerja lembur) 

5. Cuti Umum 

6. Hari Kebangsaan 

7. Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong 

8. Cldti Tahunan 

9. Cuti Sakit 

10.Cuti Bersalin 



I t .  Ke j a  pada hari rehat 

12. Kerja pada hari cuti umum. 

Pada bagian ini tidak ada Iarangan bagi majikan dan pekerja untuk 

rnenetapkan syarat lain atau terma-terma yang berbeda asalkan tidak merugikan 

pekerja atau bertentangan dengan Akta Kerja. 

13. Wak atas Faedah-faedah Penamatan clan Rentike rja Sementara. 

Selanjutnya Bagian Xm, Seksyen 606) dari Akta Kerja ini mengatur hak-hak 

yang berkaitan dengan fa.edah-faedah (manf'aat) penamatan dan rentikerja sementara 

yang diatur dengan peraturan menteri yang dibuat di bawah Akta ~ e r j a . ~  Faedah- 

faedah penamatan dan rentikerja sementarz. rneliputi: 

a. Hak untuk memperoleh kondisi ke j a  yang adil dan pantas 

b. Hak untuk bebas dari diskriminasi 

c. Hak atas kesehatan dan hak atas privasi 

d. Hak kebebasan untuk bergerak dan kebebasan berserikat 

e. Hak untuk bebas dari kekerasan 

f. Kebebasan menjalankan agama 

Dari sesi hukum tidak terdapat Akta yang khusus mengenai pekerja asing di 

Malaysia. Semua peraturan yang melindungi pekerja di bawah Akta Kerja dapat 

dipakai u ntuk peke j a  asing . Pengaturan perlindungan atau dienal  sebagai hak 

pekerja dalam Akta Ke j a  misalnya, kontrak pelayanan, catatan pelayanan, upah, 

82 Lihat Peraturan-peraturan Ke rja1980 tentang Faedah-faedah Penamatan dan Rentikerja Sementara 
1980. 



pekerja wanita, wah- bekerja, berbagai bentuk cuti seperti yang disebutkan di atas 

dan aduan kepada Keiua Pengarah Buruh. 

Semua pengaturan terkait dapat dipakai kepada pekerja asing asalkan mereka 

merupakan pekerja yang sah dan mempunyai kontrak pelayanan serta memenuhi 

syarat jenis pekerja seperti yang disebut dalam Jadwal I. Meskipun demikian, bagi 

pekerja domestik (pembaniu mmah asing), tidak semua pengaturan Akta Kerja dapat 

dikenakan kepada mereka. 83 Berarti t idak semua hak-hak seperti tersebut di atas 

dapat dipakai bagi pembantu rumah tangga asing meskipun mereka masuk secara sah, 

dikarenakan sifat dari pekejaan nlereka yang khusus berada di rumah kediaman 

tersebut, seperti surat penyelesaian kontrak tidak diperlukan, perlindungan materniti 

(persalinan) dan lain-lain. 

83 Menurut Akta Kcrja 1955, jadwal 1, Seksyen-seksyen yang iidak lerpakai kepada peke j a  domestik 
adalah 12. 14, 16,22,61 dan 64, dan Bagan IX,XII, dim XIIA 



BAB v 
IPERLINDUNGAN HUKUM TERBADAP HAK-%AK TENAGA KERJA 

INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAfi 

MALAYSIA DAN RfOU INDONESIA-MALAYSIA 

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia menurut 

Peraturan Perundang-undangan Mdaysia 

Tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia menghadapi beraneka ragam 

pelecehan hak asasi manusia di tempat bekerja, termasuk jam kerja yang sangat 

panjang tanpa upah lembur, tiada hari Zibur, pembayaran upah yang tidak penuh atau 

tidak teratur, kekerasan psikologis, fisik, dan seksual, kondisi hidup yang 

memprihatinkan, pengekangan kebebasan mereka untuk bergerak dan untuk 

menjalankan ibadah, dan pada beberapa kasus memperdagangkan buruh ke dalam 

situasi kerja paksa. ' 
Keadaan pengurungan, kuransnya informasi yang dimiliki oleh buruh 

mengenai atau akses ke lembaga yang dapat rnen~berikan bantuan dan tindakan 

penyitaan paspor buruh oleh majikan yang disetujui pemerintah menimbulkan 

tantangan-tailtangan berat yang sering menghalangi bumh migran terutama 

perempuan untuk melaporksln kekerasan, memperoleh bantuan, atau bahkan 

melarikan diri. Lemahnya pemantauan oleh badan pemerintah atau badan independen 

menyebabkan timbulnya pelecehan tersebut dengan menciptakan suatu lingkungan di 



mana para majikan dan agen tenaga kerja sedikit sekali atau bahkan sama sekali tidak 

bertanggunglawab atas perlakuan mereka terhadap buruh migran perempuan2 

Negara Malaysia tidak mempunyai perundangan khusus untuk melindungi 

pekerja asing. Secara umum, apa saja Akta yang berlaku kepada peke j a  warganegara 

Malaysia berlaku juga kepada pekerja asing (kecuali untuk kasus pampasan pekerja). 

Situasi ini meletakkan pekerja asing di Malaysia setaraf dengan peke rja warganegara 

Malaysia dari sisi status dan haknya, sekurang-kurangnya dari aspek teorinya dengan 

pekerja setempat misalnya dari sisi hak-hak dasar, hak berkesatuan, hak pampasan 

dan hak terhadap keselamatan pekerjaan. Perundangan ini selaras dengan konvensi 

ILO yang tidak membenarkan diskriminasi dilakukan di antara dua golongan pekerja 

tersebut. Menjadi persoalan adalah apakah pekerja asing di Malaysia mengetahui 

haknya atau apakah mereka memiliki upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. 

Mengetahui hak pada sisi undang-undang adalah satu perkara yang baik tetapi 

merealisasikan hak tersebut adalah sesuatu yang tidak mudah, karena bagi pekerja 

asing lebih rnengutamakan kepentingan ekonomi daripada hak h ~ k u r n n ~ a . ~  

Di Malaysia kebijakan pengaturan masalah ketenagakerjaan, baik tenaga kerja 

warga negara Malaysia maupun tenaga kerja asing yang bekerja secara resmi di 

Malaysia dilindungi Undang-undang. Undang-undang buruh yang berlaku saat ini 

adalah dokumen yang merealisasikan keinginan dan kebijakan pemerintah Malaysia 

untuk mengatur hubungan majikan dan pekerja. 

"bid. hlrn.36. 
.' Kamal Halili Hassan, Loc.Cit, hlm.129. 



Undang-tthng b m h  di Malaysia dapat dikatakan tidak mendiskriminasikan 

pekerja-pekerja asing. Sebagian besar undang-undang buruh yang berlaku kepada 

warganegara Malaysia berlaku juga untuk pekerja asing. Misalnya Akts Kerja 1955 

yang mengatur mengenai hak-hak pekerja seperti cuti, jumlah jam bekerja, surat 

pemberhentian kerja, pengaduan ke Kantor Buruh adalah berlaku kepada tenaga kerja 

Indonesia. Di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 (direvisi 1967) juga berlaku 

sekiranya tenaga kerja Indonesia mengalami kecelakaan dan kematian. 

Di dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 tidak ~llendiskriminasikan tenaga kerja 

Indonesia kecuali untuk memimpin kesatuan sekerja dan Akta Keselamatan 

Icesehatan Pekerjaan 1994 sedangkan yang berkaitan dengan proses peradilan tenaga 

kerja (buruh) di seiesaikan meialui Mahkamah Perusahaan (Akta Perhubungan 

Perusahaan 1967), Mahkamah Bumh dan Mahkamah Sivil dimana proses peradilan 

di Mahkamah-mahkamah tersebut saat ini tidak berlaku bagi pekerja asing illegal di 

~ a l a ~ s i a . ~  Di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perushaan ini rnisalnya, tidak 

mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia apabila terjadi pemecatan. Di bawah 

akta-akta tersebut, ternyata tenaga kerja Indonesia sebetulnya terbela dan dilindungi 

di ~ a l a ~ s i a . '  

Di at as kelebihan- kelebihan dari peraturan penmdang-undangan buruh 

Malaysia tersebut ternyata masih memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat 

menimbulkan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan 

"OK. TKI di Maysia Boleh Melapor ke Polisi, Kompas, 8 Maret 2006, hlm.8. 
' K m a l  Halili Hassan, Zbid hlm.430. 



huk-urrm terhadap hak-hak tenaga keja Indonesia, meliputi beberapa hak yang 

berkaitan dengan hak untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan pantas, hak 

untuk bebas dari diskriminasi, hak atas kesehatan dan hak atas privasi, kebebasan 

bergerak dan kebebasan berserikat, bebas dari kekerasan, dan kebebasan menjalankan 

agama. 6 

1. Hak untuk Memperoleh Kondisi Kerja yang Adil dan Pantas 

Hak untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan pantas,7 Akta Kerja 1955, 

yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerja mengabaikan pekerja 

rumah tangga dari beberapa perlindungan kerja pokok, Akta Keja  1955 tersebut 

memasukkan "pembantu rumah tangga" dalam kategori pekerja yang tercakup dalam 

akta tersebut dan melindungi mereka dari pembayaran upah yang terlambat dan tidak 

rutin, namun secara khusus menyisihkan mereka dari ketentuan-ketentuan mengenai 

hari libur, jam kerja, libur umum, cuti tahunan, cuti sakit dan perlindungan masa 

keha i~~ i l a~  

6 
; .: - .  :. I::. .! :.!l;;!indonesim Ireporls. hlm. 81. 

~ a s a l  23, 24 Universal Declantion of Human Rights (UDKR) rnelindungi se& macam hak-bak 
pekerja, antara lain hak alas kondisi kerja yang layak dan pantas, gaji (remunerasi), kebebasan untuk 
membentuk &an bergabung dengan serikat bunlh, beristirahat, berlibur, batasan jam keja yang 
niasuk akaf, dan hari fibur berkala. 
Pasa l 1 I (d) Konvensi Penghapusm Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on 
the Elir.rzinaiion of All Forms of Discrirnination againts Women, CEDAW) menyatakan, hak 
memperoleh remunerasi yang sama tennasuk keuntungan dan memperoleh perlakum yang sama 
berkenaa~~ dengan pckerjaan yang bemilai setara, Pasal 11 (0 menyatakan, h a '  atas perlindungan 
kesehatm dan keselamatan dalam kondisi k d a .  



Peke~ja nlmah tangsa juga disisihkan dari santunan pengakhiran kerja, 

pelnecatan dan pensiun. Akta Pampasan Kerja 1952 yang memberikan suatu 

rnekanisme bagi pekerja untuk menerima ganti rugi atas cedera di tempat kerja dan 

sakit karena pekerjaan, juga mengesampingkan pekerja rumah tangga. 9 

2. Jam Kerja, Eari Libur, dan Beban Kerja 

Buruh migran Indonesia seperti pembantu rumah tangga yang bekerja di 

Malaysia, pada umumnya bekerja 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) jam 

sehari, tujuh hari dalam seminggu, tanpa hari libur. Sepanjang hari mereka tidak 

mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Buruh migran Indonesia yang merawat 

anak-anak, di samping tanggung jawab mereka untuk membersihkan rumah, mereka 

harus bekerja sehari penuh lo 

Pelanggaran terhadap jam kerja dan waktu istirahat, sering terjadi manakala 

maj ikan memperkerjakan pekerja rumah tangga 1 6 (enam belas) hingga 18 (delapan 

belas) jam perhari, tujuh hari seminggu tanpa hari libur dan waktu istirahat." 

Ketentuan-ketentuan kerja tersebut juga tidak memenuhi standar minimum yang 

8 Lihat Akta Kerja 1955, seksi 12, 14,16,22,61,64 dan BAB IX, XII, dan XIIA 
Akta Pampasan Ke rja Malaysia 1952 (Workmen 's Compensation Act of19Z2, Malaysia). 

l o  II~I!.! ~ ~ ~ ; I . \ ~ ~  : P\.>>.~!~I~~~\IIcs~;~~~~!:!?!JI~~;~, 2004, hlm.42, 
' I  Pasal 24 ~r&ersal G l x a t i o n  of H u m  Rights (UDHR) menyatakan " setiap orang rnernpunyai 

hak unruk isfirahat dn1.1 hersenang-senang, dermasuk pembatasan jam kerja yang masuk aka1 dan 
liburan berkala dengm bayaran ". 



din)-atakan dalam Akta Kerja Malaysia 1955 bag- pekerja di sektor-sektor selain 

pekerjaan rumah tangga. 12 

3. Gaji yang Tidak Dibayarkan 

Satu tipu muslihat yang biasa digunakan untuk menghalangi buruh migran 

melarikan diri atau mencurangi mereka agar mereka tidak menerima gaji sepenuhnya 

ialah dengan memberikan gaji ketika kontrak selama dua tahun tersebut berakhir.13 

Para majikan berdalih bahwa praktik ini sebagai strategi untuk membantu para buruh 

rnigran menabungkan uang mereka untuk keluarga mereka. Para majikan 

mengatakan bahwa mereka mendepositokan pendapatan tersebut ke daiam rekening 

tabungan tersendiri untuk buruh migran tersebut. 

Buruh migran hams meninggalkan Malaysia setelah kontrak mereka habis, 

dan jika mereka tidak menerima gaji mereka seluruhnya sebelum keberangkatan 

mereka, peluang mereka sangat kecij untuk dapat mengkjaim mengenai masalah ini 

dari Indonesia. Banyak dari mereka yang baru saja dipekerjakan sebagai buruh 

Lihat Akta Ke j a  1955. Bagian XII. Seksyen (seksi) 59-6% rnencantumkan hak-ha. pekerja yang 
bertujuan untuk melindungi kepentingan para pekerja, hak-hak tersebut ,sebagai bedcut: satu hari 
istirahat dalam seminggu, minimum 30 inenit i&d untuk setiap jan&a waktu keja lima jam 
berturut-turut; dan pembatasan jam ke ja delapan jam perhari (tidak diperpanjang menjadi jangka 
waktu yang lebih lama dari sepuluh jam perkmi) clan e q a t  puluh del- jam pemhggu, cuti 
umum, hari kebangsaan, hari Keputeraan Ymg di-Pertuan Agong, cuti t a h m  cuti sakit, dan hak 
untuk memperoleh bayaran bila beke rja pada hari cuti. 
l 3  Saaf ini (16 Juli 2009) pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah melakukan perundingan untuk 
meninjau ulang MoU 2006, d a l m  pernbahasm tersebut, peibaikan temadap hal-hal yang perlu, 
antara lain, Pemerintah Malaysia sepakat mtuk memberikan I (satu) hari istirahat dalam satu 
minggu bag1 pembantu nrmah, p e ~ ~  terfiadap stan& kontrak, perlindungan asuransi, 
pen~bayaran gaji b u l m  da11 reguier deiqpn sistem transfer. 



rnisan mmah tmgga tidak pmah menerima gaji mereka sepenuhnya. Seperti yang 

dikatakan Saripah asal Lampung: l4 

"Saya sudah sembilan bulan cii sini (KE3RQ saya sedang menunggu kabar 
terakhir nasib saya, uang gaji saya tidak dibayarkan oleh majikan, dulu dia 
berjanji membayar bila saya sudah selesai kontraknya, tetapi sampai pada 
bulan ke-23 ketika saya meminta, majikan saya tidak mau membayar, bahkan 
majikan saya tidak diketahui iagi keberadaannya (piadah), saya dapat 
menghubungi orang tuanya, tetapi mereka bilang tidak tahu juga keberadaan 
anaknya". 

Para agen tenaga kerja Malaysia dan para majikan tidak membayar gaji 

kepada pekerja hingga akhir dari standar kontrak dua tahun mereka, l5 mengabaikan 

kendali pekerja atas upahnya serta menciptakan keadaan memaksa yang 

menyebabkan banyak pekerja rumah tangga tak bisa meninggalkan tempat kerjanya. 

Praktik-praktik semacam ini melanggar hukum Internasional dan hukum ~ a 1 a ~ s i a . l ~  

Pekerja rumah tangga tidak pernah menerima gaji mereka seutuhnya karena 

kecurangan majikanl7 atau karena mekanisme penuntutm gaji yang tidak dibayar 

melalui Departemen Sumber Daya Manusia Malaysia terlalu lama, berbelit-belit dan 

mahal. '' 

I4  Wakvancara penulis dengan Saripah pa& 25 Juli  2007 di KBRI Kuala Lumpur pukul 10.00 siang. 
l 5  Pasal 18 d m  PasJ 19 Akla Kerja 1955 menetapkan bahwa sebuah kontrak jasa hams menentukan 

perlode penggajian tidak Iebih dari satu bulan.dan bah~va setiap majikan hams membayar gaji setiap 
pcgawamya tidak lebih dari tujuh hari setelah hari terakhir pcriode penggajian-gaji, dikurangi 
potongan yang dipcrkenmkan olch Undang-undang, yang dikdsilkan si pegawai selama periode 
penggajian tersebut. 

'"ihat pasal7 UDHR, Pasal VIII Konstjh~si Malaysia. 
I7~erhadap ha1 ini, kasus pembayaran gaji yang tidak sesuai perjanjian, misalnya dari MYR 500 hanya 

dibayarkan MYR 400, alau penundaan pembayararl yang kenmdian tidak dibayar kan, adalah kasus 
yang paling banyak tc Qadi terhadap pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia (hasil wawancara 
dengan Bapak Erwin, StaF lokal KBFU di Malaysia pacla tanggal 25 Juli 2007. 

'"idak ada batas waktu yang pasti (hari), w a h  yang diperlukan untuk setiap proses tersebut 
penuntutan tersebut, prnktik tersebut sebenmya bertolak belakang dengan tujuan (objektif) 



4, flak ustluk B&as diwi Diskfiminasi 

Hak untuk bebas dari diskriminasi," Pengesampingan pekerja rumah tangga 

dari Akta Kerja 1955 dan perjanjian bilateral merupakan bentuk diskriminasi yang 

melanggar kewajiban-kewajiban Malaysia menurut hukum internasional dalam 

memberikan pertindungan hukum terhadap mereka. Pengesampingan pekerja rumah 

tangga dari perlindungan memperlihatkan formalisasi bias sosial dan stereotip jender 

dalam undang-undang peker,jaan laki-laki di masyarakat sering dianggap sebagai 

norma untuk mendefinisikan jenis pekerjaan yang layak mendapat perlindungan 

h u k ~ m . ~ '  Pekerjaan perempuan di wilayah pribadi biasanya tidak dinilai sebagai 

kegiatan ekonomi atau tidak diakui sebagai pekerjaan yang memerlukan pengaturan 

publik.2' 

5. Hak atas Kesehatan dan Hak atas Privasi 

Buruh migran rumah tangga Indonesia tidak memiliki akses untuk 

mendapatkan perawatan kesehatan jika mereka terluka akibat pemukulan. Buruh 

-- 

Mahkarnali B~lruh dalam menyeledcan tuntutan-twtutan pekerja terhadap majikannya atau 
sebaliknya dengan cepat, mudah dan rnurah. 
Lihat Pasal 2 UDHR, Pasal 2(1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

menyatakan "Setiap pihak dari Negara yang ikut Kovenan sudah semestinya rnenghormaa dun 
menjamln semua individu di daerak teritorialnya d m  tunduk terhadap Undang-undang yang ada 
yang mengakul hak-hak yang ada dalam Kcwenan tersebut, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, 
warnn kulrt, jents kelamm, bnham, ngama pandangun politik atou lamnya, asal-awl sosinl, mlbk, 
status kelahiran atau status la~nnya". Libat juga Pasal 1 CEDAW, pasal 2 InternaOonal Concention 
on The Elemination of AU Forms of Racial D i s c r i i t i o n  (CERD), 660 UNTS 195, berlaku mulai 
tanggal 4 Januari 1969 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Jmi 1999, Pasal 1, dan 
Konvensi Buruh Migran, Pasd 7 
'' Malaysia dan Indonesia saat ini sedang membut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekeqa 

Ru~nah Tangga. 
21 

1 t I ' 1 5  : il~lindonesian /reports, hlm.85. 



migran Indonesia rnendapatkan perawatan kesehatan hanya bila telah melarikan diri 

atau dijemput oleh polisi dari rumah tersebut setelah tetangga menghubungi polisi.22 

Hak atas kesehatan dan hak atas privasi,23 peke j a  rumah tangga sama sekali 

tidak memiliki akses terl~adap perawatan kesehatan yang memadai ketika ditampung 

di pusat-pusat peiatihan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, atau ketika 

bekerja di Malaysia. 

Kondisi di rumah-rumah rnajikan sering berakibat negatif bagi kesehatan 

tenaga kerja Indonesia terutama pekerja rumah tangga perempuan Indonesia. Kondisi 

tersebut seperti kurangnya jumlah makanan yang layak dan tidur yang cukup, luka- 

luka akibat pelecehan fisik dan seksual, serta kecemasan dan depresi yang seringkali 

berkaitan dengan pensrungan dan pelecehan yang mereka hadapi, meskipun ha1 

demikian sudah jelas terdapat dalam syarat-syarat dalam kontrak pekerjaan dan 

menjadi kewajiban bagi majikany2' namun dalam pelaksanaannya masih sulit 

22 t i  !- . ;,'\ i i,,. 'i .. . . I ~ ii.\\ . w:/indonesian /reports,2004. hlm.5 1. 
23 Pasal 2S(l)  UDHR, berbunyi " Setinp orang berhnk memperoleh stmdnr hidup yang lqyak atns 

kesehatan dun ktcsqahteraan dinnrrya dun keIuurgaprya, fennmk pangan, pahian, perurnahan dun 
perawatan kesehatan serta layanan sosial yang d@erlukan, h n  huk merasa arnan pada saat 
Inenganggur, sakit, cacat, m e n d u d n e n d  Usia lanjut atau kettinaan lainnya di lingkungan yang 
berada dalam pengawasannya", dan Pasal 12 (1) CEDAW mencegah diskriminasi terhadap 
perempuan di bidang perawatan kesehatan dan mewajibkan negata-negara mtuk menjamin 
pencapaian pelayanan perawatan kesehahz yang setara. 

24 Lrhat Kontrak Standar untuk Peke j a  Rumah Emgga di Mhlaysia, Butir 4 ,  sebetuInya ada kewajiban 
dan rnajikan untuk menyedialtan tempat tinggal, makanan, pemwatan kesehatan, clan rnajikan harus 
bertanggungiawab atas penlbayaran biaya kesehatan jika pekerja nunah tangga asir~g salcit atau 
terluka ketdsa sedang bertugas. 



diwjudkan dan diperlukan pengaturan yang jeIas terhadap hak-hak tersebut di Akta 

Kerja ~ a l a ~ s i a . ' ~  

6. Kebebasan Bergerak dan Kebebasan Berserikat 

Para buruh migran Indonesia, agen tenaga keja, dan majikan melaporkan 

bahwa para buruh migran mengalami pengekangan kebebasan bergerak dan 

kebebasan berserikat. Para majikan melarang buruh migran rumah tangga pergi 

keluar rumah. SeIain dari mereka yang bisa menemani rnajikan mereka pergi ke pasar 

atau ke acara keluarga, para pekerja tersebut dikurung daiam rumah atau apartemen 

tempat mereka bekerja. Para pekerja melaporkan bahwa mereka di kunci dari luar 

rumah oleh majikan mereka, di mana rumah-rumah tersebut memiliki sistem 

penjagaan elektronik, sedangkan bangunan apartemen berada di dalam kornpleks 

perumahan berpagar tertutup, ha1 ini menyulitkan para buruh migran tersebut untuk 

melarikan diri sekalipun majikan mereka sedang pergi.26 

Konstitusi Malaysia lnelilldungi kebebasan bergerak dan hak kebebasan 

berkumpul hanya bagi warga negara." Tetapi bagaimana dengan hak tenaga kerja 

Indonesia di Malaysia tentang masalah ini ?, pejanjian bilateral antara Indonesia 

dengan Malaysia memperbolehkan majikan memegang paspor pekerjanya, yang 

Akta Kcrja 1955, Bagian XII, Seksyen (seksi) 60 i: menyatakan pekeja yang sakit tidak 
dikcl~endaki unmk bekerja. Akta Pekerjaan mempenmiukkan hak cuti sakit kepada pekeja tetapi 
pekerja tersebut inesti mengesallkan bahwa dia &it. 

2"iL,) : .  : ; .. :: ,, .. ,. ;.;/indonesian /reports,2004, hlm.44. 
'' Lihilt Pasal 9, 10 Konstitusi Malaysia. 



secara aignifihn membatasi kehbasan bergerakZg dan hak pulang ke negara mereka 

sendiri, perjanjian tersebut menghambat tenaga kerja Indonesia bergabung dengan 

serikat buruh dan membentuk asosiasi. Malaysia dan Indonesia teiah gagai menjamin 

bahwa perundang-undangan dalam negeri dan perjanjian bilateral mereka sesuai 

dengan kewajiban mereka menurut hukum internasional." Dengan belum 

dimasukkannya hak tentang kebebasan bergerak dan berserikat ini ke dalam Akta 

Kerja berarti Pernerintah Malaysia tidak memberi perlindungan dan meianggar hak 

pekerja mmah tangga Indonesia atas kebebasan berserikat dengan tidak 

mernperundang-undangkan dan rnenjaiankan kebebasan bergerak, hari Iibur dan hak 

berorganisasi. " 

7. Bebas dari Segala Bentuk Kekerasan 

Para bumh migran perempuan mengalami bentuk-bentuk pelecehan 

psikologis, fisik, dan seksual. Jika pengekangan untuk bergerak atau peiarangan 

'' Pada saat cuti seringkali paTa tenaga kerja Indonesia yang ingin be~libw atau sekedaT membuang 
suasana kejenuhan di tempat kerja terhambat dengan &ah paspor ini, Qn tidak sedikit yang 
terjaring operasi yang drlakukan rnitisi lkatan Relawan Rakyat -A) dan dibedakukan seperti 
pendatang haram padahal sebenarnya mereka adalah tenaga ke rja Indonesia resmi, berdasarkan 
peraturan di Malaysia, RELA diizinkan menangkap siapa saja yang d i g g a p  layak menjadi korban 
tanpa surat tugas, RELA kebal hukum dan bebas menggunakan senjata, bertindak brutal terhadap 
tenaga kerja asing, memeras uang, mengambil telepon selder, perhiasan, dan barang-barang 
keperluan rumah tangga rnilik peke rja asing, Koqas, 10 Mei 2007, hlm 1 1. 
29 Lihat Pasal 13, 20 UDHR tentang hak kemerdekaan bergera dan kebebasan berserikat, 
hak-hak ini lebih jauh dijelaskan dengan beberapa Konvensi LO, seperti Konvensi Kebebasan 
Bergemk dan Perlindungan rttas Hak unhzk Berorganisasi 1948 Wnvensi Nomor 87) dan 
Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan KoIektif 1949 (Konvensi Nomor 98), Indonesia dan 
Malaysia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut. 

30 Karena dalan Konstitusi Malaysia hal tersebut secara tegas mnemng di h m g ,  Pasal 6 Konstitusi 
Malaysia menyatakan " AN .forms of forced labour are prohibited, but Parlimnent ]nay by law 
provide for conzpulsory service for national purposes" 



tmbk beribadah dialami pekerja, bentuk-bentuk pelecehan dialami buruh migran 

perempuan seperti pelecehan lisan, pelecehan fisik, pelecehan lainnya serta 

mengalami kekerasan dan pelecehan seksual." 

Upaya penghindaran berbagai bentuk kekerasan terhadap setiap tenaga kerja 

Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang perlu dilakukan oleh negara 

Malaysia, sebab sudah rnenjadi kewaj i ban interna~ional'~ setiap negara untuk 

melindungi setiap orang yang ada di wilayah hukumnya. 

Akta Kerja Malaysia hanya mengatur kewajiban menyediakan keselamatan 

sistem kerja, bukan keselamatan dari tindak kekerasan yang sering terjadi di tempat 

kerja. Kepentingan perlunya memasukkan pasal-pasal tentang perlindungan dari 

tindak kekerasan ke dalam Akta Kerja atau peraturan lainnya, merupakan salah 

bentuk perlindungan yang lnenjadi tanggungjawab dan adanya jaminan setiap 

majikan yang menerima tenaga kerja Indonesia. Kesagalan satu negara untuk 

~nelakukannya sama dengan perlakuan pilih kasih dan diskriminatif, serta merupakan 

pelan~garan atas pernyataan kesanggupan untuk menjamin perempuan memperoleh 

perlindungan hukum yang ~ e t a r a . ~ ~  

-- - 

' i i  &. :: $: / I ;  1: :~!.l:lindonesian A ;reports,2004,hlm.51. 
." Lihat Pasal 3, 5 UDHR, Pam1 6, 7 ICCPR, Pasal 6, 37 CRC, yang menebpkan hak untuk hidup, 

keselarnatan pribadi, clan hak terbebas dari siksaan dan benu-bentuk lain dari perlakuan kejam, 
tidak manusiawi, dan merendahkan. Dalanl deklamsi mengenai penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan, PBB menyatakan bahwa pemerintah manpunyai kewajiban untuk mencegah, 
menyelidilu dan, terkait dengan perundang-nnhgan nasional, menghukum tindak kekerasan 
terhadap pcrenlpuan tanpa membedakan apakah tindakan-tindakm tersebut dllakukan oleh negara 
atau perseorangan. 

33 
I! I.: i-, -L:! y. . !ir !I .il!.:l;/indonesian /reports, 2004, hlm.91. 



Tab& 5,1: Behempa Kasus Kekerasan terhadap TKI di Malaysia 

Peilgarliayaan dart Perncricosaan 
I'lo Mama I<n_sus StaPus/Pr~ses Hukum Keterirfigan 
1 Nirwafa Bortjt t i  : :  Ik~;kak if4i~kiCamh  WE s%j&h4 kki 2 W .  

t i e  i Maj-is%@( ~idanglPcmBii:6radn Sebsrapa 
Ralai PoAs Oang Wangf kaii ditunda- 

Hakim yang m&nanganf b r u s  
' digant& 

2 Darrrtilah F~t-+l-,t~;la1lr~?ya3r. Ealai Polis Barlting Kaws ijejsk tdei 21505 
o I ;iQ; IS?'< IDJAfhlW) 

3 Sftnit) h'itr Vtsnih : Sala'a WISs Sentid # ~ W S  sciak S~bternbef 2096 
slr:i ,7?5,j%i1t7 QO: fSP. AZ4MUWINl 

f\ %.Sfj'stc Po:ijn.,:lsaim Ba@i Polss P n ~ d a n  lr?<tal: iii~st~s W I A ~  OK~OSI~T 2006 
Puri$&ngtyaa i , ' i  (10: kSP FiAZRIZ 

5 Dede Rosiiyah I . ,  Gal$ P d i s  HHU#Aja Ksws s~jak ;Jord@mber 20% 
t.lri~ ,s!a;,kan 00: 6B.  iHfiNDk'nrtM) 

6 Parweti ? 3~r;ysn~aycprsn F;aial Polis Tentui i(a>u> sejak Marst 2W7 
- - . a l ~ t b . $ k + & ~ & ~ a ~ 1 - ~  - -- ' a&-- -- 1 . . . - * - - - . c r . U , , a 6 1 - - r r r r u u -  ..-.,- *-. 

7 Elerra : a  F m y i e ! d f  Rrsui sej& h~rif ZM)? 
ctio:. rll:t~ik.rr: ($0: ESP, ANAW5, 

3 r J ; - r i ~ n 5  l;tslu ; , , 1 ,  . &alai Poiis B ~ ~ r k f i ~ l d L .  K a w \  scjak ?&ei Z307 
*:-; , > t  : t'*'<I;iK3f: 

9 Sririirrsi Et N35 O~y;ikr,s~ ol th E;dkb-P&i5 Kaiang Kasus t;ejak Jeirti 2@3 
I :  i t  (to; 1SP. IWhRDiMhl 

1C Ce:iyati 3 %  , I .  Ba/ai Qoli: Seri!cl i(~s'crs >t,& Joni ZDI;;; 
I :  , (10: fSP: FAZRliLi 

Lijis Bt: War& Pallsaniasraan E-afaF V d i s  Petaling .jay3 h'asus sejak Suni 2OCT 
~i:;fi ~?zj ika~ 

3.2 Parsiti -, - - . ,- ,- i , . ptjlj~. C~a:iifjt id3 K d i u ~  hr.f;'d% k~i'f:bs 2G37 
i (10: ISP. Sitll:CL! 

13 Kurstldsih isx:ngatli~:'ir~j?. $to'tis Sfib3ng Jaya K&SUS reiak Ayustus 2087 
W +  ! I  f i73i,kM 
,srrp*?l mati 

1.4 Slswati 7i,yr??,:,.? iSaW Poli; fkerlic I<asus s?ja% Ayttstu5 2 ' 3 7  
15 Yarri j :  Eiaiai PD~SS S11bar5 ldya K a ~ t i ~  ~ f i i ~ 3 k  A~us~.u$ LO@7 

.., 8 .  ... -::; - 
, < t . ,  . ,2.,%..*V 

Sumber Courtesy of Kompas. 

8. Pembatassn Menjalsnksn Agsma 

Para buruh migran Indonesia tidak dapat beribadah secara bebas. Para bumh 

migran Indonesia yang beragama Islam tidak diizinkan sholat lima kali dalam sehari 

atau puasa selama bulan Ramadhan, para buruh migrant tersebut dipaksa mengumsi 



dagins babi, yang dianggq bernajis dan dilarang, atau memegang anjing yang juga 

dianggap bernajis dan hams dihindari oleh bumh migran perempuan.34 

Persodan larangan majikan dan agen tenaga kerja atas kebebasan pekerja 

mmah tangga Muslim untuk berpuasa, sholat dan menghindari babi dan anjing 

sehubungan dengan keyakinan agama mereka merupakan pelecehan dan pelanggaran 

atas kemerdekaan beragama sebagaiinana dilindungi dalam deklarasi hak asasi 

universa~.~' Meskipun dalam Konstitusi Malaysia secara jelas Islam merupakan 

agarna resrni negara," tetapi praktik-praktik pelarangan dan tekanan untuk 

menj alankan kewajiban agama di tempat kerja masih menjadi hambatan yang sangat 

37 serius 

9. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Tenaga Kerja bdonesia dalam 

Sistem Peradilan Perburuhan Malaysia 

a. Jenis Perselisihan 

Keputusan mahkamah tentang hukunl perburuhan dapat diperoleh dari 

Mahkamah Sivil atau Mahkamah Perusahan. Mahkamah Sivil, Mahkamah Majistret 

sampai Mahkamah Persekutuan, juga mendengar dan memutuskan kasus-kasus 

3 4 .  
1:!1?:.:.!1.1?: \: !~r?~..c:~/indonesian /reports, 2004, Nm.50. - - - . --. - - - - 

35 Lihat Pasal 18 UDHR menetapkan, hak untuk bebas berpikir, berkehendak clan beragama. Dan 
kebebasan, bark sendiri atau bersama orang lain di masyarakat dan di tempat umum ataupun & 
rumah, untuk mewujudkan ma keagamaaanya dalarn pengajaran, praktlk, peribadatan dm ketaatan. 

36 Pasal 3 (1) Konstitusi Malaysia menyatakan bahwa " Islam is the religion of the Federation, but 
other religions may be practised in peace and hamomy in any part ofthe Federation" 

37 Sedikitnya waktu rehat, 30 menit mtuk rehat pertama setelah bekeja selama iima jam, 15 menit 
waktu relmt selanjutnya, mnemjadi waktu yang semnpit bagi peke rja Muslim unNc melaksanakan 
kewajiban sholatnya. 



frerhubungan pdm-jmn. Msalnym; pekerja dapat membuat tuntutan atas dasar 

pemecahan kontrak di Mahkarnah Majistret, Sesyen atau Tinggi. Begitu juga banyak 

kasus berhubung dengan pekerjaan didengar melalui permohonan peraturan 

kehakiman di Mahkamah Tinggi yang kemudian mungkin di banding ke Mahkamah 

Banding dan seterusnya ke Mahkamah Persekutuan. Prinsip yang muncul dari kasus 

peratirran kehakirnan telah banyak membentuk panduan yang bermanfaat kepada 

hukurn perburuhan di ~ a l a ~ s i a . ~ '  

Satu mekanisme pengadilan yang dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja 

untuk menyeIesaikan perselisihan (d iq~tes)  antara majikan dengan pekerjanya 

adalah melalui Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan berkuasa untuk 

mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pertikaian 

antara pekerja dengan majikan mengenai gaji, tuntutan pekerja untuk diringankan 

hu kuman terhadapnya, menyelesaikan isu-isu perburuhan antara majikan dan pekerja 

yang dapat mengakibatkan k ~ n f l i k . ~ ~  

Tujuav dari Akta Perhu bungan Perusahaan Malaysia (IRA) adalah untuk 

mempromosikan dan memelihara hubungan industrial yang harmoni dan ketentuan 

'' Kamal Hdili Hassan. Nik Af~nlad Karnal Nik Mahmod dan Mumtaj Hassan Undang-Undang 
-2.c$j'.z.e, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kllala Lumpur,2007, hlm.4. 

3') L~hal  Mumlaj Hasan dan Harl~da Abdd Wahab, tlndung-Undung Peke* Untuk Pengurus, Cet. 
Pertama, Cergas (M) Sdn.Bhd, Kuala Lumpur, 2003, hlm.172. Akta Perhubungan Perusahaan 196i 
lnengatur bahtva Mdlkamrth Perindustrim hendaklah terdiri dari seorang Presiden dan dua orang 
anggora panel yang ciipilih oleh Presiden yang mewakili majikan dan pekerja ketika mengendaJikan 
kasus yang bcrhubungan dengan pemkaian perusaham. Kasus-kasus yang temasuk dalam kategori 
pemkaian perindustnanltred berhtan dengan terma dan syarat pelayanan, terma dan syarat dalam 
perjmj~an kolektif dan perselisihan antara majikan dan peke rja seperti mogok, sekat-rnasuk (lock- 
out) dan piket (picket). 



~nntr~k pengaturan hubungan antara para majikan dan pekerja dan serikat buruh 

mereka dan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan dan perbedaan- 

perbedaan apa saj a atau rnernbangun dari hubungan mereka. 

Di samping itu tujuan dari Akta Perhubungan Perusahaan adalah membuat 

ketentuan untuk pengenalan Peradilan Industrial sebagai pengadilan utama dan 

"terakhlr" arbitrase perselisihan buruh, penyelesaian perselisihan oleh menteri, tawar- 

menawar bersarna dan pembuatan perjanjian bersama, pemogokan dan penutupan, 

termasuk mencegah orang untuk masuk kerja dan investigasi dan penyelidikan 

terhadap perselisihan perburuhan. Meskipun ada perlengkapan untuk konsiliasi, tetapi 

itu langkah awal yang tidak diperlukan di dalam proses resolusi perselisihan. Di 

bawah Seksi 26 (2), Menteri mungkin, dengan mosi yang dimilikinya, menyerahkan 

perselisihan buruh apa saja ke pengadilan jika dia dipuaskan dan itu adalah jalan 

yang paling bijaksana yang dapat dilakukannya. 

Keputusan Mahkamah Perusahaan adalalz sumber penting pada hukum yang 

berhubungan dengan perburuhan di Malaysia. Banyak keputusan mahkamah tersebut 

menjadi garis panduan kepada hukum dan prinsip perburuhan di Malaysia. Meskipun 

keputusan tersebut tidak rnernpunyai tingkat mengikat seperti mahkamah sivii, namun 

begitu surnbangannya sangat besar kepada hukurn perburuhan di ~ a l a v s i a . ~ '  



b. P ~ & B s  Peqebakm 3Penelisihssn 

Tenaga kerja Indonesia di Malaysia, tidak dilarang untuk ikut serta kesatuan 

sekerja. Tidak ada larangan menurut Akta Kesatuan Sekerja. Di dalam Akta 

Perhubungan Perusahaan juga tidak melarang tenaga ke rja Indonesia untuk ikut serta 

kesatuan sekerja. Seksyen 4 dan 5 Akta Perhubungan Perusahaan yang menjamin hak 

pekerja untuk ikut serta kesatuan sekerja dan aktif didalamnya dan tidak melarang 

tenaga kerja Indonesia berbuat demikian. Larangan terbatas hanya dikenakan mereka 

yang di bawah umur, bukan pekerja yang dapat dipercaya dan pegawai pelayanan 

umum 

Pemutusan hubungan kerja diatur dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan 

Perusahaan Penzaturan ini membolehkan seorang pekerja yang merasakan 

pengakhiran kerjanya tanpa sebab atau alasan yang adil membuat representasi kepada 

Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan dalam waktu 60 hari dari tanggai 

pemberhentian. Ketua Pengarah akan mencoba untuk menyelesaikan masalah 

pemberhentian tersebut melaIui jalan perdamaian yaitu dengan memanggii pekerja 

dan majikan atau pengumsan majikan untuk membicarakan guna mencari jalan 

penyelesaian. ApabiIa perdamaian gaga1 dicapai, maka kasus tersebut akan teruskan 

kepada Menteri yang akan membuat keputusan apakah kasus tersebut dapat 

diteruskan ke Mabkamah Perusahaan atau tidak. Daiam ha1 ini, tenaga kerja 

Indonesia juga dapat mengambil tindakan yang sama. Akta Perhubungan Perusahaan 

tidak melarang mereka untuk menggunakan mekanisme ini asalkan mereka adalah 

seorang pekerja di bawah maksud Akta Perhubungan Pemsahaan. 



Tenaga kerja Indonesia yang terfibat dafam pefaksanaan retrenchment 

(pengurangan pekerja) juga dapat menggunakan peraturan ini apabila pengakhiran 

kontrak mereka dibuat secara tidak adif. Begitu juga dengan kasus pemberhentian 

konstruktif, pekerja asing juga dapat mengambil tindakan yang sama. 

Pihak yang tidak puas terhadap keputusan Mahkamah Perusahaan dapat 

mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi dalam jangka walctu 14 (empat belas) hari 

saat keputusan diterima dan dapat meneruskannya iagi ke Mahkamah Agung apabiia 

keberatan dengan keputusan Mahkamah Tinggi. 

Kalau diIihat sebenarnya, semangat dari Mahkamah Perusahaan tersebut 

adalah ingin menyelesaikan setiap perkara secara cepat, mudah dan murah dan untuk 

menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masing-masing pihak. 

Namun secara substansial, sebenarnya sulit tercapai sebab tidak adanya ketegasan 

jangka waktu peny eiesaian setiap perkara dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah 

Agung, tidak adanya pembatan-pembatasan (restriksi) terhaday jenis perselisihan apa 

saja yang dapat diseiesaikan untuk masing-masing tingkat mahkamah 

c. Kelemahan-kelemahan dan Upaya Mengatasi Masalah 

1). Mahkamah Bnruh bukan untuk tenaga kerja Indonesia ilegal 

Di Malaysia kebijakail pengaturan n~asalah ketenagakerjaan, baik tenaga kerja 

warga nesara Malaysia maupun tenasa kerja Indonesia yang bekerja secara resmi 

dilindungi undang-undang, antara lain Akta Kerja 2955, Akta Pampasan Pekerja 

1952. Di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 misainya, tidak 



mmdiskriminasikan tenaga kerja lndonesia apabila terjadi pemecatan. Di bawah akta- 

akta tersebut, ternyata tenaga kerja Indonesia sebetulnya terbela dan dilindungi di 

Malaysia. 

Penanganan tenaga kerja Indonesia ilegal merupakan masaiah yang rumit dan 

kompleks. Hal ini disebabkan oieh status hukum dari tenaga kerja Indonesia adalah 

penghuni ilegal di Malaysia dan seringnya tidak tercatat dalam dokumen resmi kedua 

negara. Pemerintah Malaysia menganggap bahwa tenaga keja  Indonesia iIegal adalah 

kriminal dan kesalahamya dapat dibebankan kepada tenaga kerja Indonesia itu 

~endir i .~ '  Terhadap perkara-perkara perburuhan yang menimpa tenaga kerja hdonesia 

ilegal untuk saat ini di da1a.m proses peradilan di Mahkamah Perburuhan tidak 

berlaku bagi mereka. 

2). Peran Eksekutif di Mahkamah Pemsahaan 

Ketua Pengarah dapat mengajukan kepada menteri apabiia perdamaian gagal, 

maka menteri dengan alasan yang masuk aka1 dapat menentukan apakah suatu kasus 

akan diteruskan ke Mahkamah Perusahaim atau tidak, dengan alasan untuk 

penyaringan agar setiap perselisihan antara majikan dengan peke rja tidak terlampau 

luasa dan apabila akan mengganggu kepentingan nasional Malaysia. Namun dalam 

sistem peradilan semestinya adalah bebas dan tidak ada pihak manapun yang 

memihak, apalagi pihak eksekutif . Dalam kasus-kasus perburuhan yang meiibatkan 

41 Ma-akta  terkait yang berlaku terhadap mereka antma lain, Akta Imigresen, Kanun Kaseksaan. 
Kanun Acara Jenayah, dan Akta Anti-Pemerdagangan Orang (Akta 670), lihat dalam Rohani Abdul 
Ralim, "Pernerdagangari Wanita Indonesia ke Malaysia: Pencegahan dial Aplikasi Penmdangan", 
Kompilasi Kertas Ke ja FUU-UKM. Bangi-Selangor, 20 10, hlm. 1 18-1 19. 

4 2  Seksyen 20(1) APP 1967 



tenaga kerja Indonesia yang menjadi sorotan publik di kedua negara, ha1 demikian 

tentu saja menjadi hambatan tersendiri. 

3). Mengenal asas kebebasan bersyarat (boleh ikat jamin) 

Di Malaysia dalam sistem peradilannya, mengenal juga kebebasan bersyarat 

bagi seorang tertuduh (boleh ikat jamin) kecuali terhadap kasus-kasus pelanggaran 

berat seperti pembunuhan berencana ( M a  Kaseksaan 302) dan pelanggaran terhadap 

dadah (Akta Dadah Berbahaya 1952) tidak dapat mengajukan kebebasan bersyarat, 

dengan demikian seseorang majikan yang melakukan kekerasan apa saja terhadap 

pekerja dapat bebas bersyarat tanpa batas waktu dan kondisi ini yang sering 

dimanfaatkan oleh lnajikan untuk berpindah alamat yang menyulitkan dalam 

penyelesaian perkara selanjutnya. 

4). Sikap berat sebelah hakim 

Seringnya hakim-hakim di Malaysia dapat sesuka hati mengatur jadwal untuk 

sidang selanjutnya sesuai dengan selera hakim-hakim tersebut, kadangkala bisa 

sampai 6 bulan selanjutnya satu perkara untuk dapat disidangkan kembaii, sedangkan 

masa tugas seorang hakim di daerah biasanya tidak Zebih dari 5 tahun. 

Untuk kasus-kasus perburuhzn keberadaan petrgemsi (pemimpin 

sidanghakim) t ~ n g g a l ~ ~  sering menjadi hambatan tersendiri, temtama yang berkaitan 

dengan kasus pekerja rumah tangga yang hams menunggu lama agar kasusnya 

43 Menurut Seksyen 23(4) APP 1967, pengerusi dipe~kenarikan bersidang hrsendirian untuk 
membicarakan kasus yang berhubungan dengan pemecatan tanpa alasan yang munasabah ( m a d  
akal/jeIas). Panel yang mewakili ma- dan pekerja adalah ti& perk mrtak mengendalikan 
kasus pemecatan pekerja tanpa sebab yang m a d  akal. Lihat pula Mwntaj Hasan dan Harlida 
Abdul Wahab, Op.Cit, 2003, Irlm.172. 



sefesai. Prinsip tidak beram sebeSah ( nemo jwdex in causa ma potest) seharusnya 

dikedepankan dalam ha1 ini dan tidak boleh adanya kepentingan apapun yang terkait 

dengannya. Dafam ha1 ini, seringnya kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja 

Indonesia menjadi isu-isu nasional dan hakim tersebut telah melibatkan diri terhadap 

sembarang kepentingan dalam kasus itu. Dengan demikian pemerintah MaIaysia 

seharusnya memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. 

5). Asas praduga bersaIah @resumption of guilt) 

Masalah sumber h u h m  dalam kasus perburuhan menjadi kelemahan 

tersendiri, hakim kesulitan menyeIesaikannya karena masalah Perjanjian Kerjasama 

Indonesia-Malaysia di bidang perburuhan (Mernoramhrn of Understanding) tidak 

dapat dijadikan dasar hukum ketika kasus-kasus tersebut di gelar, hakim sering 

dalam menyelesaikan perkara perburuhan hanya berdasarkan Akta Imigresyen 1154 

(Immigrant Aci 1151) 2002, yang tidak sesuai dengan pokok rna sa~ah ,~~  kebanyakan 

tenaga kerja Indonesia lebih banyak terkena pelanggaran-pelanggaran imigrasi 

sebelum masalah sebenarnya dapat di proses, apafagi di Malaysia terhadap 

pelanggaran imigrasi berlaku asas pe~nbuktian terbalik atau asas praduga bersalah 

@resumption of gtrilt) yang sangat merugikan dan menyulitkan tenaga kerja 

"" Pada Marel 2001, Menleri Dalan Negeri Malaysia melakukan ~eview atas Inzmigrant Act 19-59/63 
yang lebih bertujwm untuk meningkalkm rnekanisme sanksi bagi tenaga kerja ibgal di hIai.rlysis 
begitu juga majikarl pang mempekejakannya. Pada Oktober 2001, ketika pademen Malaysia 
mengeluarkan ketentuan yang membatasi batas waktr1 izin kerja hingga tiga tahun bagi tenaga keja 
migran di Malaysia. Kemudian, In~j~~igranl Act 11-74 yang diieluarkan pada pertengahan 2002 
mcrupakan sinyal, bahwa pemerintah Malaysia akan berslkap kerns terhadap para pendatang 
haram, termasuk tenaga kerja ilegal Indonesia, lihat Syamsul Hadi,daIam " Sekuritisasi dan Upaya 
Perlindungan Terhadap Tenaga I k j a  Indonesia", TuIisan Utama, Junzal Hukum Internasional, 
Vo1.5. No. 4. LPHI-FH, Universitas Indonesia J a k .  2008., him.751. 



Indonesia. banyak dari tenaga kerja Indonesia tidak memahami bahwa perbedaan 

sistem hukum (sistem peradilan), kadangkala menjadi sebab utama batu sandungan 

ketika mereka sampai berperkara di pengadifan. 

6). Peradilan khusus buruh migran 

Salah satu kendala yang dapat menimbulkan hambatan keadilan hukum 

terhadap masalah penyelesaian sengketa hukum perburuhan antara kedua negara 

adalah perbedaan sistem hukum ketenagakerjaan dan sistem peradilan perburuhan 

antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga diperlukan adanya perbailcan dalam proses 

penyelesaian perselisihan tersebut, dan pertama kali yang perlu diperhatikan para 

pemegang kebijakan di antara kedua negara dalam upaya harmonisasi hukum adalah 

masalah lingkungan pengaruh sistem hukum perburuhan, agar dapat diperoleh 

formula dan metode yang tepat dalam setiap penyelesaian masalah perburuhan. 

Mediasi yang banyak difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat seperti 

Migrant Care dan pihak Penvakilan RI di Kuala Lumpur banyak membantu 

menyelesaikan perselisihan antara pihak majikan dan pekerja. Tidak adanya alternatif 

penyelesaian perselisihan disampiizg penyelesaian melalui Mahkamah Perusahaan 

juga berakibat sulitnya bagi pekerja untuk mendapatkan keadilan, dan yang paling 

dirugikan adalah para tenaga ke rja Indonesia itu sendiri. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia ilegal merupakan domain 

Pemerintah Indonesia melalui penvakilan di Malaysia, meskipun demikian jaminan 

perlindungan hukum sepatutnya diberikan juga oleh Pemerintah Malaysia. Usulan 



beberapa pihak untuk di bentuknya peradilan khusus buruh migran patut 

dipertimbangan oleh Pemerintah Malaysia. 

d, Komparasi Mikao Sistem Peradilan Perburuhan Indonesia-Malaysia 

Tabel 5.2: Substansi Komparasi Mikro Sistem Peradilan 
Perburuhan Indonesia dan Malaysia 1 Perbandingam 

Prinsip Dasar 

Malaysia No 1 Su bstansi 

I buru h. 
Penyelesaian perselisihan antara 1 PenyeIesaian perselisihan 

Indonesia 

Perlindungan hak pekerja 

pen&saha dan buruh secara cepat, 
mudah, sederhana, murah dan adil 

Perlindungan hak maj ikan, 
bunrh, dan Badan-badan 

antara kesatuan sekerj a 
dm kesatuan majikan 
secara cepat, mudah dan 

Pembatasan Mengenal pembatasan untuk 
setiap tingkat peradilan yg 
berkaltan dgn perselisihan hak, 
kepentingan dan kepentingan antar 
serikat pekeja. 

3 .  

tidak utama. 
1. Menteri memiliki 

UU, Kepmen, Permen 
(tertulis=uttarna) 
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5. 1 Prosedur 1 Mengenal penyelesaian di luar 1 Mengenal penyetesaian ----I di 
I - 

( pen&dilan, juga men g enal ( luar peng,adilan, juga I 



Mahk Buruh (sejak 195 5) ,  
Mahk Perushaan (sejak 
1967). dan lMahk Sivil 

mengenal banding 
(rayuan) ke Mahk Tinggi, 
di My behim ada Mahk '---- 

I 

6.  

banding dm kasasi. 

Penerapan 

7. 
8. 

( 'TinG Perush (rayuan) 
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Jangka waktu 
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Peradilan khusus di bawah 
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e. Analisis Rangka Kerja (Framework of Analysis) 

Gamnbar 5.1: Skema Penyelesaian Perselisihan Perhubungan Perusahaan 
di Malaysia 

I I Masalah: 

Pasal ' A .  1955, AKS Deduktic Tekstual, Law 
1959, IRA 1967, APP 
1952,AKKP 1994, dan 

Terdapat dalam Pasal- 

erlindungan Hukum 
alam Konstitusi 

I Bersifat Normatif, 

Sollen m 
1 Permasalahan 1 

Sein r - 4  
Bersifat Empirik, 
Induktif, Kontekstual, 
Kasuistis, Law in 
action 

+ 
Melindungi W A s i n g  
dalam bidang 
Ketenagakerj aan 



Gambar 5.2: Skerna Prosedur dan Jangka Waktu 
Penyelesaian Perselisihan Perhubungan Perusahaan di Malaysia 
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Gambar 5.3: Skema Prosedur untuk Jenis Perselisihan 
Dalam Penyelesaian Perselisihan Perhubungan Perusahaan di Malaysia 
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S. IIBeulipld\mgan Rukum Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia menurut 

Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Malaysia 

Jumlah tenaga kerja asing yang tertinggi di MaIaysia adaIah dari Indonesia. 

Jarak dekat di antara kedua negara serta budaya dan bahasa yang hampir sama 

menjadi faktor yang rnernbawa banyak warganegara Indonesia bekerja di Malaysia. 

Jumlah yang banyak itu sudah tentu menimbulkan berbagai masalah yang ada yang 

dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia maupun masalah yang dihadapi oIeh negara 

Malaysia. Atas keluhan yang sering ditimbulkan oleh tenaga kerja Indonesia dan 

pemerintah Indonesia sendiri, maka pembahasan dua arah teIah diadakan di antara 

kedua pemerintah untuk mencari jalan terbaik menangani masalah tersebut ." 

Pada 10 Mei 2004 Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia telah 

menandatangani Memorandtlm of Understanding @IOU). Pada tahun 2006 kedua 

pemerintah negara telah menandatangani perbaikan MoU di mana Malaysia setuju 

untuk rnemberlakukan peraturan untuk melindungi pekerja d ~ m e s t i k ~ ~  (yang 

dikategorikan sebagai pekerjaan informal), misaInya keperIuan untuk diadakan 

kontrak pelayanan, pembayaran gaji langsung ke rekening pekerja, cuti istirahat dan 

lain-lainnya. MoU hanyaIah sebuah dokumen kesefahaman, segala pengaturan 

didalamnya tidak dapat diberlalcukan langsung oleh Ketua Pengarah Buruh atau 

45 Kamal Halili Hassan," Sejarah, Polisi, dm Pemdangan Pekeda Asing di MaIaysia",Artikel dalam 
Yiidang-Undang Malaysia: 50 tahun Merentasi Zaman, Fakulti Undang-Undang-Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi-Selangor Darul Ehsan, 2007, hlm.424. 

4%aat ini (20 10) Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk sementara (karena perundingan pertama di 
Kuala Lumpur belum selesai aka11 diadakau permdingan lanjutan di Jakarta) telah memperbaila is1 
MoU tersebut, hat-ha! pokok yang diperbaiki ad&: hak cuti satu hari dalam sepekan, paspor boleh 
dipegang ol& pekeja, gaji ditransfer setiap bulan ke rekenkg pekerja, dm perbaikan kontrak 
pelayanm lainnya. 



Mahkamah di Malaysia. Sebaliknya MoU perlu dimasukkan ke dalam perundangan 

untuk diberlakukan. Satnpai saat ini MoU tersebut belum mempunyai kekuatan 

mengikat menurut undang-undang. Akta Kerja 1955 atau perundangan lain juga 

masih belum direvisi untuk merealisasikan perunttukan MoU t e r ~ e b u t . ~ ~  Namun 

demikian karena sifatnya sebuah dokumen kesefahaman maka pemerintah seharusnya 

berdaya upaya merealisasikan keinginan tersebut, sebab apa yang disetujui dalam 

MoU tersebut hanyalah satu manifestasi yang tidak Iangsung bertentangan dengan 

undang-undang yang telah ada. Oleh karena undang-undang buruh di Malaysia secara 

teori dan pada umumnya tidak mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia maka 

pelaksanaan undang-undang buruh kepada golongan pekerja tersebut adalah sesuatu 

yang tidak ~ u l i t . ~ ~  

MoU ini sebenarnya terpakai kepada seinua tenaga kerja Indonesia yang 

bekerja di Malaysia selain pekerja domestik. MoU ini adalah satu dokumen perbaikan 

yang bermula dari dokumen Exchange of Notes of the Procedures of Placement of 

Jtldor~evc~t~ Wo~-kers 10 he Employed it1 Malaysia other than Hoi~semaids of 1 Azrgzist 

1998. MoU ini mengandung 17 Pasal. Dokurnen ini bertujuan menyediakan satu 

dasar yang sesuai supaya pengambilan tenaga kerja Indonesia menjadi Iebih terurus 

dan tidak dieksploitasi oleh pihak tertentu yang berkepentingan.49 Hal yang juga 

penting supaya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Malaysia terdiri dari 

17 Kamal Halili Hassan-Zbid. hlm.413-414. 
, I t ;  Ibirl, hlm.425. 
" P a d  5 mengatur prosedur yang hams diikuti dalam perekrutan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. 



mereka yang sesuai dm layak bekerja.>' MoU ini juga memberikan hak yang sama 

kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, supaya mereka tidak 

didiskriminasikan oleh majikan di Malaysia baik secara hukum maupun 

Untuk menjamin tenaga kerja Indonesia mendapat perlindungan MoU ini 

maka tanggungiawab diberikan kepada majikan di Malaysia untuk mengambil 

tindakan yang sesuai sewaktu pekerja dibawa masuk sampai mereka bekerja di 

Malaysia. Tenaga kerja Indonesia pun diberi tanggungjawab supaya mereka menjadi 

pekerja yang betul-betul ingin bekerja bukan untuk tujuan yang lain. Tanggungjawab 

majikan dan pekerja diatur dalam Pasal 8 dan dibagi ke dalam Lampiran A untuk 

tanggungjawab majikan, tanggungjawab Badan Perekrut Malaysia (BPM), 

tanggungjawab Badan P e r e h t  Indonesia (BPI), tanggungjawab Pembantu Rumah 

Tangga jZ dan Pasal9 ke dalam Lampiran B untuk Kontrak Kerja. Selain majikan dan 

Pasal6 mensyaratkan tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia hams mematuhi syarat- 
syarat, sebagai berikut: (i) Sekurang-kurangnya berusia 21 tahun tetapi tidak lebih 45 tahun, til) 
Memiliki pengetaham yang memada tentang hukum, budaya dan prakl~k sosial di Malaysia, (iii) 
iviemliliu ~emampuan tmtuic berkomunikasi baik bahasa Malaysia danlatau Inggris, (iv) Mematuhi 
prosedur Imigasi Malaysia, (v) Harus dinyatakan sehat dan kuat dengan persyaratan otoritas terkait 
di Malaysia dan Indonesia, dan (vi) Tidak memiliki catatan krirninal apapun. 

" Pasal 4 mengesahkm bd~rva tenaga kerja Indonesia yang bekerja dr Malaysia hendaklah diberi hak 
menentukan syarat dm terma pekerjm serta Qlindungi oleh undang-undang peke rjaan di Malaysia. 
Pasal 7 meiigatur supaya tenaga kerja Indonesia meinatuhi undang-undang dan pemturan dalam 
perlakuan mereka sebagai pekerja. Pasal 8 dan 9 menyatakan pekerja tersebut hendaklah bekerja 
dalam waktu yang ditetapkan dalam kontrak tetapi dapat dihjutkan setelah n~endapat kin pihak 
benvenang. 

52 Lampiran 30 Appendix A 



pekerja, agen-agen berizin yang beroperasi di Indonesia juga dinyatakan di bawah 

MoU ini. 53 

DaIam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia 

rnenurut MoU Indonesia-Malaysia tersebut, sampai saat ini rnasih ditemukan adanya 

kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : 

I .  MoU tidak rnemenuhi standar HAM 

Pemerintah Indonesia dan ~ a l a y s i a  masih memiliki pandangan yang sama 

tentang fenomena tenaga kerja Indonesia ilegal. Kedua pernerintah negara masih 

memandang tenaga kerja Indonesia ilegal adalah kriminal dan kesalahan selalu 

dibebankan kepada tenaga kerja Indonesia. Kedua pemerintah negara tidak melihat 

bahwa persoalan itu justru disebabkan intensifhya penindasan dalam pengelolaan 

pengirirnan dan penerimaan tenaga kerja Indonesia yang diterapkan oleh kedua 

negara. 

Dengan tidak adanya perspektif yang berbeda antara Pernerintah Indonesia 

dan Malaysia, maka bisa dibayangkan seperti apa jenis perlindungan yang akan 

diberikan. Dengan dernikian kedua negara perlu menerapkan standar-standar 

perbu~uhan internasional dengan meratifikasi konvensi-konvensi terkait perburuhan 

untuk memperbaiki standar perlindungan yang akan diberikan terhadap tenaga kerja 

Indonesia. 

53 htara tanggungiawab yang diatur adalah membantu pekerja men- dokumen penalanan dan 
mengahu- pemeriksaan pengobatan di pusat kesehatan yang bsS&;;-. 



2. MoU hanya utuk pekerja domestik legal dan memenuhi syarat 

Sampai saat ini diperkirakan hampir 1,75 juta tenaga kerja Indonesia bekerja 

di Malaysia. Jumlah ini belum termasuk tenaga kerja Indonesia ilegal yang dapat 

berjumlah dua kali lipat. Tenaga kerja Indonesia merupakan tanaga kerja asing 

terbanyak di Malaysia, yang mewakili 80 persen dari jumlah total tenaga kerja asing 

di Malaysia yang bekerja diberbagai sektor dan rentan terhadap berbagai 

permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum di Malaysia. 

Tenaga kerja Indonesia ilegal merupakan individu yang memasuki Malaysia 

pada waktu dan tempat yang salah, tanpa meIalui pemeriksaan petugas, 

penyalahgunaan visa kunjungan sosial oleh tenaga kerja Indonesia, melalui cara-cara 

lain yang bertujuan untuk menghindari petugas imigrasi Malaysia, atau tenaga kerja 

lndonesia yang mendapatkan izin masuk untuk bekerja secara lega! dan setelah 

berakhiinya hubungan kerja dengan majikan kemudian tetap tinggal dan lewat waktu 

(over slay) di Malaysia. 

MoU Indonesia-Malaysia saat ini hanya memberikan perIindungan terbatas 

pada sector pekerja domestik lndonesia yang legal dan memenuhi syarat, dan tidak 

meliputi tenaga kerja Indonesia sektor Iainnya yang legal dan tenaga kerja Indonesia 

ilegal. Padallal permasalahan terbesar tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah 

tenaga kerja Indonesia iIegal tersebut. 

Pemerintah Indonesia hams menyadari bahwa perlindungan terhadap warga 

negara lndonesia merupakan kewajiban yang diemban olehnya, termasuk masalah 

perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia ilegal, maka perlindungan tersebut 



merupakan don~ai~:, Pemerintah Indonesia. Sedangkan Pemerintah Malaysia juga 

harus memberikan jaminan bagi para tenaga kerja Indonesia ilegal berupa 

perli ndungan yang sepatutnya sebagai negara peneri ma tenaga kerja Indonesia. 

Oleh karena itu MoU Indonesia-Malaysia tersebut perlu diperbaiki dan 

diperluas tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pekerja domestik Indonesia 

yang legal tetapi juga tenaga kerja Indonesia lainnya yang legal dan tenaga kerja 

Indonesia iIegal. 

3. Masalah Paspor TKI yang masih dipegang majikan 

Pada Lampiran A Butir (xii) menyatakan bahwa Majikan bertanggungjawab 

untuk keamanan menyimpan pasport Pekerja Rumah Tangga dan untuk menyerahkan 

pasport tersebut pada PenvakiIan Indonesia dalam peristiwa melarikan diri atau 

meninggalnya Peke rja Rumah ~ a n ~ ~ a . ~ ~  

Mengenai masalah pemberian kartu identitasS5 untuk tenaga kerja Indonesia 

yang d i ah i  oleh pihak benvenang Malaysia, memang kartu identitas ini agak 

memudahksn gerak tenaga kerja Indonesia di Malaysia akan tetapi yang terjadi di 

lapangan adalah kartu ini sering kali tidak diakui oleh otoritas setempat, dengan 

54 I3tindirrgkanl urnparnanya dengan MoU Malaysia dan Filipina: dalarn Mausd PENGUASAAN 
PASPOR MoU tersebut yang merlyatakan cc,S'i Peke~ju akan mmpunyai k ~ a s a  atas paspornya 
selama seluruh masa kontrak ini". 

55 Pada Lampiran A Butir (x) Majikan harm memastikan bahwa Peke j a  Domestik mendapat kartu 
pekerja tising lnereka dm Departernen Trnigrasi Malaysia siring penggunaannya dan krutrl disimpan 
oleh Peke rja Domestik. 



demikian tanpa. hak memegang p a ~ p o r , ~ ~  tenaga keja Indonesia tetap menghadapi 

pengekangan atas gerak mereka dalam melintasi perbatasan internasional. 

Paspor bagi setiap warga negara adalah identitas pribadi bagi pemegangnya, 

penahanan dalam bentuk apapun, selain bertentangan dengan prinsip hukum 

internasional juga pelanggaran terhadap hak-hak sipil ketika warga negara tersebut 

ketika berada di luar negeri. Sikap Pemerintah Indonesia dinilai sangat 

mengecewakan karena masih mengizinkan Malaysia memperbolehkan majikan untuk 

lnenahan paspor tenaga kerja Indonesia tersebut. 

4. Hsk libur dsn wsktu istirahat yang tidak cukup 

Pada Lampiran A Butir (xvii) menyatakan bahwa Majikan harus menyediakan 

Pekerja Rumah Tangga dengan istirahat yang cukr~p. 

Sedangkan di dalam Lampiran B tentang Kontrak Kerja Butir 6 mengatur 

tentang waktu istirahat yang berbunyi Pekerja Rumah Tangga harus diperbolehkan 

istirahat dengan cukup. 

MoU tersebut sudah mengatur tentang "waktu istirahat yang cukup" tetapi 

belum rnengatur waktu keja bagi tmaga kerja ~ndonesia ,~~ d m  MoU tidak 

56 Dalarn Letter o f  I~rterrt (LaI) Indonesia-Malaysia 20I0, TKI sudah dapat memegang kembali 
paspornya. Sedangkan pa& Lampiran A Butir C (v) menyatakan bahwa Ekdm Per- lndonesia 
(BPI) hams bertanggungjawab mtuk menyediakan Pekerja Domestik dengan kopian paspor mereka; 
kor~trak asli penempatan, inforrnasi dan keterangan Majikan, dan orang penghubung d~ Perwakilm 

17 
Indonesia, BPM dm BPI. 

- Bandingkan, umpamanya dengan jam kerja buruh migran Philipina di Malaysia, JAM KERJA Si 
Pekerja tidak akan bekcrja lebih dari sepr~luh (10) jam dan akan diberi setidahva periode menerus 
sepanjang delapan (8) jam tidw 



mencantumkan hak unmk libur bagi tenaga kerja Kelemahan-kelemahan 

tersebut sering disalahgunakan oleh majikan ketika memperkerjakan tenaga kerja 

Indonesia melebihi waktu kerja semestinya. 

5. Transparansi kontrak kerja dan deskripsi kerja yang tidak jelas 

Pada Lampiran A Butir B (xi) menyatakan bahwa Badan Perekrut Malaysia 

(BPM) hams bertanggungjawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat dan kondisi 

Kontrak Pekerja secara keseluruhan dijelaskan dan dipahami oleh Majikan dan 

Pekerja Rumah Tangga secara berturut-turut. 

Meskipun MoU sudah mengatur d m  memastikan agar kontrak kerja antara 

rnajikan dan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan secara bertangWngjawabsg tetapi 

transparansi kontrak kerja dan deskripsi ke j a  bagi tenaga kerja Indonesia tidak jelas. 
I 

Dalam ha1 transparansi kontrak kerja misalnya, dalam ha1 komponen gaji tenaga kerja 

Indonesia hams jelas dan transparan, karena masih adanya pernotongan oleh majikan 

dengan alasan untuk mengurus dokumen, biaya transportasi, biaya selama di 

penampunsan di Malaysia, dan sebagainya. Sedangkan deskripsi kerja yang tidak 

jelas, seringnya tenaga kerja Indonesia bekerja di luar apa yang disepakati dalam 

58 Dala111 Leller oflr~tenf (Lor) Indonesia-Malaysia 2010. sudah mencanturnkan tentang hak libur satu 
hari bagi TKI. Dan bandmgkan, umpamanya dengan hari libur bumh migran PhiLipiraa di Malaysia, 
HARI LIBUR Frekuensi hari libur bagi si Pckerja adalah d a l i  seminggy selainnya Minggu dan 
&an ditcrapkan dengan luwes. Hari-Iibur akan dibayar dm bila si Majlkan memerlukan si Pekerja 
untuk bckcrja scla~na hari libur si Pekerja, stratu kompensasi tmbahm sebesar RM. 25.00 akan 
diberikan di atas gaji pokok unttk setiap hari libur si pekerja. 
'' Pada La~npiran A Butir C (Iv) menyatakan bahwa Badan Perekrut Indonesia (BPI) harus 

bcrlanggunaawab unluk memastiican bahwa persyaratan dan kondisi Kontrak Kerja secam pen& 
dijelaskan dan dipahami oIeh Pekeja Rumab Tangga saat dilakukan seleksi. 



kontrak kerja, misalnya sering seorang tenaga kerja Indonesia bekerja di banyak 

maj ikan. 

6. Kenaikan gaji dan perlindungsn asuransi 

Dalam Lampiran A Butir (iii) menyatakan Majikan harus membayar Pekerja 

Domestik dalam jangka buian dalam jumlah yang disepakati dalam syarat dan kondisi 

Kontrak Pekerja. 

Pada Lampiran B tentans Kontrak Kerja Butir (5) menyatakan bahwa di 

dalam Pengaturan Pembayaran, majikan hams mernbayar pekerja Rumah Tangga gaji 

bulanan dengan RM (Ringgit Malaysia) dan pembayaran harus sesuai dengan hukum 

perburuhan Malaysia dan tidak ada pemotongan gaji bulanan Pekerja Rumah Tangga 

yang dilakukan sesuai dengan hukum. 

Baik majikan maupun tenaga kerja Indonesia wajib memuat kontrak kerja 

yang mencantumkan secara jelas hak-hak dan kewajiban para pihak, terrnasuk jumlah 

gaji60 yang akan diterjma tenaga kerja Indonesia dan pelarangan majikan serta 

pengerah tenaga kerja Indonesia untuk melakukan pemotongan gaji.6' 

Ketidakjelasan minimal jumlah gaji yang dapat diterima dan ketidakjelasan 

kenaikan gaji biIa kontrak pekerjaan diperpanjang menjadi salah satu bentuk 

60 Salal~ satu yang mengganjal adalah ketenhran upah minimum ti& dikenal da3arn sistern 
ketenagakerjaan Malays~a. 
Pada Lampiran A Butir B (viii) rnenj'i2W bahwa B a h  Perekmt Malaysia (BPM) harus tidak 

membenkan instruksi Majlkan untuk memotong simpanan bulanan Peke rja Rumah Tangga sesuai 
dengan hukum yang terkait, sedangkan Butir (ix) Majikan harus menyediakan pemberitaan untuk 
Pekerja Domestik dibawah Skema Kompensasi Peke j a  Asing sebagaimana ditetapkan melalui 
Menteri Sumber Daya Manusia, Malaysia. 



kelemahan dari MoU t e r ~ e b u t . ~ ~  Indonesia hams rnendesak Malaysia agar 

merealisasikan dengan sepenuhnya kenaikan upah tenaga kerja Indonesia dari RM 

400 per bulan menjadi RM 6 0 0 . ~ ~  

MoU belum mengatur sepenuhnya perlindungan asuransi terhadap tenaga 

kerja Indonesia. Kepentingan untuk memberi perlindungan kepada mereka 

disebabkan masih sangat banyak kasus dimana gaji tidak dibayarkan oleh majikan 

ketika kontrak pekerjaan telah selesai. Hal-ha1 yang perlu diperbaiki antara lain, 

adanya perlindungan asuransi bagi pekerja, pembayaran gaji bulanan dan reguler 

melalui sistem transfer, tidak perlu sampai menunggu bila diminta oleh pekerja. 64 

Dari analisis di atas ternyata Menlorandim of Understandng (MoU) 

menguatkan lagi pernabaman bahwa kedudukan tenaga kerja Indonesia yang bekerja 

62 Di dalrun Letter oJ Intent (LoI) Indonesia-Malaysia 2010 Indikasi ini semakin kuat ketika 
Pc~ncrintah Indonesia dan Malaysia secara de facto mcnolak dic-mtvmkaunya sistem upah minimum 
TKI yang bekerja di Malaysia. Hal ini berbeda dengan Hong Kong, meskipun di Hong Kong hanya 
diatur dalam Minimum Allowable Wage (MAW) bukan dl Minimum Statuto~ Wage (standar upah 
minimnun). Dan keter~tuan mengenai upah ini tampaknya kedua pemerintah negara menyerahkan 
ketentua~u~ya sesuai dengm~ kebutuhan pasar. KBRI Kuala Lumpur, Indonesia-Malaysia Percepat 
Keadilsn Warga Indonesia", Mffjfflffh Cffrffkff, Edisi 09/10, K d a  Lumpur, 2010, Nm.9, menurut 
Walqu Susilo, ''Pemerintah India, Philipina clan Sri Langka, misalnya, menetapkan standar upah 
inini~nwn sejak proses awal peinbuatan MoU dengan negara penerhua, sedangkan Pemerintah 
Indonesia lebih inengedepankan negosiasi dalam proses itu, yang lnenunjukkan lemahnya posisi 
tawar kita". 

63 Bandingkan, umpamanya dengan gaji minimal buruh migran Phllipina di Malaysia sebesar GAJI 
BULANANKJPAH Si Peke j a  akan diupah dengan gaji bulanannva scl?es2ir talc lutlang dari $AS dua 
ratus-($AS 200.00) atau setara dengan Rp. 1.850.000,- (lam Rp 9.250.00,-) atau setara dengan RM 
655 (kurs Rp 2.750,-), dibavarkan dalam jumlah yang sum dalam mata uang Malaysia, dalam 
bentuk tunai pada akhir dan setiap bulan kalender. Gaji bulanan barus diakui oleh Si-Pekeja secara 
tertulis. 
a Pada Butir (xxii) n~enyatakan bahwa majikan hams. sebagaimana diungkmkan dilaksanakan. clan 

jika di ininta oleh Peke rja Doinestik, ~ne~nandu Pekerja Rumah Tangga u n h k  membuka rekening di 
instihsi keuangan Malaysia, 



recan sah dr Malaysia s&manrya hanya terlindungi secara teknis ~ a j a , ~ ~  ini bisa 

dilihztt adanya usaha-usaha baik Badan Perekrut Indonesia (BPI) maupun Badan 

Perekrut Malaysia (BPM) yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk 

memenuhi standar kompetensi tenaga kerja Indonesia yang dipersyaratkan.66 Namun 

demikian, tenaga kerja Indonesia belum terlindungi secara ekonomis dan sosial, ini 

bisa dilihat dari paspor yang masih dipegang oleh majikan, transparansi dan deskripsi 

kontrak ke rja yang belum jelas, hari libur dan waktu istirahat yang belum cukup, dan 

tidak adanya kejelasan kenaikan gaji dan perlindungan asuransi. 

Masalah penerapan sumber hukum dalam kasus perburuhan menjadi 

kelemahan tersendiri, hakim- hakim perburuhan kesulitan menyelesaikamya karena 

masalah Perjanjian Kerjasama Indonesia-Malaysia di bidang perburuhan67 

(Mernorandunz of Understanding) tidak dapat dijadikan dasar hukum ketika kasus- 

kasus tersebut digelq6' alhasil hakim-hakim di Malaysia sering kali menyelesaikan 

65 Jika dltelusuri lebih lanjut konsep perlindungan Buruh ini (perlindungan ekonomis? teknis dan sosial) 
terkait erat dengan ide Imam Soepomo, lihat Zainal A s k  (Ed), Dasar-dasar Hukum Perburuhan, 
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993. Nrn. 76-77 

"" Minimal hams memenuhi 200 jam pelatihan untuk standm kompetensi yang dipersyaratkan. 
"' Salah satu kelcinahan dari MoU tersebut adalah, seorang majikan yang dapat menahan paspor 

seorang pekerja selama dia beke j a  di Malaysia, bagaimana bila paspor tersebut di tahan majikan 
sedangkan peke j a  tersebut terlibat perkara dengan majikannya? 

68~ada MoU dalam Lampiran B tentang Kontrak Kerja pada Butir ix (d) mengenai pengaturan 
perselisihan apapuii yang muncul antara Majikan dan Pekerja Runiah Tangga yang sesuai dengan 
syarat. penghentian Kontrak Kerja menurut Paragraf 7 atau 8 Kontrak ini hams &am scs~ra i  I?li:~?;gl!l 

, . .  . , , 
. . . .  , , . _  1 , .  ! , , ,!;;!: ..<;, 

Bandingkan, mnpamanya dengan pcnyelesaian sengketa buruh ~nigran Philipina di Malaysia, 
PENYELESAIAN SENGKETA Dalam kasus sengketa aniara Pckcrja dan Majlkan, Agen Pekcrja 
Malaysia yang bersangkutan &an, dalam kcsempatan pcrtnma, berupaya menyelesaikan masalahnva 
secara danlai bagi kepentingan kcdua pihak. Jika sengketanya tetap tidak tcrpecahkan, urusannva 
aka11 diseralikan kcpada i I. : , i , i . ;  ' :,.i . !  , ;  ; r !  i r :  ?,: i,!i;;: ' i 1 : i  untuk ~nengadili tanpa prasangka terl~adap 
apapun tindakan hukuln yang hcndak diambil pihak yang dirugikan tcrhadap pihak laimva. 



perkara perburuhan hanya berdasarkan Akta Imigresyen 11 54 tahun 2002, yang tidak 

sesuai dengan pokok masalah, kebanyakan TKI terkena pelanggaran-pelanggaran 

imigrasi sebelum masaIah sebenarnya dapat di proses, apalagi di Malaysia terhadap 

pelanggaran imigrasi berlaku asas pembuktian terbalik atau asas praduga bersalah 

(yreszm~ption c!f gz~ilt) yang sangat merugikan dan menyulitkan TKI. Adanya 

mekanisme penyelesaian sengketa antara majikan dan TKI, dimana otoritas tenaga 

kerja Malaysia berhak melakukan intervensi. 

MoU bukanlah suatu dokumen perundangan. MoU tidak dapat diberlakukan 

oleh mahkamah dan apabiIa hendak diberlakukan oleh Malaysia sebagai penerima 

TKI, maka MoU harus ditingkatkan ke dalam bentuk ~ n d a n ~ - u n d a . n ~ . ~ ~  

Perlindungan yang Iebih ketat bagi buruh migran melalui kesepakatan 

bilateral memiliki kelemahan-kelemahan. Hanya sedikit mekanisme pelaksanaan dan 

pemberian ganti rugi yang dimiiiki kesepakatan bilateral, dan hubungan kekuasaan 

yang tidak setara diantara Indonesia dengan Malaysia menyulitkan dalam 

menghasiIkan kesepakatan yang adii dan benar-benar melindungi para TKI. 

Pemerintah Indonesia merasa bahwa tidak dapat bernegosiasi terlalu gigih, karena 

takut pemerintah Malaysia beralih ke negara-negara lain untuk mendapatkan tenaga 

kerja, dan Pemerintah Indonesia perlu mendorong dan mendukung gagasan untuk 

Sedangkan dalarn Klausul KETENTUAN UMUM MoU Malaysia-Filipina tentang penyelesaian 
sengketa perburuhan apabila terjadi masalah, menyatakan: ",qe~.tt,o I ~ L I X ~ I I ) ~  p c v h ~ ~ t - r l i i ~ , ~ ~  ' / I  J l , / / ( / l  



memndingkan perj anj ian yang mengi kat mengenai ketentuan-ketentuan tenaga kerj a 

dengan Malaysia guna menghindari masalah-masalah ter~ebut .~ '  

Salah satu bentuk perlindungan terhadap TKI menurut Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 2004 adalah Pemerintah RI tidak boleh menempatkan TKI ke negara 

yang belum mengadakan perjanjian tertulis dengan negara t u j ~ a n . ~ ~  Undang-Undang 

]\Tomor 39 tahun 2004 ini sebenarnya dapat mencegah sejak dari awal bagi 

Pemerintah RI untuk tidak menempatkan TKI ke negara lain yang tidak memiliki 

perjanjian tertulis. Dengan demiluan sebenarnya Pemerintah RI telah melakukan 

pelanggaran hukum dengan menandatangani MoU dengan Malaysia yang sampai saat 

ini MoU tersebut belum memiliki kekuatan sebagai instrumen hukum perjanjian 

bilateral yang h a t .  

Agar ada kesatuan gerak dan payung hukum dalam memberi perlindungan 

terhadap TKI, perIu dibuat Labor Cooperati017 Agreement (LCA) tingkat menteri, 

didukung lmplemerrtirrg Agreemerrt (IA) untuk tingkat pelaksana. Semua itu 

memerlukan kajian dan perundingan kedua pihalc tanpa mengabaikan kedaulatan 

hukum dan selalu diaplikasikan setiap ada masalah perburuhan. Dalam ha1 ini MoU 

Malaysia dengan Filipina atau Memory of Agreement antara Indonesia dengan Hong 

Kong dapat inenjadi contoh. 

70 [i$!ij . . . . - . . < ; \ ~ ~ : , / i l ~ < j ~ ~ ; ~ ; ! ; ~  < , ; ~ ~ i , > ~ ~ i ~ j : ~ . , ) (  14, Mm.60. , . - .- - - . . . .- - - - 
Meskipun demikian sampai saai ini @lei 2010), Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 
menandatangani letter of intent (LoI) sebagai langkah awal mempehahh Memorandum of 
Understanding (MoU) 2006 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. 

7' Pasal 27 ayat (1)  menyatakan "penempalan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara 
iujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pernerintah RI atau tenaga 
kerjn nsing" 



A. Simpulan 

Kebijakan pemerintah Malaysia dalam menerima masuknya pekerja asing 

dalam sektor ekonomi secara terbatas, dalam pekerjaan kasar dan sulit, serta tidak 

memberi mereka hak kewarganegaraan dan pemilihan umum. Malaysia dalam ha1 ini 

dapat digolongkan kedalam Model Exclusionary yang menerima pekerja asing untuk 

waktu tertentu saja dan bekerja dalam sektor domestik yang ditetapkan serta dalam 

jenis kerja kasar atau manual. Dimana setelah selesai waktu kontrak, mereka hams 

pulang ke negara asal mereka. 

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia merupakan fenomena yang 

menguntungkan ekonomi baik negara Indonesia maupun negara Malaysia. 

Migrasi dengan alasan ekonomi di Malaysia kebanyakan pekerja asing dari 

Indonesia dan Philipina. Terdapat mereka yang bekerja secara sah (documented 

workers) dan ada yang bekerja tanpa dokumen yang sah (undocumented workers), 

mereka sering ditempatkan di sektor-sektor domestik atau pekerja rumah tangga dan 

manufaktur, perkebunan, konstruksi, transportasi dan jasa yang dicirikan dengan 

perlindungan hukum yang kurang memadai dan sedikitnya akses terhadap layanan 

sosial. 



1. PerIindungan hukum terhadap TKI dari sisi peraturan perundang- 

undangan Malaysia 

Konstitusi Malaysia I957 menggariskan suatu ketentuan bahwa tidak boleh 

ada diskriminasi terhadap warga negara dengan dasar agama, ras, keturunan atau 

tempat lahir dalam hukum apa saja yang berkaitan dengan Iapangan kerja atau 

pekerjaan. Ketentuan ini merupakan suatu ketentuan yang wajar dalam suatu negara 

hukum seperti halnya Federasi Malaysia. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia sebenarnya secara 

hukum telah memperoleh perlindungan yang memadai melalui beberapa peraturan 

perundangan-undangan perburuhan yang dikeluarkan. 

Dari segi hukum, Malaysia belum mempunyai perundangan khusus untuk 

melindungi pekerja asing. Akta mengenai perburuhan di Malaysia secara urnurn dj 

pakai k.epada semua pekerja yang bekerja di Malaysia asalkan mereka berada di 

Malaysia secara sah. Alasan yang sering digunakan adalah seandainya akta yang 

berhu bungan dengan buruh di Malaysia tidak mengecualikan pemakaiannya terhadap 

pekerja asing maka akta tersebut turut melindungi pekerja asing, 

Akta-Akta perburuhan lainnya yang terpakai kepada pekerja asing di Malaysia 

meliputi &a Kerja 1955, Akta Pampasan Pekerja 1952, Akta Kesatuan Sekerja 

1959, Akta Perhubungan Permahaan 1967 dan Akta Keselamatan Kesehatan ~- - 

Pekerjaan 1994. 

Undang-undang buruh di Malaysia dapat dikatakan tidak rnendiskriminasikan 

pekerja-pekerja asing. Undang-undang buruh yang berlaku kepada warganegara 



Malaysia berlaku juga untuk pekerja asing. Misafnya Akta Kerja 1955 yang mengatur 

mengenai hak-hak pekerja seperti cuti, jumlah jam bekerja, surat pemberhentian 

kerja, pengaduan ke Kantor Buruh adaIah berIaku kepada tenaga kerja Indonesia. Di 

bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 juga berlaku sekiranya tenaga kerja Indonesia 

mengaIami kecefakaan dan kematian. 

Di dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 tidak mendislcriminasikan tenaga kerja 

Indonesia kecuaIi untuk memimpin kesatuan sekerja dan Akta Keselamatan 

Kesehatan Pekerjaan 1994. yang telah disahkan oleh Parlemen Malaysia pada tahun 

1994 ini membuktikan betapa seriusnya Pemerintah Malaysia daIam memastikan 

keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, baik untuk pekerja setempat 

maupun pekerja asing di Malaysia. 

Dengan pemberlakuan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 untuk memberi 

perlindur~gan bagi pekerja warga negara Malaysia, AKSP 1969 di revisi untuk 

mengecualikan pekerja asing. Sampai dengan tahun 1993, Akta Pampasan Pekerja 

1952 seakan dilupakan, ini berarti pekerja asing mendapat perlindungan akta ini dan 

diberi perhatian. 

Dalam ha1 yang berkaitan dengan proses peradiIan tenaga kerja (buruh) dapat 

diselesaikan melalui Mahkamah Perusahaan (Akta Perhubungan Perusahaan 1967), 

Mahkamah Buruh dan Mahkamah Sivil dimana proses peradiIan di Mahkamah- 

mahkamah tersebut saat ini tidak berlaku bagi pekerja asing ilegal di Malaysia. Di 

bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan ini misalnya, tidak 

mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia apabila te jadi pemecatan. Di bawah akta- 

-- 



aMa tersebut, ternyata tenaga kerja Indonesia sebetulnya terbela dan dilindungi di 

Malaysia. 

Di at as kelebihan-kelebihan dari peraturan perundang-undangan buruh 

Malaysia tersebut, ternyata masih memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat 

menimbulkan kegagalan-kegagalan dalam memberi perlindungan hukum terhadap 

hak-hak tenaga kerja Indonesia, meliputi beberapa hak yang berkaitan dengan hak 

untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan pantas, hak untuk bebas dari 

diskriminasi, hak atas kesehatan dan hak atas privasi, kebebasan bergerak dan 

kebebasan berserikat, bebas dari kekerasan, dan kebebasan menjalankan agama. 

Satu mekanisme pengadilan yang dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja 

untuk menyeIesaikan perselisihan (disputes) antara majikan dengan pekerjanya 

adalah melalui Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan berkuasa untuk 

mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pertikaian antara 

pekerja dengan maj ikan mengenai gaji, tuntutan pekerja untuk diringankan hukuman 

terhadapnya, menyelesaikan isu-isu perburuhan antara majikan dan pekerja yang 

dapat mengakibatkan konflik. 

Tenaga kerja Indonesia di Malaysia tidak dilarang untuk ikut serta kesatuan 

sekerja. Tidak ada larangan menurut &a Kesatuan Sekerja. Di dalam Akta 

Perhubungan Perusahaan juga tidak melarang tenaga kerja Indonesia untuk ikut serta 

kesatuan sekerja. Seksyen 4 dan 5 &a Perhubungan Perusahaan yang menjamin hak 

pekerja untuk ikut serta kesatuan sekerja dan aktif didalamnya dan tidak melarang 

tenaga kerja Indonesia berbuat demikian. Larangan terbatas hanya dikenakan mereka 



yang di bawah umw, bukan pekwja yang dapat dipercaya dan pegawai peIayanan 

umum. 

Pemutusan hubungan kerja diatur dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan 

Perusahaan. Tenaga kerja Indonesia yang terlibat daiam pelaksanaan retrenchment 

(pengurangan pekerja) juga dapat menggunakan peraturan inii apabiIa pengakhiran 

kontrak rnereka dibuat secara tidak adil. Begitu juga dengan kasus pemberhentian 

konstruktif, pekerja asing juga dapat mengambil tindakan yang sama. 

Pihak yang tidak puas terhadap keputusan Mahkarnah Perusahaan dapat 

mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi daIam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

saat keputusan diterima dan dapat meneruskannya lagi ke Mahkamah Agung apabila 

keberatan dengan keputusan Mahkamah Tinggi. 

Kalau dilihat sebenarnya, semangat dari Mahkamah Perusallaan tersebut 

adalah ingin menyelesaikan setiap perkara secara cepat, mudah dan murah dan untuk 

menciptakan kepastian hukum dan keadiian hukum bagi masing-masing pihak. 

Namun secara substansial, sebenarnya suIit tercapai sebab tidak adanya ketegasan 

jangka waktu penyelesaia~i setiap perkara dari Mahka~nah Tinggi ke Mahkamah 

Agung, tidak adanya pembatan-pembatasan (restriksi) terhadap jenis perselisihan apa 

saja yang dapat diselesaikan untuk masing-masing tingkat rnahkamah 

a. Mahkamah Buruh bukan untuk tenaga kerja iIega1 

Di Malaysia kebijakan pengaturan masalah ketenagake jaan, baik tenaga kerja 

warga negara Malaysia maupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara resmi 

dilindungi undang-undang, antara lain Akta Kerja 1955, Akta Pampasan Pekerja 



1952. Di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 misalnya, tidak 

mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia apabila te jadi pemecatan. Di bawah akta- 

akta tersebut, ternyata tenaga kerja Indonesia sebetulnya terbela dan dilindungi di 

Malaysia Terhadap perkara-perkara perburuhan yang menimpa tenaga kerja 

Indonesia ilegal untuk saat ini di dalam proses peradilan di Mahkamah Perburuhan 

tidak berlaku bagi mereka. 

b. Peran Eksekutif di Mahkamah Perusahaan 

Menteri dengan alasan yang masuk aka1 dapat menentukan apakah suatu kasus 

akan diteruskan ke Mabkamah Perusahaan atau tidak. Namun dalam sistem peradilan 

semestinya adalah bebas dan tidak ada pihak manapun yang memihak, apalagi pihak 

eksekutif . Dalam kasus-kasus perburuhan yang melibatkan tenaga kerja Indonesia 

yang menjadi sorotan publik di kedua negara, ha1 demikian tentu saja menjadi 

hambatan tersendiri. 

c. Mengenal asas kebebasan bersyarat (boleh ikat jamin) 

Di Malaysia dalam sistem peradilannya mengenal juga kebebasan bersyarat 

bagi seorang tertuduh (boleh ikat jamin) kecuali terhadap kasus-kasus pelanggaran 

berat seperti pembunuhan berencana (Akta Kaseksaan 302) dan pelanggaran terhadap 

dadah (Akta Dadah Berbahaya 1952) tidak dapat mengajukan kebebasan bersyarat. 

d. Sikap memihak hakim 

Seringnya hakim-hakim di Malaysia dapat sesuka hati mengatur jadwal untuk 

sidang selanjutnya sesuai dengan selera hakim-hakim tersebut, kadangkala bisa 



sampa~ 6 bulan untuk satu perkara seIanjutnya dapat disidangkan kembali, sedangkan 

masa tugas seorang hakim di daerah biasanya tidak lebil~ dari 5 tahun. 

e. Asas praduga bersafah @resumption of guilt) 

Masalah sumber huku~n dalam kasus perburuhan menjadi kelemahan 

tersendiri, hakim kesuIitan menyelesaikannya karena masaIah Perjanjian Kerjasama 

Indonesia-Malaysia di bidang perburuhan (Memorandum of Understanding) tidak 

dapat dijadikan dasar hukum ketika kasus-kasus tersebut di gelar, hakirn sering dalam 

menyelesaikan perkara perburuhan hanya berdasarkan Akta lmigresyen 1154 tahun 

2002, yang tidak sesuai dengan pokok rnasalah, kebanyakan tenaga kerja Indonesia 

lebih banyak terkena pelanggaran-pelanggaran imigrasi sebelum masalah sebenarnya 

dapat di proses. 

f. Peradilan khusus buruh migran 

Mediasi yang banyak difasilitasi oleh Lernbaga Swadaya Masyarakat seperti 

Migrant Care dan pihak Penvakilan FU di Kuala Lumpur banyak membantu 

menyelesaikan perselisihan antara pihak majikan dan pekerja. Tidak adanya alternatif 

penyelesaian perselisihan disamping penyelesaian melalui Mahkamah Perusahaan 

juga berakibat sulitnya bagi pekerja untuk rnendapatkan keadilan, dan yang paling 

dirugikan adalah para tenaga ke j a  Indonesia itu sendiri. Usulan beberapa pihak untuk 

di bentuknya peradilan khusus buruh migran patut dipertimbangan oleh Pemerintah 

Malaysia. 



2. IPerIindongan h u b m  TKI dari sisi perjanjian kerjasama bilateral 

(MoU) Indonesia-Maiaysia 

Pada 10 Mei 2004 Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia telah 

menandatangani Memorarzdum of Understanding (MoU). Pada tahun 2010 kedua 

pemerintah menandatangani perbaikan MoU di mana Malaysia setuju untuk 

memberlalcukan peraturan untuk melindungi pekerja yang beke j a  di Malaysia (yang 

dikategorikan sebagai pekerjaan nonformal), misalnya keperluan untuk diadakan 

perbaikan kontrak pelayanan, pembayaran gaji langsung ke rekening pekerja, cuti 

istirahat satu hari dalam seminggu, perlindungan asuransi dan lain-lainnya. MoU 

merupakan dokumen dengan bertujuan menyediakan satu dasar yang sesuai supaya 

penganlbilan tenaga kerja Indonesia menjadi lebih terurus dan tidak dieksploitasi oleh 

pihak tertentu yang berkepentingan. Hal yang juga penting supaya tenaga kerja 

Indonesia yang akan bekerja di Malaysia terdiri dari mereka yang sesuai dan layak 

bekerja. MoU ini juga memberikan hak yang sama kepada tenaga kerja Indonesia 

yang bekerja di Malaysia, supaya mereka tidak didiskriminasikan oleh majikan di 

Malaysia baik secara hukuln maupun pelaksanaannya. 

MoU hanyalah sebuah dokumen kesefahaman, segala pengaturan didalamnya 

tidak dapat diberlakukan langsung oleh Ketua Pengarah Bumh atau a h k a m a h  di 

Malaysia. Sebaliknya MOLT perlu dimasukkan ke dalam perundangan untuk 

diberlakukan. Sampai saat ini MoU tersebut belum mempunyai kekuatan dari sisi 

hukum. Akta Kerja 1955 atm perundangan lain juga masih belum direvisi untuk 

merealisasikan pelaksanaan MoU tersebut. Namun demikian, karena sifatnya sebuah 



dakumen kesefahaman maka pemerintah seharusnya berdaya upaya merealisasikan 

keinginan tersebut, sebab apa yang disetujui dalam MoU tersebut hanyalah satu 

manifestasi yang tidak langsung bertentangan dengan undang-undang yang telah ada. 

Oleh karena undang-undang buruh di Malaysia secara teori dan pada 

umumnya tidak mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia maka peIaksanaan 

undang-undang buruh kepada golongan pekerja tersebut adalah sesuatu yang tidak 

sulit. 

Memorandum of Understarzdirzg (Moll) menguatkan lagi pemahaman bahwa 

kedudukan tenaga kerja Indonesia ymg bekerja secara sah di Malaysia adalah 

terl indungi. Namun demikian MoU bukanlah suatu dokumen perundangan. MoU 

tidak dapat diberlakukan oleh mahkamah dan apabila hendak diberlakukan oleh 

Malaysia sebagai penerima tenaga ke j a  Indonesia, maka MoU hams ditingkatkan ke 

dalam bentuk undang-undang. 

MoU Indonesia-Malaysia szat ini hanya memberikan perlindungan terbatas 

pada sektor pekerja domestik Indonesia yang legal dan memenuhi syarat, dan tidak 

meliputi tenaga kerja Indonesia sektor lainnya yang legal dan tenaga kerja Indonesia 

ilegal. Padahal permasalahan terbesar tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah 

tenaga kerja Indonesia ilegal tersebut. Oleh karena itu, MoU Indonesia-Malay sia 

tersebut perlu diperbaiki dan diperluas tidak hanya memberikan perlindungan 

terhadap pekerja domestik Indonesia yang legal tetapi juga tenaga kerja Indonesia 

sektor lainnya yang legal dan tenaga kerja Indonesia ilegal. 



MoU Indonesia-Malaysia tidak memenuhi standar HAM ha1 ini disebabkan 

kedua pemerintah negara masih memiliki pandangan yang sama tentang fenomena 

tenaga kerja Indonesia ilegal, dimana tenaga kerja Indonesia ilegaI adalah kriminal 

dan kesalahan selalu dibebankan kepada tenaga kerja Indonesia. 

Dengan tidak adanya perspektif yang berbeda antara Pemerintah Indonesia 

dan Malaysia, maka bisa dibayangkan seperti apa jenis perlindungan yang akan 

diberikan. Dengan demikian kedua negara perlu menerapkan standar-standar 

perburuhan internasional dengan rrieratifikasi konvensi-konvensi terkait perbumhan 

untuk memperbaiki standar perlindungan yang &an diberikan terhadap tenaga kerja 

Indonesia. 

B. Saran 

1 . Pemerintah Malaysia perlu menerapkan undang-undang yang melindungi 

tenaga kerja Indonesia, terutama pekerja rumah tangga, dan memperbaiki 

undang-undang ketenagakerjaan dan keimigrasian yang ada agar dapat 

memberikan perlindungan yang setara terhadap pekerja rumah tangga. 

Pemerintah Malaysia sebaiknya merevisi Akta Kerja 1955, Akta 

Kompensasi Pekerja dan undang-undang perburuhan terkait lainnya yang 

memuat perlindungan tenaga kerja sepenuhnya dan setara bagi pekerja 

rumah tangga, termasuk peraturan mengenai jam kerja, hari libur dan ganti 

mgi atas kecelakaan di tempat kerja. 



Malaysia periu membuat Akta Domestik Worker, sehingga majikan 

ataupun pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM bisa ditindak 

secara pidana. 

2. Indonesia dan Malaysia perlu mensahkan kesepakatan tenaga kerja 

bilateraI yang Iebih tinggi untuk meiindungi hak-hak tenaga kerja 

Indonesia, memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia berhak mendapat 

periindungan sesuai dengan MoU, termasuk perjanjian yang 

ditandatangani pada tahun 20 10. 

a. Oleh Pemerintah Indonesia 

Pemerintah Indonesia segera menetapkan kebijakan perelatan, 

pelatihan dan penempatan kerja yang meiindungi hak-hak tenaga kerja 

Indonesia secara penuh. Memastikan pendidikan para tenaga kerja 

Indonesia sebelum keberangkatan dan mengembangkan suatu mekanisme 

untuk memantau proses-proses tersebut, termasuk transit pekerja ke dan 

dari Malaysia. 

Mengatur dan memantau sebenar-betlarnya secara ketat praktik agen- 

agen tenaga kerja dan menjatuhkan hukuman berat pada agen-agen tenaga 

kerja dan para oknum agen yang melanggar peraturan tersebut. 

Pemerintah Indonesia periu menghentikan duaiisme peiayanan tenaga 

kerja Indonesia ke dalam satu pintu. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah 

Agung IU daiam putusan. judicial review Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 22/Mer1/XII/2008 yang 



rnenyatakan bahwa Badan Nasionai Perlindungan dan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKT) memiliki kewenangan operasional dalam 

penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia ke iuar negeri, 

sedangkan kewenangan regulatornya berada dibawah Direktorat Jenderal 

Pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

b. OIeh Pemerintah Malaysia 

Memasukkan ketentuan-ketentuan dalam standar pelayanan kontrak 

yang rnenguraikan tanggungjawab kerja dan rnemasukkan peraturan 

mengenai jam kerja, paspor yang dipegang oleh pekerja, hari libur dalam 

seminggu, pembayaran gaji rutin melalui transfer perbankan, perlindungan 

asuransi dan ganti rugi atas kecelakaan kerja. 

Melindungi hak-hak tmaga kerja Indonesia untuk membentuk 

asosiasi, kebebasan bergerak, kesehatan dan perlindungan hak-hak asasi 

manusia lainnya. 

Memeriksa kondisi tempat kerja dan penahanan dan rnenciptakan 

mekanisme pengaduan yang bisa diterima bagi tenaga kerja Indonesia 

yang mengalami pelecehan, menyediakan ganti rugi kepada mereka dan 

menjatuhkan hukuman kepada para agen tenaga kerja, majikan dan 

pejabat pemerintah yang melakukan pelecehan. 

3. Indonesia dan Malaysia perlu menandatangani dan meratifikasi perjanjian 

hak asasi internasional, dan tunduk terhadap persyaratan pelaporan dari 



badan perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia dan Malaysia 

bertanggungjawab untuk meningkatkan perlindungan atas tenaga kerja 

Indonesia dan menetapkan serta menegakkan standar perburuhan 

internasional terhadap mereka. 

Pemerintah Malaysia segera meratifikasi dalam bentuk undang-undang 

dan akta seperti Konvensi Internasional Perlindungan hak-hak Semua 

Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Buruh Migran), dan 

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan 

Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). 

4 Tersebarnya informasi mengenai hak-hak tenaga kerja Indonesia dan 

kewajiban-kewajiban para agen tenaga kerja, majikan dan pemerintah. 

Meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mencegah dan 

merespon perdagangan manusia. 

5 .  Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu membuat suatu mekanisme 

sistem perlindungan perburuhan integratif dan terpadu agar dapat 

menyelesaikan setiap perselisihan perburuhan yang menyangkut tenaga 

ke j a  Indonesia di Malaysia. 

6. Piagam ASEAN tentang demokrasi dan hukum yang telah disahkan 

hanyalah pedoman dasar bagi negara-negara anggota. Indonesia dan 

Malaysia yang merupakan anggota ASEAN seharusnya lebih mendorong 

terhadap terbentuknya instrumen proteksi dan promosi hak-hak pekerja 

migran sebagai instrumen pelaksana, terutama di kawasan ASEAN. 
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E h b W r n N  

Lampiran 1: Jalur-jahr Migrasi antara Indonesia dan Malavsia 

sumber: (.'o~~rtesv qf'Kompas 



Lampiran 2: Jalur Per-ialanan TKI ke Malaysia 

I, K(;mj,uny :tau d ~ s a  asal \rang menjadi kanlong TI(1 adalah 144,e:& par;? b&rj-3 (li jp~cn$>jl;rg $jal;+j:sia da? s?ktar!!g:, dinaiakafi 
$jbt msfitijg Cafl;!, Sj(d:r;, 3 t . a ~  j:ni?fig,Pinalli:, I;piiba dj kc!::: a, J32? $?!at 

b, i;l:Jca Ti~figal! rjdn 'facjyaktlfh . iujuan, $;a igen di Stirabiiya R I ~  at38 dihargai Ep 5 i;j!~-Ri; 7,5 itit2 p;: 

(. .Invia Timu i!?rban)raQj orang. Atak jika mail langsung ke liuala.Lump~r,:alo n~ertganta h in~ga 
6.  !.:u!ia V e n q g 3 ~ ~  (Earat $ail T in~~rc j  tk:j!zn. Di kcia-kcta itv stidah menu2ggu 5Pj~mia'ii ayrl at30 FJTKI y q  
2 ,  s ~ ! : . . ,  ,~,,es. akatr nlerian!pung, me?gurusgaspdr,-dan tnepga~tar TK! wncju  wi laya~ 
2~:j i,, :TjGi , ::*. , , *. 

. . :  

, . :,JL ,j+.,, :,:I?:- diafita: cj+~,c.;l;l: dcja k;; <a!.? , terQekat dj  M W 5 m .  
: . ;  <,:, ;,-,;..:.. - < .  - 7 - ,  i:;h.:;. --,-. 
>-:!,, .. .....I..,i !,!i':.!i .~j:::; (jLL:ili .vu r , ~ : t ~  i<L:!pd::3;k3';lf. .?A$ Seltlriih bizp yang tel& dikduarkan untuk ice.ptingarr SKI aantinya 
li~n;~~qr;).~l. [?il\i; T<I 1;;~ !leg :ner!ijapy, b$$l sekitd!Rp ?3i,jffc. diltfairn kepah zg~ppekel.ja as/ng di Malgj:s$ j c b r  Rp 8.5 ju$.llp ! O  : c . : , -  

p3;;';,)~!:'> .,., 71,  <>;4 ,,:, .."....,.. ,.: . ..,:I.! ::..: . I... .:. : .$...: ,!dl! I:il:ia Tg:::,gg?;? 3 ~ ~ 2  ;z;J~ jut6 p?r Ran?, Senla&n iama TXiiii; hrada di /&st periam;ungaz. 
.. . . . 

s~mkin besar nilal Gang yang diklaiin. T!frl,;f, t&;!! ' [ i i i~+t;;i[ ::?:mj;&! ;?~~+:,l j;,~ yi:a k;(!,l. ;,t<j 

i!!s;rn:;.i I;[. < ;I5 : ? ? a  5$12:;& ?<r'iiMl2~ 5 , ;  !u'.$ r?l .?i?;-;. /3: i ~ b ~ h  jik;i d~e f i  yej j / hrabya mdjihmemi!{kijarirlgan de;rg~n 2 9 ~ ~  Idin at jc  
; .,,, ,,,; ,I ,,, ,.... 1.i: ,,,,: ;, . ,,,. .: ! ,.:. ,... q.~,),.. , c .. .t; ..I.,I . ; j >? , , ' ; ~ i ~ t f i o ~ : i  . s;.gi c;:ior~ TK; xiri Pxv psusahaan PjTIll di hic~lrr;~. TXi akan diberan~katkaa dcngai  tv'~ menaiu 
;> J:,?; ~~,...:l >..., .".,.. hicarfa. Oi sana, TKi diterins d3i! diiaillpong selamz Cebcrapdpk;~ 

2, Daii, kampung atau dprd cjlon 1~1 dibalra dePn jaia , 

"9, diws papx Siteis ie;Piai. iKl ig dkberdoqkathfi denyan 
I '. . . 

.[ 8r-21 '& Ib~..kata:,k..Is a upatwlataoT&-ter&Rzrt;*-~,~~ . ... 
%-,-,.-,.., ? . . ~ - ~ I ; ~ ~ . & J ~  + . .,-. : . 

. . - , . . .  . .. .~ . 

. . . . . . ,  . 
. .  . -w.-*;.. .., .-._ . 

a. s,jii)a~y~~ zai;i kj25~ny;  dijpja kc J&a:\$, 4. Dari ~antianak TKI rnekju ~ntikong dan ~ u t h i n ~  melalui jaiur 
h. Dari Jawii Ten9;lit dan Yyyakarh bisa dibarva b )aka& aBu dajai, 

Surabaya. 
(. O3r.i $\$z 'Jiml;! kp j~rabap. 
t f ,  tixi iiilj; Tc~c;ga:s {%rat hi, X.muri his; dibawa ke Surabaya 

aisu i%iaiasi;: \.nelalui jilur laui), 
e. Dari Sulawesi Selitan c l i t ra~a ke f4akassar @!ui daratj. 
5; <. * - h - , r :  ,>.,.'., ,..,, ,. - , ' ..-' ,,, "u, :;c+!, ,+, .~<I:;, ; k. t;::7!!n: :?I: ;?ih ;a?? k h c : ~ ~  !zr$i)tr&, 
:ii kc[.; ;;,;, :i;,: ..:>,, ;. C;;;b!y;;;;,:->q sgj%:;a b$e; -?c"jng$~, 
*: . 

3.9arl Jakarta: Surabaya, dar! bi!llai;asjar, ~er ja la~lan TI(I 
rllengaungi iiiui dari m?rnbelah.udar2 pun dimulili. 

a, oafi,Cil:;s;jl., TI> his3 (!(ic(a M~nukaa dtau Jz~a;!? melaltji 
i& !?;IT 

;). y ; ~  i S!.;r;I:aai; Tic1  I:!;: dibni$; i\!~:!~jk;m, Dol;tianak. blnjuqg 
;.(i:i~.::: 3; 3:ij:;ii mdslui iaiu; :;it:{. Atod I;nyjil:g foak 
I.:lrt~~ttir ~I)P!~I\I: j!li\tt udar~~ 

:.. ! i  .!: ,!:ll:;:';~, iXl giija:,~; ke i:fdna!;i,, Ptjp!;jlj~i, Tdo!iing 
::1,1,,:1g, . ~ i a , j  Dvniai rne\;dui jalur !hut. &tau IWg~l1fig !(Q i(ual; 
:.,!q;;;ul !l::!\):d! j>I\!f uJ;q, 

, ..., , . . . 
4;;. ,., :(,',,.-; . ". TI; 1" ,.-. }.-+.- . ,  i- 

. ... ..: d, , .,r<.:; i. ?#;i!*, .~! 2! !t <h l  .!J:t,<:l: ,4n.:pq,i:l :iJp& 

:,; : ,;, . i. ! > .I:; !,:;' ; .;(!!?a !;:,{l);jkr;;ll; ;!CJ:;],!? :j4i(!y;i>, JiK;; 
, :  . , ,  . , . 

, I  ! .; . I - .  , 
; : . ,  ,,,, ... ., . > . , . c . ,  ,,.. .,., , ,.!::.I, . ' ..., ; .,:. 15; . I , L  , ..._. ^ . .  j _ _  ,... 

l~(.:::l,:,,.;i. !I,,,> 1 ..,I!;!!,,::, , <lil:jt>;;:y>li ii;;& ji,,I; <;I~.:},~,;;;:Z;~ 
. . .. . , .  ! ..I ' :  ,':,; '. . . I.::( -:;.... . - . - .  

. . .  . I .  . I:;, 

5, Dati qanjung Pinang, TK1 menuju Semenanjuflg Malaysia dan 
sekitarnya rnelalr~i jalur darat, 
6, Dari Dumai, TKI dibabva menyeberang melalui laut menuju 
Malakaatau Semenanjung Malaysia dan sekitarnya. 

!&ski $tidah bai~da di i4al3y;ia,,:icib~gian besar b?iuni :ahl; &an 
, . hekeria if; 31ai1.j. Kedatanqar; mer?kk hhoyy b?;rncdalkz!r pa;x: oj:-: "!:.a 

. . ,  
Kunjl!iqa5 '<irr:;i 3ertfiic 5riiima iigb 3tijdb. Oi.'i, 2(J?P Ji t$iai?)rSja. $85 

TKI d i t ; t~b l ! r~ .?  sdaad beb~i'iipa wkar! sambil dicadiail p<ker,iaar:. 
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1 Lamgiran 4: Alur Proses Keberangkatan TKI 

{ ,;,;;.":. ;&J;L 5!??5 ' i":i:,:i :,,,,; T"1 " ' t t  I6r.',4klll ' ' ' ' " ' ' , . 
L*,,.a!.I !d! Ll~!l.lt,.l;,l~.., 6, 
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! . .  . . %,,,,,% 2;)  2, :ji;;l!;n &hly? PJK; !,is ;,c,>:,\ ., 
I ':::;:,l;i'." " *,".", . . . . 

,.,,., [ ~ d , . .  3?!< +;,:.:.: . , ;;, ;;hfiu(!) gj(jIil$ ;:.:I $!{ii$.!S 
r."-,  

! I!!.,:i;,Ol . . 

!mDer nurtesv of Kompas 



--...--t--- .>.:=--sn . 5: Jomlah Penempatan 'TKi ke Luar Negeri Menurut Kawasan 
don Negara Tahun 2006 

; . l i : G  C!--'L:'.: \.,.2.'J..'...".. i ! : - 7  ' : - l ? t  ! : c  b , ? . ' . . : . ! : < , ' ! -  ~ > , \ . : i p . k * . < ~ ~ * : ( > : . : 4 b  ~ . ~ ' ] ~ ~ . \ > ~ ~ ;  I<<:),\]i>,\s < ; ~ ~ - q ~ . - ~ ~ :  j:;~,:;-:.:-~'ki:! 

Sumber : C,'o?.rrtesy @f Kompas 



Lampiran 6: Statistik Pekerja Imigran menurut Sektor 



L.zmpiran 7: Statistik Pekerja Irnigran menurut Negara Kelahiran 



Lampiran 8: Produksi Per Pekerja serta Pertumbuhan Lapangan Kerja 

Pert urn biihan Perturn buhan la pangan kerja Brociukiivitas per pekerjl Pertumhil ha5 rata-rata stabii 1990 d~lia; AS produktiviias (:) per tabun Q ids-raid 
per tahun C:) 
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Eampiran 9: Sistem Upah Perusahaan Multinasional 

1 TAIWAN 1211 

I AUSTRALIA i 1,106 SIB! 



kzrarpiran iu: Jumiafi Fenempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar 
Kegeri 201R1-2006 

Su ln ber: ( 'ourlesv o# Ko~upas 



Lampiran I f :  Data Pembantn Rumah 



Lampiran 12: Kontrak Standar untuk Pekeria Rumah Tangga di 
Malaysia 

I Kontrak Pekerjaan 

.................. .................. 1 Kontrak ini dibuat pada tanggal.. bulan.. 

............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Tahun.. Antara.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 No. KTP,. Beralamat di.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 (seterusnya disebut sebagai majikan) dan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pemegang paspor dari.. No.. 

1 (seterusnya disebut dengan Pekerja Rutnah Tangga Asing) yang dengan ini setuju 

1 dan menyatakan (hal-hal) sebagai berikut: 

1 1 .  JangkaWaktu Kontrak 

Majik an diwaji bkan mem bayar saji Pekerja Rumah Tangga Asing selama satu tahun dan 
tanggal kedatangan Pekerja di tempat tinnggal majikan* / tempat ke ja .  

2. Tempat Kerj a 

Pekerja Rurnah Tangga Asing hanya diperbolehkan bekerja d m  tinggal di 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 .  Tuaas dan Tanawnaiawab Pekerja Rumah Tnma Asing 

Pekerja Rumah Tangga Asing haruslah cakap dan setia, membantu melaksanakan tugas- 
tugas rumah tangga ! menjalankan pekerjaan. 

Pekerja Rumah Tangga Asing hams menaati semua perintah majikan mereka berkenaan 
dengan pelaksanaan tugas mereka. 

Pekerja Rumah Tangga Asing hams bekerja hanya untuk majikan mereka dan tidak bisa 
bekerja dengan majikan yang lain. 

Pekerja Rurnah Tangga Asing hams bersikap sopan dan hormat kepada majikan dan 
keluarga majikan 



Pekeria Rumah Tangga Asing hams menaati undang-undang dan hukum adat 
iitasvarakat Malaysia. 

4. Kemudahan Tempat Tinggal/Makanan/Perawatan Kesehatan 

"Majikan hamslah menyediakan tempat tinggal dengan fasiIitas air dan listrik gratis bagi 
Pekerja Rumah Tangga Asing. 

"Majikan harus memberi makanan bergizi setidaknya tiga kali sehari kepada Pekerja 
Rumah Tangga Asing 

(5.a dan 5. b - hanya bagi Pekerja Rumah Tangga Asing) 

C) "majikan hams bertanggungiawab atas pembayaran biaya kesehatan jika Pekerja 
Rumah Tangga Asing sakit atau terluka ketika sedang bertugas. 

5. Hari Li bur 

Majikan harus mengizinkan Pekerja Rumah Tangga k i n g  mengambil satu hari libur per 
minggu. Hari libur sebaiknya berlangsung tidak lebih dan 24 jam. Jika majikan meminta 
Pekerja Rumah Tangga Asing bekerja pada hari libur, majikan wajib memberi 
pembayaran dalam jumlah yang sama. 

6. Penghentian Ker-i a 

Majikan bisa memurus kontrak ini dengan aIasan bahwa Pekerja Rumah Tangga 
Asing: 

Bermaksud bekerja untuk majikan lain 

Bermaksud melawan perintah yang masih masuk aka1 terkait dengan tugas Pekerja 
Rumah Tangga. Asing 

Terus tnenerus mengabaikan tugas mereka dan selalu terlalnbat untuk memulai kerja 

Terbukti bersalah karena menipu dan berbohong 

Terbukti hamil (hanya hila berlaku) 

'I'erbukti terIi bat kegiatan yang melanggar hukum seperti, penggunaan narkoba, 
prostitusi, kegiatan subversif, kejahatan dan sebagainya. 

Pekerja Rumah Tangga Asing bisa menghentikan kontrak ni tanpa penghentian 
pembayaran gaji jika Pekerja Rumah Tangga Asing: 



Secara masuk aka1 cemas atas keselamatan mereka atau mendapatkan luka fisik 
sebagai akibat kekerasan atau sakitlpenyakit 

Menjadi korban pelecehan atau perlakuan buruk dan majikan 

Mendapati majikan melanggar setiap ketentuan yang tercantum dalam penjanjian ini. 

7. Alokasi IJmum 

Dengan berakhimya perjanjian atau perpanjangan paspor Pekerja Rumah Tangga 
Asing oleh Petugas Imigrasi Malaysia, Majikan dipersyaratkan untuk menyediakan 
sebuah tiket pesawat gratis ke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kepada kepada Peke j a  Rumah 
Tangga Asing. 

Jika Pekerja Rumah Tangga Asing meninggal ketika sedang bertugas, majikan hams 
bertanggungjawab untuk biaya pemulangan jenazah dan barang-barang pribadi ke 
kampung halamannya ke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Majikan yang beragama Islam diminta untuk menyediakan tempat tinggaI yang sesuai 
bagi Pekerja Rumah Tangga Asing Muslim dan mengizinkan mereka untuk menjalankan 
ibadah agama mereka dan hendaklah tidak memerintahkan mereka melakukan tugas- 
tugas yang terlarang menurut agama Islam. 

Sebagaimana disaksikan, kedua belah pihak dengan ini menandatangani perjanjian ini 
di.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.. ........... 

Tanda tangan Majikan 

Tanda tangan Pekerja Rumah Tangga Asing :. ................................................ 

Tanda tangan Saksi .................................................. 

POTONG YANG TlDAK PERLU 

Sumber: Courtesy of Human Rights Watch 



Lampiran 13: Syarat-syarat MengambiI Pekerja Rumah Tangga 
di Malaysia 

PEDOMAN PENGAMBEAN PEKERJA RUMAH TANGGA ASING (PRA) 

SYARAT-SYARAT : 

1 Semua formulir dan hal-ha1 yang berhubungan dengan apa yang teIah ditentukan, 
haruslah diajukan oleh majkan atau agen tenaga kerja asing yang terdafiar dalam 
Departemen Imigrasi Malaysia, ke Departemen Irnigrasi Negeri Malaysia (sesuai dengan 
alamat majikan). 

2. Majikan hams mempunyai anak yang butuh pengasuhan dan orang tua yang perlu 
diawasi atau sedang sakit. 

3 .  Isti Majikan hams bekerja dan hanya bisa meminta satu pekerja rumah tangga 
satu keluarga. 

4. Pekerja rumah tangga asing sebaiknya berasal dan warga negara Indonesia, 
Thailand, Cambodia, Filipina atau Sri Lanka. 

5 .  Usia pekerja mmah tangga asing sebaiknya tidak kurang dan 25 tahun dan tidak 
lebih dan 45 tahun. 

6 .  Pendapatan majikan yang akan menggaji pekerja rumah tangga Filipina dan Sri 
Langka haruslah sebesar RM5.000,00 dan bagi pekerja rumah tangga asal Indonesia, 
Thailand dan Kamboja haruslah sebesar RM3.000,OO. 

7. Calon pekerja rumah tangga asing hams berasal dari tanah air mereka dan 
masukldatang ke Malaysia dengan mempergunakan Visa Rujukan (Visa with Referral) 

8. Pengesahan izin kerja sementara sebaiknya diperoleh dari Departemen lmigrasi di 
tingkat Negara IUegerj Malaysia yang proses penyelesaian izin tersebut dalam waktu 1 
bulan sesudah tanggal kedatangan. 

9. Pekenja rumah tangga asing tidak dizinkan menikah dengan penduduk warga 
negara tuan rumah atau pekerja asing yang bekerja di negara ini. 

10. Pekerja rumah tangga asing sebaiknya sejalu menjaga sikap mereka setiap saat 
dan seharusnyalah tidak terlibat kegiatari-kegiatan yang melawan etika I budaya negara 
tuan n~mah. 

I I .  Perpanjangan jangka waktu izin kerja sementara sebaiknya dilaporkan ke petugas 
Irnigrasi di segala tempat tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin kerja 
sementara. 



12. Pekeja rurnah tangga asing dilarang tukar menukar pekeraan atau tukar menukar 
majikan. 

13. Majikan yang tidak beragama Islam dipersyaratkan untuk menyediakan rumah 
yang layak bagi pekerja rurnah tangga asing Muslim dan sebaiknva tidak melakukan 
tugas-tugas rumah tangga yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sebaiknya tidak 
menyatakan bahwa mereka (pekerja) akan mengawasi babi atau anjing mereka (majikan). 

14. Pekerja rumah tangga asing akan keluar dengan Multiple Entry Visa untuk jangka 
waktu 12 bulan. 

15. Majikan diminta melapor ke Departemen Imigrasi Malaysia jika Pekerja rumah 
tangga asing mengundurkan diii / dipecat dan pekerjaan mereka atau jika mereka 
menghilang atau kabur dari rumah tempat mereka sehamsnya beke rja. 

Majikan juga diminta untuk memulangkan pekerja rumah tangga asing yang dipecat, 
yang minta berhenti, karena telah habis masa berlakunya paspor atau dibatalkannya 
paspor. 

Departemen Imigrasi Malaysia mempunyai hak untuk membatalkan kelulusan atau 
keluarnya Paspor 

Pekega rumah tangga asing dilarang membuat Permohonan izin Masuk jika mereka 
masih memegang izin kerja sementara. 

Sumber: Courtesy of Human Rights Watih 



Lam~iran 14: Kontra k Standar untuk Pekeria Rumab Tangga Filipina 
di Malaysia 

ADMNSTMSI KETENAGA-KERJAAN LUAR NEGEN FILlF'IN A 
(PHILIPPTNES OVERSEAS EMPLOYMENT ADMINISTRATION) 

KONTRAK PEKERJAAN STANDAR 
UNTUK PEKERJA RUMAH TANGGA FTLTPINO DI MALAYSIA 

Dengan mi disepakati dan dinyatakan sebagai berikut. 

IANGKA \VAKTU DAN BERLAKLNYA KONTRAK 
Majikan akan mempekerjakan si Pekerja dan si Pckerja akan melayani sebagai pembantu 
rumah tangga untuk kurun waktu tak lebih daripada dua tahun berturut-turut, 
mulai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sejak tanggal keberangkatan si pekerja ke Malaysia. 

GAJI B L t A N M r P A H  
Si Pekerja akan diupah dengan gaji bulanamva sebesar tak knrang dari $AS dua ratus 
($AS 200.00) dibavarkan dalarn jumlah yang sama dalam mata uang Malaysia, dalam 
bentuk tunai pada akhir dan setiap bulan kalender. Gaji bulanan hams diakui oleh Si 
Pekerja secara terlulis. 

JAM KERJA 
Si Pekerja tidak akan bekcrja lebih dari sepuluh (10) jam dan akan diberi setidaknva 
periode menerus sepanjang delapan (8) jam tidur. 

HARI LIBUR 
Frekuensi hari libur bagi si Pckerja adalah sekali serninggu, selainnya Minggu, dan akan 
ditcrapkan dengan luwes. Hari-libur akan dibayar dan bifa si Majikan memerlukan si 
Pekerja untuk bekerja selama hari libur si Pekeja, suatu kompensasi tambahan sebesar 
RM. 25.00 akan diberikan di atas gaji pokok untuK setiap hari libur si pekerja. 

KEW AJTB AN DAN TANGGCTNG-TAWAB PEKERJA 
Si Pekerja menunjukkan secara rajin dan taat semua kewajiban yang bersifat rumah 
tangga seperti tapi tidak terbatas pada cuci pakaian, memasak, merawat anak atau bayi, 
pembersihan umum dan perawatan kediaman si Majikan dan tugas-tugas rumahtangga 
lainnya di mana si majikan dari waktu ke waktu membutuhkan. 

Si Pekerja diharapkan sctiap saat mentaati aturan kepantasan dan akan berlaku penolong, 
santun, dan horrnat pada Majikan dan anggota keluarganva. Dia juga akan menaati Tata 
Tertib bagi Pekerja Filipino dan patuh pada hukum Malaysia serta menghormati adat dan 
tradisinva. 

KEWAJIIAN DAN TANGGUNG-JAWAB MAJIKAN- 



Majikan akan setiap saat rnemperlakukan si Pekerja secara adil dan manusiawi. Tidak ada 
keadaan apapun yang membolchkan kekerasan fisik digunakan oleh si Majikan atau 
anggota rurnah tangga lainnva. Si Majikan akan selanjutnva menciptakan hubungan yang 
scrasi dan kondisi kcrja yang pantas bagi hubungan majikan-pekerja. 

PEMSTTUSAN KONTRAK 
Tidak Majikan maupun Pekerja bisa secara sepihak membatalkan Kontrak mi kecuali 
sebagai bcnikut : 

Majikan dapat memutuskan Kontrak ketika si Pekcrja 
Secara sengaja tidak mematuhi suruhan yang adil dari Majikan 
Melakukan tindakan kesalahan atau tidak jujur yang berat 
Biasa melalaikan kewajibannya 
Melanggar hukurn Malaysia 
Si Pekerja akan mcnanggung biaya pemulangan kembali 
Si Pekerja bisa memutuskan kontrak ini pada keadaan-kcadaan berikut: 
Ketika si Pckerja dikcnai perlakuan tak manusiawi oleh Majikan atau anggota rumah 
tangganva 
Kctika pekerja secara masuk aka1 mencemaskan keceiakaan jasmani dan kekerasan atau 
penyakit 
Kctika Majikan melanggar ketentuan-ketentuan dan syarat-svarat kontrak ini 
Ketika Majikan melakukan salah satu dari tindakan bcnkut ini-menahan jembayaran gaji 
secara sengaja, pelecehan tubuh, penyerangan fisik dan pckcrjaan ilegal. 
Majikan dari si Pekerja dapat memutuskan pekerjaan dengan memberikan paling sedikit 
pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Pihak yang memutuskan 
kontrak akan menanggung biaya-biaya angkutan pulang. 

PENYELESAIAN SENGKETA 
Dalam kasus sengketa antara Pckcrja dan Majikan, Agen Pekcrja Malaysia yang 
bersangkutan akan, daIam kcsempatan pertama, berupaya menyelesaikan masalahnva 
secara damai bagi kepentingan kcdua pihak. Jika sengketanya tetap tidak tcrpecahkan, 
urusannva akan diserahkan kcpada Badan Pcrburuhan Malaysia untuk mengadili tanpa 
prasangka terhadzp apapun tindakan hukum yang hendak diambil pihak yang dirugikan 
tcrhadap pihak lainnva. 

PENGUASAAN PASPOR 
Si Pekerja akan mempunyai kuasa atas paspornya selama seluruh masa kontrak inj. 

PEMULANGAN KEMBALI PADA PERBARUAN ATAU AKH[R KONTRAK 
Pada selesainva Kontrak ini, Majikan akan melengkapi si Pekerja dcngan sebuab tikct 
penerbangan kelas ckonomi satu-kali jalan ke Filipina. 

Jika Kontrak diperpanjang untuk jangka w a h  satu (1) tahun, Majikan akan mengijinkan 
Pekerja kembaLi ke Filipina untuk cuti dengan bayaran selama tidak kurang dari 
limabelas (15) hari kalcndcr. Dalam ha1 ini, si Majikan akan melengkapi si Pekerja 
dengan sebuah tiket penerbangan kelas ekonomi pulang-pergi. 



w.-.EmUAN UMUM 

S i  Pekerja akan berhak mendapatkan santunan-santuan berikut: 
Angkutan gratis dad Manila, Vilipina Ike situs pekcrjaan 
Tempat tinggal gratis yang pantas dan tiga kali makan sehari, termasuk pakaian kcrja 
gratis. 
Pelavanan kesehatan gratis. tcrrnasuk perawatan rumah sakit ketika si Peke rja tidak bisa 
mclaksanakan kcwajibannya karena sakit atau cacat yang tidak berhubungan dengan 
pekerjaan. Dalam kasus sakit atau luka terjadi karena atau pada waktu pekcjaan majikan 
akan mcnycdiakan semua pcrhatian pcngohatan dan rumah-sakit dan gaji penuh untuk 
tigapuluh (30) hari sakit. Jika sakit atau luka pribadi, sepcrti dikuatkan oleh Dokter 
Umum setempat, mencegah si pckerja untuk memberikan pelayanan lebih lanjut, si 
Majikan akan segera mcngambil langkah untuk memulangkan si pekerja dengan tiket 
penerbangan kelas ekonomi satu kali jalan ke Filipina. 
Si majikan akan membantu si Pckerja dalam pengiriman kembali secara teratur paling 
sedikit 50% dari gajinya ke pencrima yang ditentukan di Filipina melalui saluran 
perbankan biasa. 
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~ a l a m  kkus kematian Pekerja, Majikan akan menanggung biaya-biaya untuk 
pemulangan kembali j azad si Pekcrj a scrta barang-barang pribadinva ke Filipina. 

KETENTUAN-KETENTUAN KHiTSUS 
Si Pckcrja akan bekerja hanya untuk si Majikan dan rumah tangganya. Si Majikan tidak 
akan mengharuskan si Pckcrja untuk beke rja di kediaman lain atau di tempat kerjanya. 
Adalah melanggar hukum untuk mengutip scjurnlah apaptm dan gaji rutin si Peke rja di 
luar sumbangan wajib yang ditentukan oleh hukum. Sumbangan seperti itu hams disertai 
dengan tanda terima. 
Majikan akan melengkapi Pekerja dengan asuraansi jiwa pribadi dan kecelakaan dalam 
jumlah tidak kurang dan $M 10,000 untuk sepanjang masa Kontrak Kerja tanpa biaya 
bagi si Pekerja. 
Majikan &an melengkapi si Pekcrja satu salinan dan kontrak kerja yang tclah diperiksa 
keasliannya oleh Kcdutaan Besar Filipina dan disahkan oleh POEA (Philippines 
Overseas Employment AdmznistrationlAdministrasi Peke rjaan Luar Negeri Fj lipin a). 

PENGUBAHAN KONTRAK 
Tak satupun dan ketcntuan-ketcntuan dalam kontrak ini bisa diubah, diperbaiki atau 
diganti tanpa persetujuan dari Kedutaan Besar Filipina di Malaysia atau POEA 
(Philippines Overseas Employment Administration). 

Dengan kesaksian mengenai ha1 tersebut, pihak-pihak yang mengikat kontrak, setelah 
membaca dengan seksama dan sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan dan 
pcrsyaratan Kontrak, dengan mi mcmbubuhkan tandatangannya di bawah ini, pada 
hari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tahun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Malaysia. 

S u mber : I:our.lesy c#Hrm?ar? Rights Wnlch 



Lampiran 15: Perbandingan Kebijakan Buruh Migran Indonesia dan Filipina 
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Sumber : C,'ourtesy oj Kompas 



ismpiran 16: Pelecehan Yang Didokumentasikan oleh Human Rights 
rw r ,a atch 

Jumlah pckerja rumah tangga yang cliwavancara: 51 
Usia dari para pekerja rumah tangga yang diwawancara: 17-37 

Karena pembatasan pada pergerakan para pekerja rumah tangga dan terbatasnva waktu 
yang dipunyai oleh beberapa di antara mereka u n t ~ ~ k  berpartisipasi dalam suatu 
wawancara, beberapa pekerja rumah tangga tidak bisa menanggapi semua butir-butir di 
bawah mi. jumlah yang disajikan di sini kemungkinan besar tidak sepenuhnva 
menampilkan jumlah sebenarnya dan pelecehan di antara limapuluh-satu perempuan dan 
gadis yang diwawancarai. Sebagal tambahan, mereka yang pada saat ini sedang bekcrja 
seringkali belum rnengetahui apakah mereka akan menerima gaji penuh mereka pada 
akhir dan koritrak standar dua-tahun mereka. 

Biaya perekrutan (umumnva tidak diperlukan) 
Jumlah yang diwawancara 
14 

- s u p a h  pcrtama dipaiong daii gaji 1 9 -1 
Satu bulan atau lebth tinggal di pusat pelatihan 

I  emb bat as an peKcrakan di pusat pelatihan 

29 

Tiga bulan atau lebih di pusat pelatihan 23 

F a p o r k a n  kurang dan duabelas jam kerja per hari 1 
I 

p a n  lisan atau fisik di pusat pelatihan 
I 

Mclaporkan enambelas jam kerja atau lebih per hari 

13 

hari libur per mjngg~l 

gaji penuh 

1 Melaporkan pelecehan fisik 

26 

Melaporkan pelecehan verbal 

Melaporkan pelecehan seksual 

18 

I 

Tidak ada pembatasan pada pergerakan atau komunikasi 7 / 3 



- 

Sumber: Cozrrtesy of Human Rights Watch, Vol. 16, N o .  l6(C) 



Lzm~iraw 1.7: IPrifai 'l'ambah dari Pertanian dan Agro Industri 2000-2010 
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iampiran Is: Ekspor Yertslnlian dan Manufaktur Berbasis Agro 2000-2010 
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Lampiran 19: Yengeluaran Konsumen di Malaysia 1990-2010 

(juta Ringjlt Malaysia) 
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2. Tembakau dan ndnuman nonalkol~ol 1.391 2689 3.804,7 4.808,7 .635,3 . 
u- . - -- --.-- % -..- .------- - . - - - r r u - , - d x - t - - - . . - a i l - P - - -  
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..-- .+_m_'_._ _ -- - --- A -A-_"--C.D__Iu--.---U__-. --_I 

10. Pendidi kan 858 1.656 2.628,7 3,370,5 4.073,8 
- --L--------i.-r-. -- -.--- -.- -_-- -.---%"& --- --.- ----------.r" 

11. Hate! dan kalering 9.184 15.625 19.394,8 23.729j 28.328,9 -. "*.- -1.- -- -"I.C --_..-"/.A* --.- --_. _-----,* .,_-__ .-_- __C1--xm--__,,-51_.I__w.1.*_& 

- 
-I---,,- - n." -- - -. 1- I.... * -- .----.. 

Jumlah 62.262 109,834 141,095~ 181.595,6 204.600,6-- *". I_-- -*,L-._U._l - *"-.-.-Y-I_UI.-.I-.CIIC - - . - . - . v e  -..- -..--.---z.----G 



Lampiran 20: lnvestor Malaysia di Indonesia 2001-2007 

. . . .  . . . . . .  
' . ,  ' 

. . 

Nlai lnvestasi lenis.investa$ , ' , :  

Investor . . . . . .  . .. 

Guthrie G r u ~  RD 3,3 triliun Perkebuoan keiapa sawit 
Commerce 
Asset Bhd Rp 1,057 triliun Saham Rank Niaga 

Phoenix 
Sea Ventore 

Memberli asei milik 
PT Chandra Asri Petrichemical Center 

Konsorsium 
Logistik Bhd 

- Kerja sama dengan Pemprov DI Yogyakata 
- Mem bangun jaringan log isti k, peygudangan, 

dan terminal terpadu di Bandara Adisutjipto 
- .... - --.. .---ad,-+ , 

Pengembang an Apart emen Salemba Residence 
Eden Capital 14 juts dollar AS bekerja sama dengan investor lokal PT Adhi 

Realty, anak penrsahaan PT Adhi Karya T bk 

Malaysia Astro All Perusahaan patungan televisi 
Asia Networks PIC 14" jut' AS berlaogganan PT Direct Vision 

Perusahaan patungan Lembaga 'labungan Haji 
Malaysia (51 persen) dan Win Wealth Holding 

PT Synergy limited Hongkong (49 persen), mengarnbil 
011 Nusantara Et5 juta AS alih pabrik pengolahiin minyak sawit mentah 

(crude palm oll/CPO) PT Perkebunan 

---- -- 
Agrintara Indonesia 

-.--**.-," - -.-,--. 
Pantai Holdings Bhd 5 juta dollar AS Pengolahan limbah medis lawa Barat 

Su~b l~e r :  Litbang Kompas 
BESTARI 



Esmplran 21: Pasang Sumt Hubungan N-egeri Serumpun 

Berbagai honflik Indonesi 
hubungan kedua neg 
tenaga kerja, hlngga 

.~ . 
i Irlrigian 'Acehdk~aIysia 2903 

j Penanganan irnigran Aceh yang masuk 
Malaysla oleh Pernerlntah Malaysla 
dengan cara pendeportaslan juga 
sempat menirnbulkan gejolalc bagi I kedua negara. Bahkan, Kornisi PBB, 
UNHCR, d l  Kuala Lumpur rnemprotes 
kebijakan Pemerlntah Malaysia yang 

polisl karena memssukl 

Konfronta>,i Ind~nesls-Malaysia X963..1964 
Konfrontds~ terhauap Malaysid dimuldl l e v d l  
rapat raksasa tanggal 3 Mei 1964 dl ;dka&a 
Preslden Sookarrlo rnenertakKdn Itomando 
Dwtkora. 

rodonesla Keluar d a r ~  PaB 2.9235 
Konfrontasi d e n g ~ n  Malaysia berirnlias pdda 
keheradaan lndonesia sebagai anggota PBB. 
Pada 1 Januatr 1965 Pres~dfn Soekarno 
rnenyatekdn lndones~a keluar dari PBB la 
meniprotes penrrlmaon Malaysad meniddl 
anaaota tidatc u t a ~  Dewan-Kenrnman PBB 

korban yany cukup besar oar,( pihak Indonesia. -. 
I ~ d a k  kurang 590 orang men:nggal, 222 orarlg 
lilka-luka, dan 771 orzng tet-tavgan 

Mormalisasi Wubungan 1966 
Konfrontas~ Malar~sia resrni berakhir denclan 
d~tandatangsninh nask;h ncrmallsasi - 
huburaan inoo~'.esia-Nalavsia aaaa 11 
 stus us 1966 di Jadarta. N a s i a h  tersebut. 
ltcrnudian Oi~?raI  dengan noma Jararta 
Accorti. Isilly;..: iien:bfria~l Icesempatan l te~ada 
rakyat Sdbiih ildr! Sdrilivdk untulc secepat 
munqkin secara bebjs dan domoltratis 
men).atakdn <el:~i~alt l:edii~'ukdrl merekd kk 
dalarn M?laysia, mlirrba1:a k?mbali livbunqs~' 
diplomatlk, dan penghor~tien pffniusuhan.- 

Flor de la Mar 1929 
Sengketa berikutnya adalah lklalm kepemi!ikan 
1'1o.-ta ICBFU~ dalaw! ba!~gkai 1i;ipai F l o ~  d e  la 
Mar. Kapal yang mengangkilt emas dan 
permata israhan pasukan Portugir :.any 
nienyhancurkari Pelabuhatl ftrlalaka i a t i ~ r ?  
l.'jI.l. ini karam tahiln 1512 di lepas paatili 
Sun12terrt. Prrcoalan murlritl sftelah talwci 
1980 Indone?,i3 nienvotlliui nerrnolro~~drr 

Hltkuman Gantunq Pelaot Indonesia lY9U 
I.h~bungan kemhnll menghnnqat dongon 
paristiwa digdrlt~rlgtiYd pelaut ~ U B ~ S ,  LZclsri 
Massc, di Kspayan, ICoia i<iraaballl, 19  Januari 
1930. Edsri dit~ngkdl: kilrerpa tol-sarigkul- 
I~JSIJS narkotil(,i. 

Batas Laut Sclat Wlalnk.3 19cj1; 
Relum jeiasnya 'riatag IALI~ Indonesia-blalaysi~ 
di Seiat V~alal:ri sa:!nq !tali ~nnrnhawa petalta 
hani nelaviin dar.i lkedua neqara. Tidalc iarann 
!rrjadi oc!l3rlqka$arf n ~ l a y ~ n  dengan alasar 
mc. 3ngq:tr 5.itns I d ~ t  I~PcI,~~? nt-garb Sf lama 
ini Indonesia tlon ;\rlaiil:.sin I)al-?i rnptnilil,.i 
pc~rj;)riji,in Fetlerltilan iCi~r: l  bil(.;ts Iiitll. dan 
lapal hatas kontillen. S r ~ n r n t ~ x a  itu, tapnl 
!~ i t lds ZEE (zona ekononii el<sltlusif> be!urrb 
~ic.rnah d!birni;:ican. 

Bencana i<ab~it Asap . :. ;2997-1WC 
Kabut asdo memenuhi kawasan udam 
Malaysia. -~c lornbang protes bessr- 
besaran teriadi di sejunilan kota dl 
negeri itu. 

Klafm ~eb l lnKd i~Wsqmt1 t  ' ., 2QOV 
Sejak tahun 2000 warya Sabah. 
Malaysia, clilaporkan melanggar areal 
perbatasan sepanjang 4.000 meter dan 
lebar 500 meter dc Kdrnpung Sernunying, 
Kalimantan karat, yang dlsulap menbdl- 
"tFiKanm: 
in! masih menvatu d e n q a n z  
yang sama di wllayah ~ a l a y s i a .  Patok 
batas negarz dl wilavah rersebut oun 
ikut bergeser dan menjadi kabur. 

Pencuriao lkan 2301 
Senc~ {eta rnerdmbat dalarn kosbs 
pcncurian Ikan. Angkatarr Laut 
lndonesia pada 28 Juni 2001 
rnenernbak k a p ~ l  pelaut Malaysia. 
Atas lnsiden tersebut. Pemerintzh 
Mabysla rnernlnta An,gkatan Laut 
Indonesia rnelakukan investigasi. 

Penc~:r:an dan penyelur:':u??n t<r..u ce; 
lcdonesia oleh srjulnlah .+engus,r:-c: a?!, 
pec~duduk k4aldysia inerupskcn r?.:s31ai' 
besar yang sangat meruqikan Ja!i .r.a:it. 
bc?rlangsung hingga kini. Poida 
I<alirnantan Terrgah pada 2 Ncvember 
2031 menahan Edy Lau, cukong kayu . 
zsal Malausla. berikut 4.800 uatona ltavu 

wllayah Malaysla secara ilegal. 

Penqaniayaan TKI 20C4 
~Masyaraltat Indonesia kernball 
d i ke ju tka~  oleh tragedi penganiayaan 
yang diderita Nirmala Bonst, TKWJ asal 
Kupang, NTT. la menjadi korban 
penyiksaan brutal majikan perernpuan- 
nya sejak mulal bekerja pada bulan 
September 2003. Akibat penyiksaan, 
Nirmala menderita luka parah dl 
hampir seluruh tubuhnya. 

- -sm-=-Tm.. *. 
I<lairn kepemillkan pertambanqan 
rninyak, tepatnya yang terletak d i  
kav~asan Blok East Ambalat di Laut 
Sblawesi. oeraimn sebelah t imur Pulau 
ilalirnantan adalah konflik terhangat 
antara hllalavsia dan Indonesia. 
Senyketa in i  semakin rnemanas setelah 
Malaysia mernberikan hak konsesi 
minyak oleli Petronas kepadi! 
Derllsahaan rnlnvak Shell. BalK ~Vlalavsia 
rnaupun lndonesia sama-sarna 
mengklalm wllayah tersebut sebagai 
rniliknya. 

K a s ~ ~ s  Waslt Karate 2007 
zndanesia mundur dari Kejuaraan Karal e 
Asia, sehagai protes keras terhadap 
sixap ltapolisian Diradja Malaysia, yang 
nerlseroyok wasit karate asal Indonesla, .,-- - - ) l a ; ~  Luther Calaoita. la dlkerovok 
s;;,i?k:l: s e d a n  berjalan ke hotei seusai 
"t;c:,-iial meeting" di Malaysia  adz 23 
L$IIC.~IJS 2907. 

basil curidn. P%da 100esember2064~~.  ~ 

Po:da ltalimantan Tirnur rnenangkap juga Klaim - . ' zooy 
duc: culto!~g kayu asal Malaysia. Pcn.:rlntah Malaysia mengklaim 

:::?-.:ah btidaua Indnnnqin. senprti .. - 
-.+,  

.~ --.-, . --- .  . 
.:z ..i. axgklung, lagu "Hasa Sayange", 

 ond deport ail an TI(IiLega1 . ,zer j ~ g z  reog Ponoroyo sebagai 
Kasus TKI ileqal menjadi saldti satu ...k .... I . .:..ah - rn budayanya. Tlndakan ini 
prohlerri hulrunqzn Indone51a-V,a:aycis ?.am;tu reaksi penoljltan rjari 
hingga kini. Pcnertiban dan pendopor4.; 
s ia t~ TI<I ileqal terkadang membtiwa 
perlakuan b'urtrk bag1 TKI. Pada 25 M a - : - :  
I.QOR, misalnya, dalepan warga Ifid3ns: a 
dan seoralig ~ ~ o l i s i  Malaysia [ewes 
akihit  krr l ts~lhan tli kanip penex-~ar 
~n~igr,l!i, ilegal di Serneny ih, 
ivlalaysla. 

Sangketa Slpadan dan Llgitan to(!: 
I<epemilikan Pufau Si~adan d s ~  -:?:tar 
yang terletdlt di sebelah ti-;::. ? A r :  
I<aiimanlaq rner~jadikan :fdaI+,:si? dar 
Indo:ie>;ia Ixrser~gke;i;. Setoiz: 
niri,tiiii scrarlg!tai~:? Oeri!:*.dlr;;;.. 
Itedui: lirgara akhirnya se!,i:r 3 
! i l%~~g~l; i~~:dt! 5e1i:tlkeLd j , :;:;  !,,L::i;~:~ 
he~'lnnqsc!,:a j j s k  :at.iii I.?$? ks 
h?i~h!<sr:.,?!? I r ~ k s ; , ~ ; j ~ ! ~ ~ ~ , ~ t .  iPL:;ci2 I? 
D?$sl;:Lr?: 2032 kle.'il.-.r:>t: lnternasional 
memt.!tuskan Pulac. C.i[iadar: dan Ligitan 
n-lilik Mals)(sia. 



.-.,-:,-.L..... ." . . . . . . .  :.. ........ 3 " L - l  ... ::.. .. - -. .... - - . - -. -. . -. - . - - -. .. - .-............. 

Nasib tcnaqa. Iterja Indonesia 
(Ti<l j  di luar negeri sejauh ini 
rnasih seperti "pejuang lepas". 
Mulai dari saat mencari pekerjaan, 
im-l indungan di ternpat kerja, hinyga 
kelrlbali kc? Tanah Air, rnasih  banyak TKI 

' . . . . . . . . . . . . . . . . .  

kerja menjzdi kebutuhan yang 
dinilai paling mendesalc 
dilakukan. 

"Apattah bentuk perlindungan yang pa'fing 
di butuhkan oleh TKl/TKW?" 

Tidak tahu/tidak jawab ' a 

Menambah idpangan 
kerja di Indonesia 

Jarninan kesehatan 0,p,& 
dan keseja hteraan 

kota besar di Indonesia. Dsngan 
aan 95 9ersen. nir~encuplikan 



Lampiran 23: Sebaran TKI dan Data Kasus 

Sebaran Vl(j luli 2007-luni 2008 
4.904 3.653 599.036 

!(~nstrultsi i e. -~ . -  1 I,*t 

....* a...... , ............................. .&.. .. ..,- . -. . . . . . . . . . . . . . . . .  -.> . . .... ._ .̂ , .. .:: 

41,353 
, . .  

139.209 
. . . . .  

IQ6,551 
Perladangan . . . . . .  .. ,. 

......... . . : .  ,< . . . . . . . . .  _ .............I.......................:. _ ............................ _ .. .....,.. .................. .,1. 

F.567 24.987 169,230 
Kilang/Pabrik *..- - .-,; ,, 

.. ,.,i. . . . .  ........-. '"... ... I.....,. ........ <,. ;  ...,.........,... l...**. ....... I n  .... .-* . . , . . . . . .  

I Data lcasus 2006 2007 ZG08/10 



Lampiran 24: Beberapa Kasus Kekerasan terhadap TKI di Luar Negeri 

'geberapa Kasus  Kekerasan 
-kerFaadap '-f'K$ di &war Negerii 

. . . . .  

Noul- I"\.':;b,-,zt;= -;.:,:; :I:; .A.t-ab Saudi dianizya  majikannya 
cler-igcsn ~.-:i:+s?.--. r.;+:.-;,z,i-nbat m e n i b e r s i h k a n  r u m a h .  
j\q ;2 j i 3 ri .;,/ 2 -.-.--: :: -; ,:: +:;. zi 

" ._ - " tangan dan i-takinya serta 
~ - ~ ) ~ ~ 7 7 b i a ~ { , : , r -  +:.: 3 : ~  --!.:;- mandi selama scbuian. 
. . . . , .. ... <~ ., 

. . .  . ' , .  , .  
.. , . - .  ,.. . . . . ~. - 

. .  . . .  
,;... :,: . .~.>. -..r 
, 

t-{ei-,?i, TKibC:"J z r a  :ziznjur yany b e k e r j a  di Mekitah, 
/-i;-ab Sa..- ::;. .::~~--.::..:~::a ;ztieh istri  dan anak perempuan . . . .... i.-.i-, t2 { ,+.- ,:: .? . .  .-- . .. -= ._... ..., .:: .- .: 2 ., 2 ..,* -.. ..-rn ,.4 betfan belierja, gaji yang 
d i be r-  i !.;a r! pi-.r n k, 3 r3 :.:a ti ga bu la n.  

c' ~ ~ h i n t a  M\a r l i na  Reza TII\N asal Cianjur, disiksa  ole;-^ 
keluar-ga rr laj i l tannya di  Ai-ab Saudi hingga cacat 

,..z .per  ma nen ..,pad . t . a . n . g a n . . ~ k ~ ~ ~ ~ a . ~ - 5 & ~ ~ & % - . .  ........-. . -  .. . 

beket-ja 11-0 buiar.1 h a n y a  mendapat gaji e n a m  real, 
rsetai-a dengai-) Rp 15.000. 

E z r n  (30), te r~aya kerja Indunes i a  asai Kai-i-lpur'lg 
Leuweur-~gdats r ,  D e s a  Paicunn,  Cianjiit-, rnengal tu  
c l i s i l < s a  majikannya di Damam, A r a b  Saudi  cia13 tidal< 
n3er)ciapa-kka~-.1 c l t ~ r - 1  bulan  ga j inya .  

. . . . . .  . . . 

Sumber: Cd70urtesy of' Kompas 



Lampiran 25: RELA sedang menangkap PATI (Pendatang Asing Tanpa Ijin) 



Lampiran 26: Kesjhkan Pengumsan Surat-Surat bagi TKI 
diKBWFK.&. Lumpur 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 



Lampiran 27: Hirslrki Mahkamab di Malaysia sebelum 1985 

Jawatan Kehakiman 

Mahkamah Sesyen Mti&amah Sesyen 

I Tertinggi 
T 

r n b m a h  - - -,-... 
Rendah 

Lampiran 28: Hirarki Mahkamah di Malaysia 1985-1995 

Mahkamah Tinggi 
(Borneo) 

Mahkanlah Tinggi 
(Malaya) 

Mahkarnah Agung r 7 

1 f 

I 

Mahkamah Majistret 

/ Mahkarnah Penghulu I 

Mahkamah 
Tertinggi 

I 

1 I 

P 

Mahkamah Sesyen - 

Mahkamah Majistret Mahkamah 
Rendah 

I 

(Malaya) 
Mahkamah Tinggi 

, (Sabah tian Serawak) 
Mahkamah Tinggi 



Lampiran 29: Blirarki Mahkamah di Malaysia sekarang ini 

Mahkamah Persekutuaii I I 
- 1 Mahkamah Rayuan 1 

Mahkamah 
Tertinggi 

Mahkamah Tinggi Mahkamah Tinggi 
(Malaya) (Sabah dan Serawak) 

Mahkamah Sesyen Mawamah Sesyen 

I 

Mahkamah Majistret Mahkamah Majistret 
Kelas I dan II Kelas I dan II 

1 
1 

Mahkamah Penghulu 



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

m A R A  

PEMERINTAH REPlJBLIK INDONESIA 

DAN 

PEMERINTAH MALAYSIA 

rnNTANG 

REKRIJITMEN DAN PENEMPATAN PEKERJA DOMESTIK lNDONESlIA 

MERUJUK pada Agreed Minutes Pertemuan Ketujuh Komisi Gabungan untuk 

Kerajasama Bilateral antara pihak-pihak yang diadakan di di Kuala Lurnpur pada tanggal 

18-20 Febuari 2002 mengenai kebutuhan otoritas terkait kedua negara untuk bersama- 

sama membahas Nota Kesepakatan pada Panduan Memperkerjakan Pelayan Indonesia 

antara Indonesia dan Malaysia tertanggal30 Januari 1996; 

'MENPMBANG Pernyataan Bersama Pertemuan Tahunan antara Perdana Menteri 

Malaysia dan Presiden Republik Indonesia di Bukittinggi, Indonesia pada tanggal 12- 12 

Januari 2006; 

M EYAKINI bahwa penempatan pekerja domestik asal Republik Indonesia di Malaysia 

merupakan area kerjasama dimana keuntungan bersama untuk kedua negara; 

MENYADARI bahwa penempatan pekerja domestik membutuhkan framework yang 

berbeda un;uk memfasilitasi seleksi, pcrjanjian dan rekrilitmcn pekerja dome& asal 

Republik Indonesia 

BERDASAR pada hukum-hukum yang berlaku, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dan 

petunjuk-petunjuk negara bersarrgkutan; 

TELAH MENCAPAI PEMAHAMAN tentang sod-sod berikut: 



Pasal I 

Lintuk tujuan Memorandum Of Understanding (MOU) ini : 

"Pekerja Rumah Tangga" berarti warga negara Republik Indonesia yang bekerja atau 

dikontrak untuk bekerja di MaIaysia rrnCrrk periode waktu tertentu untuk individu tertentu 

sebagai peke rja rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pekerja 

tahun 1955, Peraturan Buruh Sabah (Bab 67) dan Peraturan Buruh Sarawak (Bab 76). 

"Majikan" berarti individual yang mendapat persetujuan oleh otoritas terkait di Malaysia 

untuk memperkerjakan Pekerja Domestik asal Indonesia. 

"Perwakilan Indonesia" berarti Kedutaan Wublik Indonesia danlatau Konslrlat Umum - _ - _. 

Republik Indonesia dan latau Konsulat Republik Indonesia, di Malaysia. 

"Perwakilan Malaysia" berarti Kedutaan Malaysia dan/atau Konsulat Umum Malaysia 

dadatau Konsulat Malaysia, di Indonesia. 

"Badan Perekrutan Indonesia" (BPI) berarti badan perekrut Indonesia yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan m w e h t  P e k ~ a  Rumah Tangga Indonesia 

"Badan Perekrutain Malaysia" (BPM) berarti badan pekerja swasta yang dilesensi di 

bawah Undang-undang Badan Pekerja Swasta tahun 1981 dan disetujui oleh Pemerintah 

Malaysia untuk tujuan rnerekrut Peke j a  Dornestik asal Indonesia. 

"Izin Kerja" berarti izin kunjungan (pekerja sementara) yang dikeluarkan oleh 

Departernen Irnigrasi Malaysia (DM) rrntuk mengijinkan Pekerja Dctrnestik untuk 

bekerja di Malaysia. 

Kata-kata dan pernyataan-pernyataan dalam tunggal mencakup plural, dan kata-kata dan 

pernyataan-pernyataan dalam plural mencakup tunggal. 



Pasal2 

Tujuan MOU ini ada th  unhk metzgembangkan ker-sama prig acla antara Pihak-Pihak 

untuk tujuan memperkuat mekanisme perjanjian d m  reh i tmen Pekerja Rumah Tangga 

Republik Indonesia. 

PasaI 3 

Pihak-Pihak nlenyepakati bahwa perekrutan Pekerja Rumah Tangga untuk pekerja di 

Malaysia dapat dilakukan sesuai dengan MOU mi. 

Pasal4 

Pernerintah Malaysia rnengakui bahwa Pekerja Rumah Tangga k r u s  dipekeijdtkan sesuai 

dengan syarat-syarat dan kondisi pekerja sebagaimana ditetapkan di bawah hukum, 

peraturan, regulasi kebijakan dan petunjuk relevan terkait pekerja di Malaysia. 

Pasal5 

I . Majikan siapapun y ang berkeinginan untuk memperkerjakan Pekerja Domestik tanpa 

pelayanan BPM atau melalui BPI harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 

otoritas terkait di Malaysia. Otoritas terkait dapat, dilaksanakan dengan cepat, 

rnenginformasikan persetujuan tersebut kepada Perwakilan Indonesia. 

2. Pihak-Pihak sepakat bahwa implernentasi pekeja sebagairnan merujuk pada pmgraf 

1, harus mengatur dengan Kelompok Kerja Gabungan sebagaimana d i a p k a n  dalarn 

Pasal 12. 

Pasal6 

Pernerintah Republik Indonesia sep&at mtuk menegaskan b&wa Pekerja Rurnah 

Tangga yang mendapat tawaran untuk seleksi oleh majikan untuk bekerja di Malaysia 

harus memenuhi kondisi-kondisi awal berikut untuk memasuki Malaysia. 

(a) berusia setidaknya 21 tdlun dan tidak lebih dan 45 tahun: 

(b) memiliki pengetduan yang mernadai tentag Irukurn-Irukurn, budaya dan praktik 

sosial di Malaysia. 



(c) memiIiki kemampuan untuk berkomunikasi baik bahasa MaIaysia dadatau Inggris. 

(dl memenuhi prosedur Irrrigrasi Malaysia di Mdaysia; 

(e) harus dinyatakan sehat dan kuat terkait dengan persyaratan otoritas terkait di 

Malaysia dan Indonesia; dan 

(f) tidak memiliki catatan kriminal apapun. 

PasaI 7 

1. Pekerja Domesfik yang bekerja di Malaysia haws merittutti seluruh hukum, aturan, 

regulasi, kebijakan dan petunjuk Mdaysia: dm menghomati tradisi d m  budaya 

Malaysia dalam tingkah laku mereka sebagai Pekerja Rumah Tangga di Malaysia. 

2. Majikan hams mematuhi hukum, aturan, regulasi. kebijakan dan petunjuk Malaysia. 

P d .  8 

Kedua Pihak mengakui bahwa tanggungjawab Majikan, BPM, BPI clan Pekeja Ruinah 

Tangga untuk tujuan implementasi MOU ini harus sesuai dengan Appendix A. 

Pasal9 

Pekerja rurnah tmgga yang direkrut dibawah MOU mj addah yang bekerja di Mdaysia 

(a) untuk periode tertentu sesuai dengan Kontrak Pekerja sebagaimana disetiap 

Appendix B. 

(h) Subjek syarat-syarat dan kondisi-kondisi Kontrak Pekerja sebagaiman di setiap 

Appendix B. 

Pasall0 

Subjek Pasal 9, Pekerja Domestik diperbolehkan melanjutkan bekerja di Malaysia 

sebagaimana diminta Majikan. 

PasaI 11 

1. Kedua Pihak hams rnernfasilitasi pemulangan kembali P&er- Rumah Tangga atas 

berakhirnya Kontrak Peke jaan mereka. 



2. Masing-masing pihak harus mengambil tindakan yang tepat terhadap Majikan atau 

BPM atau BPI atau Pekerja Rumah Tangga yang melanggar ketetapan-ketetapan 

MOU mi. 

Pasall2 

1. Pihak-pihak setuju untuk menetaplan Keiumpuk Kerja Gabungan terdiri atas pettigas- 

petugas terkait dan Pemerintah masing-masing untuk membahas persoalan apapun 

yang muncul dari pengimplementasian MOU ini. 

2. Kelompok Kerja Gabungan harus bertemu dari waktu ke waktu dan mendesain tempat 

dan w a h  pefiemuan. 

Passal13 

Tiap-tiap pihak mempunyai hak dengan d o n & k e p e n h g a n  miond, 

permintaan publik atau kesehatan publik untuk menunda secara sementara baik secara 

keseluruhan atau bagian implementasi MOU ini yang berdampak seketika setelah 

pemberitahuan yang diberikan Pihak laimya melaIui hubungan diplomatik. 

Pasall4 

MOU ini merupakan mengganti atau penghapus Nota Kesepakatan pada Panduan MOU 

tentang Memperkerjakan Pelayan Indonesia antara Malaysia dan Indonesia tertanggal30 

Januari 1996. 

Pasall5 

MOU ini dapat di amandemen, dimodifikasi atau direvisi dengan pertukaran surat 

persetujuan bersarna antar Pihak-Pihak melalui hubungan diplornatik. Amandernen, 

modifikasi atau revisi harus diberlhkan sebagaimana ditetapkan Pihak-Pihak. 



- - - - 

Risk 16 

Perselisihan apapun yang muwul dari iizteqrestasi atau implementasi MOU ini hams 

diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Pihak-Pihak tanpa 

pengaruh pihak ketiga. 

Pasal17 

1. MOU ini hams d i b e r l e m  menjadi kesepakatm bersama atas kedua Pihak-Pihak, 

hams memberitahukan melalui pertukaran Nota Diplomatik. 

2. MOU hams tetap diberlakukan untuk periode lima (5) tahun dan tanggal 

penandatanganan subjek hingga perpanjangan oleh kesepakatan bersama kedua 

Pihak. 

3. Kedua Pihak dapat mengakhiri MOU ini melalui pembentahuan melalui hubungan 

diplomatik. yang diberlakukan enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan. 

DALAM KESAKSIAN TENTANG, yang bertandatangan. sebagaimana otoritas yang 

d iberi kan oleh Pemerintah terkait mereka, telah menandatangni MOU ini. 

DISELENGGARAKAN. di Bali, Indonesia pada 13 Mei Tahun 2006. Dalam Bahasa 

Indonesia, Bahasa Malaysia dan Tnggris. selumh teks autentik secara sama. Seandainva 

terdapat perbedaan interprestasi MOU mi, teks lnggris hams diberlakukan. 



APPENDIX A 

A. Tanggung jawah Majikn 

i. Majikan bertanggungjawab secara personal atau melaiui otoritas BPM untuk mendapat 

persetujuan dari otoritas terkait di Malaysia untuk tujuan rekruitmen/memperkerjakan 

Pekerja Rumah Tangga. 

ii. Subjek pasal 5 MOU, bjikan secara personal atau mela1ui BPM merekrut Pekerja 

Domestik di Indonesia melalui BPI. 

iii. Maj ikan hams membayar Pekerja Domestik dalam jangka bulan dalam jumlah yang 

disepakati dahm syarat dan kondisi Kontrak PAaja. 

iv. Majikan harus menandatangani Kontrak Pekerja di Malaysia sebelum atau pada saat 

permulaan kerja dan kopi kontrak tersebut hams disediakan uratuk Pekerja Rurnah 

Tangga. 

v. Majikan harus bertmggunGawab untuk pxmbspa~lll st2taga.i Wht: 

(a) Riaya transportasi dari titik keiuar awd Indonesia ke tempat pekerjaan di 

Malaysia: 

(b) Jaminan keamanan sebagaimana disyaratkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia; 

(c) Biaya Pemrosesan: 

(d) Izin 1Cer-a: 

(e) Uji kesehatan untuk tujuan perpanjangan Ijin Kerja: dan 

(9 Pajak tahunan 

vi Majikan dapat, ddam peristiwa dirnana Pekerjtr Domestik d i rekt  menurut pasal 5 

MOU, bertanggung jawab untuk kebutuhan pengaturan masuknya Pekerja Domestik 

pada kedatangan titik masuk di Malaysia dan selanjutnya. 

vi i .  Majikan hams memastikan Pekerja Domestik menjalani penguj ian medis dalam satu 

(1) bulan dan tanggal kedatangan di Malaysia sebagairnana disyaratkan oleh 

pemerintah Malaysia. 

vi ii.Majikan harus, dalam ha1 dimana Pekerja Domestik direkrut berdasar pada Pasal 5 

MOU. bertanggung jawab atas biaya pernulangan Pekerja Dornestik yang tidak 

ditetapkan bugar d m  sehal. dan pengujian rnedis yang dilakukan dibawah paragraf vii 

diatas 



ix. Maiikan hams menyediakan pemberitaan untuk Pekerja Domestik dibawah Skema 

Kornpensasi Pekerja Asing sebagairnana ditetapkan melalui Menteri Surnber Daya 

Manusia Malaysia. 

x. Majikan harus memastikan bahwa Pekerja Domestik mendapat kartu pekerja asing 

mereka dan Departemen Imigrasi Malaysia seiring penggunaannya dan kartu 

disimpan oleh Pekerja Domestik. 

xi. Majikan hams memperbami Izin Keja Pekeja Domestik tiga (3) bulan sebelum 

tanggal tidak berlaku. Biaya apapun. pinalti atau gabungan kegagat an Majikan untuk 

melakukarrnya menjadi tanggungan Majikan. 

xii.Majikan bertanggungjawab vntuk keamanan menyimpan pasport Pekerja Rurnah 

Tangga dan untuk menyerahkan pasport tersebut pada Perwakilan Indonesia dalam 

peristiwa melarikan diri atau meninggalnya Pekerja Rumah Tangga. 

xiii.Majikm harus menanggung biaya penggunwa pelay~wsBP-M ywg d&g&an. 

xiv.Dalam peristiwa kematian Pekerja domestik, majikan hams menanggung &aya 

pemakaman atau pemulangan Pekeja Rumah Tangga d m  biaya tersebut dapat 

dibayarkan dari Skema Kornpensasi Pekerja Asing. 

xv. Majikan harus menghormati dan memperhatikan terkait pada sensitifitas kepercayaan 

agarna Pekerja Domestik, temasuk hak untuk meiakukilfl sembahyang dan untuk 

menolak menangani atau mengkonsumsi makanan yang tidak halal. 

xvi.Majikan hams menyediakan akomodasi yang Iayak pada Pekerja Rumah tangga 

dengan sikap ramah. 

xvii.Majikan hams meny diakan Pekerja Rumah Tangga dmgan istirahat yang cukup. 

xviii.Majikan hams memastikan bahwa Pekerja Rumah Tangga hams dipekerjakan unhik 

tugas-tugas kerumahtanggaan. 

xix.Majikan hams melengkapi keterangan-keterangan Departemen Buruh Malaysia 

tentang Pekerja Rumah Tmgga termasuk keiuarganya diddam empat beIas (14) hari 

dan permulaan keja 

xx. Biaya pemulangan Pekerja Rurnah Tangga dan tempat mereka beke rja sampai titik 

keluar awal di Indonesia hams dibebankan pada Majikan sesuai dengan keadaan 

berikut : 



a. b e r f i n y a  Kontrak Pekerja 

6. penghentim Kontrak Pekerja oleh Majikarr; atau 

c. penghentian terkait tidak terpe~tuhinya syarat-syarat dan kondisi Kontrak Pekerjaan 

oleh Majikan. 

xxi. Majikan hams, lebih awal meninggalkan Malaysia untuk beke rja di negara luar dan 

bermaksud mengajak bersam Pekeja Rumah Tangga, melakukan segala sesuatu 

untuk memastikan penghentian Lzin Kerja dan rnemperoleh persetujuan yang 

diperluksn dari Perwakilan Indonesia. 

xxii. Ma-jikan harus. sebagaimana dimungkinkan dilaksanakan. dan jika di minta oleh 

Pekerja Domestik, memandu Pekerja Rumah Tangga untuk membuka rekening di 

institusi keuangan Malaysia. 

B. Tanggungjawab Badan Perekrut Malaysia (BPM) 

i BPM hams atas permintaan Majikan, menggunakan atas nama Mapkan menyetujui 

dari otoritas terkait di Malaysia untuk tujuan merekrut/memperkerjakan Pekerja 

Domestik. 

ii .  BPM hams inenyediakan biodata calon Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan 

spesifikasi Majikan untuk tujuan seleksi Pekerja Rumah Tangga. 

i i i .  BPM hams memastikan bahwa Pekerja Rumah tangga mememihi spesifikasi Majikan 

sebagaimana diminta oleh Majikan. 

iv. BPM, harus bertanggung jawab untuk pengaturan masuknya Pekerja Rurnah Tangga 

atas kedatangan di titik mas& Malaysia dan selanjutnya. 

v. BPM harus menyediakan penggantian Pekeea Domestik dalam ha1 peristiwa Pekerja 

Rumah Tangga melarikan din atau ditetapkan tidak sehat secara medis di tiga (3) 

buIan pertama sebagaimana disepakati antara BPM dan Majikan. 

vi. BPM hams rnengatur perpanjangm Izin Kerja Pekerja Domestik tiga (3) bulan 

sebelum tanggal tidak berlaku jika diharuskan oleh Majikan. 

vii. BPM hams mengelola dan memperbarui catatan Majikan dan Peke rja Rumah Tangga 

termasuk segala keluarga Pekerja Rumah Tangga. BPM hams tetap memberikan 

infornasi Perwakilan Indonesia melalui catatan tdoaru. 



I viii.BPM harus tidak memberikan instruksi Majikan untuk memotong simpanan buIanan 

Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan hukurn yang terkait. 

ix. BPM harus memastikan bahwa Pekerja Rumah Tangga yang dipilih untuk bekerja di 

1 Malaysia ditetapkan sehat dan bugar sesuai dengan otoritas Malaysia terkait. 

I x. BPM bertanggungjawab untuk pernulangan Pekerja Rurnah Tangga yang ditetapkan 

tidak sehat dan bugar melalui pengujian medis yang diselenggarakan dibawab 

paragraf (ix) diatas. 

xi. BPM harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat dan kondisi 

Kontrak Pekerja secara keseluruhan dijelaskan dan dipahami oIeh Majikan dan 

Pekerja Rumah Tmgga secara berturut-tumt. 

xii.BPM hams mengurus pencatatan pada penempatan Pekerja Domestik untuk tujuan 

inspeksi oleh otoritas Malaysia terkait. 

I xiii,BPM harus mematuhi pembiayaan . rekmhen, &B. . . p g n % ~ ~ ~ ~ - - P ~ e k e ~ j , a  rumah 
~ . 

I Tangga sebagaimana disepakati oleh otaritas Malaysia dan Indonesia te~l&t. 

xiv.BPM harus tidak beroperasilrnenyelenggarakan bisnis perekrutan dan penempatan 

Pekerja Dornestik di Indonesia. 

L 
C. Tanggung Jawab Badan Ferekmtan Indonesia (BPI) 

i. BPI harus bertanggungjawab untuk menyediakan cabn Pekerja Domestik sesuai 

dengan spesifikasi Majikan untuk diwawancara danfatau diseleksi oleh majikan atau 

BPM. 

ii. BPI harus bertanggungjawab pada kepentingan Pekerja Rumah Tangga untuk 

rnendapatkan dukumen perjalanan yang d ibutubn dan untuk mengatur pengujian 

medis di pusat medis yang ditunjuk di Indonesia. 

iii. BPI hams memutuskan bahwa Pekerja Rurnah Tangga yang diwawancarai dan dipilih 

ditetapkan sehat dan bugar oleh otoritas medis di Indonesia. 

iv. BPI hams bertanggungjawab untuk memastikan bahwa persyaratan dan kondisi 

Kontrak Ke j a  secara penuh dijelaskan dan dipahami oleh Pekerja Rumab Tangga 

saat dilakukan seleksi. 



V. BPI hams bertanggungjawab untuk meny ediakan Pekerja Domestik dengan kopian 

paspor mereka; kontrak asli penempatan, informasi dan keterangan Majikan, dan 

orang penghubung di Perwakilan Indonesia, BPM d m  BPI. 

vi. BPI hams menyediakan pengganti Pekerja Rumah Tangga dalam kasus Pekerja 

Rutnah Tangga yang melarikan diri atau ditetapkan tidak sehat secara medis dia tiga 

(3) bulan pertama sebagaimana disepakati antara BPI dan BPM dadatau Majikan. 

vii. BPI haws memastikan bahwa Pekerja Rumah Tangga memenuhi spesifikasi Majikan 

sebagaimana disyaratkan Maji kan. 

viii BPI hams bertanggungjawab untuk biaya pemulangan Pekerja Rumah Tangga yang 

tidak ditetapkan sehat dan bugar dan pengujian medis yang diselenggarakan dibawah 

paragraf B (x) diatas. 

ix BPI harus menyusun dan memperbarui laporan Majikan dan Pekerja Domestik pada 

keluarga Pekerja Rumah Tangga. BPI w s  tetap rnembegbn informasi pada 

Perwakilan Malaysia berkenaan catatan tersebut. 

x BPI harus memenuhi pembiayaan pereknrtan d m  penempatan Pekerja Rumah Tangga 

sebagaimana disepakati oleh otoritas Malaysia dm Indonesia terkait. 

xi.BPI hams tidak mengoperasikan/menyeIenggarakan bisnis perekrutan dan penempatan 

Pekerja Rumah Tangga di Mdaysia. 

D. Tanggungjawab Pekerja Rumah Tangga 

i .  Pekerja Rumah Tangga hams rnenandatangani Kontrak K e j a  sebelum waktu keja 

dimulai. Kopian kontrak tersebut hatus disediakan untuk Pekerja Rumah Tangga. 

ii. Pekera Rumah Tangga hams bertanggungjawab untuk pembayaran berikut : 

(a) Visa; 

(b) Dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang terkait dibebankan oleh otoritas 

Indonesia terkait: 

(c) Pengujian medis awal untuk Izin Kerja Peke j a  Rumah Tangga 

(d) Ak~modasi dan pembiayaan tambahan yang dibebankan oleb BPI di Indonesia 

sebelum keberangkatan; 



( e )  Biaya transportasi dan tempat tinggaf Pekerja rumah tangga pada titik keluar awal 

di Indonesia: dm 

(f) Pengeluaran lain yang tejadi di Indonesia. 

iii. Pekerja Rumah Tangga hams memastikan kopi laporan pengujian medis tersedia 

untuk diperlihatkan pada titik masuk. 

iv. Pemerintah Malaysia menyediakan hak u m k  mencabut kemba5 Izin Kerja dalam 

kasus apabila pekerja Rumah Tangga menikah di Malaysia saat periode bekerja. 

v. Tidak ada anggota keluarga atau orang lain yang diizinkan untuk tinggal dengan 

Pekerja Domestik di tempat pekerja tanpa sepengetahuan Majikan. 

vi. Pihak Pekerja Rumah Tangga hams bertanggung jaw& untuk mendapatkan kartu 

kerja asing untuk tujuan identifikasi untuk mendorong agen-agen kapanpun 

dibutuhkan saat mereka tinggal di Malaysia. 

vii. Pekerja Rumah tangga mematuhi semua hukum. peraturan. regulasi dan kebijakan 

dan menghargai tradisi dan budaya Malaysia saat tinggal di Malaysia. 

viii .Pekerja Rumah Tangga harus menjalankan tanggungjawab terhadap anak-anak, orang 

muda dan orang yang berada dibawah perawatan daiam ha1 tanggungjawab. 

ix. Biaya pemulangan Pekerja Rumah Tangga harus dibebankan oleh Peke rja Rumah 

Tangga dalarn situasi: 

a. penghentian akibat pengabaian atau kekerasan terhadap anak-anak dm anak muda 

atau orang yang berada dibawah perawatan mereka. 

b. Pekerja rumah Tangga dipecat atau melarikan diri; atau 

c. Penghentian pekerjaan menurut paragraf 7 Xontrak Pekerjaan. 



Kontrak ini dibuat pada hari bulan tahun antara 

I/C No. atas nama (selanjutnya disebut setragai Majikan) di satu 

pihak dan , pemegang p a s s p  Indonesia No. atas nama 

(selanjutnya dirujuk sebagai Pekerja Rumah Tangga) di sisi lain. 

DENGAN INI MENYEPAKATI sebagai berikut: 

1. Durasi Kontrak 

(a) Majikan hams mempeke rjakan Pekerja Rumah tangga sesuai dengan prasyarat dan 

kondisi Kontrak ini dan mematuhi ketentuan hukum, regulasi, peraturan, 

kebijakan dan petunjuk Malaysia; - - -- - 

(b) Kontrak ini haws dimulai dari tanggal kedatmgan Pekeja Rum& Tangga di 

rumah Majikan: 

(c) Pekerja Rumah Tangga hams melanjutkan pekerjaan di bawab prasyarat dan 

kondisi-kondisi Kontrak dalam periode ( ) tahun atau hingga waktu 

Kontrak dihentikan sesuai dengan prasyarat dan kondisi Kontrak ini. 

2. Tempat Kerja.1 Tempat tinggal Pekerja Rumah Tangga 

Pekerja Rumah Tangga hams bekerja dan bertempat tinggal hanya di 

selarna durasi kontrak 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pekerja Rumah Tangga 

(a) Pekerja Rumah Tangga Oarus bekerja harrya dengan Majikan dan tidak rnencari 

pekerjaan atau dipekejakan di tempat lain; 

(b) Pekerja Rumah Tangga hams memenuhi instruksi Majikan yang beralasan dalam 

menj alankan tugas-tugas rumah tangga yang ditetapkan: 



(c) Pekerja Domestik melaksanakan dengan rajin, sepenuh hati dan sungguh-sungguh 

sernua tugas mmah taigga yang ditetapkan oleh Majikan yang tidak termasuk 

aktifitas komersial; 

(d Pekerja Rumah Tangga tidak boleh menggunakan atau mengambil keuntungan 

harta benda Maj ikan tanpa izin Maj ikan. 

(e) Pekerja Rumah Tangga diharapkan se-tiap waktu memperlihatkan cara pakaian 

yang pantas dan hams sopan. santun dan rnenghormati Majikan dan anggota 

keluarga Majikan 

(f) Pekerja Domestik hams mematuhi hukum, peraturan regulasi, kebijakan dan 

petunjuk nasional Malaysia dan menghormati budaya dan tradisi Malaysia; 

(g) Dalam ha1 dimana Pekerja rumah Tangga menikah di Malaysia membeiikan hak 

kepada pemerintah Malaysia untuk mencabut Izin Kerja; 

(h) Tidak ada anggota keluarga atau orang Iainnya yang diperbole&-an untuk tinggal 

dengan Pekerja Rumah Tangga di tempat bekeja tanpa pengetahan Majikan. 

4. Tugas-tugas dan tanggungjawab Majikan 

(a) Majikan barus rnenyediakan PekeTja Rumah Tangga dengan akomodasi yang 

layak dan keramahan dasar; 

(b) Majikan hams menyediakan Pekerja Rumah Tangga makanan harian yang layak 

dan memadai; 

(c) Majikan tidak boleh rnerninta Pekerja Rumah Tangga untuk- bekerja atau terikat 

dalam aktifitas lain selain yang terkait pada tugas-tugas rumah tanggti, 

(d) Majikan hams memastikan Pekerja Rumah Tangga dengan Skema Kompensasi 

Pekerja Asing terkait pembiayaan medis apapun dimana Pekeja Rumah Tangga 

mengalami luka dimana luka tersebut dialami dan akibat pekerjaan; 

(e) Majikan hams di setiap waktu menghormati dan memperhatikan berkaitan pada 

kepercayaan agarna Pekerja Rumah Tangga. termasuk hak untuk melaksanakan 

doa dan untuk menolak menangani dan mengkonsumsi makanan yang tidak 

halalan; 



5. Penqaturan Pembayaran 

('a) Majikan h a s  rnernbayar pekerja Rcrmah Tatrgga gaji bulanan dengan RM 

Ringgit Malaysia) dan pembayaran h s  sesuai dengan hukum 

perburuhan Malaysia: 

(b) Tidak ada pemotongan gaji bulanan Pekerla Rumah Tangga yang dilakukan sesuai 

dengan hukum. 

6. Waktu Istirahat 

Pekerja Rumah Tangga harus diperboletikan istkahat dengan cukup. 

Penghentian Kontrak oleh Majikan 

Majikan dapat menghentikan pelayanan pekaja Rumah Tangga tanpa pemberitahuan 

jika Pekerja Rumah Tangga nlelakukan tindakan apapun yaRg tidak beretika tidak 

konsisten dengan pemenuhan tugas-tugas Pekerja Rumah tangga atau jika Pekerja 

Rumah Tangga meIanggar persyaratan dan kondisi-kondisi daIam Kontrak ini. 

Untuk tujuan kIausa ini, tindakan tidak beretika rnencakup: 

(i) bekerja dengan Majikan lain; 

(ii) tidak mematuhi hukum dan perintah yang pantas dari Majikan: 

(iii) mengabaikan tugas-tugas rumah tangga dan terbiasa terlambat dalam bekerja: 

(iv) tidak jujur dan diny atakan bersalah dalam mata hukum 

(v) terlibat dalam ahifitas illegal dan pelanggaran hukum; 

(vi) rnengijinkan orang lain untuk memasuki lingkungan atau menggunakan harta 

benda Majikan tanpa izin Majikan; 

(vii) menggunakan harta benda Mtjikan tanpa izin Majikan. 

Majikan yang menghentikan Kontrak dibawah klausa hams menyediakan bukti 

situasi atas permintaan Pekerja Rurnah Tangga. 

8. Penghentian Kontrak oleh Pekerja Rumah Tangga 

Pekerja Rumah Tangga dapat menghentikan Xontrak ini tanpa peringatan jika: 



(i) Pekerja Rumah Tangga mempunyai alasan mendasar untuk takut atas hidupnya 

atau termcam dengan kekerasan atau penyakit: 

(ii) Pekerja Rumah Tangga menjadi subyek kekerasan atau perlakuan yang tidak 

sehat oleh Majikam atau 

(iii) Majikan telah gaga1 untuk memenuhi kewajiban dibawah paragraf 5. 

Ditetapkan bahwa Pekeja Rumah Tangga mmghdikan Kontrak dibawah klausa ini 

hams menyediakan adanya bukti situasi atas pennintaan Majikan. 

9. Ketentuan Umum 

(a) Biaya transpofiasi Pekerja Rumah Tangga dan titik keluar awal dari Indonesia ke 

tempat pekerjaan harus dibebankan kepada Majikan; 

(b) Dalam situasi dimana Kontrak dihentikan oleh Majikan dengan alasan bahwa 

Pekerja Rumah Tangga telah mtzlahkn pelaxggaran, P&eerja Rumah Tangga . - 

hams menanggung biaya pemulangannya: 

(c) Biaya pemulangan Pekerja Kumah Tangga dan tempat pekerjaan ke titik keluar 

awal keluar di Indonesia harus dibebankan pada Majikan dengan keadaan sebagai 

berikut: 

(1) penyelesaian Kontrak Kerja. 

(2) penghentian Kontrak Keja  oleh Majikan: atau 

(3) penghentian terkait tidak terpenuhinya prasyarat dan kondisi-kondisi Kontrak 

Ke rja oleh Maj ikan. 

(d) perselisihan apapun yang muncul anta~a NIajikan dan Pekerja Rumah Tangga 

yang sesuai dengan syarat. penghentian Kontrak Kerja menurut Paragraf 7 atau 8 

Kontrak ini hams diatur sesuai dengan hukurn yang berlaku di Malaysia. 

(e) Untuk tujuan Kontrak ini, istilah "poin keluar awa17 berarti di 

Indonesia. 



10. Perpanjangan Kontrak 

Berlandaskan masa berakhir durasi Kontrak. Majikan dan Pekerja Rumah dapat 

menyepakati bahwa Kontrak ini dapat diperpanjang pada prasyarat dan kondisi y ang 

sama disitu. 

'I I .  Waktu Pokok 

Waktu kapanpun disebutkan hams merupakan pokok kontrak ini dalam kaitan pada 

semua perjanjian Kontrak ini. 

12. Ketetapan Hukum 

Kontrak ini ditetapkan dengan, dan hams diterangkan sesuai dengan hukurn Malaysia. 



N ama Peserta 
Tempat dm Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Status Perkawinan 
Anak 

Agama 
Golongaflangkat 
Jabatan Fungsional Akademik 
Sertipikat Pendidik 
Perguruan Tinggi 
Alamat Rumah 

Telepon 
HP 
Alamat Email 

: Abdul Rasyid Saliman bin Mohd.Arsyad Midin 
: Pqkdpinang, 13 Oktober 1963 
: Laki-laki 
: Menikah dengan Zalita Komarozani 
: I .  Zaky S h a h  Ekrima Rasyid 
2. Rizky Heykd Salaby Rasyid 
3. Kiki Kemal Meshal Rasyid 
4. Dicky Hashemi Mahendra Rasyid 
5. Riclcy Salman h a z y  Rasyid 
6. Lucky Ilham Ramadhani Rasyid 
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RIWAYAT PENDIDlKAN PERGURUAN TINGGI I 

I Tahun ( Jenjang I Perguruan Tinggi I JurusanJBidang 
Lulus 

1988 

PELATIHAN PROFESIONAL 

- 

2000 
2013 

S 1 

S2 
S 3 

Tahun 1 Pelati han 1 Penyelenggara 

Universitas Idam Indonesia 0, 

2008,20 10, 
201 1,201 2 

Studi 
HTN 

"d 

STIE-IBII 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan 
Univertsitas Islam Indonesia , Yogyakarta 
(Uj ian Akhir) 

Pemasaran 
nmu Hukum 

Studi Banding ke Malaysia dan Thailand, 
untuk masalah Pelaksanarrn Hukum 
Ketenagakerjaan 

Koran Seputra Ivrdonesia 

Studi Banding ke Arab Saudi, untuk 
masalah Buruh Migran 

Koran Seputar Indonesia 



. Fakulti Undang-Undang- 
Univwsiti Kebangsaan 

[ j i n ~ g  

I 2007 
I 2005 

Smchuich Program (Program Penyelia 
, Bwsama). 

Workshop Pembimbing Akademik I 

Workshop, Hukum Persaingan Usaha 

1 .  MIND0 DIU 

2. Dinas Pemadanl DKI, 
STTE lBII 

3 .  S W  BIT 

2004 

2002 

2001 

1 I I Associates 1 

M a i  
BB 
KPPU 

ddam Materi Kurhlum Perguruan Tinggi 
1. Diklat Dasar Pendalaman Ahli 

Perselisihan Hubungan Industrial. 
2. Pelatjhan Pemadam Kebakaran. 

3. Pelatihan Pengendalian Dokumen dan 

9000:2000 
2. Pengendalian Dokumen dan 

Flowcharting 
3. Audit Mutu Internal 

Audit Mutu Internal I S 0  9001 :2000. 
1 .  Workshop Statuta Perguruan Tinggi. 
2. Program Pelatihan Dasar Internet. 
1. Interpretasi & Implementasi IS0  

Associates 
2. Darmawan Sweeker & 

Associates 
3. Damwan Sweeker & 

I .  Kopertis 
2. M-WEBIBII 
1. Darmawan Sweeker & 

2000 
1997 

PENGALAMAN JABATAN 
- - -  - 

1994,1995 

Pelatihan Penulisan Artikel Jurnaiistik 
Mengajar Efektif & Presentasi Berbasis 

STlE IBlI 
TPXMD Kopertis ID Jakarta 

Multimedia 
Penataran P4 144 jam Propinsi DKI 
.Takarta 

Jabatan 

1. Wakil Ketua 11 
2. Anggota Senat 
3. Konsultan Hukum dan 

Ketenagakerjaan 
4. Kepala Biro SDM 

BP7 DKI Jakarta 

Institusi 1 Tahm . . .s.d.. . 

Mata Kuliah 
1. Aspek Hukum Dalam 
Ekonomi,Hukum Pajak , 
P .Pancasila,p .Kewi~am, 
2. Hukum Bisnis, P.Pancasila, 
P. Kewarganegaraan, 

1 3. Seminar Bisnis 
-- 

S T K l P  MBB 
BII 

Yayasan IBII 

lBII 

-- .- 

428 

Jenjang 
S 1 

S 1 

S2 

Institusi/Jurusan/Program 
STIENI-STTI 

BII 

MM-TBZI 

201 1 s.d sek 
2005 s.d 2009 
2005 s.d 2006 

2001 s.d 2005 

Tahun.. . s.d. . . 
1990-1995 

1996-201 0 

2009 



P.Pancasila, Filsafat Hukum 
5. Hk Bisnis, PKN , Sl 
6 .  PKN I S l  STKIP MBB 1 20 1 1 -sek 

1 PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA 

Tahun 
1996-2010 

1 2002-2005 1 Dewan Pertimbangan, UKM Rohani Islam 

Pembimbingan/Pembinaan 
Pembimbingan Magang Qrja (sebanyak 59 lapom), dan S Q s i  (47 

2003-2009 
skripsi) 
Pernbina UKM Catur 

PENGALAMAN PENELITIAN 

2002-200F 
1999-2002 

penceramah Sistem Penctidikan Tinggi pada Pekan Keakraban Kampus 
Pembina UKM Rohani Islam. Denartemen Pendidikan & Kaderisasi 

~ahun-  Judul Penelitian 
20 1 1 Kajian Akademik Kdembagaan Kesatuan 

Jabatan 1 Sumber Dana 
Anggota Tim ) Disbunhut 

2008 

2007 

KARYA TULIS ILMIAH 

~e&elolaan Hutan (WH) Model Sungai 
Sembulan Kabupaten Bangka Tengah 
Perf indungan Hukum terhadap Hak- hak 

Indonesia dan Malaysia (Perspektif 
Perbandingan Sistem Hukum srratu 
Critical Yuriqx-udence). 

2 .  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di 
Kep. Serjbu (Pulau Panggang dan Pulau 
Pramuka ) 

A. BukdJurnaUArtikel rT&&-r- Judul 7 ~enerbit/~urnal 

Tenaga Kerja Indonesia menurut 
Peraturan Perundang-undangan dan 
Sistem Yeradilan Petburuhan di Malaysia 
1 .  Sistern Peradilan Ketenagakerjaan di , 

( 201 2 1 1. Fenomena Pilgnb Babel 2012 ) I .  Koran Seputar Indonesia, 1 

- 

Prov.Babe1 

UKM, Malaysia. 

Ketua Tim 

1.. Ke Yogya, A h  kan Kembali 1. Koran Seputar Indonesia, 
Artike6 24 Maret 20 1 1 

2. Mernbangun Kampus Riset Bereputasi 2. Koran Seputat Indonesia, 
UngguI Artikel, 1 1 April 20 1 1 

Pekerja Maritin Indonesia 3. Koran Seputar Indonesia, 

1 
Mandiri, riset di 

' UWI, MaIaysia 

Mandiri, riset di 

Mandiri 

Mandiri 

Mandjri 



I 
/ 4. Nasiondime Baru Genera4 .Muda 

5. Sangat Sulit Mengajar Pancasila Saat ir;l 

6. Runtuhnya Moralitas Sebuah Kampus 

7. FeodaIisme Malaysia Masa Kini 

-4?-rikel, 3 Mei 20 1 1 
4. Karm Seputar Indonesia, 

Arfikel, 20 Mei 20 1 1 
5. Koran Seputar Indonesia, 

Artikel, 2 Juni 201 1 
6. Koran Seputas Indonesia, 

Arfikel, 1 9 Agustus 20 1 1 
7. Koran Seputar Indonesia, 

Artikel, 29 Oktober 20 1 1 

2. Memahami fenomena Plagiat 13 
Perguruan Tinggi 

3. Mayday, Perlindungan Hukum Pekerja 
Masih Lemah 

4. Kebanglatan Nasional dan Spirit Hvbbul 
Wathon 

5. Membangun UU Perburuhan Responsif 

I .  Integrative I m  Protectiorz toward 
Indonesian Migrant Workers Rights in 
Malaysia 

6. Penanganan TKI: Indonesia-Malaysia 
perIu Panduan Bersarna 

7. Geostrategi Baru Malaysia di Kawasan 

1.  International Journal, 
Universiti Utaa Malaysia, 
Prasiding 

1. Integrasi Wilayah Hukum ASEAN 

2. Visi Kepemimpinan Melayu Sekawasan 

3. Perlindungan Hukum Bunrh Migran 

1. Koran Seputar Indonesia, 
Artz.keI, 9 Maret 2009 

2. Koran Seputar Indonesia, 
Arh%&t 3 Sept 2009 

3.3umal Reformasi Hukum, 
Indonesia di Malaysia 

I.  Asia PerIu Terapkan Standar 

5. Koran Seputar Iudonesia, 
Artikel, 11 Iuni 2010 

6. K o m  Seputar Indonesia, 
Arf ik ,  I 9 Juni 20 10 

7. Koran Seputar Indonesia, 
Arlikel, 26 Agustus 2010 

-. 

UU-J&ilrta. 
I. Koran Seputar Indonesia, 

Perburuhan ~ntekasional. 
2.Perlindungan Buruh Migran di Malaysia. 

2. Koran Seputar Indonesia, 
Artikel, 9 Mard 2010 

3.  Koran Seputar Indonesia, 
ArtikeI, 1 Mei 20 10 

4. Koran&.@arn,d~uesia, .--.--- 
Artikel, 20 Mei 201 0 

,3. Memilih dengan Prestasi. 

4 .Pengaruh Efekifita5 Kepemimpinan 
terhadap hfotivasi Kerja Karyawan PT. CW 
Jakarta 

Prosiding. 
2. Koran Seputar Indonesia, 

Arfikl. 
3. Koran Seputar Indonesia, 

Artik-el. 
4 .Jurna1 Ekonomi Equity, Jurnal 
Ilmiah FE UBB 

1. Lembaga Keuangan Syariah dan Aspek 1. Jurnal Ekonomi Perusahaan, 
Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Jurnal Ilrniah BII 

2. Kebij akan Pembangunan HukuNasional 2. Jurnal Reformasi Hukum, 
dalam Bidang Hukum Perburuhan , UIJ-Jakarta 



JumI R e h a s i  Huhm, ULJ- 
Keluarga (Tinjauan dalam UU ttg Jakarta 
Perlindungan h& dan UU ttg Penghapusan 

2005 
2004 

2. Menelaah Kembali Wawasan Kebangsaan 
dan Hubungannya dengan Konvensj PBB 
tentang Hukum Laut (Refleksi Peringatan 
Sumpah Pemuda ke-76). 

3. Model Karir Berbasis Kornpetensi (Studi 
Kasus pada Kornisi Pengawas Persaingan 

Kekerasan dalam Keluarga) 
Hukum Bisnis untuk Perusahaan 
1. Esensi Hukum Bisnis Indonesia 

2. Jurnal Ilmiah Widya. 
Kopertis III 

3.3umd Ekonomi Perusahaan, 

2001 

I pada Seminar di Universitas 
Satvagarna 

Prenada Media 3&arta/Buku 
1 .Prenada Media Jakarta/Buku 

B. MakalaN Poster 

Usaha (KPPU). ' 
Periklanan yang Efektif 

PESERTA KONFERENSI/SENIINAR/LO~YA/SIMPOST[JM 

Jumal Ilmiah IBn 
Jurnal Ekonomi Perusahaan, 
Jurnal Ilmiah lBlI 

Penyelenggara 
Pemakalah dan Pembicara, 

Tahun 
2008 

C . Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

Judul 
Kebi-jakan Pernbangunan Hukum Perburuhan 

Tahun 
2006 

2005 

Tahun 
2012 

Judul I PenerbitIJudul 

201 1 

Reviewer, anggota tim Penjlaj Usulan Kenaikan 
Pangkat Akademik lBII atas nama Wahyu Wibowo 
Reviewer, anggota tim Penitai UsuIan Kenaikm 
Pangkat Akademi k rSIT a b s  nama Elizabeth Vita 

Judul Kegiatan 
Seminar Soft Diplomacy ke-3 Indonesia- 

If311 

IBII 

Penyelenggara 
PPI cabang WM dengan 

1. Fasilitasi Operasionalisasi Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Prov. 
Kep. Bangka Belitung 

Pembicara, disarnpaikan pada 
Lokakarya Pernbentukan KPH 
Model di Bangka Tengah, 
DinBunHut Prov.Babe1, di 
Hotel Bumi Asih 
Pangkdpinang, 6-7 Oktober 



2. Konsultasi PubJjk pada Penyiapan 
Kelembagaan KPH Model Sungai 
Sembulan 

201 1 
Pembicara, disampaikan pada 
Knsultasi Publik dan Rapat 
Koorbinasi Penyiapan 
Kelembagaan KPH Model 
Sungai Sembulan, DinBunHut 
Prov-Babel, di Hotel Bumi 
Asi h Pangkdpinang, 1 5 - 1 6 
Desember 201 1 

1 Seminar Internasional Migrasi Ke-2: 
Migrasi, Keadilan Sosial dan Tantangan 
Pembangunan 

Kumpulan Kolaborasi Kajian 
Mipsi ,  FW-UKM dan FH- 
Zn-Kmb Lumpur, 1 7- 18 Juni 
2010. 

1. PoIitik Hukum Perburuhan di Indonesia 
dan Malaysia (Studi Perbandingan Hukum) 

-.. _-- -.-- .- - .- -- - 
2. Concept and Philosophy of Labour Law 

and Labour Market 

1 .Pembicara, disampaikan 
pada Seminar Bisnis Program 
MM IBQ Jakarta, 10 Agustus 
- 22A&EL4- -..-...... -- -- - --- .- - 
2. Pembicara, disampaikan 
pada Seminar Bisnis Program 
MM BII, Jakarta, 18 
Nopember 2009 

1. The Asian Regional Conference on Labour ' 

Law and Labour Market in 21-st Century. 

2. Perm Aktif Dinas Tenaga Keja Bersama 
Pengusaha dan Serikat Buruh dalam 
Memamdang Pelaksaman Kebebasam 
Berserikat yang AdiI . 

I .  Seminar, Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru 
Peradilan Agama. 

2. Road Show Seminar, Measuring Marketing 
Program Effectiveness 

1 .LO Perwakilan Asia 
Tenggara dengan International 
Islamic University Malaysia 
(mJM)-Kuala Lurnpur, 15-1 6 
Nov.2008. 
2. Pembicara pada Seminar 
Universikas Satyagama, 
Jakarta, April 2008 

I .  PKES 

2.Gramedia, Konimex, 
Republika, Business Week, 
Global Media, Frai 
Marketin= IBLZ 

2005 I .  Seminar dan Loka Karya NasionaI 
Peringatan 60 Tahun PancasiIa: Upaya 
Konseptual dan St1 ategis, Mengembangkan 
dan Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila 
sebagai Jatidiri dan Kekuatan Integrasi 
bangsa Indonesia., Semarang, 1-2 Sept 2005 

I .  W A G ,  UNPAND, 
UKSW, M, STEPAN, 
UNIKASOEGUAPRANA 
TA, STE PELITA 
NUSANTARA dan 
UNISBANK SEMARANG 



i- 
s ( 2. Seainax Wmd, Subsidi BBM, Riil atau 
, Rdrayaa ? 

3. Seminar Bisnis, Terapan Human Capital- 
Kasus Terapan Malcolm Baldrige Cfiteria 
for Performance Excellence di PT Wijaya 

2. Bisnis Indonesia, STlE IBII 

3. IBII 

1 2004 
I Hu bungan Industrial. - 

1 

Karya (PERSERO). 
Seminar UU Penyelesaian Perselisihan 

- 
200 1 

LKPM-OborCipta 

STlE lBII 2003 

Education and The Partnership of Home, 
School and Community. 

2. Loka Karya Sehari Sosialisasi dan Teknik 
Pelaksanaan Ketentuan Terbaru Dalam 

Seminar Nasional, Dampak Penerimaan Dini 
Mahasiswa baru di Perguruan Tinggi terhadap 
Mutu Kelulusan Siswa SMU. 
1 .  International Seminar on Character 

W F W  

2. APTISI Wilayah Ill Jakarta 

2000 

KE;GIATAN PROFESIONALfPENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

1 .  STLE I8D, IEF, IIIiWP, 

Pemilihan Presiden Secara Langsung dan . 
Masalah Penggantjan Presiden. 

2. Visi Sumber Daya Manusia Akademis: 
Karir dan Masa Depan 

Bidang Jabatan Fungsiond Dosen. 
1. Seminar, Amandemen UUD 1945 menuju 

lhggd. - - . 

2. STIE B H  

1 .Universitas Indonusa Esa 

Tahun 
2012 

201 1 

Kegiatan 
1. Sebagai Ketua Panitia Pertemuan Nasional Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah (PTM) se Indonesia di Pangkalpinang-Tanjung Pandan, 16- 
18 Maret 2012 

1. Sekretaris Majelis Hukum d m  ITAM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Provinsi Kep.Bangka Belitung 201 1-20 15. 

2. Pengurus IKA-ISBA Pusat 201 1-201 5. 

3. Sebagai Tim Kajian Akademi k Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPK) Model di Kab. Bangka Tengah pada Sept-Okto 201 1. 

4. Sebagai Ketua Panitia Rapat Keja  Wilayah Muhammadiyah Provinsi 
Bangka Belitung, Pangkalpinang, 20 Nove"0er 201 1. 

5.  Sebagai Peserta Rapat Kerja NasionaI Majelis Hukum dan HAM 
Muhammadiyah, Jakarta, Juli 201 1 

6. Sebagai Peserta Rapat Kerja Nasional Kebendaharaan Muhammadiyah, 
Jakarta, 12- 14 Desember 20 1 1 



Sebagai anggota Keiompok Paniiia Pemmgutan Suara (KPPS) pada Pemilihan 
Legislatif d m  Pemilihan Presiden. 
Sebagd anggota Kelompok Panitia Pernungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan 
Gubernur Jawa Barat. 
1. Penyuluhan di beberapa SMA untuk menjelaskan kepada siswa mengenai 

prospek dan pernilihan perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat, di 
SMU di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Kudus. 

2. Pada 2007, sebagai Ketua Tim Peneliti untuk pengabdian pada masyarakat 
yang dilaksanakan di Kepulauan Seribu yang bekerja sama dengan Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBII. 

3. Pada 2004-2007, sebagai Sekretaris Rukun Wilayah @W) 010 di Perum. 
Telaga Sakinah, Cikarang Barat, Bekasi 

4. Pada 2008-2010, sebagai Humas Rukun WiIayah (RW) 010 di Perum. 
Telaga Sakinah. ~ i k a r a n ~  Barat, Bekasi 
Sebagai Ketua Tim (Koordinator) Penyuluhan di beberapa SMA untuk 
menjelaskan kepada siswa mengenai prospek dan pemilihan perguruan 
tinggi sesuai dengan minat dan bakat, di Pangkalpinang, dan Sungai Liat- 
Babel. . . 

1 Penyuluhan Kepada Guru-Guru: tentang Paradigma Baru Manajemen 
Pengelolaan Sekolah di SMPIT Al-Arabi, Cikarang-Bekasi. 

2.Koordinator Pengumpulan Dana Bencana Tsunami Aceh dan Sekitarnya 
STIE IBII 

3. Pada 1996-2002, sebagai Sekretaris Rukun Wilayah (RW) 010 di 
Perum.Bekasi Griya Asri 2, Tambun Selatan, Bekasi. 

4. Pada 2002-2004, sebagai Ketua R u h n  Wilayah (RW) 010 di Perum. 
Bekasi Griva Asri 2. Tmbun Selatan. Bekasi. 

Tahun Bentuk Penghargmn 
k d - u a r a  I Tenis Meja Perorangan STE IBn 

ORGANISASI PROFESI/1LMIAH 

Pemberi 
PORN-IBIE 

Lembaga Perlindungan Tenas  Keja Iadoaesia Ketua Bidang Hubm Luar 
(LPTKI-WALI 'TKI) Neeri  

PORBI-IBfI 
PORBI-IBII 

2004 ) Juara -- I Tenis Meja Beregu 

I Asosiasi Dosen Indonesia Pengums Wil.Babel J 1 

1 
2003 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan daIam CurricuIum Vitae ini addah benar dan 
apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

Juara 1 Tenis Meja Perorangan STZE IBII 


